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Kata Pengantar

Dengan mengucap Puji Syukur ke hadirat Tuhan YME, dokumen Naskah Akademik
Pembentukan Pusat Data Nasional dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang
telah ditetapkan.

Dokumen ini dikembangkan melalui proses kajian terhadap arahan strategis pemangku
kepentingan Pusat Data Nasional, dokumen kajian sebelumnya terkait penyelenggaraan
Pusat Data Nasional, dan proses interview terhadap pihak Kementerian Komunikasi &
Informatika. Proses kajian ini dilakukan untuk memberikan urgensi penyelenggaraan
Pusat Data Nasional & pembentukan kelembagaan, kajian teoritis & praktik empiris,
evaluasi & analisis perundang-undangan pembentukan kelembagaan yang sesuai,
landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta rekomendasi terhadap desain organisasi,
struktur remunerasi, dan proses penyediaan SDM bagi kelembagaan.

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional adalah
untuk menyediakan landasan ilmiah & data/dokumen pendukung dalam menginisiasi
pembentukan dan pengesahan Kelembagaan / Organisasi Penyelenggaraan Pusat Data
Nasional.

Jakarta, November 2022
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1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia tengah menggalakkan proses transformasi digital untuk
mengembangkan ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses
layanan publik. Rencana Transformasi Digital ini tertuang dalam Peta Jalan Indonesia
Digital 2021-2024'. Transformasi digital ini merupakan salah satu agenda prioritas
pemerintah yang telah ditempatkan sejajar dengan Kesehatan global dan transisi energi
sebagai prioritas utama G20 untuk tahun 2022,

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia saat ini terus mengarah ke ekonomi digital.
Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 70 Miliar Dolar
AS dan diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi 146 Miliar Dolar AS pada tahun
2025. Untuk mendukung cita-cita Indonesia dalam menjadi satu dari lima ekonomi
terbesar dunia pada tahun 2045, maka penting dilakukan percepatan transformasi digital
agar dapat menangkap peluang tersebut.

Urgensi percepatan transformasi digital ini semakin terasa dengan terjadinya pandemi
COVID-19. Pada era new normal, para pelaku usaha, industri, dan sektor ekonomi
terdesak untuk bertransformasi menuju digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi.
Tidak hanya itu, aspek layanan pemerintah pun perlu melakukan adaptasi menuju
layanan digital yang saling terintegrasi. Penyampaian informasi publik yang kredibel
menjadi penting untuk mencegah tersebarnya disinformasi ke masyarakat. Studi yang
dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center pada 2020 mencatat
terdapat 64-79% responden yang tidak dapat mengenali disinformasi yang tersebar?
Maka dari itu, perlu dilakukan percepatan transformasi digital oleh pemerintah.

Terdapat empat aspek pada transformasi digital yang dilakukan oleh kementerian
Kominfo: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat
digital. Pengadaan infrastruktur digital berperan sebagai fondasi untuk
menyelenggarakan pemerintahan digital dan ekonomi digital sehingga dapat mencapai
masyarakat digital.

Percepatan Transformasi Digital juga ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo?® ke
dalam 5 langkah percepatan transformasi digital:

1. Segera lakukan percepatan perluasan akses & peningkatan infrastruktur digital
dan penyediaan layanan internet

T Kementerian Informasi & Informatika. 2019. “Rencana Strategis Kementerian Komunikasi & Informatika
2020 - 2024".

2 Katadata Insight Center. 2020. “Keberadaan tentang Berita/Informasi Hoaks".
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/survei-kic-kominfo-publik-yang-anggap-berita-
hoaks-hanya-masalah-kecil-semakin-banyak, diakses pada 28 September 2022 pukul 15:12.

3 Presiden Joko Widodo. 2020. “Lima Langkah Percepatan Transformasi Digital”. Berdasarkan Arahan pada
Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital.


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/survei-kic-kominfo-publik-yang-anggap-berita-hoaks-hanya-masalah-kecil-semakin-banyak
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/survei-kic-kominfo-publik-yang-anggap-berita-hoaks-hanya-masalah-kecil-semakin-banyak
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Persiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis

Percepat integrasi pusat data nasional

Siapkan kebutuhan SDM talenta digital

Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan, segera
disiapkan secepat-cepatnya

vk W

Pusat Data Nasional (PDN), sebagaimana tertera pada poin 3 di atas, merupakan
infrastruktur vital yang harus disediakan untuk mewujudkan transformasi digital.
Penyelenggaraan PDN ini akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan
pemerintahan digital (SPBE) maupun mendukung sistem ekonomi digital, khususnya
pada UMKM. Namun, penyelenggaraan PDN juga memerlukan dukungan, khususnya
dari segi kelembagaan dan tenaga profesional (Gambar 1-1).

Gambar 1-1 Peran Pusat Data Nasional dalam Transformasi Digital Indonesia
Transformasi Digital Indonesia

Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024

Pusat Data Nasional

Kelembagaan SDM digital

1.1.1 Pemerintahan Digital (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik)

Pemerintahan digital, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden No. 95 tahun
2018, akan diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE
ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan,
dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi
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peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, penyelenggaraan SPBE juga
diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam
melaksanakan tugas pemerintahan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan publik kepada masyarakat luas serta menekan tingkat penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE masing-
masing secara terpisah sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE
yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang
berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Pemerintah
Indonesia menyusun Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rancangan SPBE
Nasional digambarkan melalui Arsitektur SPBE yang terdiri dari enam domain, yaitu Domain
Layanan, Domain Proses Bisnis, Domain Data & Informasi, Domain Aplikasi, Domain
Infrastruktur, dan Domain Keamanan SPBE.

Pusat Data Nasional merupakan salah satu elemen dalam Domain Infrastruktur SPBE.
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional diharapkan dapat menjawab isu-isu yang terdapat pada
SPBE saat ini, khususnya pada Domain Data & Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan
SPBE.

Pengelolaan data dan informasi saat ini belum dilakukan secara terstandar oleh instansi
pemerintahan. Hal ini menyebabkan sulitnya menelusuri data, khususnya data kritikal
pada instansi pemerintahan. Selain itu, terjadi duplikasi dan perbedaan terhadap data-
data yang beredar di instansi pemerintahan dan menyebabkan rendahnya kualitas data
pemerintah saat ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data
Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar
data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Perwujudan SDI ini perlu didukung oleh infrastruktur berupa pusat data berskala
nasional yang mampu mendukung penyimpanan dan pengolahan data-data
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pemerintahan. Peran Pusat Data Nasional dalam mewujudkan Satu Data Nasional
diilustrasikan pada Gambar 1-2*,

Gambar 1-2 Peran Pusat Data Indonesia dalam Satu Data Indonesia

Peran Pusat Data Indonesia dalam SPBE & Satu Data Indonesia
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Penerapan Satu Data Indonesia diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitas data
antar lembaga. Satu Data Indonesia direncanakan memiliki kapabilitas big data dan data
analytics untuk mengembangkan kemampuan pengolahan data di pemerintahan. Inisiatif
ini memerlukan infrastruktur berupa pusat data untuk menyimpan sistem Platform Satu
Data Nasional. Pusat Data Nasional berperan sebagai infrastruktur pusat data untuk
menyimpan sistem Satu Data Nasional yang akan terhubung ke suatu Pusat Pemulihan
Bencana melalui jaringan intra pemerintah.

Saat ini, aplikasi yang dikelola oleh K/L/D menghadapi masalah inefisiensi, khususnya dari
sisi fungsi dan penggunaan biaya. Hal tersebut dikarenakan adanya proses
pengembangan yang tidak tepat sasaran, data yang tidak terintegrasi antar aplikasi
pemerintahan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga di dalam tubuh pemerintahan
terkait pengembangan fungsi aplikasi yang sama. Hal ini mengakibatkan adanya 27.400

4 Direkorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. 2022. “Discussion Paper Data Center Nasional dalam
Implementasi SPBE".
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aplikasi di dalam tubuh K/L/D dengan fungsi yang saling tumpang tindih. Di tahun 2021,
Kominfo melaporkan bahwa total belanja untuk operasional aplikasi mencapai 2,7 Triliun
Rupiah per tahun®.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia membangun Aplikasi
Super (SuperApp) SPBE. Aplikasi super ini diharapkan dapat mengeliminasi redundansi
dalam penyediaan layanan pada aplikasi sejenis dan memberikan penghematan pada
anggaran belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya untuk
operasional aplikasi.

Namun, perwujudan Aplikasi Super SPBE ini memerlukan dukungan infrastruktur, salah
satunya berupa pusat data. Sebagai pendukung aplikasi kritikal, pusat data ini
diharapkan mampu menyediakan layanan yang beroperasi penuh (24 jam - 7 hari)
sepanjang tahun dengan downtime yang rendah, mengakomodasi proses integrasi sistem
dan informasi antar instansi, serta memberikan dukungan keamanan informasi terhadap
data-data yang tersimpan di dalamnya.

Berdasarkan Kominfo®, saat ini terdapat 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi
termasuk pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di mana
hanya 3% yang telah sesuai dengan standar internasional. Kondisi ini menimbulkan
berbagai risiko, mulai dari keamanan informasi, inefisiensi, sulitnya integrasi antar
layanan publik, serta service level agreement yang rendah. Berdasarkan survei yang
dilakukan pada tahun 2018, terdapat 65% potensi kebocoran data pemerintahan akibat
lemahnya keamanan sistem dan jaringan pada pusat data yang digunakan.

Selain itu, survei yang dilakukan kepada K/L/D pada tahun 2020°, menunjukkan bahwa
utilisasi dari server-server pada pusat data tersebut kurang dari 30% (Tabel 1-1).
Rendahnya utilisasi pusat data ini mengindikasikan adanya penggunaan anggaran
belanja TIK untuk operasional pusat data yang tidak efisien. Total belanja TIK untuk
operasional pusat data mencapai 8,1 Triliun Rupiah per tahun®.

Tabel 1-1 Rata-rata utilisasi pusat data di K/L/D

Sumber Daya Rata-rata Utilisasi
CPU 20,02%
Memory 28,85%
Storage 27,02%

> Kementerian Komunikasi & Informatika. 2021.
6 Kementerian Komunikasi & Informatika. 2021. “Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat Data
Nasional 2021-2025"
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Maka dari itu, diperlukan sebuah pusat data yang tersentral dengan layanan berbagi
pakai untuk melayani kebutuhan pusat pada tubuh pemerintah pusat,
kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah. Pusat data juga harus mengikuti
standar internasional baik dari sisi operasional maupun keamanan informasi untuk
menjaga tingkat layanan serta melindungi informasi kritikal negara.

Menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke-3
negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta
akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal 111-2022 yang tercatat
hingga 13 September 2022’. Pada kuartal 111-2022, juga terjadi kasus kebocoran data
pemerintahan secara masif yang menjadi sorotan publik.

Gambar 1-3 Kasus Kebocoran Data
(dalam juta akun)
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>
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Berdasarkan oleh survei yang dilakukan oleh Kominfo, hanya 3% dari pusat data dan
ruang server milik K/L/D yang telah memenuhi standar internasional. Selain itu,
lemahnya sistem kemanan serta keamanan jaringan pusat data dan ruang server milik
K/L/D memiliki 65% potensi untuk mengalami kebocoran data’>. Keamanan data
pemerintahan ini semakin rentan dengan tidak terstandarnya pusat-pusat data yang
dimiliki oleh K/L/D. Maka dari itu, perlu itu dilakukan penyediaan pusat data yang
terstandar untuk menjamin keamanan data dan informasi pemerintahan. Hal ini dapat
dijawab melalui penyelenggaraan PDN dimana seluruh data dan informasi K/L/D akan
disimpan di suatu pusat data yang terstandar dengan pengawasan keamanan secara
aktif oleh tim operasional PDN.

7 Surfshark. 2022. “Data breach statistics by country: first quarter of 2022". https://surfshark.com/blog/data-
breach-statistics-by-country, diakses pada 27 September 2022 pukul 18:43.
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1.1.2 Ekonomi Digital

Hasil riset bersama oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukan bahwa nilai
ekonomi digital Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 70 Miliar Dolar AS dan
akan bertumbuh dua kali lipat menjadi 146 Miliar Dolar AS pada tahun 20258, Pada skala
yang lebih besar, nilai ekonomi digital ASEAN mencapai 1 Triliun Miliar Dolar AS tahun
2030. Potensi ekonomi digital yang besar ini perlu ditangkap dengan dukungan
percepatan transformasi digital, salah satunya melalui penyediaan pusat data bersama
berskala nasional dan mengikuti standar internasional.

Penyediaan infrastruktur TI memungkinkan para pelaku bisnis, khususnya UMKM, untuk
dapat beralih ke arah bisnis digital. Pada tahun 2021, UMKM merupakan tulang
punggung perekonomian Indonesia yang menyumbang 61,07% dari GDP nasional. Pada
tahun yang sama, dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia, 11 juta di antaranya merupakan
UMKM digital. Pemerintah menargetkan untuk mencapai setidaknya 30 juta UMKM
Indonesia yang akan on-boarding secara digital pada akhir tahun 2024.

Penyediaan Pusat Data Nasional, diharapkan dapat menjadi infrastruktur bersama yang
mendukung digitalisasi bisnis UMKM. Dengan adanya dukungan infrastruktur berupa
pusat data dengan tingkat ketersediaan yang tinggi oleh pemerintah, UMKM tidak perlu
melakukan penyimpanan data dan sistem informasi bisnisnya secara mandiri. Sehingga,
UMKM dapat berfokus kepada pengembangan bisnisnya untuk bertumbuh agar
Indonesia menjadi selangkah lebih dekat menuju ekonomi digital.

1.1.3 Kajian Geopolitik

Indonesia telah memiliki peta jalan transformasi digital yang dirumuskan untuk
memastikan arah perubahan Indonesia menjadi negara digital, yang ditandai dengan
kemunculan pemerintah, masyarakat, dan ekonomi digital. Untuk itu, pembangunan
infrastruktur teknologi informasi menjadi prasyarat dasar yang harus dipenuhi Indonesia
(Gambar 1-4). Salah satu pembangunan infrastruktur Tl yang memiliki peran strategis
adalah pembangunan Pusat Data Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian
Kominfo. Pusat Data Nasional ini berperan dalam mendukung pemerintahan digital
melalui program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pusat Data Nasional
juga merupakan salah satu upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam bidang data dan informasi Pemerintah. Data dan informasi pemerintah
ini menyangkut seluruh data rahasia pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia,
sehingga memerlukan level keamanan yang tinggi untuk menghindari kebocoran data.
Kebocoran data ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan
dapat menimbulkan potensi ketidakstabilan politik dalam negeri.

8 Google, Temasek, dan Bain & Company. 2021. “e-Conomy SEA 2021". https://economysea.withgoogle.com/,
diakses pada 28 September 2022 pukul 19:33.
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Gambar 1-4 Peta Jalan Indonesia Digital Nation
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1.1.4 Kajian Geospasial

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional akan dilaksanakan di empat lokasi, yakni Cikarang,
Batam, Ibu Kota Negara (IKN), dan Labuan Bajo. Keempat lokasi tersebut dipilih
berdasarkan hasil penilaian yang tercantum dalam Masterplan Pusat Data Nasional
dengan beberapa indikator yaitu kesiapan infrastruktur data dan listrik, serta riwayat
kebencanaan di lokasi tersebut. Secara keseluruhan, keempat lokasi tersebut telah
memiliki ketersediaan konektivitas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) maupun
dukungan infrastruktur dari penyedia pihak ketiga. Selain itu, dari aspek riwayat
kebencanaan, keempat lokasi tersebut tidak terdampak oleh bencana gunung berapi
maupun tsunami. Akan tetapi, tetap diperlukan mitigasi bencana gempa bumi pada
seluruh lokasi, serta mitigasi bencana kerentanan gerakan tanah pada wilayah Indonesia
Timur. Ketersediaan konektivitas data dan riwayat kebencanaan pada empat lokasi Pusat
Data Nasional secara detail dapat terlihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 1-2 Ketersediaan Konektivitas dan Riwayat Kebencanaan pada empat lokasi PDN?

No | Lokasi Penyedia Zona Zona Kawasan Kawasan Kawasan
Konektivitas Kerentanan | Kerentanan | Rawan Rawan Rawan
Likuifaksi Gerakan Bencana Bencana Bencana
Tanah Gunung Gempa Tsunami
Berapi Bumi
1 Cikarang, Palapa Ring
Jawa Barat (Kemenkominfo),
JASUKA  (Telkom),
ICON+,
Moratelindo, Biznet
2 Batam, Palapa Ring
Kepulauan (Kemenkominfo),
Riau JASUKA  (Telkom),
ICON+,
Moratelindo, Biznet
3 Ibu Kota | Palapa Ring
Negara, (Kemenkominfo),
Kalimantan JASUKA  (Telkom),
Timur Indonesia  Global
Gateway  System
(IGGS-NEQ),
Moratelindo, Biznet
4 Labuan Palapa Ring
Bajo, Nusa | (Kemenkominfo),
Tenggara SKKL Raba-Bajo
Timur (Telkominfra),
Sape-LabuanBajo-
Ende-Kupang Cable
System
(Moratelindo)

Keterangan riwayat kebencanaan

Tidak ada

Sangat rendah 1

Rendah 2
Menengah 3

Tinggi a0

Pada tahap awal, pembangunan Pusat Data Nasional akan dimulai di Cikarang, Bekasi,
Jawa Barat, yang akan berperan sebagai pusat koordinasi pusat data lainnya. Lokasi
Cikarang dipilih karena letaknya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan saat ini
dan pusat bisnis Indonesia (Jakarta),

Kota Batam dipilih menjadi rencana lokasi pusat data nasional kedua dengan
pertimbangan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti infrastruktur serat optik,
pasokan listrik, air, serta jalur langsung ke backbone internet global. Selain itu, tersedia
jaringan fiber optic yang dapat menghubungkan Batam dengan kawasan Barat Indonesia.

Lokasi Pusat Data Nasional ketiga, akan dibangun di wilayah Ibukota Negara Baru di
Kalimantan Timur dalam rangka melayani pusat pemerintahan baru, sedangkan pusat
data keempat akan dibangun di Labuan Bajo. Pemilihan lokasi Labuan Bajo dilakukan
dengan mempertimbangkan adanya penggelaran fiber optic di wilayah selatan yang

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2019. “Masterplan Pusat Data Nasional”
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dapat menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur, dengan rute jaringan dari
Jakarta- Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur-Maluku Tenggara dan Timika.

1.1.5 Kajian Geoekonomi

Saat ini keberadaan data memiliki nilai yang strategis serta nilai ekonomi yang tinggi.
Bahkan, konsumsi data di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dan
mendorong tumbuhnya investasi, sehingga pengelolaan data membutuhkan perhatian
dan dukungan yang lebih, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.
Pusat Data Nasional yang akan dibangun oleh pemerintah akan mendukung program
pemerintahan digital, serta memberikan dorongan pada sektor privat untuk
meningkatkan upaya digitalisasi. Hal ini didukung dengan pertumbuhan konsumsi data
di Indonesia yang terus meningkat sebagai hasil dari digitalisasi yang dilakukan pada
berbagai sektor, termasuk sektor UMKM yang memiliki peran dalam keberlangsungan
ekonomi digital di Indonesia. Prognosis ekonomi digital Indonesia tahun 2025
diperkirakan mencapai sekitar 124 miliar Dolar AS, sedangkan tahun 2030 diprediksi
mencapai 315 miliar Dolar AS (42% dari proyeksi ekonomi digital ASEAN)'®. Hal ini
menjadi dasar bahwa Indonesia akan membutuhkan banyak pusat data.

Dalam kajian geoekonomi, saat ini batas geografi konvensional bukan merupakan
sebuah hambatan dalam pengembangan ekonomi. Penyediaan pusat data di empat
lokasi dapat menunjang kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi
digital. Penyediaan Pusat Data Nasional, diharapkan dapat menjadi infrastruktur
bersama yang mendukung digitalisasi Pemerintah dan pengembangan ekonomi digital.
Dengan adanya dukungan infrastruktur berupa pusat data dengan tingkat ketersediaan
yang tinggi oleh pemerintah, K/LD tidak perlu melakukan penyimpanan data dan sistem
informasi secara mandiri. Dengan demikian, K/L/D dapat berfokus kepada
pengembangan layanannya untuk bertumbuh agar Indonesia menjadi selangkah lebih
dekat menuju ekonomi digital.

Selain itu, penyelenggaraan Pusat Data Nasional dapat meningkatkan efisiensi anggaran
belanja TIK Pemerintah, yang selama ini dilakukan oleh masing-masing K/L/D.
Pemerintah dapat menekan anggaran belanja TIK untuk operasional pusat data menjadi
sebesar 3 Triliun Rupiah per tahun dari anggaran saat ini sebesar 8,1Triliun Rupiah per
tahun melalui pemusatan ke PDN. Artinya, pemerintah dapat mengalihkan 5 Triliun
Rupiah (63%) anggaran belanja TIK per tahun untuk agenda percepatan transformasi
digital lainnya.

10 Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2022. “Siaran Pers No. 262/HM/KOMINFO/06/2022"
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1.1.6 Urgensi Pusat Data Nasional

Pemerintah Indonesia tengah membangun fasilitas Pusat Data Nasional sebagai pusat
data bersama berskala nasional dengan layanan berbagi pakai. Pusat Data Nasional
sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan
sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. Pembangunan Pusat Data Nasional ini
diharapkan dapat mendukung program Satu Data Indonesia, mewujudkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta mendukung efisiensi anggaran dan
standardisasi pengelolaan pusat data di seluruh instansi pemerintahan.
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (PDN) ini juga diharapkan dapat menjadi
infrastruktur pendukung untuk membantu Indonesia menuju ekonomi digital, khususnya
bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Penyelenggaraan PDN
diarahkan untuk menjadi suatu pusat data besar yang dapat menyimpan keseluruhan
data pemerintah pusat dan daerah terintegrasi dan terkonsolidasi di mana
pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pusat Data Nasional merupakan salah satu infrastruktur kunci pada arsitektur SPBE.
Penggunaan infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur
SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Data Nasional sebagai bagian
dari infrastruktur SPBE Nasional akan berperan sebagai salah satu infrastruktur kunci
yang menopang perwujudan arsitektur SPBE dengan cara:

1. Menyediakan fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan integrasi data untuk
mewujudkan Satu Data Indonesia;

2. Menyediakan infrastruktur pendukung aplikasi SPBE dengan ketersediaan
99,995%;

3. Sentralisasi pusat data secara terstandar untuk meningkatkan efisiensi dan
tingkat pelayanan;

4. Memperkuat keamanan pusat data dan memitigasi risiko kebocoran data;
dengan skema yang diilustrasikan pada Gambar 1-5%
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Gambar 1-5 Skema Penyelenggaraan PDN
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Dengan dilakukannya pemusatan operasional pusat data di PDN, K/L/D dapat melakukan
efisiensi, baik dari segi anggaran belanja maupun sumber daya TIK-nya. Anggaran belanja
TIK untuk operasional pusat data yang mencapai 8,1Triliun Rupiah dapat ditekan menjadi
3 Triliun Rupiah per tahun melalui pemusatan ke PDN. Artinya, pemerintah dapat
menghemat 5 Triliun Rupiah (63%) anggaran belanja TIK per tahun yang dapat digunakan
untuk agenda percepatan transformasi digital lainnya.

Berdasarkan dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat Data
Nasional 2021-2025° Pusat Data Nasional akan menggunakan standar pusat data rated-
4/ tier IV dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. PDN merupakan pusat layanan SPBE yang harus dapat melayani 24 jam - 7 hari
(24x7) dalam setahun tanpa adanya gangguan sama sekali agar layanan
pemerintahan dapat dirasakan secara prima oleh masyarakat, pelaku usaha dan
instansi pemerintah.

2. PDN merupakan kumpulan pusat data dari seluruh K/L/D sehingga sudah
selayaknya untuk memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan pusat data
K/L/D yang ada saat ini yang sudah mencapai tier /Il (BSSN, BIG, bahkan Pusintek
Kemenkeu sudah mencapai tier IV pada aspek desain).

3. PDN merupakan penyedia pusat data pemerintah (government data center
provider) dengan skala nasional dimana penggunanya berjumlah sangat banyak
dibandingkan penyedia pusat data swasta nasional. Rata-rata penyedia pusat data
swasta nasional memiliki fasilitas pusat data setingkat tier /// dan beberapa sudah
mencapai tingkat tier V.

Selain memiliki standar operasional yang tinggi, Pusat Data Nasional diharapkan dapat
mendukung perkembangan teknologi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 terdapat beberapa teknologi yang akan mendorong perubahan
SPBE. Teknologi utama yang akan didukung oleh Pusat Data Nasional adalah cloud
computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, dan Block Chain.
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Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses
melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada
pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk
melakukan integrasi TIK. Pusat Data Nasional berperan dalam memberikan layanan
cloud computing yang terintegrasi kepada K/L/D .

Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat
besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data.
Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi
dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah,
pelaku usaha, dan masyarakat. Pengelolaan Big Data pada sistem pemerintahan akan
diwujudkan melalui layanan yang disediakan oleh PDN.

Artificial Intelligence (Al) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang
memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah
sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan Al dalam SPBE berpotensi
membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab
pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan,
dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, Al dapat membantu
memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan,
dan transaksi keuangan. Pengelolaan Artificial Intelligence pada sistem pemerintahan
akan diwujudkan melalui layanan yang disediakan oleh PDN.

Blockchain merupakan teknologi distributed legder yang memungkinkan seluruh
anggota jaringan di dalamnya untuk memilik akses ke ledger yang terdistrubsi dan
catatan transaksinya, sehingga suatu transaksi hanya dapat tercatan sekali tanpa
adanya duplikasi. Melalui implementasi blockchain, layanan pemerintah diharapkan
dapat memastikan layanan publik kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara
aman, cepat, mudah, murah dan akuntabel. Pengelolaan Blockchain pada sistem
pemerintahan beserta infrastrukturnya akan diwujudkan pada fasilitas Pusat Data
Nasional.

Berdasarkan pemaparan terkait kebutuhan Pusat Data Nasional di atas, dapat
disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pusat Data Nasional ini merupakan hal yang sangat
mendesak untuk dilaksanakan dalam mendorong proses transformasi digital.

1.1.7 Urgensi Kelembagaan Pusat Data Nasional

Saat ini, penyelenggaraan PDN tengah berada di dalam tahap konstruksi fasilitas pusat
data di Cikarang (Bekasi) dan Batam. Akan tetapi, perwujudan PDN tidak hanya
membutuhkan fasilitas pusat data secara fisik, namun juga ditunjang oleh lembaga
pengelolanya.

Pentingnya pembentukan lembaga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
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1. Kompleksitas layanan dan operasional Pusat Data Nasional
2. Tingkat risiko layanan dan operasional Pusat Data Nasional
3. Skala anggaran layanan dan operasional yang dikelola oleh Pusat Data Nasional

Sebagian operasional pusat data di K/L/D saat ini telah dilakukan secara terpusat melalui
penyelenggaraan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan telah berhasil melayani 277
instasi (44% dari total K/L/D). Penyelenggaraan PDNS ini akan dimigrasikan menuju PDN
yang dikelola langsung oleh negara dengan cangkupan 637 K/L/D yang terdiri dari 89
Kementerian/Lembaga, 34 pemerintah Provinsi, dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pengelolaan PDN Batam dan Bekasi secara 100% ditarget tercapai pada tahun 2025.

Pemusatan pengelolaan operasional pusat data di PDN akan memberikan layanan pusat
data yang terstandar secara internasional dengan mengadopsi teknologi terkini pusat
data. Maka dari itu, penyelenggaraan PDN akan didukung oleh infrastruktur dan fasilitas
kompleks dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh K/L/D.

Untuk mengakomodasi besarnya data yang akan dikelola, PDN direncakan untuk
beroperasi di 4 lokasi strategis: Cikarang (Bekasi), Batam, Labuan Bajo, dan Ibu Kota
Negara. Data antar pusat data ini akan terhubung satu dengan yang lainnya untuk
mendukung interoperabilitas antar K/L/D serta sebagai langkah mitigatif pemulihan
bencana (Gambar 1-6)

22



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Gambar 1-6 Topologi pusat data (DC) dan pusat pemulihan bencana (DRC)

Koneksi DC-DRC

Koneksi Koneksi
DC-DRC

Koneksi DC-DRC DC-DRC

Koneksi DC-DRC

Beberapa teknologi yang akan diadopsi misalnya: penyediaan layanan berbasis
komputasi awan, penyediaan fasilitas yang redundan, baik dari segi kelistrikan dan
perangkat, serta pemantauan sistem keamanan yang terotomasi melalui implementasi
SIEM (Security Management and Event Management) dan SOAR (Security Orchestration,
Autmation, and Response). Gambaran kompleksitas teknologi yang akan diadopsi
diilustrasikan melalui Technology Building Block PDN pada Gambar 1-7. Operasional Pusat
Data Nasional ini yang kompleks ini perlu dilaksanakan oleh lembaga pelaksana khusus
yang melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan PDN.
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Gambar 1-7 Teknologi Pengelolaan Pusat Data Nasional
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Pusat Data Nasional akan berperan untuk mengelola data-data strategis pemerintahan,
menjaga keamanannya, dan memastikan ketersediaan layanan bagi sistem
pemerintahan berbasis elektronik di seluruh lembaga pemerintahan secara terpusat.
Melalui pemusatan tersebut, PDN diharapkan dapat melakukan efisiensi anggaran
belanja TIK, khususnya untuk pengelolaan pusat data. Dalam rangka mencapai tujuan
PDN, terdapat beberapa risiko yang dihadapi oleh PDN:

1. Risiko ketersediaan layanan pusat data
Pusat Data Nasional harus memberikan layanan dengan ketersediaan tinggi bagi
seluruh K/L/D. Tidak tersedianya layanan pusat data akan menyebabkan
terhentinya seluruh layanan pemerintahan berbasis elektronik kepada
masyarakat, khususnya pada aplikasi pemerintahan yang kritikal.
Salah satunya adalah aplikasi Peduli Lindungi pada kondisi pandemi COVID-19.
Matinya layanan Peduli Lindungi dapat berdampak pada persebaran kontak virus
COVID-19 yang tidak terkendali dan layanan kesehatan & distribusi obat COVID-
19 yang tidak optimal. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah mitigatif untuk
memastikan tersedianya layanan pusat data kepada seluruh K/L/D.

2. Risiko kebocoran data yang tersimpan pada Pusat Data Nasional
Pusat Data Nasional akan mengelola data-data strategis milik instansi pemerintah
di seluruh Indonesia. Data-data ini mencangkup data pribadi masyarakat beserta
data pemerintah lainnya yang bersifat rahasia. Pemusatan data pemerintahan di
PDN, akan menyebabkan terkumpulnya data-data pemerintahan di dalam satu
infrastruktur yang sama. Dengan demikian, risiko kebocoran data pemerintahan
akan semakin tinggi. Maka dari itu, Pusat Data Nasional harus memiliki langkah
mitigatif dan strategi keamanan data yang kuat untuk mencegah bocornya data-
data tersebut.

3. Risiko kehilangan data yang tersimpan pada Pusat Data Nasional
Selain dari risiko kebocoran data, data-data strategis pemerintah juga memiliki
risiko untuk hilang. Hal ini dapat terjadi karena adanya masalah pada pusat data
baik secara sistem maupun secara fisik, misalnya karena bencana alam. Hilangnya
data-data ini akan mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan
pemerintahan dan layanan yang diberikan. Terlebih lagi, pemerintah tengah
dalam proses digitalisasi sistem birokrasi dimana hampir seluruh kegiatan
pemerintahan diarahkan untuk tersistem secara digital. Maka dari itu, Pusat Data
Nasional perlu memiliki rencana mitigatif untuk mencegah hilangnya data-data
tersebut.

4. Tidak tercapainya efisiensi anggaran biaya yang diharapkan
Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pusat data alah melakukan
efisiensi anggaran biaya TIK dari seluruh K/L/D. Efisiensi ini diestimasikan dapat
mencapai 5 Triliun Rupiah per tahun yang dicapai melalui pemusatan pengelolaan
pusat data melalui PDN. Efisiensi anggaran ini tidak akan tercapai bila terjadi
hambatan dalam proses migrasi pusat data dari K/L/D ke PDN dan bila
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pengelolaan pusat data masih dilakukan secara terpisah di masing-masing K/L/D.
Maka dari itu, PDN perlu memiliki langkah mitigatif untuk memastikan tercapai
efisiensi anggaran yang diharapkan.

Dengan besarnya risiko yang akan dihadapi oleh PDN dalam penyelenggaraannya, maka
PDN perlu memiliki kelembagaan sendiri sehingga proses pengelolaan risikonya dapat
dilakukan secara terfokus.

Berdasarkan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data Nasional tahun
2021-2025, PDN akan dibangun di empat lokasi, diantaranya Bekasi, Batam, Labuan Bajo,
dan lbu Kota Negara (IKN). Pembangunan PDN akan dilakukan secara bertahap dengan
pembangunan PDN di Cikarang (Bekasi) pada tahun 2022 dan PDN Batam pada tahun
2024. Pembangunan PDN di Labuan Bajo dan IKN ditargetkan untuk dimulai pada tahun
2026.

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional di empat lokasi ini akan membutuhkan anggaran
operasional yang cukup besar, khususnya untuk menyediakan tenaga kerja, lisensi
perangkat lunak, maupun mengoperasikan pusat data (penyediaan energi, penyediaan
jaringan, pemeliharaan fasilitas, dan asuransi) sebagaimana tertera pada Tabel 1-3
(hanya untuk Bekasi dan Batam). Anggaran operasional PDN secara keseluruhan
diproyeksikan mencapai 3 Triliun Rupiah per tahun. Meskipun membutuhkan biaya
operasional yang besar, penyelenggaraan PDN ini dapat menghemat anggaran belanja
untuk operasional pusat data pada keseluruhan K/L/D yang terduplikasi dengan
penghematan mencapai 5 Triliun Rupiah setiap tahunnya.
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Tabel 1-3 Proyeksi Beban Operasional PDN Bekasi dan Batam (dalam juta rupiah)

Beban Operasional 2022 Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi

2023 2024 2025 2026

Beban Tenaga Kerja

Gaji Pegawai - 16,517 16,517 23219 23219
Alih Daya - 588 612 636
Pelatihan ASN - 2,000 2,000 2,000 )
Operasional

Energ . 126,557 253,114 506,227
Pemeliharaan - - 1,384 223,776 232,727
Jaringan 225,525 225,426 251,759 278,452 289,590
Asuransi - - 21,780 22,652 23,558

Lisensi Perangkat Lunak

Lisensi

- - - 393,131 408,857

TOTAL

225.525 243.943 420.585 1.196.955 1.484.813

1.1.8 Urgensi Kebutuhan Tenaga Profesional pada Pusat Data
Nasional

Pusat Data Nasional merupakan infrastruktur vital yang dibutuhkan untuk menopang
pemerintahan digital (SPBE) dan ekonomi digital. Penyelenggaraan dan pengelolaan PDN
ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang berlaku. Terlebih
lagi, operasional PDN memiliki beberapa risiko, seperti:

1.

Risiko tidak tersedianya layanan

Pusat data harus dapat memberikan layanan dengan ketersediaan yang tinggi.
PDN, dengan target mencapai tingkatan pusat data rated-4/ Tier IV perlu
memberikan ketersediaan layanan 99,995%. Dengan dipusatkannya opreasional
pusat data K/L/D ke PDN, maka ketersediaan layanan PDN menjadi semakin
penting. Terputusnya layanan PDN akan berakibat pada terputusnya sistem
layanan digital pemerintah, misalnya aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan
secara nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Risiko keamanan TI

Pusat data yang baik juga harus dapat memastikan keamanan data-data yang
disimpannya. Dengan pemusatan pusat data K/L/D di PDN, maka seluruh data dan
informasi pemerintahan, termasuk data-data kritikal negara akan tersimpan di
sana. Hal ini akan menyebabkan PDN menjadi sasaran bagi penjahat siber yang
ingin menyerang sistem informasi pemerintah dan memperoleh data
pemerintahan.

27



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Untuk menanggulangi risiko tersebut, bersamaan dengan implementasi teknologi
pendukung, PDN juga memerlukan dukungan dari tenaga-tenaga professional yang ahli
di bidang operasional pusat data. Tenaga professional ini harus dapat memahami
teknologi-teknologi yang akan diterapkan di PDN serta memiliki kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan operasional PDN.

Namun, industri pusat data saat ini sedang berkembang secara pesat baik di dunia
maupun di Indonesia. Di Indonesia, pasar pusat data tradisional sangat terfragmentasi
dengan berbagai pemain seperti Telkom Sigma, DCI Indonesia, dan DTN. Pada pasar
pusat data berbasis komputasi awan, pasar didominasi oleh 3 pemain besar: Amazon
Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), dan Microsoft Azure. Dengan
banyaknya pemain di industri pusat data, persaingan untuk memperoleh tenaga
profesional pusat data semakin tinggi. Uptime Institute memproyeksikan kebutuhan
SDM pusat data di Asia Pasifik mencapai 850 ribu orang pada tahun 2025 (Gambar 1-8)"".

Gambar 1-8 Proyeksi Kebutuhan SDM Pusat Data setiap Area Geografis

Proyeksi Kebutuhan SDM Pusat Data setiap Area Geografis
Dalam ribu
(Sumber: Uptime Institute, 2021)
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Dengan tingginya permintaan SDM pusat data di Indonesia, PDN perlu mempersiapkan
struktur remunerasi yang menarik untuk memperoleh tenaga professional yang sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan. Struktur remunerasi ini tentunya perlu disesuikan
dengan peraturan-peraturan terkait remunerasi ASN seperti:

a. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

b. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil,

c. Peraturan Presiden No. 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

" Uptime Institute. 2021. “Uptime Institute Global Data Center Survey 2021".
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d. Peraturan Presiden No. 3 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kominfo

1.1.9 Arah Pembangunan Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional diarahkan untuk memusatkan pengelolaan pusat data pada
keseluruhan K/L/D dan mewujudkan efisiensi baik dalam segi anggaran maupun sumber
daya TIK. PDN direncanakan untuk dapat beroperasi penuh pada tahun 2027 dan siap
melayani seluruh K/L/D di Indonesia (Gambar 1-9).

Gambar 1-9 Arah Pembangunan Pusat Data Nasional
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Ke depannya, seluruh server akan dipindahkan ke PDN yang
terletak di 4 lokasi strategis: Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara,
dan Labuan Bajo.

Pembangunan PDN dilakukan secara bertahap di Bekasi dan
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Dahulu, pengelolaan pusat data dilakukan sendiri oleh masing-masing K/L/D yang
berimplikasi pada adanya 2.700 pusat data dan ruang server yang tersebar di 637 K/L/D.
Untuk mengatasi inefisiensi tersebut, Kominfo menyelenggarakan Pusat Data Nasional
Sementara (PDNS) sambil mempersiapkan pembangunan PDN. PDNS telah tersedia
sejak tahun 2020 dan secara perlahan dilakukan upaya pemusatan operasional pusat
data milik K/L/D ke PDNS. Sampai dengan tahun 2022, telah terdapat setidaknya 277
K/L/D yang pusat datanya disimpan di PDNS dan dikelola secara managed service oleh
pihak ketiga (Gambar 1-10)°.
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Gambar 1-10 Perkembangan Layanan PDNS

Pengguna Layanan PDNS
dalam Jumlah K/L/D, 2020 - 2022*

(Sumber: Paparan PDNS KOMINFO 2022)
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Pengelolaan pusat data di PDNS ini akan terus dilakukan bersamaan dengan
pembangunan PDN di Bekasi dan Batam. Pembangunan PDN Cikarang, Bekasi
direncanakan selesai pada akhir tahun 2024 dan dapat dioperasikan pada tahun 2025,
sedangkan PDN Batam diproyeksikan untuk dapat beroperasi pada tahun 2026. Untuk
mendukung operasionalitas PDN, maka perlu dipersiapkan rencana pemenuhan sumber
daya manusia PDN.

Perwujudan PDN akan memberikan beberapa manfaat utama, antara lain:

A. Menyediakan layanan pusat data yang berstandar internasional

A.1. Menyediakan pusat data terstandar dengan ketersediaan layanan
99,995%;

A.2. Mendukung proses integrasi dan sinkronisasi data antar K/L/D;

A.3. Mendukung integrasi antar layanan SPBE;

A.4. Menyediakan layanan yang berorientasi pada pelanggan untuk
memberikan pengalaman terbaik;

A.5. Menyediakan pusat data bersama untuk UMKM demi mewujudkan
ekonomi digital.

B. Mengoptimalisasi sumber daya dan anggaran belanja TIK di lembaga
pemerintahan

B.1. Minimalisasi duplikasi anggaran belanja TIK terkait operasional pusat data
K/L/D;

B.2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM TIK di masing-masing K/L/D.
C. Mengelola risiko dan kepatuhan terkait operasional pusat data

C.1. Standardisasi aset dan operasional pusat data sesuai standar nasional dan
global yang berlaku;

C.2. Menjaga keamanan data dan informasi sebagai aset vital negara.
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1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

1.2.1 Permasalahan dan Tantangan

Perkembangan teknologi berbasis digital turut mendorong perubahan tidak hanya pada
kegiatan masyarakat, namun juga kegiatan bisnis dan pemerintahan. Dinamika
perkembangan teknologi digital yang berkelanjutan ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah. Saat ini pemerintah berupaya melaksanakan akselerasi transformasi digital
melalui percepatan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) di Indonesia sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih
efektif, cepat dan responsif. Kementerian Komunikasi dan Informatika diamanatkan
untuk menyelenggarakan infrastruktur TIK salah satunya melalui penyelenggaraan Pusat
Data Nasional.

Pada konteks pemerintahan, transformasi digital mendukung proses birokrasi yang
berlangsung di dalamnya. Transformasi birokrasi pada suatu organisasi pada hakikatnya
adalah menata, mengubah, menyempurnakan dan memperbaiki birokrasi agar lebih
efisien efektif dan produktif secara berkelanjutan. Dalam konteks Pemerintahan,
transformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean
government) dan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) melalui
pelaksanaan kebijakan & pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan teknologi
informasi & komunikasi (TIK) merupakan salah satu cara mewujudkan transformasi
birokrasi'? Maka dari itu, transformasi digital di tubuh pemerintahan merupakan aspek
yang tidak pernah lepas dari konteks transformasi birokrasi.

Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pusat Data
Nasional, antara lain:

1. Pusat data diharapkan mampu menyediakan layanan yang beroperasi penuh (24
jam -7 hari) sepanjang tahun dengan downtime yang rendah;

2. Dapat mengokomodir proses integrasi sistem dan informasi antar instansi yang
dikoordinir oleh kepala organisasi yang memiliki wewenang;

3. PDN akan mempunyai beban kerja yang berat dengan melayani instansi
pemerintah seluruh Indonesia;

4. Diperlukan tenaga/SDM profesional untuk mengelola PDN sesuai dengan poin
nomor 1, 2 dan 3. Ditengah pesatnya industri pusat data saat ini baik di dunia
maupun di Indonesia, ketersediaan tenaga di pasar bersaing tinggi.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kematangan
transformasi digital dari suatu pemerintahan adalah GovTech Maturity Index yang
dikeluarkan oleh World Bank'®. GovTech merupakan pendekatan terhadap transformasi

12 Heeks, Richard dan Bailur, Savita. 2007. “Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories,
methods, and practice”. Government Information Quarterly 24(2): Halaman 243 - 265.
13World Bank Group.2020."GovTech Maturity Index the State of Public Sector Digital Transformation”.

31



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

digital pemerintah secara kesuluruhan pada aspek modernisasi sektor publik yang
mendukung pemerintahan yang simpel, efisien, dan transparan dengan masyarakat
sebagai pusat dari transformasi tersebut. Pendekatan GovTech merepresentasikan
kondisi transformasi digital pemerintahan (Gambar 1-11) dengan penekanan pada tiga
aspek dari modernisasi sektor publik:

1. Layanan publik yang berpusat pada masyarakat dan dapat diakses secara
universal

2. Transformasi digital sektor publik pemerintahan dengan pendekatan whole-of-
government

3. Sistem pemerintahan yang simpel, efisien, dan transparan

Gambar 1-11 Transformasi digital sektor publik menurut World Bank

Digital government
E-government . Pgroseguryang ez
» Pendekatanyang desain untuk proses
berpusatpada user, digital
namun didorongoleh + Layanan publik
suplai yangdidorong oleh

+ Layananpublikyang
berpusatkepada
masyarakat

+ Pendekatan
transformasidigital
terhadap pemerintah
secara keseluruhan

+ Sistem pemerintah
yangsimpel, efisien,
dan transparan

+ Komunikasisatu arah kebutuhanuser
+ Prosedur berbasis, TIK = Governmentas a
« Lebihtransparan platform
+ Pemerintah sebagai » Ko-kreasi
provider + Administrasi
proaktif

Dalam perjalanan transformasi digital menuju tahap being digital terdapat berbagai
tantangan yang akan dihadapi. Maka dari itu, proses transformasi digital ini perlu
didukung oleh tujuh komponen digital utama (Tabel 1-4). Salah satu komponen penting
dalam transformasi digital adalah penyediaan infrastruktur yang aman dan fleksibel.
Keberadaan infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci yang tidak boleh luput dalam
proses transformasi digital dan berperan sebagai fondasi perwujudan e-government.
Pembangunan infrastruktur kunci dalam konteks transformasi birokrasi Indonesia
mencangkup Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung
Layanan.

Tabel 1-4 Komponen Digital untuk Mempercepat Transformasi Digital Pemerintahan’

1. Data Mastery Mengagregasikan, aktivasi, dan menyambungkan
melalui penanaman data yang silo dan kurang
dimanfaatkan pada layanan & model operasi untuk
meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
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2.  Flexible, secure infrastructure

Mengimplementasikan teknologi infrastruktur yang
mengakomodasi penyediaan keamanan informasi
dan privasi serta penyediaan layanan sesuai
kapasitas permintaan secara seimbang.

3. Digital sawvy, open talent networks

Memberikan program pelatihan yang berfokus pada
kompetensi digital serta menyediakan sumber daya
manusia melalui model talenta yang fleksibel untuk
dapat mengakses skill-set yang dibutuhkan
organisasi secara cepat.

4. Ecosystem engagement

Bekerja dengan partner eksternal: organisasi riset,
inkubator teknologi, dan pelaku ekonomi untuk
mendapatkan akses kepada sumber daya, seperti
teknologi dan tenaga kerja untuk meningkatkan
kapabilitas organisasi untuk berkembang dan
berinovasi.

5. Intelligent workflow

Implementasi proses kalibrasi ulang secara
berkelanjutan melalui pemanfaatan manusia &
teknologi untuk menghasilkan luaran yang positif
secara konsisten dan membebaskan sumber daya
manusia untuk pekerjaan yang lebih penting.

6. Unified customer experience

Memberikan pengalaman pelanggan yang unggul
yang dibangun berdasarkan pandangan pelanggan
secara holistik sehingga dapat mengoordinasikan
interaksi manusia maupun digital yang bermanfaat,
menyenangkan, dan interaktif.

7. Innovation and new business model

Berinovasi pada rangkaian model bisnis organisasi
dengan mengadopsi model bisnis baru untuk
beradaptasi pada kebutuhan yang terus berubah
dan meningkatkan penyediaan layanan

Hal tersebut juga didukung oleh analisis lain yang menyebutkan bahwa salah satu
dampak dari penerapan transformasi digital pada birokrasi birokrasi pemerintahan
adalah perlunya pembangunan yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan'®. Dalam
konteks transformasi birokrasi Indonesia, salah satu infrastruktur penting yang perlu
dibangun adalah pusat data nasional sebagai salah satu infrastruktur kunci perwujudan
SPBE. Perwujudan SPBE ini akan menyebabkan transformasi pada aspek organisasi.

14 Janowski, Tomasz. 2015. “22. From electronic governance to policy-driven electronic governance - evolution of
technology use in government”. DOI: 10.1515/9783110271355-024.
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Tidak hanya akan terdapat penyederhanaan fungsi akibat dukungan teknologi digital,
namun juga penguatan fungsi organisasi Tl dalam mendukung proses transformasi
digital (Tabel 1-5).

Tabel 1-5 Aspek Perubahan Transformasi Digital Terhadap Birokrasi

Aspek Perubahan Keterangan

Organisasi dan manajemen Pengembangan e-government dan transformasi organisasi

bersifat saling ketergantungan dimana pelaksanaan
teknologi digital mendukung operasi orgainsasi birokrasi
dan menyebabkan penyederhanaan fungsi

Proyek, program, dan manajemen Manajemen portfolio proyek e-government dilakukan
portfolio dengan mempertimbangkan rasionalisasi teknis ke depan

serta bagaimana proyek tersebut diadopsi oleh organisasi
pemerintahan yang ada

Pembangunan sesuai dengan Tahapan model digunakan untuk memandu kemajuan
tahap model pertumbuhan pemerintah terhadap pembangunan, termasuk

pengembangan kemampuan dalam proses transisi ke
tahapan selanjutnya

Distribusi Informasi dan Kolaborasi antar daerah dan distribusi informasi
kolaborasi dilakukan melintasi batas-batas vertikal dan horizontal

dari organisasi pemerintahan.

1.2.2 SPBE

Di Indonesia, penerapan e-government telah diatur pada Peraturan Presiden No. 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE. SPBE memiliki visi yaitu: “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik
yang berkinerja tinggi.” Untuk mencapai visi tersebut, misi SPBE adalah:

1.

Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;

Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu,
menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman,
dan andal; dan

Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

Visi dan Misi SPBE kemudian diterjemahkan lebih lanjut menjadi 3 tujuan utama yaitu:
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1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;

3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE, tapi secara
sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang
sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang
berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pemerintah
menyusun Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE
Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada
bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis
SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana
ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

1.2.3 Arsitektur SPBE

Rancangan keseluruhan SPBE digambarkan secara holistik melalui arsitektur SPBE
Nasional. Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi
SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara
nasional (Gambar 1-12) .

Gambar 1-12 Arsitektur SPBE Pemerintah Indonesia

Arsitektur SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan " ¢ .
Berbasis Elektronik Layanan Publik Berbasis Elektronik

Domain Aplikasi
SPBE

Aplikasi Umum
i Domain Data & Informasi

Termasuk:

Aplikasi Khusus Satu Data, Integrasi Data, Data Analytics

Domain Infrastruktur SPBE

Jaringan Intra Sistem Penghubung

Pusat Data Pemerintah Layanan

Domain Keamanan SPBE

Keamanan Infrastruktur Keamanan Aplikasi Keamanan Informasi

5> Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2021. “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Arsitektur dan Peta
Rencana SPBE 2021". https://www.youtube.com/watch?v=x3Gq_GBIBMY, diakses pada 8 September 2022
pukul 15:09
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Arsitektur SPBE terdiri dari beberapa domain yaitu domain layanan SPBE, domain proses
bisnis, domain data &informasi, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, dan
domain keamanan SPBE seperti yang di jelaskan pada Tabel 1-6™.

Tabel 1-6 Domain Arsitektur SPBE

Domain Arsitektur SPBE

Keterangan

Domain Layanan SPBE

Semua layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi
dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Domain Proses Bisnis

Sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah
daerah masing-masing.

Domain Data & Informasi

Semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari
masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Domain Aplikasi SPBE

Satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang
dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

Domain Infrastruktur SPBE

Semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang
menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi,
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Domain Keamanan SPBE

Seluruh upaya untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan,
ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation)
sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan
Aplikasi SPBE.

Salah satu domain penting dalam arsitektur SPBE adalah domain infrastruktur.
Infrastruktur SPBE terdiri atas Infrastruktur SPBE Nasional dan Infrastruktur SPBE
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Infrastruktur SPBE Nasional diturunkan lagi

menjadi:

1. Pusat Data Nasional
Pusat Data Nasional merupakan inisiatif untuk mengadakan pusat data bersama
yang digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Daerah melalui layanan berbagi

pakai.

2. Jaringan Intra Pemerintah
Jaringan Intra Pemerintah merupakan insiatif pemerintah untuk menyediakan
jaringan antar lembaga pemerintahan yang saling terhubung satu sama lain
untuk menjamin komunikasi dan intraoperabilitas antar lembaga pemerintahan.

3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan inisiatif pemerintah untuk
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mendukung implementasi dari SPBE dengan menghubungkan sistem-sistem
layanan pemerintah, meningkatkan integrasi proses, dan mengurangi redudansi
proses dan duplikasi data.

Pusat Data Nasional merupakan infrastruktur fundamental yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan SPBE. Percepatan integrasi PDN ini telah dimandatkan oleh Presiden
Joko Widodo pada tahun 2020. Implementasi Pusat Data Nasional ini perlu mengikuti
praktik terbaik yang ada dengan disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia, tidak hanya
dari segi infrastruktur secara fisik, namun juga dalam aspek tata kelola dan
operasionalnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional disusun untuk
menyediakan landasan ilmiah yang dibutuhkan serta informasi pendukung yang
diperlukan dalam pembentukan kelembagaan pengelola PDN.
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2 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
terkait

2.1 Garis Besar Implikasi Peraturan Perundang-undangan terhadap Pusat Data
Nasional

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dilakukan untuk memenuhi mandate pemerintah
terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta mendukung arah strategis
pemerintah lainnya terkait digitalisasi. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan PDN
sebagai instansi pemerintahan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pusat Data Nasional terdiri dari
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kementerian
terkait. Secara garis besar, peraturan perundang-undangan memberikan konteks dalam
perancangan PDN sebagai lembaga. Peraturan perundang-undangan tersebut
berimplikasi kepada perancangan PDN dalam beberapa aspek:

1. Konteks PDN secara umum
2. Desain teknis dan operasionalitas PDN
3. Desain organisasi PDN

2.1.1 Konteks PDN Secara Umum

Perancangan PDN dilakukan dengan landasan beberapa peraturan perundangan-
undangan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini memberikan konteks dalam
penyusunan PDN sebagai berikut:

1. Pusat Data Nasional sebagai salah satu infrastruktur SPBE Nasional dan
merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. Selain itu,
disebutkan bahwa Kementerian Kominfo diamanatkan untuk menyelenggarakan
PDN. (PerPres 95/2018 pasal 27 ayat 1-5)

2. Pusat Data Nasional akan melindungi data-data strategis yang telah ditentukan
oleh pemerintah (UU 11/2008 diubah UU 19/2016 pasal 40)

3. Pusat Data Nasional merupakan bagian dari sistem informasi berbagi pakai yang
diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan merupakan
teknologi yang diamanatkan untuk digunakan oleh setiap pemerintah daerah. (PP
18/2016 Pasal 120 ayat 1)

4. Pusat Data Nasional sebagai salah satu amanah penyelenggaraan SPBE dapat
membantu penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia yang secara wewenang
administratif berada pada Kementerian PPN/BAPPENAS. (PerPres 39/2019 Pasal
1 ayat 13 dan Pasal 2 ayat 2 huruf b)

5. PDN akan mendukung kewajiban Badan Publik dalam infrastruktur dokumentasi
informasi publik secara efisien dan mudah diakses. (UU 14/2008 Pasal 7 ayat 3)
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Pengelolaan pusat data dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang
bersifat nasional. (UU 25/2009 Pasal 23)

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah
bidang Komunikasi dan Informatika, dimana PDN sebagai infrastruktur nasional
akan dikembangkan oleh Kementerian Kominfo (UU 23/2014 Pasal 15)

Setiap perangkat daerah harus secara bertahap menggunakan aplikasi yang telah
ditetapkan sebagai aplikasi SPBE dengan memanfaatkan layanan PDN. (PP
18/2016 Pasal 120)

2.1.2 Desain Teknis dan Operasional PDN

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga memberikan implikasi dalam
penrancangan desain teknis dan operasional PDN yang mencangkup lokasi, bangunan,
layanan, dan teknologi yang akan digunakan pada Pusat Data Nasional. Adapun implikasi
pada desain teknis dan operasionalitas PDN antara lain adalah:

1.
2.

Lokasi PDN harus berada di wilayah Indonesia. (PP 71/2019 pasal 20 ayat 2 & 3)
PDN terdiri dari DC & DRC untuk memenuhi rencana keberlangsungan. (PP
71/2019 pasal 20 ayat 1)

PDN harus punya rencana keberlangsungan (Business Continuity Plan / BCP)
dengan isi minimal harus ada Risk Assesment dan Business Impact Analysis (BIA).
(PP 71/2019 pasal 20 ayat 1)

Desain Fasilitas PDN mengacu pada SNI 8799 atau setara yakni ANSI/TIA 942.
(PerPres 95/2018 pasal 30 ayat 2 dan 6)

PDN menggunakan sistem komputasi awan serta teknologi artificial intelligence
dan big data. (PerPres 95/2018 Lampiran BAB I)

2.1.3 Desain Organisasi PDN

Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya juga turut memberikan implikasi pada
desain organisasi PDN khususnya dalam hal evaluasi jabatan, penentuan kompetensi
jabatan, dan penyusunan struktur remunerasi. Adapun implikasi peraturan tersebut
antara lain:

1.

Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan struktur remunerasi yang
berbeda (UU 5/2014 pasal 1, diperjelas di dalam PP 7/1977 dan Perpres
98/2020)

Pegawai ASN berhak memperoleh tunjangan kinerja sesuai dengan kinerjanya
masing-masing (Perpres 3/2020 pasal 2)

PDN bertanggung jawab ke direktorat LAIP yang bertugas memantau dan
mengevaluasi infrastruktur dan teknologi interoperabilitas pemerintahan.
(PermenKominfo 12/2021 pasal 89)

Penyusunan kompetensi jabatan pegawai PDN perlu mengikuti kamus
kompetensi teknis. (PermenKominfo 9/2021 pasal 2)
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5. Penentuan jabatan PDN mengikuti aturan evaluasi jabatan kemenpan RB
(PermenPanRB 34/2011 pasal 1)

2.2 Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait Pusat Data
Nasional

Keseluruhan implikasi di atas merupakan hasil dari evaluasi terhadap peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat
Data nasional. Peraturan tersebut antara lain adalah:

1. UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

4. UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah

7. PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

8. Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

9. Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia

10. Perpres No. 3/2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kominfo

11. PerMen Kominfo No. 8/2019 tentang Ortala Satuan kerja Kominfo

12.PerMen Kominfo No. 9/2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang
Komunikasi dan Informatika

13. PerMen Kominfo No0.12/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informasi

14. PerMen PANRB No.18/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

15. PerMen PAN RB No. 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan

Evaluasi dari masing-masing peraturan beserta implikasinya terhadap Pusat Data
Nasional akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab ini.

2.2.1 UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 40 pada undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala
jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi
elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan
pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk melakukan pencegahan, pemerintah memiliki kewenangan

41



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem
elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/ atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Peraturan ini juga menyebutkan mengenai perlindungan akan data elektronik yang wajib
dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki
data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Instansi atau institusi harus membuat
dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat
data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

Berdasarkan undang-undang ini, Pusat Data Nasional berperan untuk mengkonsolidasi
dan melindungi data nasional pemerintah milik Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi.
Data nasional menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan juga keamanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Penempatan data nasional yang terpadu dapat
mempermudah dalam proses pengelolaan dan pengamanan data. Dalam hal ini,
Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk mengelola Pusat Data
Nasional dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam
memberikan keamanan terhadap data nasional.

Selain itu, setiap satuan kerja di pemerintah yang menyelenggarakan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terutama data strategis elektronik waijib
dilindungi di dalam Pusat Data di mana pusat data tersebut harus memiliki sistem
keamanan yang telah teruji dapat mengamankan dari berbagai gangguan maupun
serangan siber maupun fisik dan bencana alam. Hal ini dijelaskan kembali pada PP nomor
71 tahun 2019 pasal 20 terkait BCP di mana memberikan isyarat DC (pusat data) harus
ada atau memiliki DRC (pusat pemulihan bencana).

2.2.2 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 7 menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan
Publik juga memiliki kewajiban dalam menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus
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membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Kehadiran Pusat Data Nasional akan memudahkan pengelolaan data Badan Publik, guna
mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hal ini dapat terlaksana karena Data
Informasi publik dapat dipergunakan secara berbagi pakai antar Badan Publik, dalam hal
ini Kementerian/Lembaga/Daerah dan Instansi.

2.2.3 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik menghadapi tantangan dengan
kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi
terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah
pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia
dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang
ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Dalam Pasal 1 ayat 9 tentang ketentuan umum dinyatakan bahwa Sistem informasi
pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan
yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian
informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,
tulisan Latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta
disajikan secara manual ataupun elektronik.

Pada Bagian Ketiga Sistem Informasi Pelayanan Publik Pasal 23 diatur secara detail
mengenai pengelolaan pusat data dalam rangka memberikan dukungan informasi
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi
yang bersifat nasional. Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
Sistem informasi berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari
penyelenggara pada setiap tingkatan.

Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka
dan mudah diakses. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang
terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik, sekurang-kurangnya
meliputi:

b. profil penyelenggara;
profil pelaksana;
standar pelayanan;
maklumat pelayanan;
pengelolaan pengaduan;
g. penilaian kinerja.

S Do n

Maka dari itu, penyelenggara layanan publik berkewajiban untuk mengelola sistem
informasi guna memberikan informasi secara terbuka dan mudah untuk diakses.
Pelayanan publik akan dapat berjalan dengan cepat dan akurat dengan mengoptimalkan
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penggunaan interoperabilitas data, yang mana dalam mewujudkan hal tersebut, perlu
adanya Pusat Data Nasional yang berperan sebagai data lake untuk seluruh K/L/D.

2.2.4 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sebagai Instansi Negara, pegawai yang bekerja di Pusat Data Nasional dikategorikan
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 6 menyebutkan bahwa ASN terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
dengan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan
pemersatu bangsa. Berdasakkan pasal 21 dan 22, ASN berhak memperoleh:

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. Cuti;

C. Jaminan pension dan jaminan hari tua;
d. Perlindungan;

e. Pengembangan kompetensi

a. Gaji dan tunjangan;

b. Cuti;

c. Perlindungan;

d. Pengembangan kompetensi

Maka dari itu, sebagai bagian dari Instansi Negara di bawah naungan Kementerian
Kominfo, PDN perlu mempersiapkan struktur remunerasi pegawainya sesuai dengan
jenis kepegawaiannya serta peraturan yang berlaku. Penjelasan mengenai gaji dan
tunjangan PNS dan PPPK dielaborasikan lebih lanjut pada dalam Peraturan Pemerintah
No. 7 tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden No. 98 tahun
2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2.2.5 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 15 menyebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Penyelenggaraan,
Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika dikelola oleh Pemerintah Pusat.
Peraturan perundang-undangan ini mempertegas peran dan fungsi Kementerian
Kominfo dalam rangka menfasilitasi infrastruktur TIK nasional.

2.2.6 PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah

Sesuai Pasal 120, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem
informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat
dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai. Penerapan sistem
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informasi sebagaimana dimaksud dikonsultasikan kepada kementerian yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Maka
dariitu, setiap perangkat daerah harus secara bertahap menggunakan aplikasi yang telah
ditetapkan sebagai aplikasi SPBE serta memanfaatkan layanan PDN.

2.2.7 PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 20, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib memiliki rencana
keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan
risiko dari dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, Penyelenggara melakukan
pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik
di wilayah Indonesia.

Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan sistem dan
Transaksi Elektronik salah satunya memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan. Fasilitasi yang dilakukan oleh
Pemerintah antara lain penetapan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur,
promosi, edukasi dan pengawasan. Fasilitasi infrastruktur yang dilakukan antara lain:

Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Elektronik Nasional;

Pengembangan dan penyelenggaraan fasilitas forensik Teknologi Informasi;

Penyelenggaraan sertifikasi elektronik induk;

penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana nasional secara

terpadu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis

elektronik;

e. sarana pengamanan Sistem Elektronik untuk pencegahan serangan terhadap
infrastruktur informasi vital pada sektor strategis;

f. sarana penitipan atau penyimpanan kode sumber dan dokumentasi atas
perangkat lunak untuk Instansi; dan

g. sarana lain yang diperlukan untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan

perundangundangan.

QN oT o

Dalam pasal 99 Pemerintah menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data
Elektronik strategis yang wajib dilindungi, yakni meliputi sektor-sektor sebagai berikut:

sektor administrasi pemerintahan;

sektor energi dan sumber daya mineral;
sektor transportasi;

sektor keuangan;

sektor kesehatan;

sektor teknologi informasi dan komunikasi;
sektor pangan;

sektor pertahanan;

sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.

>0 O QOO0 T W
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Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis harus membuat dokumen
elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkan ke pusat data tertentu
untuk kepentingan pengamanan data.

Maka dari itu, Pusat Data Nasional dan Pusat Pemulihan Bencana Nasional berperan
sebagai salah satu infrastruktur penting dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik. Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (Data Center) dan Pusat Pemulihan
Bencana Nasional (Disaster Recovery Center) ini juga dilakukan dalam rangka untuk
melindungi data pada sektor-sektor strategis. PDN juga diwajibkan untuk memiliki
Keberlangsungan kegiatan (Business Continuity Plan) yang memuat Penilaian Risiko (Risk
Assessment) dan Analisis Dampak Bisnis (Business Impact Analysis).

2.2.8 PerPres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penyelenggaraan SPBE
akan ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sesuai dengan Pasal 27,
Infratsruktur SPBE terdiri atas infrastruktur SPBE Nasional dan Infrastruktur SPBE
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai dasar penerapan SPBE hingga level
daerah, Infrastruktur Nasional perlu dimatangkan. Infrastruktur SPBE Nasional terdiri
atas:

a. Pusat data Nasional;
b. Jaringan Intra Pemerintah; dan
c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi
pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. Pusat Data
Nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi
persyaratan tertentu. Dalam hal pembangunan infrastruktur SPBE Nasional yang
komprehensif, maka urgensi pembentukan Pusat Data Nasional akan menjadi prioritas
utama. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam
memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Kriteria wajib dari Pusat Data Nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 30
ayat (2) antara lain:

a. Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen
Pusat Data;

b. Menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
lain;

c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
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d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Maka dari itu, Kementerian Kominfo dalam penyediaan pusat data nasional atau setiap
satuan kerja yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dalam
menyelenggarakan pusat data yang sudah ada agar menjadi pusat data nasional harus
memenuhi salah satunya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan
Standar Nasional (BSN) sesuai amanah undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Adapun SNI yang ditetapkan oleh adalah SNI
8799 terdiri dari 3 bagian. Hanya saja status hingga akhir tahun 2021 ini belum ada
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LKP) yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
sesuai amanah undang-undang nomor 20 tahun 2014 tersebut. Untuk itu pada pasal
selanjutnya yakni pasal 30 ayat 6, dijelaskan apabila hal-hal terkait SNI belum tersedia,
maka dapat menggunakan standar internasional. Namun perlu diperhatikan bahwa
standar internasional jumlahnya tidak satu, sehingga perlu dipilih mana yang sangat
mendekati dengan SNI 8799. Berdasarkan isi materi yang dinilai maka yang mendekati
SNI 8799 terutama bagian 1 adalah ANSI/TIA 942, sehingga standar ini dapat digunakan
sebagai acuan dalam desain dan konstruksi bangunan gedung Pusat Data Nasional
(PDN).

Selaras dengan visi dan misi dari SPBE, maka setiap instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah diwajibkan menggunakan layanan Pusat Data Nasional. Mekanisme penggunaan
Pusat Data Nasional nantinya bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Kementerian Komunikasi dan
Informatika, yang bertindak sebagai pengelola Pusat Data Nasional. Perpres ini juga
menyebutkan bahwasnya dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah
memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana kriteria pusat data
dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.

2.2.9 PerPres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan
Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan
Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan
Data Induk. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar
sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Pasal 1 ayat 13 menyebutkan Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data
di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.

Pasal 2 ayat 2 huruf (b) menyebutkan Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk
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a. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi
Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan

b. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan
dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Dalam Pasal 3, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data

b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata
Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah
interoperabilitas data

d. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi
dan/atau Data Induk.

Portal Satu Data Indonesia merupakan pusat informasi terkait standar dan metadata
yang sangat berguna dalam menunjang proses pencarian data pada infrastruktur Big
Data. Pusat Data Nasional berperan sebagai fasilitas pendukung Portal Satu Data
Indonesia, khususnya sistem big data pemerintah yang diamanatkan untuk
dikembangkan oleh Kementerian Kominfo untuk mendukung kebijakan Satu Data
Indonesia.

Bila di tafsirkan lebih mendalam terhadap portal data nasional ada bagian fungsi sebagai
sistem Big Data Pemerintah, ada pun pembagian peran untuk big data pemerintah dapat
direkomendasikan sebagai berikut:

1. Data Forest/ Sumber Data berasal dari aplikasi SPBE IPPD yang dikembangkan baik
oleh IPPD sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, maupun aplikasi lainnya
yang dikembangkan oleh DitLAIP Kementerian Kominfo, serta data pendukung
(non pemerintah) seperti sosial media, media koran online dan sumber internet
lainnya.

2. Data Lake sebagai Big Data Storage merupakan tempat penampungan datadata
yang telah diseleksi dari data forest, peran Balai Besar Pusat Data Nasional adalah
menyediakan infrastruktur Big Data Storage ini, namun dapat juga disediakan oleh
DitLAIP Kementerian Kominfo melalu program atau kegiatan lain meliputi
perangkat keras dan lunak Big Data sebagai data lake yang ditempatkan di dalam
PDN.

3. Data Collection dan atau data ingestion merupakan tugas Data Engineer yang
melakukan pencarian data di data forest untuk disimpan ke dalam data lake. Peran
ini dapat dilakukan oleh IPPD sesuai kebutuhan ataupun oleh DitLAIP
Kementerian Kominfo.

4. Data Anadlitical dan Data Visualizatiion dilakukan oleh Data Scientist dengan
memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau machine learning untuk
melakukan aktifitas analitical dan teknologi business inteligent untuk aktifitas
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visualisasi data. Peran ini dapat dilakukan oleh masing-masing IPPD sesuai
dengan kebutuhan laporan dari IPPD tersebut.

2.2.10 PerPres No. 3/2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kominfo

Setiap ASN berhak memperoleh tunjangan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan. Salah satu tunjangan yang diberikan adalah tunjangan kinerja. Tunjangan
kinerja ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing Kementerian/iinstansi.
Pasal 2 menyebutkan bahwa tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informasi setelah mempertimbangkan penilaian reformasi
birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja invidu. Dengan adanya
tunjangan kinerja, agenda reformasi birokrasi yang telah disiapkan oleh pemerindah
diharapkan untuk dapat terlaksana dengan baik.

PDN merupakan salah satu satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informasi. Penyelenggaraan PDN ini sangat sejalan dengan agenda reformasi
birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pegawai PDN
memiliki hak untuk memperoleh tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden
No. 3 tahun 2020.

2.2.11 PerMen Kominfo No. 8/2019 tentang Ortala Satuan kerja
Kominfo

Dalam Pasal 32 disebutkan bahwa Infrastruktur Pusat Data nasional dan Pusat
Pemulihan Bencana nasional diselenggarakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana
dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi standar Pusat Data Nasional;
b. Memiliki hasil analisa kelaikan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana; dan
Mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah yang diperbolehkan
digunakan untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan
dibatasi hanya 1 (satu) unit pada setiap Pemerintah Daerah. Pusat Data dan Pusat
Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.

Dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak menyelenggarakan sendiri Pusat Data dapat
menyelenggarakan Pusat Data dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menggunakan Pusat Data nasional; dan/atau

2. Menggunakan Pusat Data pada kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau
Pusat Data nonpemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pemerintah Daerah yang melakukan kerja sama dengan penyedia Pusat Data
nonpemerintah, pengelolaan layanan Pusat Data wajib dilaksanakan oleh pegawai negeri
sipil.

Maka dariitu, Pusat Data Nasional yang disediakan oleh Kominfo akan dipergunakan oleh

seluruh K/L/D, karena Pemerintah Daerah diberikan pembatasan penyediaan Pusat Data
Daerah sejumlah 1 unit yang terintegrasi dengan PDN.

2.2.12 PerMen Kominfo No. 9/2021 tentang Kamus Kompetensi
Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam penyediaan sumber daya manusia ASN, diperlukan kamus kompetensi untuk
Menyusun standar kompetensi jabatan ASN. Kamus kompetensi teknis bidang
komunikasi dan informatika sebagaimana disebutkan pada pasal 1 memuat kumpulan
kompetensi yang meliputi:

Nama kompetensi;
Definisi kompetensi;
Deskripsi;

Level kompetensi;
Indokator perilaku

® o0 ooy

Pusat Data Nasional sebagai instansi yang bergerak di bidang komunikasi dan
informatika, khususnya terkait penyelenggaraan pusat data perlu mengikuti kamus
kompetensi teknis ini dalam Menyusun standar kompetensi pegawainya. Salah satu
kompetensi yang perlu dimiliki adalah terkait pengelolaan pusat data sebagaimana
tertulis pada Lampiran | Suburusan Aplikasi Informatika poin 1.0.

2.2.13 PerMen Kominfo No. 12/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya, Kementerian
Direktorat Jenderal:

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Direktorat Jenderal Suber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Direktorat jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

an oo

Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika,
salah satunya dalam aspek e-Government. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informasi ini
terdiri atas beberapa direktorat lainnya, salah satunya adalah Direktorat Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan. Direktorat ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan,
memberikan bimbingan teknis, sert pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
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layanan aplikasi informatika pemerintahan. Salah satu cangkupan dari fungi kerja
direktorat ini adalah infrastruktur dan teknologi interoperabiltias pemerintahan.

Pusat Data Nasional merupakan salah satu infrastruktur kunci dari penyelenggaraan
SPBE. Maka dari itu, penyelengaraan PDN merupakan bagian dari lingkup pekerjaan
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang berada di bawah Direktorat
Jenderal Aplikasi dan Informasi. Dengan demikian, penyelenggaraan PDN perlu
dipertanggungjawabkan kepada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.14 PerMen PANRB No. 18/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian

Pembentukan kelembagaan di lingkungan pemerintah bertujuan untuk pelaksanaan
tugas teknis tertentu. Pengaturan Pembentukan Organisasi Kelembagaan di
Pemerintahan telah diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Apartur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT, adalah satuan
kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organsasi induknya. Organisasi yang
bersifat mandiri merupakan satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola
kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah
dari organisasi. Tugas Teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyrakat.
Sedangkan Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Dalam Pasal
4, UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi
indusknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung
dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. Berdasarkan sifat tugas dan lingkup
kegiatan, UPT tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan
tidak membawahkan UPT lainnya.

Pusat Data Nasional saat ini beroperasi secara sementara, dengan menggunakan sistem
Managed Services dari pihak ketiga di bawah koordinasi dari Direktorat Layanan Aplikasi
Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, tugas teknis yang saat
ini dilaksanakan masih belum maksimal, karena secara kelembagaan pelaksanaan tugas
teknis ini belum dilakukan secara terpisah dari organisasi induk. Dengan memberikan
kewenangan untuk pengelolaan organisasi, PDN akan mampu memberikan pelayanan
yang maksimal guna mencapai tujuan dari Pusat Data Nasional.

Pasal 18 menyebutkan bahwa Nomenklatur UPT terdiri dari Balai, Loka, dan Pos.
Kementerian dapat menggunakan nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan
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karakteristik UPT yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan dan/atau kelaziman
yang telah berlaku. Susunan Organisasi dan eselonisasi UPT diatur lebih lanjut pada pasal
19 dan 21 (Tabel 2-1).

Tabel 2-1 Susunan Organisasi dan Eselonisasi UPT

Balai Loka Pos

Susunan 1) Kepala 1) Kepala 1) Kepala

Organisasi )
2) Subbagian Tata 2) Urusan Tata Usaha 2) Petugas Tata Usaha
Usaha ) )

3) Subseksi, paling 3) Kelompok Jabatan

3) Seksi, paling banyak  banyak 2 (dua) Fungsional
3 (tiga) seksi subseksi
4) Kelompok Jabatan 4) Kelompok Jabatan
Fungsional Fungsional

Eselonisasi 1) Kepala adalah Kepala adalah jabatan  Kepala adalah jabatan
jabatan struktural struktural eselon IV.B struktural eselon V.a.
eselon lll.b atau lll.a atau IV.a

2) Kepala Subbagian 2) Kepala urusan dan

dan Kepala Seksi kepala subseksi adalah
adalah jabatan jabatan struktural
Struktural eselon IV.b eselon V.a.

atau IV.a.

Penetapan susunan organisasi sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas dilakukan
berdasarkan analisis organisasi dan analisis beban kerja. Pembentukan UPT juga
memperhatikan jangkauan pelayanan yang akan diberikan. Pada UPT yang secara
geografis mempunyai jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan
pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk unit kerja/unit organisasi nonstruktural.

Pasal 28: Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, Kementerian atau LPNK dapat membentuk UPT yang dikecualikan
dalam ketentuan peraturan ini.

Dalam pelaksanaan Pasal 27 Perpes 95 Tahun 2018 dan lampiran terkait, Kominfo perlu
membuat lembaga yang bersifat khusus demi mencapai sasaran yaitu penyelenggaraan
pusat data nasional. Pembentukan kelembagaan pusat data nasional ini dapat mengacu
pada Permen PANRB No. 18/2008 ini, dimana UPT PDN akan memiliki kewenangan dalam
mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan kedudukannya
terpisah dari organisasi induknya, dalam hal ini Kementerian Kominfo. Hal ini berguna
untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan dapat menjangkau ruang lingkup
layanan yang luas.
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2.2.15 PerMen PANRB No. 2/2023 tentang Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian

Pedoman mengenai pembentukan organisasi/kelembagaan di lingkungan pemerintah
untuk pelaksanaan tugas teknis tertentu yang telah diatur pada Peraturan Menteri
PANRB Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian diperbaharui melalui
penetapan PermenPANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

2.2.16 PerMen PAN RB No. 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan

Pada proses perencanaan SDM, tingkatan untuk setiap posisi di struktur organisasi perlu
didefinisikan. Hal ini penting untuk menentukan struktur remunerasi yang akan disusun.
Dalam konteks kepegawaian di lingkungan pemerintahan, khususnya terkait ASN, proses
penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri disebut dengan evaluasi jabatan.

Metode evaluasijabatan yang digunakan pada ASN menggunakan Sistem Evaluasi Faktor.
Metode ini menilai suatu jabatan secara sistematis menggunakan faktor-faktor yang
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor yang digunakan pada
evaluasi jabatan ini berbeda antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional.

Tabel 2-2 Faktor Evaluasi Jabatan

Jabatan Stuktural Jabatan Fungsional
i. Ruang Lingkup dan Dampak Program i. Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan
ii. Pengaturan Organisasi ii. Pengawasan Penyelia
iii. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial iii. Pedoman
iv. Hubungan Personal iv. Kompleksitas
v. Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan v. Ruang Lingkup dan Dampak
vi. Kondisi Lain vi. Hubungan Personal

vii. Tujuan Hubungan
viii. Persyaratan Fisik

ix. Lingkungan Pekerjaan
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3 Kelembagaan Pusat Data Nasional

3.1 Alternatif Kelembagaan Pusat Data Nasional

Dalam rangka memperkuat infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), diperlukan organisasi pemerintah yang secara khusus melakukan pengelolaan
Pusat Data Nasional. Terdapat tiga opsi utama kelembagaan Pusat Data Nasional, antara
lain pembentukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Layanan Umum (BLU), dan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Masing-masing alternatif memiliki
karakteristik khas yang akan mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi
dengan lembaga pemerintahan lain serta masyarakat.

3.1.1 Pusat Data Nasional sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sebagai UPT, Pusat Data Nasional akan terintegrasi langsung ke dalam struktur
sebuah kementerian atau lembaga pemerintah, dimana dalam hal ini adalah
Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Keuntungan utama dari
opsi ini adalah koordinasi yang erat dan pengawasan langsung dari organisasi
induk, dan memastikan keselarasan kebijakan dengan pemerintah pusat. UPT
akan fokus pada tugas-tugas teknis dan spesifik, memberikan keuntungan dalam
spesialisasi dan efisiensi operasional. Pembentukan Pusat Data Nasional sebagai
UPT memungkinkan organisasi ini untuk lebih mudah melakukan pengajuan
anggaran, yang merupakan kunci untuk memulai dan menjalankan
operasionalisasi penyediaan layanan pusat data kepada Instansi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Sebagai UPT, struktur organisasi ini akan
mendapatkan akses langsung ke sumber daya pemerintah dan akan lebih
terintegrasi dengan kebijakan dan prosedur pemerintah pusat, dimana
memastikan bahwa pengelolaan pusat data dilakukan dengan cara yang efisien
dan selaras dengan tujuan nasional.

3.1.2 Pusat Data Nasional sebagai Badan Layanan Umum (BLU)

Mengadopsi model BLU memberikan lebih banyak otonomi, khususnya dalam
pengelolaan keuangan dan operasional. Hal ini memungkinkan Pusat Data
Nasional untuk berinovasi dan beroperasi dengan efisiensi yang lebih tinggi.
Pembentukan BLU mempersyaratkan untuk memiliki layanan yang dapat
digunakan oleh masyarakat secara luas, sehingga Organisasi BLU dapat
menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Melihat persyaratan
tersebut, Organisasi BLU saat ini belum sesuai dengan tujuan utama
dibentuknya Pusat Data Nasional, yakni sebagai penyedia infrastruktur
Teknologi Informasi, khususnya Pusat Data dan Komputasi Awan, yang akan
mendukung implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
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3.1.3 Pusat Data Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK)

Sebagai LPNK, Pusat Data Nasional akan memiliki tingkat independensi yang
lebih tinggi dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Fokus bisa lebih
diarahkan pada tugas-tugas spesialisasi seperti pengelolaan dan analisis data,
dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan
perubahan teknologi dan kebijakan. Namun, hal ini juga bisa mengakibatkan
kurangnya koordinasi dengan sistem dan kebijakan Tl pemerintah yang lain,
serta tantangan dalam pengawasan dan akuntabilitas. Lingkup dari bentuk LPNK
dapat mencakup hal yang lebih luas lagi kedepannya, yakni LPNK yang secara
khusus mengelola Pemerintahan Digital atau Digital Government. LPNK
Pemerintahan Digital ini, dapat mengintegrasikan secara keseluruhan tugas dan
fungsi Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari beberapa
Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Sebagai bagian dari Tim
Koordinasi SPBE Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan
dalam penyediaan infrastruktur TI, yang salah satunya Pusat Data Nasional.
Sehingga organisasi Pusat Data Nasional dapat diproyeksikan untuk terintegrasi
dengan LPNK Pemerintah Digital ini.

3.2 Quick Win Kelembagaan Pusat Data Nasional

Dalam rencana pembentukan Organisasi Pusat Data Nasional untuk mendukung
infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), opsi pembentukan
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi semakin relevan ketika dipertimbangkan
sebagai langkah awal dalam proses kelembagaan. Pembentukan Pusat Data Nasional
sebagai UPT memungkinkan organisasi ini untuk lebih mudah melakukan pengajuan
anggaran, yang merupakan kunci untuk memulai dan menjalankan operasionalisasi
penyediaan layanan pusat data kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (IPPD). Sebagai UPT, struktur organisasi ini akan mendapatkan akses langsung ke
sumber daya pemerintah dan akan lebih terintegrasi dengan kebijakan dan prosedur
pemerintah pusat, dimana memastikan bahwa pengelolaan pusat data dilakukan dengan
cara yang efisien dan selaras dengan tujuan nasional.

Selain itu, langkah awal organisasi dalam bentuk UPT memberikan fleksibilitas untuk
masa depan. Setelah Pusat Data Nasional terbentuk dan beroperasi sebagai UPT, dapat
dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan kebutuhan organisasi. Lebih lanjut, apabila
diperlukan, bentuk organisasi Pusat Data Nasional dapat disesuaikan lebih lanjut untuk
memenuhi perkembangan dari kebutuhan organisasi. Transformasi ini dapat berupa
transisi ke BLU atau LPNK, hal ini dapat disesuiakan dengan kebutuhan operasional,
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keuangan, dan strategi pengembangan. Pendekatan bertahap ini memungkinkan Pusat
Data Nasional untuk memulai dengan struktur yang lebih terstruktur dan terkontrol,
sambil tetap memiliki kemungkinan untuk berkembang dan beradaptasi seiring dengan
perubahan lingkungan teknologi dan kebijakan pemerintahan.

Dengan demikian, memulai sebagai UPT tidak hanya memfasilitasi langkah awal yang
efektif dalam pembentukan Pusat Data Nasional tetapi juga quick win untuk
perkembangan dan adaptasi organisasi di masa depan, sesuai dengan evolusi kebutuhan
dan tantangan dalam pengelolaan pusat data nasional milik pemerintah.

3.3 Tugas dan Fungsi

Pusat Data Nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem
elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan,
pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Data
Nasional merupakan satu dari tiga infrastruktur SPBE bersama dengan Jaringan Intra
Pemerintah (JIP), dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Pusat Data Nasional
memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan sistem elektronik dan infrastruktur
untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengelolaan data, dan pemulihan data
guna menjamin keamanan data sistem Pusat Data Nasional.

Dengan demikian, UPT PDN akan melaksanakan tugas teknis operasional
penyelenggaraan layanan pusat data tersebut yang dipimpin oleh seorang Kepala dan
akan beroperasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di bawah
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data Nasional menjalankan fungsi:

1. Perumusan rencana operasional organisasi, pengembangan layanan pusat data,
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan risiko, pengendalian
internal, dan pengawasan terhadap kaidah tata kelola yang berlaku untuk Pusat
Data Nasional.

2. Pengelolaan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja organisasi,
operasional, keamanan, serta jaringan teknologi informasi di Pusat Data Nasional.

3. Pengelolaan perangkat keras, jaringan teknologi informasi, serta fasilitas
pendukung yang meliputi aktivitas perencanaan, implementasi, dan monitoring
untuk kegiatan operasional Pusat Data Nasional yang efektif dan efisien.

4. Pengelolaan perangkat lunak, kolokasi, komputasi awan, big data, dan Artificial
Intelligence yang meliputi aktivitas perencanaan, implementasi, dan monitoring
untuk kegiatan operasional Pusat Data Nasional yang efektif dan efisien.

5. Pengelolaan layanan Pusat Data Nasional yang meliputi aktivitas perencanaan,
implementasi, monitoring, serta memastikan kualitas layanan Pusat Data
Nasional.

6. Pelaksanaan urusan pendukung operasional Pusat Data Nasional meliputi
pengelolaan relasi eksternal, urusan hukum, pemenuhan layanan umum dan
administrasi organisasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan
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organisasi serta pengelolaan teknologi informasi dalam kebutuhan internal
operasional Pusat Data Nasional.

3.3.1 Mandat Penyelenggaraan Pusat Data Nasional

Dalam rangka mendukung realisasi SPBE Nasional sebagaimana dimandatkan dalam
Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
pemerintah Indonesia mencanangkan pembentukan Pusat Data Nasional sebagai salah
satu infrastruktur SPBE. Penyediaan Pusat Data nasional ditujukan untuk memberikan
kemudahan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan
layanan pusat data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama
Pusat Data nasional oleh Instansi.

Pusat Data Nasional yang akan dibentuk harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen
pusat data;

2. Menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

3. Mendapatkan  pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
(Kementerian Kominfo); dan

4. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN).

Setelah Pusat Data Nasional terbentuk, semua Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dimandatkan untuk menggunakan layanan Pusat Data Nasional dan
tidak mengadakan pusat data secara terpisah. Untuk menggunakan layanan Pusat Data
Nasional, setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan
pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
sebagai penyedia Pusat Data Nasional.

3.3.2 Layanan Pusat Data Nasional

Nilai-nilai yang ditawarkan oleh PDN disampaikan melalui variasi layanan PDN kepada
K/L/D yang mencangkup 18 kelompok layanan. Layanan ini merupakan pengembangan
dari layanan yang sudah dijalankan pada PDNS dengan membandingkan layanan pada
pemberi layanan sejenis, dan mempertimbangkan arahan strategis Pusat Data Nasional.

1) Infrastructure as a Service (M)
a. Resource Pool Based (S)
Layanan yang menyediakan kumpulan sistem komputasi virtual dan K/L/D dapat
menggunakan sebagian dari kumpulan sistem komputasi tersebut. K/L/D dapat
mengelola sistem komputasi virtual secara mandiri sesuai dengan kapasitas
kumpulan sistem komputasi virtual yang disediakan.

b. Virtual Machine Based (S)
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Layanan yang menyediakan sebuah sistem komputasi virtual untuk digunakan
oleh K/L/D. K/L/D dapat membuat sistem komputasi virtual sesuai kebutuhan.

2) Storage as a Service (M)

a.

Data Storage

Layanan yang menyediakan penyimpanan untuk sistem dapat menyimpan berkas
bertipe BLOB (Binary Large Object) seperti berkas video, audio, dan gambar. Selain
itu juga untuk menyimpan berkas seperti dokumen.

Data Archival

Layanan yang menyediakan penyimpanan untuk menyimpan berkas yang jarang
diakses dan memiliki durasi retensi data yang lama.

3) Platform as a Service (M)

a.

Tableau Explorer (S)

Layanan yang menyediakan Tableau Explorer berbasis komputasi awan.

Lisensi Tableau Creator (S)

Layanan yang menyediakan lisensi Tableau Creator untuk K/L/D.

Openshift Container (S)

Layanan milik Red Hat yang menyediakan sistem untuk menjalankan aplikasi
berbasis container.

Container Registry

Layanan yang menyediakan penyimpanan untuk menyimpan image aplikasi yang
menggunakan teknologi container.

Hosting (S)

Layanan yang menyediakan sistem komputasi terbatas untuk menjalankan
website.

Serverless Services

Layanan yang menyediakan sistem komputasi dan memiliki kapabilitas untuk
menyesuaikan sumber daya dengan traffic yang sedang terjadi pada website atau
aplikasi.

Container Management Services

Layanan yang menyediakan sistem untuk menjalankan aplikasi berbasis container.
Content Management System

Layanan yang menyediakan sistem untuk menjalankan aplikasi berbasis container.

4) Database as a Service (M)

a. Oracle Database Services (S)
Layanan yang menyediakan sistem basis data menggunakan produk Oracle
berbasis komputasi awan.

b. MySQL Database Services (S)
Layanan yang menyediakan sistem basis data menggunakan produk MySQL
berbasis komputasi awan.

c. SQL Database Services
Layanan yang menyediakan sistem basis data relasional.

d. PostgreSQL Enterprise (S)

(M) Termandatkan dalam Perpres 95 tahun 2018 59
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Layanan yang menyediakan sistem basis data menggunakan produk PostgreSQL
berbasis komputasi awan.

NoSQL Database Services

Layanan yang menyediakan sistem basis data non-relasional.

5) Software as a Service (M)

a.

Personal Cloud Storage (S)

Layanan penyimpanan berkas pribadi yang dapat digunakan oleh pengguna.
Email (S)

Layanan pertukaran surat elektronik yang siap digunakan oleh pengguna.
Project Management System (S)

Layanan yang digunakan untuk mengelola dan memantau proyek.

6) Network as a Service (M)

a. Content Delivery Network (CDN)
Layanan yang akan menyimpan cache website sehingga dapat mempercepat waktu
muat suatu website.

b. IP Public v4 (S)
Layanan yang menyediakan /P Public v4 untuk digunakan oleh pengguna ketika
menggunakan layanan Pusat Data Nasional.

c. Virtual Private Network (S)
Layanan yang menyediakan akses jaringan terenkripsi.

d. Pembuatan Record (A Record, CName Record, MX Record) (S)
Layanan yang menyediakan pencatatan alamat domain.

e. Virtual Private Cloud
Layanan yang menyediakan jaringan terisolasi antar layanan komputasi awan.

f.- Mesh Network
Layanan yang menghubungkan sistem komputasi menjadi satu jaringan dan dapat
berbagi sumber daya untuk menjalankan aplikasi microservices.

8. Interconnection Service
Layanan yang dapat membagi beban kerja sistem komputasi untuk menghindari
downtime.

h. Cloud Connection Service
Layanan yang menyediakan koneksi dengan penyedia layanan komputasi awan
lainnya.

i. Internet Exchange
Layanan yang menyediakan koneksi dengan ISP (/nternet Service Provider).

j. Load Balancer
Layanan yang dapat membagi beban kerja sistem komputasi untuk menghindari
downtime.

k. Pointing Domain Sub Domain (S)
Layanan yang menghubungkan domain dengan sub-domain.

I.  IP Transit
Layanan konektivitas transit IP di mana pengguna dapat terhubung ke internet
dengan menggunakan /P Public miliknya sendiri.
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7) Security as a Service (M)

a.

Network Antivirus (S)

Layanan antivirus untuk mengamankan jaringan dari virus dan malware

Network Firewall (S)

Layanan keamanan jaringan yang mengontrol koneksi masuk dan keluar dari
jaringan.

Anti Distributed Denial of Service (S)

Layanan yang melindungi sistem dari serangan distributed denial of service.

Anti Spam (S)

Layanan yang melindungi pengguna dari spam.

Proxy

Layanan yang melindungi pengguna ketika mengakses internet dengan
menyembunyikan informasi perangkat pengguna.

Secrets Manager

Layanan yang digunakan untuk mengelola dan mellindungi kredensial basis data,
APl key dan lainnya.

Directory Services

Layanan yang digunakan untuk mengelola akun perangkat pengguna.

Web Application Firewall (S)

Layanan yang memantau dan menyaring HTTP traffic untuk melindungi website
atau aplikasi dari serangan siber.

Certificate Manager

Layanan pengelola sertifikat yang digunakan untuk SSL/TLS (Secure Sockets
Layer/Transport Layer Security).

Security Incident and Event Management

Layanan yang dapat menganalisis ancaman keamanan siber dan memberikan
peringatan ke tim SOC (Security Operation Center).

Cloud Identity and Access Management

Layanan yang digunakan untuk mengelola akses pengguna terhadap layanan
cloud yang disediakan oleh PDN.

Automatic Vulnerability Management (AVM) (S)

Layanan yang dapat memindai celah keamanan secara otomatis dari suatu sistem
atau aplikasi.

. File Integrity Monitoring (FIM) (S)

Layanan yang memastikan integritas data, aplikasi, ataupun sistem operasi.

8) Data Recovery (M)

a.

Backup (S)

Layanan yang memastikan adanya cadangan data untuk memastikan keamanan
data sehingga dapat melakukan pemulihan data ketika terkena serangan
ransomware.

Replikasi (S)

Layanan duplikasi data pada sistem yang berbeda untuk memastikan
ketersediaan data ketika salah satu sistem mengalami kegagalan.

9) Disaster Recovery as a Services (M)

a.

Disaster Recovery
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Layanan yang memastikan ketersediaan sistem dengan menyediakan
infrastruktur kedua di tempat yang berbeda sebagai cadangan ketika
infrastruktur utama mengalami masalah.

10) Management and Monitoring Services (M)

a.

Application Performance Monitoring (S)

Layanan pemantauan kinerja aplikasi untuk mendeteksi lebih dini jika terjadi
masalah pada aplikasi.

Cloud Organization Management

Layanan yang digunakan untuk mengelola pengguna layanan komputasi awan
berdasarkan organisasinya.

Cloud Configuration Management

Layanan yang digunakan untuk mengelola konfigurasi yang digunakan pada setiap
layanan komputasi awan.

Cost Monitoring and Reporting

Layanan pemantauan dan pelaporan penggunaan sumber daya komputasi awan
yang digunakan oleh pengguna.

Cloud Monitoring

Layanan pemantauan kinerja infrastruktur dan sistem komputasi awan.

License Management

Layanan pengelola lisensi perangkat lunak yang digunakan pada layanan
komputasi awan.

RHEL Smart Management (S)

Layanan yang digunakan untuk mengelola layanan komputasi awan yang
menggunakan teknologi Red Hat.

11) Developer Services (M)

a.

Cloud Integrated Development Environment

Layanan yang dapat digunakan untuk membuat, menjalankan, dan memperbaiki
kode melalui peramban web.

SMS Gateway

Layanan SMS untuk sistem dapat mengirimkan kode verifikasi seperti OTP (one-
time password) dan lainnya.

Cloud Terminal

Layanan command line interface yang dapat digunakan untuk mengelola layanan
komputasi awan.

Code Source Control & Delivery

Layanan yang dapat digunakan untuk berkolaborasi saat mengembangkan
aplikasi dan secara otomatis diteruskan ke infrastruktur aplikasi.

Code Repository

Layanan penyimpanan kode aplikasi untuk berkolaborasi dengan pengembang
lain.

APl Gateway

Layanan yang mengelola akses API antara client dengan sistem back-end aplikasi.

12) End-User Computing Services (V)
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a. Virtual Desktop Infrastructure
Layanan yang menyediakan komputer virtual pribadi.

13) Big Data as a Service (M)
a. Data Warehouse
Layanan penyimpanan data yang telah terstruktur untuk keperluan Big Data.
b. Data Collection / Ingestion
Layanan yang digunakan untuk mengumpulkan data.
¢. Data Visualization
Layanan yang digunakan untuk menampilkan visualisasi data yang telah dianalisis.
d. Data ETL (Extract, Load, Transform)
Layanan integrasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan disimpan ke
dalam Data Warehouse.
e. Data Lake
Layanan penyimpanan data mentah yang belum diproses.
f. Data Query
Layanan yang membantu melakukan proses pencarian data.

14) Artificial Intelligence Services (1)
a. Data Forecast
Layanan yang dapat memprediksi kondisi ke depan sesuai dengan data yang
disediakan.
b. Model Training
Layanan yang dapat melatih model machine learning untuk meningkatkan akurasi
model.
¢. Optical Character Recognition (OCR)
Layanan yang dapat mengkonversi teks pada gambar menjadi tulisan.
15) Internet of Things (V)
a. loT Analytics
Layanan yang dapat menganalisis data dari perangkat-perangkat internet of things.
b. loT Platform
Layanan yang digunakan untuk memantau konektivitas dengan perangkat-
perangkat internet of things.
¢. loT Device Management
Layanan yang digunakan untuk mengelola konfigurasi perangkat-perangkat
internet of things.

16) Blockchain as a Service
a. Blockchain Network
Layanan jaringan blockchain yang dapat digunakan untuk aplikasi berbasis
blockchain.

17) Colocation
a. Dedicated Space
Layanan penitipan perangkat server atau storage yang menggunakan rak terpisah
dengan perangkat lain.
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b. Shared Space (S)
Layanan penitipan perangkat server atau storage yang menggunakan rak bersama-
sama dengan perangkat lain.

18) Professional Cloud Services
a. Managed Private Cloud Services
Layanan yang menyediakan infrastruktur cloud privat terpisah dari layanan cloud
yang disediakan.
b. Smarthands
Layanan bantuan teknis apabila terjadi masalah saat menggunakan layanan cloud.
¢. Cloud Transformation Services
Layanan migrasi dari infrastruktur on-premise ke infrastruktur cloud.

3.4 Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional memerlukan badan pelaksana yang dapat
menjalankan proses-proses bisnis yang ada di PDN. Proses bisnis yang dirancang untuk
PDN akan menjadi lebih kompleks dari proses bisnis yang dimiliki PDNS saat ini. Selain
itu, teknologi yang akan diterapkan oleh PDN juga akan semakin mutakhir dengan skala
anggaran yang besar. Terlebih lagi, PDN akan dilaksanakan pada skala nasional dengan
setidaknya 4 buah pusat data di Cikarang (Bekasi), Batam, Labuan Bajo, dan Ibu Kota
Negara. Maka dari itu, pembentukan kelembagaan PDN ini menjadi semakin mendesak
untuk dilaksanakan.

3.4.1 Bentuk Kelembagaan Pelaksana Pusat Data Nasional

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur penunjang SPBE merupakan
mandat dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui Kementerian Komunikasi &
Informatika. Untuk menjamin pemenuhan mandat penyelenggaraan Pusat Data Nasional
yang kompleks dengan ruang lingkup yang luas, maka diperlukan suatu kelembagaan
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PDN ini. Proses implementasi tersebut
dilakukan oleh sebuah tim pelaksana teknis di bawah naungan Kominfo dalam bentuk
Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Menurut Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan
RB) Nomor 12 Tahun 2008, Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat
mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis
penunjang tertentu dari organisasi induknya. Dalam menetapkan pembentukan UPT
sebagai wadah lembaga penyelenggara layanan Pusat Data Nasional, pasal 3 dari
Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2008 perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu
untuk mendukung terbentuknya UPT dan menjamin terpenuhinya tujuan PDN, maka
Pusat Data Nasional perlu memenuhi syarat-syarat pembentukan UPT sebagaimana
tertulis pada pasal 6. Pemenuhan syarat tersebut tertera pada Tabel 3-1.
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Tabel 3-1 Syarat Pembentukan UPT

Syarat Pembentukan UPT

Pemenuhan Syarat oleh PDN

1.

Melaksanakan urusan Pemerintah yang
bersifat  pelaksanaan dan  menjadi
tanggung jawab dari Kementerian atau
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian
(LPNK) yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yang
berlaku dan/atau konvensi internasional;

UPT PDN berperan sebagai pelaksana dari tanggung
jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika
dalam menyediakan infrastruktur pusat data
penunjang SPBE

Menghasilkan barang dan/atau jasa yang
diperlukan oleh masyarakat

UPT PDN memberikan jasa layanan pusat data bagi
seluruh instansi pemerintahan

Memberikan kontribusi dan manfaat
kepada masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan

Penyelenggaraan UPT PDN berperan dalam
melakukan efisiensi anggaran belanja TIK, efisiensi
SDM TIK, menopang operasional inisiatif SPBE, serta
melakukan standardisasi pusat data pada seluruh
instansi pemerintahan

Mempunyai ruang lingkup tugas yang
bersifat strategis dan berskala regional
dan/atau nasional

Ruang lingkup layanan UPT PDN mencangkup seluruh
instansi pemerintahan di Indonesia

Menunjang keberhasilan dalam pencapaian
visi dan misi Kementerian atau LPNK

Penyelenggaraan UPT PDN menunjang keberhasilan
inisiatif SPBE sebagaimana tertulis pada Peraturan
Presiden No. 95 tahun 2018

Tersedianya sumber daya yang meliputi
pegawai, pembiayaan, sarana dan
prasarana

UPT PDN akan beroperasi dengan kebutuhan sumber
daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana
sebagaimana tertulis pada naskah akademik ini

Tersedianya jabatan fungsional teknis
sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang
bersangkutan

UPT PDN akan beroperasi dengan struktur organisasi
beserta jabatan struktural dan fungsionalnya
sebagaimana dirancang pada naskah akademik ini

Memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis
penunjang tertentu

UPT PDN akan beroperasi dengan Standar
Operasional Prosedur sebagaimana terlampir pada
naskah akademik ini

Memperhatikan  keserasian  hubungan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

UPT PDN akan berkoordinasi dengan pemerintah
pusat dan daerah terkait migrasi dan pemusatan
pusat data ke fasilitas PDN

3.4.2 Posisi Pusat Data Nasional dalam Kementerian Kominfo

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, Kementerian
Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan

di

bidang komunikasi

dan informatika untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian
Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi di bawah ini:

a.

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika,
penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi
publik;
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos
dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi
informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan
sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan
informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan
komunikasi publik;

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang
komunikasi dan informatika;

e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika

f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kementerian
komunikasi dan informatika;

g. Pengelolaan barang milik/’kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian komunikasi dan informatika; dan

h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian komunikasi dan
informatika.

Pelaksanaan fungsi Kementerian Kominfo dibantu oleh beberapa direktorat seperti yang
tergambarkan pada Gambar 3-3. Penyelenggaraan PDN sebagai infrastruktur pendukung
SPBE (e-government) dilakukan di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika. Merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12
Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika,
tugas Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika. Dalam
menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan
keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika,
serta pemberdayaan informatika;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan
keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika,
serta pemberdayaan informatika;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan e-
Government;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan
e-Government,;

66



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan e-Government, e-
Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi
informatika, serta pemberdayaan informatika;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan fungsinya, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dibantu oleh
beberapa direktorat (Gambar 3-3), salah satunya adalah Direktorat Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan. Penyelenggaraan PDN dilakukan di bawah tanggung jawab
langsung Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang memiliki fungsi:

a) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi
interoperabilitas pemerintahan, layanan aplikasi informatika pemerintahan
daerah, layanan aplikasi informatika politik, hukum, dan keamanan, layanan
aplikasi informatika kemaritiman dan pembangunan manusia dan kebudayaan,
dan layanan aplikasi informatika perekonomian;

b) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan
teknologi interoperabilitas pemerintahan, layanan aplikasi informatika
pemerintahan daerah, layanan aplikasi informatika politik, hukum, dan keamanan,
layanan aplikasi informatika kemaritiman dan pembangunan manusia dan
kebudayaan, dan layanan aplikasi informatika perekonomian;

c¢) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi
interoperabilitas pemerintahan, layanan aplikasi informatika pemerintahan
daerah, layanan aplikasi informatika politik, hukum, dan keamanan, layanan
aplikasi informatika kemaritiman dan pembangunan manusia dan kebudayaan,
dan layanan aplikasi informatika perekonomian; dan

d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Berdasarkan penjabaran di atas, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
berfungsi untuk menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, dan
melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada bidang infrastruktur dan
teknologi interoperabilitas pemerintahan. Salah satu infrastruktur pendukung
interoperabilitas pemerintahan adalah Pusat Data Nasional. Menurut Peraturan Presiden
No. 95 tahun 2018 pasal 27, Pusat Data Nasional diselanggarakan oleh kementerian
Kominfo. Maka dari itu, sebagai infrastruktur pendukung interoperabilitas pemerintahan,
Pusat Data Nasional akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Aplikasi Informatika dan secara teknis operasional dibina oleh Direktorat
Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan.
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Gambar 3-1 Struktur Organisasi Kominfo

Menteri Komunikasi dan
Informatika

Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal

Direktorat Direktorat
dan Jenderal Informasi Direktorat Jenderal Jenderal Sumber
Pengembangan o Jenderal Aplikasi Penyelenggaraan DEVER.ETY
dan Komunikasi "
Sumber Daya Publik Informatika Pos dan Perangkat Post
Manusia Informatika dan Informatika

Badan Penelitian Direktorat

Direktorat
Pengendalian
Aplikasi
Informatika

Direktorat
Direktorat Tata Direktorat Layanan Aplikasi
Kelola Aplikasi Ekonomi Digital Informatika
Pemerintahan

Direktorat
Pemberdayaan
Informatika

Pusat Data Nasional

3.5 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

3.5.1 Perancangan SDM PDN

Posisi-posisi pada struktur organisasi Balai Besar Pusat Data Nasional perlu diisi oleh
tenaga profesional yang andal dan berkualitas sesuai dengan kompetensi dan beban
kerjanya. Melalui analisis beban kerja, akan diperoleh kebutuhan jumlah SDM untuk
mengisi posisi-posisi pada organisasi Balai Besar Pusat Data Nasional. Selanjutnya,
dilakukan pula penyusunan struktur remunerasi dalam memberikan penawaran yang
dapat bersaing untuk memperoleh SDM terbaik.
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3.5.2 Kompetensi SDM PDN

Setiap jabatan pada organisasi Balai Besar Pusat Data Nasional perlu memiliki
kompetensi yang sesuai untuk menjalankan proses bisnis sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Kompetensi ini akan menentukan kebutuhan jumlah orang untuk mengisi
masing-masing jabatan serta perencanaan pemenuhan SDM ke depannya. Untuk
melaksanakan proses bisnis Balai Besar Pusat Data Nasional, terdapat beberapa kategori
kompetensi yang harus dipenuhi seperti tertera pada Tabel 3-2. Uraian deskripsi beserta
kebutuhan sertifikasi tertera pada Lampiran V

Tabel 3-2 Kompetensi & Sertifikasi Pusat Data

Job Family Kompetensi

Pengelolaan Perancangan Strategi
Organisasi

Menetapkan Kebutuhan Pengelolaan Pusat Data
untuk Organisasi

Pengelolaan Organisasi & Pegawai

Menetapkan Organisasi Pusat Data

Pengelolaan Keuangan

Menyusun Anggaran Pengelolaan Pusat Data

Pengelolaan Organisasi & Pegawai

Mengelola Organisasi Pusat Data

Pengelolaan Rantai Pasok

Mengelola Pemasok

Perangkat Keras Teknologi Informasi

Menyusun Rencana Pemeliharaan Pusat Data

Menyusun Rencana Kapasitas Pusat Data

Mengelola Siklus Hidup Peralatan dan Perangkat
Pusat Data

Pengelolaan Sistem Manajemen
Kesehatan, Keselamatan, dan
Keamanan Lingkungan Kerja

Mengelola Keselamatan Kerja

Mengelola Keamanan Fisik Pusat Data

Mengelola Kegiatan Operasi Pusat Data Harian

Pemeliharaan Fasilitas (Mekanikal,
Elektrikal, Civil)

Mengelola Kegiatan Pembersihan Pusat Data

Mengelola Kegiatan Perawatan Pusat Data

Melakukan Pengawasan Pusat Data

Administrasi dan Layanan Umum

Menyusun dan Mengelola Dokumentasi

Audit, Risiko, dan Kepatuhan

Melakukan Proses Audit Pusat Data

Perangkat Lunak

Menentukan Metode/Framework

Menentukan Lingkup Quality Assurance untuk
Perangkat Lunak

Mengelola Risiko Penjaminan Kualitas

Mengintegrasikan Penjaminan Kualitas ke
Dalam Organisasi Pengembang

Melakukan Pengujian Kualitas Perangkat
Lunak Secara Otomatis
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Job Family Kompetensi

Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan
Data untuk Proses Bisnis

Merencanakan Manajemen Data

Merencanakan Arsitektur Data

Merencanakan Integrasi Data

Merencanakan Media Penyimpanan Data

Merancang Basis Data

Data Manajemen Mengelola Reference and Master Data

Mengelola Metadata

Membuat Basis Data

Membuat Integrasi Data

Mengelola Kualitas Data

Melakukan Performance Tuning

Membuat Data Warehouse

Mengelola Dokumen dan Konten

Mendefinisikan Terminologi dan Konsep Cloud
computing

Mengidentifikasi Teknologi Cloud computing

Mengidentifikasi Berbagai Tipe Data Center

Merancang Arsitektur Skalabilitas Virtualisasi
Sistem Cloud

Menentukan Alur Proses Jenis Layanan pada
Cloud computing

Mengimplementasikan Topologi Jaringan

Komputasi Awan Melakukan Adaptasi untuk Deployment di
Sistem Cloud

Menjalankan Aktivitas Rutin pada laas, Paas,
dan SaaS

Memantau Sarana dan Prasarana Agar Bisa
Digunakan oleh Pengguna Sesuai dengan SLA
yang Disepakati

Melakukan Antisipasi Gangguan dan Ancaman
terhadap Sistem Cloud

Mengelola Insiden pada Sistem Cloud yang
Disebabkan oleh Keadaan Kahar

Keamanan Tl Menerapkan Prinsip Perlindungan Informasi
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Job Family Kompetensi

Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi untuk
Penggunaan Jaringan Internet

Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi pada
Transaksi Elektronik

Mengelola Siklus Informasi (Klasifikasi, Kategorisasi,
Penanggung-Jawab)

Menerapkan Standar-Standar Keamanan Informasi
yang Berlaku

Mengelola Proses Sertifikasi dan Akreditasi untuk
Keamanan Informasi

Mengelola Risiko Keamanan Informasi

Mengelola Audit Keamanan Informasi

Mengidentifikasi Serangan-Serangan Terhadap
Kontrol Akses

Mengkaji Efektivitas Penerapan Kontrol Akses

Mengelola Siklus Pemberian Akses

Mengelola Insiden Keamanan Informasi

Mengaplikasikan Patch Keamanan

Merancang dan Mengelola Sistem Backup

Melaksanakan Kegiatan Pemulihan Data

Menjamin Integritas Informasi

Mengelola Kemampuan Dan Fungsionalitas Dari
Seluruh Komponen Tl

Manajemen Layanan Teknologi Mengatur Otorisasi Akses Teknologi Informasi

Informasi Mengelola Konfigurasi Sistem

Memantau Pelayanan Prosedur Tingkat Layanan

Menyediakan Manajemen Teknis Dari Operasional
Teknologi Informasi

3.5.3 Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan SDM PDN

Untuk memenuhi posisi pada struktur organisasi PDN, maka perlu dilakukan analisis
beban kerja beserta perencanaan kebutuhan SDM, khususnya, posisi-posisi teknis yang
memerlukan kompetensi tinggi dalam menjalankan operasional PDN untuk memberikan
layanan yang andal, aman, dan terpercaya sesuai dengan standar internasional. Rincian
perhitungan dan analisis beban kerja untuk setiap posisi dan/atau proses bisnis tertera
pada Lampiran VI.
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Proses analisis beban kerja dan perhitungan kebutuhan jumlah SDM dapat dilakukan
menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan
melalui perhitungan volume dan beban kerja yang terukur melalui analisis dan historis
yang didasari dengan strategi atau target yang akan dituju untuk mendapatkan proyeksi
kebutuhan SDM sedangkan metode kualitatif dilakukan melalui kajian analisis
pemenuhan SDM berdasarkan strategi atau target organisasi serta melakukan analisis
kapabilitas organisasi sehingga mendapatkan jumlah SDM yang dibutuhkan. Dengan
melihat pada kondisi aktual organisasi Pusat Data Nasional yang masih berada pada
tahapan awal (pilot), maka metode kualitatif merupakan metode yang paling sesuai untuk
merencanakan kebutuhan jumlah SDM. Tahapan dalam melakukan analisis kualitatif ini
adalah:

1. ldentifikasi jabatan kunci
Melakukan identifikasi peran atau jabatan kritikal berdasarkan strategi dan proses
organisasi.

2. Analisis kapabilitas organisasi
Melakukan penilaian kapabilitas organisasi dan menyesuaikan dengan target dalam
jangka waktu tertentu yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil analisis beban kerja yang dilakukan, total kebutuhan SDM PDN
mencapai 170 orang yang terdiri dari 1 Kepala Balai Besar, 2 Kepala Bagian, 5 Kepala
Bidang, 1 Koordinator Unit Kerja, 161 Jabatan Fungsional (Gambar 3-4). Nilai ini
merupakan kebutuhan total dari Balai Besar Pusat Data Nasional setelah beroperasi
penuh pada tahun 2027. Rincian kebutuhan SDM PDN tertera pada Lampiran 5.

Gambar 3-2 Jumlah Kebutuhan SDM PDN

Balai Besar Pusat Data Nasional

Bagian Tata Usaha & Bagian Pendukung
Administrasi Operasional
\ i
1 Kepala Bagian 1 Kepala Bagian
10 Jabatan Fungsional 5 Jabatan Fungsional
Total Pegawai: 11 orang Total Pegawai: 6 orang
Kepapla Bl:lang Kepala Bidang
Kepala Bidan usat | Pengelolaan Kepala Bidan A
pa i Pengendalian 8 pa g Kepala Bidan
Perencanaan, o Perangkat Pengelolaan Ciae  ealE Koordinator
Pengemban therja K i K tasi engelolaan Unit Kerj
g gan, el eras, Jaringan, omputasi evererr nit Kerja
& Pengawasan Keamanan & dan Pengelolaan Awan & Kolokasi
. Fasilitas
Jaringan TI
1 Kepala Bidang 1 Kepala Bidang 1 Kepala Bidang 1 Kepala Bidang 1 Kepala Bidang 1 Koordinator Unit Kerja

11 Jabatan Fungsional 27 Jabatan Fungsional 32 )abatan Fungsional 21 Jabatan Fungsional 23 abatan Fungsional 32 )abatan Fungsional
Total Pegawai: 12 orang | Total Pegawai:28 orang | Total Pegawai:33 orang | Total Pegawal: 22 orang  Total Pegawai: 24 orang | | Total Pegawai: 33 orang
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3.6 Struktur Organisasi

Penyelengaraan UPT Balai Besar Pusat Data Nasional memerlukan suatu rancangan
organisasi yang terdiri dari struktur organisasi beserta jabatan-jabatannya untuk
menjalankan operasional PDN. Penyusunan struktur organisasi beserta jabatan pada
Balai Besar Pusat Data Nasional berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku
mengenai kelembagaan UPT dan proses evaluasi jabatan pada instansi pemerintahan.
Selain itu, penyusunan struktur organisasi Balai Besar Pusat Data Nasional juga harus
memenuhi desain prinsip yang diturunkan dari arahan transformasi digital dan kegiatan
utama organisasi Balai Besar Pusat Data Nasional (Gambar 3-3).

Gambar 3-3 Desain Prinsip Organisasi

Arahan Transformasi Digital Pemerintah Proses Utama Organisasi PDN
Perpres No. 95 Tahun 2018 a. Pengelolaan Pe(ungkat Keras d. Penge/o{acm Komputasi Awan &
tentang Sistem Pemerintahan . PetPfesé“T 33 Ttahl'-”; 2018 b. Pengelolaan Jaringan Kolokasi )
Berbasis Elektronik SNEangeattig i csa ¢. Pengelolaan Keamanan TI e. Pengelolaan Siklus Layanan

f. Pelayanan Pelanggan

s
‘9‘ Desain Prinsip Organisasi

1 2 8 4 5 6
Mengutamakan Pengawasan dan Standar Pengembangan Patuh terhadap Agile Organization
Pemberian Pengontrolan Operasional Bisnis Bisnis dan Tata Kelola
Layanan yang Keamanan yang Kelas Dunia Organisasi Dalam menjalankan
Unggul Andal Berkelanjutan Organisasiyang ada operasional PDN,

Aktivitas operasional dilengkapi dengan fungsi-fungsi dalam

Melakukan prioritas Sebagai organisasi bisnis akan mengikuti Dalam melakukan fungsi pendukung struktur organisasi

fungsi organisasidan yangandaldalam perubahansituasi pengembangan oper}aswonalyang menerapkaﬁ kgnsep

kebijakan terkait pengelolaan data, dunia dan meng layanandan menjaga agar agile organization agar

pemberian layanan jaminan terhadap implementasikan perbaikansecara operasional fungsi organisasi

yang maksimal keamanan menjadi sistem kelas dunia terus-menerus untuk perusahaan tetap dapatmemberikan

kepada masyarakat proses yang kritikal tetap bertahan sesuai kaidah tata hasil maksimal dan
Kelola negara dampakyang
Indonesia signifikan

3.6.1 Struktur Organisasi Pusat Data Nasional

Implementasi dari proses bisnis yang dilakukan di Pusat Data Nasional akan diwujudkan
oleh peran-peran dalam tubuh organisasi PDN. Maka dari itu, dilakukan perancangan
struktur organisasi yang sesuai dengan proses bisnis PDN dengan mempertimbangkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 18 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.
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Gambar 3-4 Struktur Organisasi Pusat Data Nasional

Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional

Kepala Bagian Tata Usaha
& Administrasi

Jabatan Fungsional :
= Tim Kepegawaian

= TimKeuangan

= Tim Administrasi & Layanan Umum

PDN-13
PDN-17

PDN-14

Kepala Bidang
Pusat
Pengendalian
Kinerja
Operasional,
Keamanan &
Jaringan T1

PDN-15

Kepala Bidang
Pengelolaan
Perangkat
Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan
Fasilitas

Kepala Bagian Pendukung

Operasional

Jabatan Fungsional :
= Tim Regulasi & Hubungan
Masyarakat
PDN-19
Kepala Bidang 1a Bid
Pengelolaan (el [l
e Pengelolaan
Awan & Kolokasi ESYSESE

Koordinator
Unit Kerja

Jabatan Fungsional :

= TimPerencanaan &
Keberlangsungan Bisnis
Organisasi

= TimPengembangan
Layanan & Portfolio
Bisnis

+ TimPengadaan

- TimTataKelola, Risko,

Jabatan Fungsional :

= TimPengelolaanTarget
Kinerja

= TimPusatOperasi
Jaringan

= TimHKeamananTl &
Manajemen Krisis

+ TimKesehatan,
Keselamatan,

Jabatan Fungsional :

= Tim Perencanaan
Kapasitas

= TimTeknisijaringan

= TimTeknisi Perangkat
Keras Tl

+ Tim Teknisi Mekanikal
& Elektrikal

Jabatan Fungsional :

= Tim Perencanaan
Sistem Komputasi
Awan

= TimTeknisi Komputasi
Awan

+ Tim Teknisi Kolokasi

Jabatan Fungsional :

= Tim Perencanaan
Layanan &Kepuasan
Pelanggan

= TimTeknisi Migrasi &
Operasional Layanan

» TimJaminan Kualitas
Layanan

= TimBantuan

Jabatan Fungsional:

= Tim Operasional
Pemeliharaan
Perangkat Keras Tl Unit
Kerja

= Tim Operasional dan
Pemeliharaan Jaringan
Tl Unit Kerja

» Tim Operasional
Mekanikal, Elektrikal

& Kepatuhan Keamanan & = TimPengelolaan Aset & Pelanggan dan Bangunan uUnit
Lingkungan Kerja Bangunan Kerja
» TimPusatOperasi * TimTeknologi = Tim Operasional
Fasilitas Informasilnternal PDN Komputasi Awan Unit
Kerja
= TimPusatOperasiData
& Aplikasi = Tim Administrasidan
Tata Usaha Unit Kerja
PDN-OT | PDN-03 PDN-02 | PDN-07 PDN-05  PDN-06 PDN-08 PDN-09 @ PDN-10 PDN-05 | PDN-06
PDN-04 || PDN-11 PDN-16 PDN-12  PDN-18 PDN-12 | PDN-14
R PDN-15 || PDN-16
PDN-17

Balai Besar Pusat Data Nasional direncanakan untuk terdiri dari 1 Kepala Balai Besar, 2
Kepala Bagian, 5 Kepala Bidang, dan Koordinator Unit Kerja pada setiap lokasi pusat data
PDN. Balai Besar Pusat Data Nasional akan menjadi lembaga pelaksana Pusat Data
Nasional yang bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan, operasional, dan kegiatan
pendukung PDN lainnya.

1. Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional

Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional bertanggung jawab dalam keseluruhan
pengelolaan operasional layanan dan pemeliharaan segala perangkat Pusat Data
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Nasional agar dapat mencapai tujuan terbentuknya organisasi. Dalam
pelaksanaannya, Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional akan dibantu oleh Kepala
Bagian Tata Usaha dan Administrasi, Kepala Bagian Pendukung Operasional, Kepala
Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengawasan, Kepala Bidang Pusat
Pengendalian Kinerja Operasional, Keamanan, dan Jaringan TI, Kepala Bidang
Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan, dan Pengelolaan Fasilitas, Kepala Bidang
Pengelolaan Komputasi Awan dan Kolokasi, Kepala Bidang Pengelolaan Layanan, dan
Koordinasi Unit Kerja.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Administrasi

Kepala Bagian Tata Usaha dan Administrasi bertanggung jawab dalam melakukan
aktivitas pekerjaan pendukung operasional Pusat Data Nasional meliputi pengelolaan
kepegawaian, pengelolaan keuangan organisasi, pengelolaan pemenuhan layanan
umum, pengelolaan BMN, kearsipan dan administrasi organisasi Pusat Data Nasional.
Bagian ini akan melaksanakan kategori proses PDN-13 Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan, PDN-14 Manajemen Organisasi dan Pegawai, PDN-15 Kerumahtanggaan
dan Barang Milik Negara, dan PDN-17 Pengelolaan Keuangan. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Administrasi akan dibantu oleh Tim
Kepegawaian, Tim Keuangan, serta Tim Administrasi dan Layanan Umum.

Kepala Bagian Pendukung Operasional

Kepala Bagian Pendukung Operasional bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas
pekerjaan pendukung operasional Pusat Data Nasional meliputi pengelolaan relasi
eksternal, kontrak dan urusan hukum terkait operasional Pusat Data Nasional. Bagian
ini akan melaksanakan kategori proses PDN-19 Manajemen Relasi. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Kepala Bagian Pendukung Operasional akan dibantu oleh Tim
Relasi dan Hubungan Masyarakat.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengawasan

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengawasan bertanggung jawab
dalam perumusan kebijakan teknis atau strategis terkait kegiatan manajemen
perencanaan dan pengembangan layanan, pengendalian keamanan, pengelolaan
layanan dan infrastruktur pusat data, serta kegiatan pendukung lainnya dalam
menjalankan operasional pengelolaan Pusat Data Nasional. Bidang ini akan
melaksanakan kategori proses PDN-01 Perencanaan, PDN-03 Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis, PDN-04 Pengembangan Layanan, PDN-11 Pengadaan serta
PDN-13 Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala
Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengawasan akan dibantu oleh Tim
Perencanaan dan Keberlangsungan Bisnis Organisasi, Tim Pengembangan Layanan
dan Portofolio Bisnis, Tim Pengadaan, serta Tim Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan.

Kepala Bidang Pusat Pengendalian Kinerja, Operasional, Keamanan, dan
Jaringan TI

Kepala Bidang Pusat Pengendalian Kinerja Operasional, Keamanan, dan Jaringan TI
bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan monitoring dan pengawasan
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terhadap operasional, keamanan, serta jaringan teknologi informasi di Pusat Data
Nasional. Bidang ini akan melaksanakan kategori proses PDN-02 Pengelolaan Kinerja,
PDN-07 Pengelolaan Keamanan TI, PDN-16 Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan
Lingkungan Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pusat Pengendalian
Kinerja, Operasional, Keamanan, dan Jaringan Tl akan dibantu oleh Tim Pengelolaan
Target Kinerja, Tim Pemantauan Operasional Pusat Data, Tim Insiden Keamanan TI
dan Manajemen Krisis, serta Tim Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan
Kerja.

Kepala Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan, dan Pengelolaan Fasilitas
Kepala Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan, dan Pengelolaan Fasilitas
bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terkait perangkat keras, jaringan
teknologi informasi, serta fasilitas pendukung yang meliputi aktivitas perencanaan,
implementasi, dan monitoring untuk kegiatan operasional Pusat Data Nasional yang
efektif dan efisien. Bidang ini akan melaksanakan kategori proses PDN-05 Pengelolaan
Perangkat keras, PDN-06 Pengelolaan Jaringan, PDN-12 Pengelolaan Fasilitas, Risiko,
dan Kepatuhan, serta PDN-18 Pengelolaan Tl Internal. Dalam pelaksanaan tugasnya,
Kepala Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan, dan Pengelolaan Fasilitas akan
dibantu oleh Tim Perencanaan Kapasitas Tl, Tim Teknisi Jaringan, Tim Teknisi
Perangkat Keras, Tim Teknisi Mekanikal & Elektrikal, Tim Pengelolaan Aset dan
Bangunan, serta Tim Teknologi Informasi Internal PDN.

Kepala Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan Kolokasi

Kepala Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan Kolokasi bertanggung jawab dalam
melakukan pengelolaan terkait perangkat lunak , kolokasi, komputasi awan, big data,
dan artificial intelligence meliputi aktivitas perencanaan, implementasi, dan monitoring
untuk kegiatan operasional Pusat Data Nasional yang efektif dan efisien. Bidang ini
akan melaksanakan kategori proses PDN-08 Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Komputasi Awan
dan Kolokasi akan dibantu oleh Tim Perencanaan Sistem Komputasi Awan, Tim
Teknisi Komputasi Awan, serta Tim Teknisi Kolokasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Layanan

Kepala Bidang Pengelolaan Layanan bertanggung jawab dalam melakukan
pengelolaan terkait layanan Pusat Data Nasional meliputi aktivitas perencanaan,
implementasi, monitoring, serta memastikan kualitas layanan Pusat Data Nasional.
Seksi ini akan melaksanakan kategori proses PDN-09 Pengelolaan Siklus Layanan dan
PDN 10 Pelayanan Pelanggan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang
Pengelolaan Layanan akan dibantu oleh Tim Perencanaan Layanan & Kepuasan
Pelanggan, Tim Teknisi Migrasi dan Operasional Layanan, Tim Jaminan Kualitas
Layanan, serta Tim Bantuan Pelanggan.

Koordinator Unit Kerja
Koordinator Unit Kerja bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional
pengelolaan perangkat keras, pemeliharaan jaringan , dan kegiatan monitoring
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layanan Pusat Data Nasional di unit kerja tertentu. Bidang ini akan melaksanakan
kategori proses PDN-05 Pengelolaan Perangkat Keras, PDN-06 Pengelolaan Jaringan,
PDN-12 Pengelolaan Fasilitas, PDN-14 Manajemen Organisasi dan Pegawai, PDN-15
Pengelolaan Kerumahtanggaan Barang Milik Negara, PDN-16 Kesehatan,
Keselamatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja, serta PDN-17 Pengelolaan Keuangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator Unit Kerja akan dibantu oleh Tim
Pelaksana Operasional dan Pemeliharaan Perangkat Keras TI Unit Kerja, Tim
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Tl Unit Kerja, Ti Operasional Mekanikal,
Elektrikal, dan Bangunan Unit Kerja, Tim Operasional Komputasi Awan Unit Kerja, serta
Tim Administrasi dan Tata Usaha Unit Kerja.

Masing-masing dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Koordinator Unit Kerja, akan
memiliki sejumlah tim untuk menjalankan tugasnya. Penjabaran tugas dari masing-
masing tim pada Balai Besar Pusat Data Nasional akan ditampilkan pada Lampiran Ill.

3.6.2 Evaluasi Jabatan Organisasi PDN

Dalam menentukan tingkatan pada masing-masing jabatan, proses manajemen sumber
daya manusia yang perlu dilakukan adalah evaluasi jabatan menggunakan Factor
Evaluation System (FES) yang dituangkan pada PermenpanRB Nomor 34 Tahun 2011. FES
dilakukan untuk posisi struktural maupun fungsional dengan faktor yang berbeda. Faktor
untuk penilaian jabatan struktural adalah ruang lingkup pekerjaan dan dampak,
pengaturan organisasi, wewenang kepenyeliaan dan manajerial, hubungan personal,
kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, dan kondisi lainnya. Untuk penilaian jabatan
fungsional, faktor yang ditinjau adalah pengetahuan yang dibutuhkan, pengawasan
penyelia, pedoman, kompleksitas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal,
tujuan hubungan, persyaratan fisik, dan lingkungan pekerjaan. Hasil pembobotan
jabatan secara struktural maupun fungsional akan diilustrasikan pada Gambar 3-5
dengan detail perhitungan terdapat pada Lampiran IV.
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Gambar 3-5 Pembobotan Jabatan
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Berdasarkan hasil evaluasi jabatan, jabatan Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional
menempati tingkat jabatan eselon Il. Hal ini sejalan dengan model kelembagaan UPT PDN
dalam bentuk Balai Besar. Seperti halnya beberapa Balai Besar lainnya seperti Balai Besar
Kimia dan Kemasan, Balai Besar Industri Agro, serta Balai Besar Logam dan Mesin, Kepala
Balai Besar menempati jabatan setingkat eselon IIA.

Tingginya jabatan Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional ini disebabkan oleh besarnya
ruang lingkup dan dampak dari Pusat Data Nasional yang mana menyediakan layanan
pusat data bagi seluruh lembaga pemerintahan dan memberikan efisiensi anggaran
dengan estimasi sebesar 5 triliun Rupiah per tahun. Dengan besarnya ruang lingkup
tersebut, Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional memiliki tanggung jawab yang besar,
dan harus melakukan penyeliaan secara langsung maupun tidak langsung kepada posisi
dengan kelas jabatan 13 atau setara. Justifikasi detail mengenai evaluasi jabatan Kepala
Balai Besar Pusat Data Nasional disajikan pada Tabel 3-3.

Tabel 3-3 Evaluasi Jabatan Kepala Balai Besar Pusat Data Nasional

Faktor Score Justifikasi
Faktor 1 : Ruang Lingkup pekerjaan dan 1. Jabatan ini memimpin dan merumuskan
Dampak kebijakan teknis atau strategis terkait kegiatan
775 manajemen perencanaan dan pengembangan

Tingkat Faktor 1-4
Ruang Lingkup

layanan, pengendalian keamanan,
pengelolaan layanan dan infrastuktur pusat

78



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Faktor Score

Mengarahkan suatu segmen program pekerjaan profesional,
pekerjaan sangat teknis, atau pekerjaan administratif yang
rumit, yang meliputi:
:ngembangan aspek penting dalam pengembangan ilmiah,
edis, hukum, administratif, peraturan, dan kebijakan, atau
"ogram yang sangat teknis yang setara; atau
perasi utama beberapa instalasi industri besar yang sangat
imit milik pemerintah.

Dampak

enimbulkan dampak terhadap kantor pusat instansi,
sberapa program di seluruh tingkat biro, atau sebagian besar
intor lapangan instansi; atau

emfasilitasi pencapaian misi atau program nasional suatu
stansi; atau

enimbulkan dampak terhadap sebagian besar populasi
ingsa atau satu atau beberapa segmen industri besar; atau
endapat perhatian yang berkesinambungan dari DPR atau
ari media massa.

Faktor 2 : Pengaturan Organisasi

Tingkat Faktor 2-1

Jabatan ini bertanggung-jawab kepada suatu jabatan yang 100
berada pada satu atau beberapa tingkat di bawah jabatan

struktural tertinggi.

Faktor 3 : Wewenang Kepenyeliaan dan
Manajerial
Tingkat Faktor 3-1

Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang
berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun,
atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama.
Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam
unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada
jenjang yang lebih tinggi.

Mempertimbangkan pembelian peralatan baru.
Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang
digunakan.

. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran,
dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih 450
tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang
diutamakan.

.. Memutuskan metodologi yang digunakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan
strategi manajemen lainnya.

Justifikasi

data, serta kegiatan pendukung lainnya dalam
menjalankan operasi pengelolaan Pusat Data
Nasional.

2. Dengan adanya pembangunan Pusat Data
Nasional yang diharapkan dapat mendukung
program Satu Data Indonesia, mewujudkan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
sesuai dengan Peraturan Presiden No.95
Tahun 2018, serta mendukung efisiensi
anggaran dan standardisasi pengelolaan pusat
data dari aspek operasional dan keamanan di
seluruh instansi pemerintahan.

3. Ruang lingkup pekerjaan dan dampak dari
layanan yang diberikan oleh PDN berskala
nasional yang mana layanannya digunakan
pada seluruh jajaran instansi pemerintah
(K/L/D).

4. Penyelenggaraan PDN akan memberikan
estimasi anggaran negara yang diestimasikan
mencapai +5 Triliun Rupiah per tahun.
Terlebih lagi, penyelenggaraan PDN juga
sejalan dalam usaha perlindungan data oleh
pemerintah dan menjadi salah satu segmen
program yang kritis.

Kepala Pusat Data Nasional bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintah, yang mana beberapa
tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi
(dalam ini yang dimaksud adalah Menteri
Kementerian Komunikasi dan Informatika)

1. Membina dan menetapkan arah
pengembangan layanan Pusat Data Nasional

2. Menetapkan enterprise architecture Pusat
Data Nasional

3. Membina dan memberikan arahan
pelaksanaan tugas proses operasional,
keamanan, dan jaringan Pusat Data sesuai
dengan target kinerja lembaga

4.  Membina dan memberikan arahan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan
perangkat keras dan jaringan Pusat Data
Nasional yang sesuai standar dan target
operasional

5. Membina dan memberikan arahan
pelaksanaan tugasterkait pengelolaan
komputasi awan dan kegiatan kolokasi yang
sesuai standar dan target operasional

6. Membina dan memberikan arahan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan
operasional layanan yang sesuai standar
dan target operasional

7. Membina dan memberikan arahan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan
kegiatan pendukung kelancaran operasional
layanan Pusat Data Nasional sesuai dengan
target

8. Mengusulkan mutasi kepegawaian

9. Mengusulkan dan menetapkan hukuman
disiplin pegawai yang melanggar ketentuan
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Faktor

Faktor 4 : Hubungan Personal

A. Faktor Sifat Hubungan Tingkat Faktor 4A-3

Hubungan dengan salah satu dari mereka di bawah ini:
Pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi, dan staf biro
dan organisasi utama dalam instansi; staf penunjang
kantor pusat instansi; atau pegawai yang setara dalam
instansi lain;
Staf kelompok kepentingan masyarakat yang memiliki
pengaruh politik;
Wartawan media masa besar atau koran daerah yang
berpengaruh atau liputan radio atau televisi yang setara;
Asisten staf ahli DPR;
Staf perusahaan industri yang berskala besar;
Pejabat asosiasi perdagangan daerah atau organisasi
keahlian tingkat nasional, kelompok aksi masyarakat, atau
organisasi profesional; dan/atau pejabat penyelia instansi
pemerintah.
Hubungan terjadi dalam rapat dan konferensi dan
mereka yang dihubungi tanpa rencana yang untuk ini
pegawai terkait ditunjuk sebagai penghubung oleh pihak
manajemen yang lebih tinggi. Hubungan memerlukan
persiapan yang panjang berupa bahan pengarahan
(briefing) atau materi teknis dengan topik yang rumit.

B. Faktor Tujuan hubungan/kontak Tingkat
Faktor 4B-2

Tujuan hubungan adalah untuk menjamin bahwa informasi
yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten; untuk
merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan
pegawai yang berada di luar organisasi bawahan; dan/atau
untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat
penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain.

Faktor 5
Pekerjaan
Tingkat Faktor 5-6

Kelas 13 atau yang setara

Kesulitan dalam Pengarahan

Score Justifikasi
10. Mengevaluasi, membina, dan menegakkan
disiplin pegawai
75 Kepala Pusat Data Nasional akan erat
berhubungan dengan penyelia kelas lebih tinggi
dalam hal ini pejabat di Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika atau pegawai yang setara
dalam instansi lain
1. Dirjen Aplikasi Infomatika
2. Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika
3. Direktur Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
5. Kepala Biro Keuangan
6. Kepala Biro Hukum
7. Pengelola Pusat Data K/L/D
8. Kepala Bagian, Kepala Bidang dan
Koordinator Unit Kerja
9. Vendor terkait
75 1. Atasan tidak langsung (Atasan langsung
Direktur Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan)
2. Atasan tidak langsung dalam melakukan
koordinasi pelaksanaan Pusat Data Nasional
3. Atasan langsung Kepala Pusat Data Nasional
memberikan saran dan rekomendasi
mengenai kebijakan teknis atau strategis
terkait kegiatan manajemen perencanaan
dan pengembangan layanan, pengendalian
keamanan, pengelolaan layanan dan
infrastruktur pusat data, serta kegiatan
pendukung lainnya dalam menjalankan
operasional pengelolaan Pusat Data
Nasional
4. Membina karir dan disiplin pegawai
5. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan
6. Koordinasi dalam pengelolaan perjanjian
kerja dengan pihak luar terkait
7. Koordinasi dalam pengelolaan pusat data di
masing-masing instansi K/L/D
8. Koordinasi kegiatan lapangan
9. Koordinasi dengan vendor terkait
Kepala Pusat Data Nasional memiliki tanggung-
jawab penyelia dalam hal teknis atau
pengawasan baik secara langsung atau melalui
800  penyelia bawahan yang terdiri dari Kepala Bidang

dan Kepala Bagian, dalam hal ini terhadap posisi
dengan kelas jabatan 13 atau setara

80



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Faktor Score Justifikasi

Faktor 6 : Kesulitan dalam Pengarahan
Berhubungan dengan faktor sebelumnya di mana

P_ekerjaan Kepala Pusat Data Nasional memiliki tanggung-
Tingkat Faktor 6-4 1.120 12wab penyelia terhadap posisi dengan kelas
Penyeliaan pada tingkat ini memerlukan koordinasi dan . jabatan 13 atau setara dengan memberikan
integrasi yang cukup besar dari sejumlah pekerjaan, proyek koordinasi dan integrasi terhadap layanan yang
atau segmen program pekerjaan profesional atau pekerjaan dimiliki oleh Pusat Data Nasional

administratif dengan kelas 13

Kelas Jabatan 15 atau setara dengan
Total 3.420 J g
Eselon IIA

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
(Permenpan RB) Nomor 18 Tahun 2008, Balai Besar merupakan UPT yang terdiri dari
Kepala, Subbagian, Bidang, dan Jabatan Fungsional pendukung dengan Kepala Balai
adalah jabatan struktural eselon Ill. Akan tetapi, dengan luasnya ruang lingkup serta
dampak yang diberikan PDN, serta mengacu ke pasal 28 terkait pengecualian bentuk
UPT, maka usulan tingkatan jabatan Balai Besar UPT PDN adalah eselon IIA.

3.7 Keterkaitan dengan Organisasi Induk (Peta Proses Bisnis Pusat Data Nasional)

Terdapat kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit
organisasi induknya. Pusat Data Nasional merupakan inisiatif strategis Pemerintah Pusat
yang telah diamanatkan kepada Kominfo untuk memberikan layanan pusat data SPBE
dengan cakupan 637 K/L/D di seluruh Indonesia. Pembentukan UPT sebagai satuan kerja
pelaksana teknis yang didedikasikan untuk melaksanakan operasional pusat data
nantinya akan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal berikut:

i.  Meningkatkan kualitas, standar, dan integrasi pengolahan data & informasi;
ii. Mewujudkan data kepemerintahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan;
iii.  Memudahkan akses masyarakat kepada data yang terkait.

Dengan melaksanakan tanggung jawab operasional Pusat Data Nasional, UPT mampu
mewujudkan keberhasilan inisiatif strategis organisasi induknya dalam menciptakan
sistem e-Government yang lebih optimal.

Untuk mendukung perwujudan layanan PDN, terdapat proses-proses bisnis yang perlu
dilakukan oleh PDN, baik dalam segi kegiatan perencanaan, kegiatan utama, maupun
kegiatan pendukung yang akan dilakukan oleh peran-peran dalam organisasi PDN. Maka
dari itu, perlu dilakukan identifikasi proses bisnis sebagai panduan dalam merumuskan
tugas dan fungsi dan susunan organisasi PDN. Identifikasi dan penyusunan peta proses
bisnis merupakan bagian dari penyusunan tata kelola yang dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja di PDN.
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Idenfikasi proses bisnis PDN dilakukan dengan merujuk pada standar/sertifikasi nasional
maupun internasional, yaitu:

1) Standar Nasional Indonesia Pusat Data 8799:2019
2) EPI Data Center Operations Standard (DCOS)

3) EN 50600

4) ANSI/TIA 942

5) COBIT 2019

6) ITIL4

7) Uptime Institute Standard

8) American Productivity & Quality Center

9) ISO/IEC 19395:2015

Proses bisnis pada Pusat Data Nasional dapat dikelompokan ke dalam tiga proses
utama yang meliputi proses manajemen (4 kategori proses), proses utama (6 kategori
proses), dan proses pendukung (9 kategori proses) (Gambar 3-6). Masing-masing dari
kategori proses ini akan memiliki beberapa kelompok proses (proses bisnis level-2)
sebagai penjabaran lebih detil dari kelompok proses tersebut. Penjabaran lebih detil
sampai dengan level-4 (aktivitas) akan dijabarkan pada Lampiran | dimana interaksi
antar proses bisnis pada level-2 akan dijabarkan pada Lampiran Il (Peta Sub Proses
Bisnis).

Pemetaan proses bisnis dimaksudkan sebagai acuan PDN dan satuan organisasinya
guna melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal agar dapat mengelola dan
mengoperasikan pusat data yang terintegrasi dan menghasilkan interoperabilitas data.

Dalam pelaksanaannya, proses-proses bisnis melibatkan sejumlah pemangku
kepentingan (stakeholder) baik secara internal maupun eksternal. Keterlibatan masing-
masing pemangku kepentingan pada proses-proses bisnis kunci, khususnya pemangku
kepentingan eksternal akan diilustrasikan apda Lampiran Il (Peta Relasi dan Peta Lintas
Fungsi).
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Gambar 3-6 Peta Proses Bisnis Pusat Data Nasional

PDN-01 Perencanaan

Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Inisiatif

PDN-02 Pengelolaan Kinerja

Perencanaan Target Kinerja

S Bisnis Perencanaan
g Pengelolaan Enterprise Architecture Pemantauan & Evaluasi Target Kinerja
£
g PDN-03 Pengelolaan Keberlangsungan Bisnis PDN-04 Pengembangan Layanan
w
a
a Pengelolaan Portofolio .
H L
2 Ketahanan Bisnis Layanan Peningkatan Layanan
Manajemen Krisis Kerja Sama Bisnis Manajemen Proyek
PDN-05 Pengelolaan Perangkat Keras PDN-06 Pengelolaan Jaringan
. Perencanaan & Konfigurasi Jaringan
Manajemen Sumber . .
D Pengelolaan Siklus Manajemen
avajRendiking Peralatan Kapasitas i lih, i
Perangkat P Pengoperasian & Pemeliharaan Jaringan
© PDN-07 Pengelolaan Keamanan Tl PDN-08 Pengelolaan Komputasi Awan & Kolokasi
£ .
g Perencanaan Keamanan Tl Pengelolaan In_srllden Keamagay Pengelolaan Sistem Komputasi Awan, Big Data, dan Al
“
o Pengelolaan Layanan
a Pemantauan & Tindak Lanjut . ; i Pengelolaan Layanan
o Komputasi Awan, Big Data, 7
£ keamanan T Pengelolaan Security Awareness e Kolokasi
PDN-09 Pengelolaan Siklus Layanan PDN-10 Pelayanan Pelanggan
Manajemen Rilis Manajemen ; Pengukuran
pponiten | Seraslen o benminan Koot yaran | Sendemen pusan
o4 28 Y 3 Kualitas & Operasional Pelanggan
PDN-11 Pengadaan PDN-12 Pengelolaan Fasilitas PDN-13Tata Kelola, Risiko, dan
- g o Kepatuhan
Manajemen Pengadaan FengallERm MLm= PerpgellelEr A Audit dan Manajemen
& Elektrikal Bangunan P
. Kepatuhan Risiko
Manajemen Vendor & Pemantauan, Pelaporan, dan Pengendalian Manajemen Dokumen dan
Kontrak Fasilitas Kearsipan
w  PDN-14Manajemen Organisasi dan Pegawai PDN-15 Pengelolaan PDN-16 Kesehatan, Keselamatan,
5 Kerumahtanggaan dan Barang Milik Keamanan, dan Lingkungan Kerja
x Negara
E Pengembangan Organisasi & Hubungan Kesehatan & Keselamatan Kerja
S Kepegawaian Pelayanan Administrasi Persuratan
a Keamanan Fisik
w
@ Pe_rr1glelotlaan PngeIoIaar; Payro{f& Pengelolaan Layanan Pengelolaan Lingkungan dan
z_ alenta ayanan Fegawal Kerumahtanggaan Kontaminasi Zat Berbahaya

PDN-17 Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Utang &
Piutang
Pengelolaan Pajak

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan Aset

PDN-18 Pengelolaan Tl Internal

Perencanaan &
Pengembangan TI

PDN-19 Manajemen Relasi

Hubungan dengan Pemangku
Kepentingan

Operasi & Layanan Tl

Pengelolaan Perbendaharaan dan Akuntansi
Pelaporan Biaya &

Revenue Assurance
Penggunaan

3.7.1 Proses Manajemen

Pemantauan &
Evaluasi T

Hukum

Proses manajemen merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan
arah gerak PDN beserta pengembangan PDN ke depan. Proses ini terdiri dari empat

kategori  proses: Perencanaan,

Pengelolaan

Target Kinerja, Pengelolaan

Keberlangsungan Bisnis, dan Pengembangan Layanan.
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Tabel 3-4 Proses Bisnis Kegiatan Perencanaan

Kategori Proses Kelompok Proses Deskripsi

PDN-01.1 Penyusunan
Perencanaan Bisnis

PDN-01.2 Pengelolaan
Inisiatif Perencanaan

PDN-01.3 Pengelolaan
Enterprise Architecture

PDN-02.1
Perencanaan Target
Kinerja

PD-02.2 Pemantauan
& Evaluasi Target
Kinerja

PDN-03.1Ketahanan
Bisnis

PDN-03.2 Manajemen
Krisis

PDN-04.1 Pengelolaan
Portofolio Layanan
PDN-04.2 Peningkatan
Layanan

PDN-04.3 Manajemen

Proyek

PDN-04.4 Kerja Sama
Bisnis

3.7.2 Proses Utama

Aktivitas pekerjaan terkait penyusunan perencanaan
organisasi yang diturunkan dari rencana strategi
Kominfo pada umumnya dan Ditjen APTIKA-LAIP pada
khususnya baik untuk perencanaan yang bersifat jangka
pendek, jangka menengah, maupun jangka Panjang
dalam lingkup organisasi PDN.

Aktivitas pekerjaan terkait implementasi dari
perencanaan organisasi dalam bentuk inisiatif program.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan proses bisnis di
organisasi PDN dimulai dari penyusunan sampai ke
monitoring evaluasi proses bisnis dengan menggunakan
metode Enterprise Architecture.

Aktivitas pekerjaan terkait penyusunan parameter
penilaian performa keseluruhan perusahaan yang
didasarkan pada target dan inisiatif strategi perusahaan
yang telah ditentukan sebelumnya.

Aktivitas pekerjaan terkait monitoring pencapaian target
baik di setiap fungsi dalam organisasi (kantor pusat dan
unit kerja), meliputi kinerja operasional dan kinerja
pendukung operasional organisasi untuk selanjutnya
menjadi rekomendasi tindak lanjut.

Aktivitas pekerjaan untuk melakukan pengelolaan
ketahanan bisnis organisasi dalam menghadapi
bencana ataupun kejadian luar biasa lainnya sehingga
organisasi dapat tetap bertahan dan berkembang.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan respon dan
upaya untuk melakukan perencanaan dan penanganan
krisis saat organisasi sedang dalam keadaan darurat.

Aktivitas pekerjaan untuk mengelola portofolio layanan
termasuk layanan yang sedang berjalan, layanan yang
sudah diskontinu, layanan yang direncanakan, dan
layanan yang diminta.

Aktivitas pekerjaan dalam pengelolaan proses bisnis
untuk melakukan peningkatan layanan melalui analisis
pasar dan tinjauan layanan yang ditawarkan PDN.

Aktivitas pekerjaan dalam mengelola segala perubahan
yang belum terdefinisikan pada SOP (Standard Operating
Procedures), MOP (Maintenance Operating Procedures),
dan/atau pedoman kerja lainnya.

Pengelolaan proses bisnis untuk melakukan
perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak
ketiga terkait pengembangan layanan/bisnis organisasi.

Kegiatan yang tergolong dalam proses ini merupakan kegiatan-kegiatan yang
berhubungan langsung dengan bisnis PDN baik dari segi layanan maupun operasional
pusat data. Proses ini terdiri dari enam kategori proses: Pengelolaan Perangkat Keras,
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Pengelolaan Jaringan, Pengelolaan Keamanan TI, Pengelolaan Komputasi Awan &
Kolokasi, Pengelolaan Siklus Layanan, dan Pelayanan Pelanggan

PDN-05 Pengelolaan
Perangkat Keras

PDN-06 Pengelolaan
Jaringan

PDN-07 Pengelolaan
Keamanan TI

PDN-08 Pengelolaan
Komputasi Awan dan
Kolokasi

Tabel 3-5 Proses Bisnis Kegiatan Utama

Kategori Proses Kelompok Proses Deskripsi

PDN-05.1 Manajemen
Sumber Daya
Pendukung Perangkat

PDN-05.2 Pengelolaan
Siklus Peralatan

PDN-05.3 Manajemen
Kapasitas

PDN-06.1
Perencanaan &
Konfigurasi

PDN-06.2
Pengoperasian &
Pemeliharaan Jaringan
PDN-07.1
Perencanaan
Keamanan Tl
PDN-07.2 Pemantauan
& Tindak Lanjut
Keamanan Tl
PDN-07.3 Pengelolaan
Insiden Keamanan Tl

PDN-07.4 Pengelolaan
Security Awareness

PDN-08.1 Pengelolaan
Sistem Komputasi
Awan, Big Data, dan Al

PDN-08.2 Pengelolaan
Layanan Komputasi
Awan, Big Data, dan Al

PDN-08.3 Pengelolaan
Layanan Kolokasi

Aktivitas pekerjaan terkait manajemen sumber daya
yang dilakukan untuk mendukung perangkat
infrastruktur Tl yang meliputi proses perencanaan
alokasi sumber daya, pemeriksaan pra-instalasi dan
pasca instalasi, pengelolaan aktivitas pasca instalasi,
penonaktifan perangkat, dan pengelolaan kabel tidak
terpakai.

Aktivitas pekerjaan terkait siklus perangkat
infrastruktur Tl yang meliputi instalasi, pengujian,
hingga penghapusan perangkat infrastruktur Tl yang
digunakan di dalam pusat data untuk menunjang
layanan PDN.

Aktivitas pekerjaan terkait proses perencanaan
kapasitas dan pemantauan utilisasi perangkat Tl
termasuk proses pelaporan utilisasi perangkat TI.

Aktivitas pekerjaan terkait proses perencanaan desain
jaringan serta konfigurasi jaringan sesuai perencanaan
yang telah disusun.

Aktivitas pekerjaan terkait proses pemeliharaan,
operasi, dan pemantauan jaringan yang telah
dikonfigurasi di dalam pusat data.

Aktivitas pekerjaan terkait proses pengelolaan
kebijakan dan prosedur keamanan Tl serta
pengelolaan risiko keamanan Tl secara rutin.

Aktivitas pekerjaan terkait proses yang meliputi
pemantauan keamanan Tl serta proses tindak lanjut
dari isu keamanan yang ditemukan.

Aktivitas pekerjaan terkait penanganan terhadap
insiden dan ancaman keamanan Tl yang terjadi serta
pengelolaan pelaporan isu keamanan Tl yang dapat
diajukan secara terbuka.

Aktivitas pekerjaan terkait security awareness yang
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran keamanan
Tl di dalam lingkungan PDN termasuk pegawai,
pengguna, hingga pihak ketiga lainnya.

Aktivitas pekerjaan yang meliputi proses perencanaan
dan implementasi sistem komputasi awan, big data,
dan artificial intelligence sehingga dapat mendukung
layanan komputasi awan yang ditawarkan PDN.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan layanan
komputasi awan, big data, dan artificial intelligence
yang ditawarkan PDN sehingga dapat memberikan
nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan layanan
kolokasi yang ditawarkan PDN sehingga dapat
memberikan nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
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Kategori Proses Kelompok Proses Deskripsi

PDN-09 Pengelolaan PDN-09.1 Pengelolaan
Siklus Layanan Layanan Pengguna

PDN-09.2 Pengelolaan
Layanan Migrasi

PDN-09.3 Manajemen
Rilis & Penjaminan
Kualitas

PDN-09.4 Manajemen
Koordinasi & Layanan

Operasional
PDN-10 Pelayanan PDN-10.1 Manajemen
Pelanggan Service Desk

PDN-10.2 Manajemen
Pengukuran Kepuasan
Pelanggan

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan pemenuhan
layanan kepada pengguna yang meliputi proses
permintaan layanan, analisis kebutuhan, pengelolaan
katalog layanan dan SLA, hingga pelaporan
penyampaian layanan kepada pengguna.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan proses migrasi
dari pusat data yang saat ini digunakan oleh K/L/D
menuju PDN.

Aktivitas pekerjaan terkait manajemen rilis dan
penjaminan kualitas yang meliputi pengujian
perangkat dan fasilitas sebelum layanan dapat
dijalankan secara utuh oleh pengguna serta proses
perilisan layanan kepada pengguna setelah seluruh
perangkat dan fasilitas pendukung lolos proses
pengujian.

Aktivitas pekerjaan terkait proses koordinasi PDN
antar wilayah pusat dan unit kerja lainnya terkait
pemenuhan layanan dan operasional pusat data.

Aktivitas pekerjaan terkait proses pengelolaan insiden
atau gangguan yang dialami pengguna termasuk
proses manajemen masalah untuk menemukan akar
masalah dari sekumpulan insiden yang terjadi.
Aktivitas pekerjaan terkait pengukuran kepuasan
pelanggan terhadap layanan yang diberikan melalui
survei yang disebar kepada pengguna PDN

3.7.3 Proses Pendukung

Kegiatan operasional PDN didukung oleh berbagai proses pendukung untuk menunjang
operasional PDN. Proses ini terdiri dari sembilan kategori proses: Pengadaan,
Pengelolaan Fasilitas, Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan, Manajemen Organisasi dan
Pegawai, Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Barang Milik Negara, Kesehatan,
Keselamatan, Keamanan & Lingkungan Kerja, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan TI

Internal, dan Manajemen Relasi.

Tabel 3-6 Proses Bisnis Kegiatan Pendukung

Kategori Proses Kelompok Proses Deskripsi

PDN-11 Pengadaan PDN-11.1 Manajemen
Pengadaan

PDN-11.2 Manajemen
Vendor & Kontrak

PDN-12 Pengelolaan PDN-12.1 Pengelolaan
Fasilitas Mekanikal & Elektrikal

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan pengadaan
yang meliputi perencanaan, implementasi, dan
monitoring kegiatan pengadaan untuk mendukung
operasional organisasi PDN.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan hubungan
dengan vendor yang meliputi pengelolaan
administrasi pengadaan dan evaluasi terkait kinerja
vendor.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan mekanikal
dan elektrikal yang meliputi pengelolaan prosedur
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Kategori Proses Kelompok Proses

PDN-13 Tata Kelola,
Risiko, dan Kepatuhan

PDN-14 Manajemen
Organisasi dan
Pegawai

PDN-15 Pengelolaan
Kerumahtanggaan
dan Barang Milik
Negara

PDN-16 Kesehatan,
Keselamatan, dan
Keamanan
Lingkungan Kerja

PDN-12.2 Pengelolaan
Aset & Bangunan

PDN-12.3
Pemantauan,
Pelaporan, dan
Pengendalian Fasilitas

PDN-13.1 Audit &
Kepatuhan

PDN-13.2 Manajemen
Risiko

PDN-13.3 Manajemen
Dokumen dari
Kearsipan

PDN-14.1
Pengembangan
Organisasi &
Hubungan
Kepegawaian
PDN-14.2 Pengelolaan
Talenta

PDN-14.3 Pengelolaan
Payroll & Layanan
Pegawai

PDN-15.1 Pelayanan
Administrasi
Persuratan

PDN-15.2 Pengelolaan
Layanan
Kerumahtanggaan
PDN-16.1 Kesehatan &
Keselamatan Kerja

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Deskripsi
dan instruksi kerja, pemeliharaan perangkat, dan
pengelolaan jadwal pemeliharaan.

Aktivitas pekerjaan terkait pemeliharaan aset dan
bangunan termasuk penerapan aturan bangunan
(house rules), pengelolaan kebersihan, dan
pemeriksaan kualitas udara dan air.

Aktivitas pekerjaan terkait proses pemantauan
fasilitas sehingga PDN dapat memiliki notifikasi dan
perencanaan respon atas kejadian yang berkaitan
dengan fasilitas, termasuk proses analisis tren
kejadian yang dapat digunakan sebagai masukkan
untuk perencanaan kapasitas dan proses pengadaan
ke depannya.

Aktivitas pekerjaan terkait proses pengendalian
internal serta memastikan pelaksanaan tata kelola
dan kepatuhan perusahaan yang terstruktur,
sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) serta selaras dengan
regulasi.

Aktivitas pekerjaan terkait pembuatan risk register
mencakup risk profiling dan pelaksanaan identifikasi
risiko terkait kemungkinan dan dampak dari potensi
risiko operasional dan non-operasional serta
menentukan langkah mitigasinya.

Aktivitas pekerjaan terkait pengumpulan dan
pengelolaan dokumen internal organisasi dan
kemudian melakukan pengarsipan untuk dokumen
fisik secara teratur dan rapi sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan perencanaan,
implementasi, serta monitoring terkait
pengembangan desain organisasi beserta
perangkatnya dan hubungan kepegawaian

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan
pengembangan pegawai yang meliputi rekrutmen,
penempatan pegawai, on-boarding, sampai ke
pelatihan kompetensi pegawai.

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan perencanaan,
implementasi, serta monitoring terkait layanan
administrasi personalia dan penggajian.

Aktivitas pekerjaan yang meliputi pengelolaan semua
kegiatan kesekretariatan untuk lingkup organisasi
secara umum mulai dari korespondensi, protokoler,
dokumentasi & pengarsipan surat, persiapan
kedatangan tamu, dll.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan layanan
umum di organisasi yang meliputi penyediaan
kebutuhan kerumahtanggaan organisasi PDN.
Aktivitas pekerjaan dalam melakukan perencanaan,
implementasi, serta monitoring kesehatan dan
keselamatan dalam lingkup lingkungan kerja di
organisasi PDN.
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Kategori Proses Kelompok Proses Deskripsi

PDN-17 Pengelolaan
Keuangan

PDN-18 Pengelolaan
Tl Internal

PDN-19 Manajemen
Relasi

PDN-16.2 Keamanan
Fisik

PDN-16.3 Pengelola
Lingkungan dan
Kontaminasi Zat
Berbahaya

PDN-17.1 Pengelolaan
Anggaran

PDN-17.2 Pengelolaan
Utang & Piutang
PDN-17.3 Pengelolaan
Aset

PDN-17.4 Pengelolaan
Pajak

PDN-17.5 Pengelolaan
Perbendaharaan &
Akuntansi

PDN-17.6 Revenue
Assurance

PDN-17.7 Pelaporan
Biaya & Penggunaan

PDN-18.1
Perencanaan &
Pengembangan TI

PDN-18.2 Operasi
Layanan TI

PDN-18.3
Pemantauan &
Evaluasi Tl

PDN-19.1 Hubungan

dengan Pemangku
Kepentingan

PDN-19.2 Hukum

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan perencanaan,
implementasi, serta monitoring keamanan fisik di
organisasi PDN.

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan perencanaan,
implementasi, serta monitoring pengelolaan
lingkungan dan pengendalian kontaminasi di
lingkungan organisasi PDN.

Aktivitas pekerjaan dalam proyeksi dan penyusunan
anggaran dalam periode tertentu (mingguan,
bulanan, tahunan)

Aktivitas pekerjaan dalam monitoring keuangan
terkait utang & piutang organisasi PDN.

Aktivitas pekerjaan terkait pendataan dan penilaian
nilai aset baik yang dikelola (milik Negara) maupun
yang dimiliki oleh PDN.

Aktivitas pekerjaan terkait perpajakan yang berlaku
pada organisasi untuk memastikan pembayaran
pajak yang paling optimal, perhitungan nominal
pajak, serta penerbitan bukti potong untuk pajak
pendapatan pegawai.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan pembayaran
(termasuk billing, invoicing, dan segala jenis transaksi
operasional) dan pengelolaan pencatatan
akuntansinya.

Aktivitas pekerjaan terkait pengelolaan pendapatan
untuk memastikan pendapatan telah teridentifikasi
agar terhindar dari kebocoran data atau kehilangan
pendapatan.

Aktivitas pekerjaan terkait laporan realisasi anggaran
serta penyusunan laporan keuangan organisasi
secara keseluruhan, dan laporan biaya yang
dikeluarkan dalam pemenuhan layanan kepada
pengguna.

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan penyusunan
perencanaan tata kelola TI dan penyusunan
pengembangan solusi Tl untuk kebutuhan
mendukung berlangsungnya operasional organisasi
PDN.

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan implementasi
operasional solusi layanan Tl untuk kebutuhan
mendukung berlangsungnya operasional organisasi
PDN.

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan monitoring dan
evaluasi tindak lanjut operasional solusi Tl untuk
kebutuhan mendukung berlangsungnya operasional
organisasi PDN.

Aktivitas pekerjaan dalam melakukan perencanaan,
implementasi, dan monitoring terkait hubungan
antara pemangku kepentingan (Kominfo, DITJEN
APTIKA-LAIP, lembaga lain yang terkait) untuk
kebutuhan mendukung berlangsungnya operasional
organisasi PDN.

Aktivitas pekerjaan dalam penyediaan konsultasi
hukum dan pengelolaan kontrak untuk kebutuhan
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Kategori Proses Kelompok Proses Deskripsi

mendukung berlangsungnya operasional organisasi
PDN.

3.8 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Berdasarkan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data Nasional
tahun 2021-2025, PDN akan dibangun di empat lokasi, diantaranya Bekasi, Batam,
Labuan Bajo, dan Ibu Kota Negara (IKN). Pembangunan PDN akan dilakukan secara
bertahap dengan pembangunan PDN di Cikarang (Bekasi) pada tahun 2022 dan PDN
Batam pada tahun 2024. Pembangunan PDN di Labuan Bajo dan IKN ditargetkan untuk
dimulai pada tahun 2026.

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional di empat lokasi ini akan membutuhkan anggaran
operasional yang cukup besar, khususnya untuk menyediakan tenaga kerja, lisensi
perangkat lunak, maupun mengoperasikan pusat data (penyediaan energi, penyediaan
jaringan, pemeliharaan fasilitas, dan asuransi) sebagaimana tertera pada Tabel 3-7
(hanya untuk Bekasi dan Batam). Anggaran operasional PDN secara keseluruhan
diproyeksikan mencapai 3 Triliun Rupiah per tahun. Meskipun membutuhkan biaya
operasional yang besar, penyelenggaraan PDN ini dapat menghemat anggaran belanja
untuk operasional pusat data pada keseluruhan K/L/D yang terduplikasi dengan
penghematan mencapai 5 Triliun Rupiah setiap tahunnya.
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Tabel 3-7 Proyeksi Beban Operasional PDN Bekasi dan Batam (dalam juta rupiah)

Beban Operasional 2022 Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi

2023 2024 2025 2026

Beban Tenaga Kerja

Gaji Pegawai - 16517 16517 23219 23219
Alih Daya - 588 612 636
Pelatihan ASN - 2,000 2,000 2,000 )
Operasional

Energi . - 126,557 253,114 506,227
Pemeliharaan - - 1,384 223,776 232,727
Jaringan 225,525 225,426 251,759 278,452 289,590
Asuransi - - 21,780 22,652 23,558
Lisensi Perangkat Lunak

Lisensi - - - 393,131 408,857
TOTAL 225.525 243.943 420.585 1.196.955 1.484.813

3.9 Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT lainnya, dan
Urusan Pemerintah Daerah

Unit Pelaksanaan Teknis merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu dari organisasi induknya. UPT berada di bawah Direktorat
Jenderal/Badan/Deputi/Direktorat/Pusat sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan
tugas dan fungsinya. Dalam hal ini UPT PDN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis operasional dalam pengelolaan layanan pusat data untuk menunjang urusan
pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yakni Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pada prinsipnya UPT tidak bersifat pembinaan serta tidak
berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT, sesuai
dengan tugas dan lingkup kegiatannya, tidak mengenal batas wilayah administrasi
pemerintahan tertentu.

UPT Pusat Data Nasional memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan beberapa UPT
lainnya yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, UPT tersebut
antara lain:

- UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)
BBPPT Merupakan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang memiliki tugas pokok melaksanakan
pengujian alat/perangkat telekomunikasi.
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Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai UPT yang ada di setiap provinsi,
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang
penggunaan spektrum frekuensi radio, UPT ini berada di lingkungan Ditjen
SDPPI.

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio

UPT ini memiliki tugas seperti Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di atas,
namun memiliki ruang lingkup yang lebih kecil (dikepalai oleh jabatan struktural
eselon IV.b atau IV.a).

Museum Penerangan TMII

UPT ini berada di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik (IKP) yang mempunyai tugas melaksanakan pelestarian dan pelayanan
kepada masyarakat mengenai benda sejarah dan ilmiah di bidang komunikasi
dan informatika.

Monumen Pers Solo

Merupakan UPT di Dirjen IKP yang memiliki tugas melaksanakan pelestarian dan
pelayanan kepada masyarakat mengenai Monumen Pers Nasional dan produk
pers nasional yang bernilai sejarah.

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), Balitbang SDM

STMM Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika.

Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika
(BBPSDMP)

BPBPSDMP merupakan UPT di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Kominfo yang mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan komunikasi dan
informatika serta pengembangan kapasitas dan pengingkatan akses masyarakat
di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.

Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP)
Merupakan UPT di lingkungan Balitbang SDM Kementerian Kominfo yang
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia,
penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah
kerja.

Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK)

UPT ini berada di lingkungan Balitbang SDM Kementerian Kominfo yang
mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi, serta
pelayanan produk jasa di bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut, UPT Pusat Data Nasional akan melaksanakan tugas yang
berbeda dengan tugas yang dijalankan oleh UPT-UPT lainnya di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

UPT penyelenggara layanan Pusat Data Nasional secara teknis operasional berada di
bawah Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang ada di lingkungan
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Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di bawah Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

Pemusatan pusat data K/L/D seluruh Indonesia di dalam Pusat Data Nasional
diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya
TIK. Efisiensi operasional pusat data mampu dijaga dalam keadaan optimal melalui
penyamaan standar infrastruktur, sistem keamanan, dan tata kelola pusat data yang
terpusat untuk memastikan ketersediaan layanan pusat data. Selain itu, proses integrasi
data & informasi antar instansi dapat dilakukan lebih cepat dan mulus dalam rangka
mendukung program kerja pemerintah berbasis digital.

Dalam hal penggunaan sumber daya TIK, anggaran belanja & operasional TIK
pemerintah diharapkan dapat mengalami penghematan melalui pemusatan
operasional dan anggaran pada UPT. Pemusatan operasional ini diharapkan dapat
mengeliminasi pengadaan pusat data yang bertumpang tindih dan melakukan
optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia TIK terkait. Melalui pemusatan pusat
data di PDN, pusat data di instansi pemerintahan juga dapat memenuhi standar
kapabilitas yang dibutuhkan sesuai dengan best practice dan standar internasional yang
berlaku.

UPT juga dituntut untuk mampu melakukan koordinasi dengan berbagai pemilik
layanan, dalam hal ini K/L/D, untuk mengelola infrastruktur yang menjadi repositori
informasi & data layanan kepemerintahan. Untuk memberikan pelayanan pusat data
yang terbaik, UPT dapat melakukan beberapa perubahan maupun penyesuaian baru
yang tepat sasaran dan dalam waktu yang paling efektif.
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4 Dampak Pembentukan Organisasi UPT

4.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Pelaksanaan operasional pusat data membutuhkan tenaga profesional untuk
mengelolanya, baik dari segi perancanaan, operasional, maupun aktivitas pendukung.
Maka dari itu, perlu adanya perencanaan organisasi dan sumber daya manusia untuk
mengelola pusat data secara professional agar dapat memberikan tingkat layanan yang
diinginkan.

4.1.1 Praktik Terbaik Organisasi & SDM

Rancangan struktur organisasi dibentuk berdasarkan proses-proses bisnis yang
dilakukan dalam organisasi tersebut (Gambar 4-1). Desain organisasi lebih dari
seperangkat garis yang menghubungkan kotak-kotak dalam bagan struktur organisasi,
desain sebuah organisasi bicara kejelasan tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab
antar unit kerja (dan jabatan-jabatan yang ada di dalamnya), dan alasan mengapa
terjadinya pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut. Untuk menyusun organisasi
yang terintegrasi, maka terdapat alur berpikir (framework) hubungan antara strategi
organisasi dengan struktur organisasi untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan
bisnis dan pelaksana bisnis tersebut.

Gambar 4-1 Alur Penyusunan Struktur Organisasi

Business Organization
Process Chart

Jenis industri & bentuk strategi Proses & Aktivitas yang Struktur Organisasi sebagai Struktur organisasiini kemudian
bisnis akan menentukan ada disusun dengan "kendaraan organisasi” untuk dilengkapi dengan perangkat

proses & aktifitas bisnis yang kaidah best practice & mengimplementasikan proses organisasi,yaitu Pemetaan
perusahaan common practice bisnis untuk mencapaigoal TanggungJawab

perusahaan

Strategy Deployment Plan

Hal yang menjadi dasar penting sebelum pembentukan struktur organisasi adalah
strategi organisasi dan kebutuhan operasional organisasi yang digambarkan melalui
proses bisnis. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Strategi
Strategi merupakan arahan pencapaian organisasi dalam bentuk strategi
organisasi yang terkait dengan organisasi, baik yang tertuang dalam rencana atau
roadmap jangka panjang, aspirasi pemangku kepentingan, serta hasil analisis
terhadap data dan informasi strategis lainnya.

b. Proses Bisnis
Proses bisnis merupakan aktivitas atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk
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mencapai tujuan organisasi. Dari hal tersebut maka akan muncul kebutuhan
dalam tataran operasional.

Strategi dan proses bisnis akan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan suatu prinsip
desain organisasi. Prinsip desain organisasi merupakan suatu kaidah atau kriteria yang
akan menjadi acuan hal atau poin apa saja yang harus dipenuhi nantinya dalam
pembentukan organisasi. Terdapat contoh desain prinsip suatu organisasi yang
dijelaskan sebagai berikut:

a.

Berorientasi pada pelayanan pelanggan

Struktur diharapkan dilengkapi fungsi atau unit kerja yang berorientasi dalam

memaksimalkan pelayanan terhadap pelannggan.

Optimasi sumber daya

Memastikan struktur yang ada efektif dan efisien sesuai kebutuhan Organisasi

untuk mencapai tujuan.

Mempertimbangkan beban kerja, kompleksitas, dan tata kelola
Penyusunan struktur organisasi dilakukan dengan menimbang tuntutan peran
dan tujuannya bagi perusahaan serta load dan kompleksitas setiap fungsi. Selain
itu tetap mengikuti kaidah Tata Kelola organisasi yang bai sesuai regulasi yang

berlaku.

Dalam proses desain organisasi, terdapat berbagai alternatif bentuk organisasi yang
disesuaikan dengan prinsip desain yang disepakati sebelumnya.

1.

Fungsional

Membutuhkan spesialisasi  fungsi tertentu
sehingga menciptakan efisiensi. Bentuk organisasi
ini digunakan apabila perusahaan yang stabil
dimana strategi bisnis cenderung tetap tanpa
adanya perubahan yang signifikan.

Produk

Mempunyai beberapa produk untuk customer
yang berbeda. Bentuk organisasi ini digunakan
apabila perusahaan memiliki ragam jenis produk
yang dijual dan memiliki keahlian yang
terspesialisasi antar produknya

Executive
Director

Finance and

Administration e Fundraising
i § ]
A 1 S

Executive
Director

Afterschool
programs

Heath Care
programs

Aging
programs

Operationsl
Support |

Operationsl
Support |

Operations|
Support |
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3. Geografi
Apabila organisasi tersebar di suatu kawasan Drecor
geografis serta dibutuhkan perbedaan fungsi | | |
pada setiap area yang dapat disebabkan oleh us Afrca Asia

customer yang memiliki kebutuhan yang berbeda. bPFOQ’amAl hProgramBl hpmgram\l
Bentuk organisasi ini biasanya digunakan oleh

perusahaan yang memiliki persebaran pasar di
berbagai area/kawasan

Support | Support | Support |

4. Customer Executive
Organisasi yang membutuhkan pemasaran dan Direlm
customer service yang kuat serta mempunyai | | |
customer dengan kebutuhan yang beragam, |[O¢eraiute| | Toddes foens
Bentuk organisasi ini digunakan apabila Hp?fgﬂ H"fggfg“ﬂ P
perusahaan memiliki ragam jenis profil

customer yang spesifik di tiap produk yang dijual

Support | Support | Support ‘

5 . M atri ks Advocacy | |Fundraising]_ | Instruction |_
. . . . . (national) (national) (national)
Organisasi beroperasi di lingkungan yang
kompleks dan membutuhkan kecepatan dalam 1 [havocacy || [runcraising)| [imstructon
Region A (A) M (A) y (A) M

merespon berbagai demand. Bentuk organisasi . . . .

ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang |regons | |A®@me [ Funmsnay | instston

berskala besar yang memiliki produk yang - - - 1
. Advocacy | | [Fundraising| | | Instruction | |

sangat beragam dan memiliki persebaran pasar (©) ©) ©

di berbagai area/kawasan

Region C

Setelah mendapatkan struktur organisasi yang sesuai, akan dilakukan pelengkapan
perangkat organisasinya melalui uraian jabatan dan kompetensi jabatan.

Uraian jabatan tersusun atas sejumlah komponen yang menjelaskan peran dan tanggung
jawab untuk setiap jabatan yang ada di organisasi. Secara umum, uraian jabatan
merupakan penjabaran yang lebih teknis dari pengelompokan proses bisnis dalam
struktur organisasi. Uraian jabatan merupakan salah satu bagian dari deployment plan
struktur organisasi. Hal yang tercantum dalam uraian jabatan, antara lain:

a. Identifikasi Jabatan
Identifikasi Jabatan memberi informasi singkat mengenai nama jabatan serta unit
organisasi tempat jabatan tersebut bernaung; terdapat juga informasi mengenai
waktu pemutakhiran terakhir dari dokumen job description tersebut.

b. Ringkasan Pekerjaan
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Ringkasan Pekerjaan adalah pernyataan mengenai definisi dan peran utama dari
suatu jabatan dalam kalimat singkat, jelas, dan akurat;, namun bukan menjabarkan
bagaimana jabatan tersebut dijalankan dan bukan pula menjabarkan apa saja
yang dilakukan oleh jabatan tersebut. Dalam menjelaskan Ringkasan Pekerjaan,
kalimat yang ditulis harus mampu menjawab:

1. Apa peran dan tanggung jawab jabatan ini?

2. Dalam batas-batas apa tanggung jawab jabatan ini dilaksanakan?

3. Mengapa jabatan ini ada dan apa tujuan akhirnya?

Interaksi Hubungan Kerja
Interaksi Hubungan Kerja menggambarkan interaksi jabatan dengan pihak
internal maupun eksternal yang memengaruhi maupun dipengaruhi jabatan.

. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab menjabarkan ruang lingkup tanggung jawab yang ada
pada suatu jabatan yang lalu diurut berdasarkan urutan kepentingannya;
selanjutnya diuraikan maksud/definisi dari masing-masing ruang lingkup
tanggung jawab tersebut. Dalam penyusunan tugas dan tanggung jawab dapat
mengacu pada matriks pemetaan tanggung jawab dan jabatan sebagai pedoman.

. Wewenang

Wewenang mendeskripsikan otoritas yang dimiliki oleh jabatan bersangkutan,
dalam rangka pengambilan keputusan yang tidak membutuhkan konsultasi
ataupun persetujuan dari atasan.

Persyaratan minimum atau kualifikasi jabatan

Persyaratan minimum atau kualifikasi jabatan mendeskripsikan persyaratan yang
dibutuhkan seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Persyaratan minimum
biasanya terdiri dari:

1. Pendidikan terkait

2. Pengalaman yang dibutuhkan

3. Pengetahuan khusus

4. Daftar kompetensi terkait

4.1.2 Perancangan Organisasi dalam Konteks Pemerintahan

Perancangan organisasi Pusat Data Nasional tidak hanya memerhatikan praktik-praktik
terbaik yang ada di dunia, namun juga perlu disesuaikan dengan pedoman perancangan
organisasi yang umum dilakukan di organisasi pemerintahan. Beberapa pedoman yang
perlu diacu adalah mengenai bentuk kelembagaan, khususnya UPT yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.18
tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian. Selain itu, pedoman lain yang perlu diacu terkait perancangan
kelembagaan adalah pedoman mengenai proses evaluasi jabatan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.34
tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
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Unit Pelaksanaan Teknis merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu dari organisasi induknya. UPT berada di bawah Direktorat
Jenderal/Badan/Deputi/Direktorat/Pusat sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas
dan fungsinya. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan
dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak
berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT, sesuai
dengan tugas dan lingkup kegiatannya, tidak mengenal batas wilayah administrasi
pemerintahan tertentu.

Terdapat tiga nomenklatur UPT berdasarkan ruang lingkupnya:

1. Balai
Balai terdiri dari: Kepala, Subbagian Tata Usaha, Seksi (paling banyak 3), dan
kelompok Jabatan Fungsional dengan ketentuan Kepala Balai adalah jabatan
struktural eselon Ill.b atau lll.a, sedangkan Kepala Subbagian dan Kepala Bidang
adalah jabatan struktural eselon IV.b atau IV.a.

2. Loka
Loka terdiri dari: Kepala, Urusan Tata Usaha, Subseksi (paling banyak 2), dan
Kelompok Jabatan Fungsional dengan ketentuan Kepala Loka adalah jabatan
struktural eselon IV.b. atau IV.a, sedangkan Kepala Urusan dn Kepala Subseksi
adalah jabatan struktural eselon V.a.

3. Pos
Pos terdiri dari: Kepala, Petugas Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional
dengan ketentuan Kepala Pos adalah jabatan struktural eselon V.a.

Pada UPT yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk
memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk unit kerja/unit organisasi
nonstruktural. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan
peraturan perundang-undangan kementerian atau LPNK dapat membentuk UPT yang
dikecualikan dari ketentuan di atas.

Sebelum melakukan penyusunan skema remunerasi, pendekatan yang sebelumnya
perlu dilakukan adalah evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan sendiri merupakan proses
analisa yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai dan
kelas jabatan.

Jabatan di pemerintahan dibagi ke dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.
Jabatan struktural merupakan posisi PNS yang memiliki dalam struktur organisasi,
sedangkan jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang memerlukan keahlian maupun keahlian
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tertentu. Jabatan-jabatan ini perlu dievaluasi posisinya untuk menentukan nilai dan kelas
jabatannya.

Salah satu metode evaluasi jabatan yang dipakai oleh Kementerian/Lembaga di
Indonesia yakni metode Factor Evaluation System (FES). Metode Sistem Evaluasi Faktor
atau Factor Evaluation System (FES) diatur pada pada Permenpan Nomor 34 Tahun 2011
Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan yang dijadikan sebagai acuan bagi setiap
kementerian/lembaga untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan
nilai dan kelas jabatan pegawai negeri di lingkungan masing-masing.

Penggunaan metode FES dalam evaluasi jabatan untuk jabatan struktural maupun
jabatan fungsional, memiliki informasi faktor evaluasi yang berbeda. Masing- masing
faktor evaluasi jabatan akan diberikan nilai (skor) yang sudah ditentukan dan dijabarkan
dalam rentang memiliki nilai yang berbeda pula. Perbedaan faktor pada evaluasi jabatan
struktural dan fungsional dijabarkan pada Tabel 4-1.

Tabel 4-1 Faktor Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan Struktural Jabatan Fungsional

1. Ruang Lingkup dan Dampak Program 1. Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan
2. Pengaturan Organisasi 2. Pengawasan Penyelia
3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial 3. Pedoman
4. Hubungan Personal 4. Kompleksitas

1.Sifat Hubungan 5. Ruang Lingkup dan Dampak

2.Tujuan Hubungan 6. Hubungan Personal
5. Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan 7. Tujuan Hubungan
6. KondisiLain 8. Persyaratan Fisik

9. Lingkungan Kerja

Hasil dari evaluasi jabatan menghasilkan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job
class). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil
dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.

4.1.3 Tolok Ukur Organisasi

Selain berdasarkan strategi dan proses bisnis organisasi, untuk dapat merancang desain
organisasi, proses tolok ukur dengan industri sebanding dilakukan sebagai acuan dalam
menentukan struktur dari organisasi tersebut (Gambar 4-2). Selain itu, penyusunan
struktur organisasi dalam bentuk UPT Balai Besar juga mengacu pada peraturan
PermenpanRB Nomor 18 Tahun 2008 dan PermenpanRB Nomor 2 Tahun 2023.
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Tolok ukur pertama dilakukan terhadap industri sejenis, dalam hal ini kepada industri
pusat data. Tolok ukur dilakukan terhadap dua buah organisasi pusat data yang memiliki
pusat data dengan tingkat rated-4/tier IV sesuai dengan target pembangunan Pusat Data
Nasional.

Gambar 4-2 Tolok Ukur Organisasi Pusat Data

Tolok Ukur A
Struktur Organisasi Tier-IV

Sales & Marketing

+ Sales « Data Center & Operation
« Marketing + Cloud
+ Presales & Implementation « Assurance
Operations
+ Technology « Governance & risk
- Facility Operation & Management
Dewan Maintenance Direktur + Internal Audit
- B « Information Technology + Human Capital
Direksi + Risk Management Utama « Procurement
« ProjectExpansion + ManagementAccounting
+ Transformation &
Automation

« Customer Relationship
Mgmt.

+ Cloud Sales and Marketing
» Business Development

+ Professional Service

+ Legal and Compliance

+ Finance & Accounting

+ Procurement

+ Cost Control

+ Human Resource

« Portfolio Management
R + Sales Product agnd Business
Secretary Development

« Solution Delivery and MS
« Information System

Internal Audit

Pada kedua organisasi di atas, fungsi operasi dilakukan secara terpisah dengan proses
lainnya di bawah satu kepala. Kedua organisasi ini merupakan organisasi pusat data yang
sudah mature sehingga fungsi-fungsi operasional tersebut sudah dapat dilakukan di
bawah satu kepala yang sama. Perbedaannya adalah, pada organisasi A, penjabaran
fungsi operasi dipecah ke dalam fungsi-fungsi pendukung dengan kategori yang lebih
kompleks dan spesifik bila dibandingkan dengan organisasi B. Hal yang ini dapat
disebabkan karena organisasi A merupakan organisasi internasional dengan
pemanfaatan teknologi yang lebih mutakhir.

Selain itu, posisi legal di organisasi B berada di bawah kelompok jabatan bisnis dan sales.
Organisasi B merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia. Kegiatan bisnis pusat
data banyak melibatkan proses legal, seperti kerja sama dengan pemerintahan, vendor,
maupun bisnis lainnya. Dengan menempatkan posisi legal di bawah kelompok jabatan
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bisnis dan penjualan, proses pembentukan kontrak dapat menjadi lebih mudah dan
cepat.

Selain tolok ukur terhadap organisasi pada industri sejenis, proses tolok ukur juga
dilakukan terhadap lembaga pemerintahan sejenis, khususnya Balai Besar. Lembaga
Balai Besar, merupakan lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan skala yang lebih
besar daripada Balai, Loka, maupun Pos yang tercantum dalam Permen PAN-RB nomor
18 tahun 2008. Artinya, organisasi akan memberikan pelayanan yang kompleks dan
menyangkut kepentingan nasional. Dalam konteks penyelenggaraan Pusat Data
Nasional, skala operasional yang lebih besar berkaitan dengan terselenggaranya aktivitas
seluruh lembaga pemerintahan.

Balai Besar Taman Nasional merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan tolok
ukur kelembagaan Balai Besar. Balai Besar Taman Nasional dibentuk berdasarkan
amanat peraturan tentang penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini merupakan
kegiatan kritikal yang menyangkut keberlanjutan lingkungan nasional. Susunan struktur
organisasi Balai Besar Taman Nasional dapat dilihat seperti yang diilustrasikan pada
Gambar 4-3.

Gambar 4-3 Tolok Ukur Balai Besar

Kepala Balai Besar

Secara umum, Balai Besar dikepalai oleh seorang Kepala Balai Besar yang dibantu oleh
Kepala Bagian dan beberapa Kepala Bidang untuk menjalankan kegiatan organisasi
tersebut. Balai Besar memiliki Bagian Tata Usaha di leher organisasi yang menjalankan
fungsi-fungsi administarasi lembaga tersebut. Selain itu, terdapat Bidang-Bidang sebagai
unit-unit pelaksana tugas dan fungsi dari lembaga tersebut.
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4.1.4 Perancangan SDM

Setelah suatu organisasi selesai dirancang, perlu dilakukan proses perancangan sumber
daya manusia untuk mengisi posisi-posisi pada struktur organisasi tersebut. Proses
perancangan ini perlu mengacu kepada praktik-praktik terbaik proses perancangan SDM
baik secara umum mapun pada konteks pemerintahan. Selain itu perlu dilakukan
perbandingan dengan tolok ukur-tolok ukur di industri yang ada, khususnya dalam
konteks remunerasi.

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk menghasilkan
kinerja yang efektif dan/atau unggul dalam sebuah pekerjaan. Kamus kompetensi
merupakan bagian dari tools penilaian pegawai dan penilaian kebutuhan kompetensi.
Adanya kamus kompetensi akan memberikan pemahaman kepada pemangku jabatan
dalam kesehariannya untuk melaksanakan pekerjaan.

Gambar 4-4 Alur Penyusunan Kompetensi Teknis Jabatan

A Proses Bisnis

Skill

Group

J

Kamus kompetensi dilakukan berdasarkan identifikasi proses bisnis, sehingga
mengetahui pengelompokan keahlian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan. Kemudian disusun definisi dari masing-masing technical competency yang
teridentifikasi tersebut. Daftar Technical Competency tersebut yang dikumpulkan menjadi
1 (satu) dokumen menjadi kamus kompetensi teknis organisasi.

Terdapat banyak referensi kamus kompetensi teknis yang dapat diacu, baik secara
nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, terdapat kamus kompetensi
teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks industri komunikasi dan
informasi melalui Peraturan Kementerian Kominfo No. 9 tahun 2021 tentang Kamus
Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika. Pada tingkat internasional,
tedapat kamus kompentensi teknis yang dikeluarkan oleh EPI, yaitu EPI - Data Center
Competency Framework (EPI-DCCF)®,

Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan
Kementerian Kominfo No. 9 tahun 2021 terdiri dari beberapa bagian, salah satunya Sub
Bidang Aplikasi Informatika. Kompetensi pada kamus ini bersifat umum sesuai dengan

16 EPI. 2020. “Data Center Competency Framework”
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kompetensi yang dibutuhkan pada Kementerian Kominfo. Sub Bidang ini terdiri dari 14
kompetensi, antara lain adalah:

Pengelolaan nama domain dan subdomain
Pengelolaan web portal milik pemerintah
Pengelolaan pusat data

Pengelolaan pusat pemulihan bencana
Pengelolaan database

Pengelolaan integrasi layanan publik dan pemerintahan
Pengelolaan interoperabilitas pemerintah
Pengembangan aplikasi umum dan khusus
Pengelolaan aplikasi umum dan khusus

10. Pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah
11. Pengelolaan jaringan intra pemerintah

12. Pengelolaan jaringan internet

13. Pengelolaan email pemerintahan

14. Pengelolaan walidata pemerintahan

O NV A WN =

0

Kamus kompetensi teknis yang lebih detail dapat mengacu pada EPI - DCCF. Kompetensi
pada dokumen ini dibagi ke dalam 5 dimensi, yaitu:

1. Plan
Dimensi ini berfokus terhadap perencanaan bisnis pusat data. Domain ini
mencangkup perencanaan dari layanan yang ditawarkan beserta teknologi yang
akan di rilis dengan mempertimbangkan ketersediaan, keberlanjutan, keamanan,
serta operabilitas dari pusat data.

2. Build
Dimensi ini berfokus pada pendetailan rancangan dari pusat data. Domain ini
mencangkup pembangunan pusat data serta kecocokan dari pusat data,
termasuk proses pengujian, commissioning, dan dokumentasi.

3. Run
Dimensi ini berfokus kepada dukungan infrastruktur untuk pusat data termasuk
di dalamnya proses kontrol perubahan

4. Enable
Dimensi ini berfokus pada dukungan fungsi-fungsi untuk memastikan
peningkatan kualitas yang berkelanjutan, pemenuhan SDM yang sesuai, dan
manajemen vendor yang baik

5. Manage
Dimensi | berfokus pada operasional pusat data sehari-hari

Penjabaran lebih detail dari domain-domain di atas tertera di tabel 4-2.

Tabel 4-2 Dimensi EPI - DCCF

Dimensi tingkat 1 Dimensi tingkat 2

Plan 1. Data Center and Business Strategy Alignment
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NS UL AWN

Business Plan Development
Service Level Management
Technology Trend Monitoring
Site Planning

Architecture Design
Sustainable Development

Build

SO NOLULAWDN =~

Architectural

Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Telecomunication Engineering
Fire and Safety Engineering
Physical Security Engineering
Test and Commissioning
Documentation Production

Run

N W N =~

Service Delivery

User Support

Problem Management
Change Support

Enable

OO NSIULAWN-=

-
S

Quality Strategy Development
Human Resource Management
Education and Training
Information Management
Knowledge Management

Sales Management

Sales Proposal Development
Purchasing

Contract Management

. Vendor Management

Manage

O NSIULAWDN=

10.

Data Center Operation Management
Facilities Management

Risk Management

Project and Portfolio Management
Relationship Management

Quality Management

EH&S Management

Process Management

Information Security Management
Asset Management

11.Governance
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Setelah jabatan dianalisis dan kompetensinya ditentukan, maka organisasi siap untuk
melakukan pemenuhan sumber daya manusia untuk mengisi posisi pada struktur
organisasi yang telah di rancang. Terdapat berbagai pendekatan dalam analisa
perhitungan dan pemenuhan SDM. pendekatan dipilih berdasarkan skala pertumbuhan
organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 4-5.

Pendekatan yang digunakan pada tahapan awal organisasi atau Pilot adalah pendekatan
berdasarkan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksud dilakukan melalui
identifikasi peran penting (key person) dan melakukan penilaian pegawai sehingga
menemukan kesenjangan yang selanjutnya dapat menjadi acuan untuk strategi
pemenuhan SDM.

Gambar 4-5 Pendekatan Pemenuhan Tenaga Kerja berdasarkan Skala Organisasi

Analisis Kebutuhan dan Permintaan Tenaga kerja Terperinci

e Pendorong produktivitas e Manajemen kompetensiterperinci
o Analisis akuntabilitas e Tinjauan rentang dan lapisan
e Pemetaan sumber daya « Rekonsiliasi fungsional

Analisis Kebutuhan dan /
Permintaan Tenaga Kerja Dasar
\ * Analisis kesenjangan berdasarkan asumsi
permintaan berbasis luas

# Dinamika tenaga kerja historis
» Proyeksi pasokan tenaga kerja

Analisis Kualitatif

Rentang besaran organisasi

¢ Identifikasi peran
penting

* Penilaian pegawai
&kesenjangan
keterampilan
berbasis persepsi

Setelah organisasi dianggap sudah melewati fase pilot, maka selanjutnya dilakukan
analisis kebutuhan tenaga kerja dasar yang dimulai dari analisis kesenjangan yang
berdasarkan asumsi permintaan, kemudian menganalisis riwayat dinamika tenaga kerja,
serta melakukan proyeksi kedepannya. Lalu apabila organisasi sudah memasuki tahap
stabil dan berskala besar maka pendekatan yang dilakukan dalam pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja adalah mempertimbangkan faktor pendorong produktivitas,
analisis pemetaan tanggung jawab, pengelolaan kompetensi yang terperinci,
memperhatikan rentang dan level jabatan, serta melakukan rekonsiliasi proses yang
dapat dikerjakan oleh fungsional.
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4.1.5 Perancangan SDM dalam Konteks Pemerintahan

Untuk dapat mengelola dan mendapatkan sumber daya manusia potensial yang sesuai
dengan standar pusat data rated-4/ tier-4, Pusat Data Nasional perlu memiliki sistem
remunerasi yang terstruktur dan kompetitif. Sistem remunerasi sendiri merupakan
istilah umum yang mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pegawai dalam
bentuk moneter maupun non-finansial yang diberikan oleh pemberi kerja. Sistem
remunerasi dalam bentuk kompensasi moneter yang diberikan kepada pegawai dapat
berupa upah, tunjangan, bonus dan insentif. Pemberian kompensasi yang bersifat
moneter dalam bentuk upah dan tunjangan, terkhusus bagi aparatur sipil negara, telah
diatur pada peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Dengan memiliki kompensasi yang terstruktur dan kompetitif, diharapkan nantinya
dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai Pusat Data Nasional. Pemberian kompensasi
juga bertujuan:

1. Menjadi daya tarik bagi kandidat yang memiliki potensi atau berkualitas untuk
bergabung. Hal ini disebabkan oleh mereka yang memiliki potensial atau
berkualitas merasa tertantang dalam mencapai target kerjanya.

2. Sebagai alat yang digunakan sebagai program retensi. Program kompensasi yang
diberikan secara adil dan kompetitif secara eksternal akan menimbulkan
kepuasan bagi pegawai di mana mereka merasa dihargai dan bersedia untuk
tetap bertahan di organisasi.

3. Dengan adanya program kompensasi yang adil dapat memotivasi pegawai dalam
meningkatkan produktivitas atau meningkatkan kinerja pegawai.

Tertuang dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU
ASN) pasal 79 disebutkan bahwa (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak
kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, (2) Gaji sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan,
dan (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap.

Pemberian kompensasi bagi ASN berstatus PNS diatur pada Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, di mana tertuang di
dalamnya daftar gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan pembagian golongan serta
masa kerja golongan. Sedangkan pemberian kompensasi bagi ASN berstatus PPPK diatur
pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di mana tertuang di dalamnya daftar gaji pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja serta peraturan mengenai komponen gaji lainnya.
Selain gaji pokok, terdapat komponen kompensasi berbentuk tunjangan yang berhak
diterima oleh pegawai ASN berstatus PNS (Tabel 4-10).
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Tabel 4-10 Tunjangan yang Diterima PNS

Jenis Tunjangan Keterangan

Tunjangan Kinerja Tunjangan yang diberikan besarannya didasarkan pada hasil
evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. Besaran
Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika diatur di Perpres Nomor 3 Tahun 2020

Tunjangan Suami/Istri PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan
istri/suami sebesar 5% dari gaji pokok. Tunjangan ini diatur
dalam PP Nomor 7 Tahun 1977

Tunjangan Anak Sama seperti Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan anak diatur
dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 yang besaran tunjangannnya
ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan
batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

Tunjangan Makan Besaran tunjangan makan diatur pada PMK Nomor
32/PMK.02/2018, di mana golongan | dan |l menerima
tunjangan makan sebesar Rp 35,000 per hari, golongan Il
sebesar Rp 37,000 per hari dan golongan IV sebesar Rp
41,000 per hari

Tunjangan Jabatan Tunjangan ini hanya berlaku bagi PNS yang menduduk posisi
tertentu dalam jenjang jabatan struktural. Artinya, tunjangan
ini hanya diberikan pada PNS di jenjang eselon

Tunjangan Umum Tunjangan umum diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak
menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional
atau tunjangan yang setara dengan tunjangan jabatan.
Tunjangan umum diatur pada Perpres Nomor 12 Tahun 2006

Pegawai PPPK juga mendapatkan komponen kompensasi berbentuk tunjangan yang
diatur pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Di mana besaran tunjangannya
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan
sebagai mana yang berlaku bagi PNS. Berikut merupakan daftar tunjangan yang diterima
oleh pegawai berstatus PPPK:

Tunjangan keluarga
Tunjangan pangan
Tunjangan jabatan struktural
Tunjangan jabatan fungsional
Tunjangan lainnya

A wnN -

4.1.6 Tolok Ukur Remunerasi

Dalam menentukan remunerasi, tidak terlepas dari proses tolok ukur dengan pasar.
Tolok ukur sendiri merupakan suatu proses yang digunakan dalam manajemen strategi,
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di mana suatu organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas
atau kegiatan serupa organisasi lain yang sejenis baik internal maupun eksternal. Hasil
dari proses tolok ukur ini sendiri digunakan sebagai gambaran mengenai kondisi kinerja
organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang
diinginkan. Dalam hal ini yaitu menjadi kompetitif dalam industri pusat data Tier IV.

Tolok ukur dilakukan dengan melihat potensi besaran remunerasi sebuah jabatan pada
nilai pasar menggunakan konsep persentil. Persentil merupakan istilah dalam statistik
untuk membagi kelompok data menjadi seratus bagian yang sama rata. Terdapat 99 nilai
persentil yang membagi data menjadi seratus bagian. Persentil sendiri juga biasanya
dilambangkan dengan huruf P. Dalam satu set data, angka pada persentil N memiliki arti
bahwa N% dari populasi data berada di bawah angka tersebut. Konsep persentil ini
sendiri nantinya digunakan sebagai filosofi yang digunakan pusat data dalam
menentukan titik tengah skema remunerasi.

Gambar 4-6 llustrasi Konsep Persentil

Karyawan Gaji Urutan

Persentil

N Ani 31,670 1 Maksimum 31,670
Budi 31,000 10 P90 31,000
Joni 29570 9
jinan 28560 8 — - P75(UQ 29,065
Susi 28,010 7
Indah 27,600 6 P50 (Med) 27,600

Sandy 27,600 5
Mega 25,890 4
Putri 25670 3 P25(LQ) 25,780
Iffan 23,000 2 P10 23,000
Sekar 23,000 1 Minimum 23,000

Berdasarkan ilustrasi di atas, Budi memiliki gaji tahunan senilai $31,000 yang menjadikan
posisinya dalam populasi karyawan berada di Persentil 90 (P90) pasar, di mana 90% dari
populasi memiliki gaji tahunan yang lebih kecil dari Budi.

Selain itu, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi strategi dalam menentukan
persentil dari tolok ukur. Faktor tersebut dapat berdasarkan dari faktor internal maupun
faktor eksternal (Gambar 4-7)
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Gambar 4-7 Faktor Penentu Dalam Penetuan Persentil

Faktor Eksternal (Khusus Pasar)

Ketersediaan Talenta Tinggi Rendah

Pergerakan Talenta Rendah Tinggi

Stabilitas Industri Tinggi Rendah

DEVEREL QLT[ Tinggi Rendah

Faktor Internal (Khusus Perusahaan)

Posisi kritikal Rendah Tinggi

Citra Perusahaan Baik Buruk

Target Kinerja Rendah Tinggi

Beban kerja Rendah Tinggi

Proposisi Nilai Karyawan Kuat Lemah

Kebutuhan Perekrutan Rendah Tinggi

Dampak Turnover Rendah Tinggi

Potensi filosofi di Pasar: 40% | 50% | 75%| 90%|

Remunerasi tidak hanya untuk dampak jangka pendek, tetapi dapat menjadi dampak
jangka panjang. Jika skema remunerasi tersebut dirancang dengan adil dan kompetitif,
nantinya dapat meningkatkan employee engagement. Employee engagement sendiri
merupakan bentuk keterlibatan individual dalam sebuah perusahaan, termasuk di
dalamnya terkandung kepuasan kerja, sehingga individu tersebut antusias dalam
menjalani karir dan pekerjaannya.

4.1.7 Remunerasi SDM

Dalam rangka dapat memenuhi kebutuhan 170 SDM untuk Balai Besar Pusat Data
Nasional, perlu disusun suatu struktur remunerasi yang kompetitif dan menarik bagi
tenaga-tenaga professional terlebih lagi industri pusat data di Indonesia merupakan
industri yang kompetitif dengan kebutuhan SDM yang terus meningkat. Maka dari itu,
struktur remunerasi menjadi sangat penting.

Untuk menentukan remunerasi SDM Pusat Data Nasional, dilakukan pembandingan
dengan harga pasar SDM di industri secara general. Tolok ukur harga pasar SDM tersebut
terlampir di Lampiran VII. Saat ini Take Home Pay (THP) yang diterima oleh PNS memiliki
kesenjangan dengan harga THP di pasar (Gambar 4-8). Kesenjangan ini mengancam
posisi PDN untuk memperoleh SDM berkualitas di pasar.
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Gambar 4-8 Remunerasi tahunan SDM PDN (dalam Juta Rupiah)

.2 |

57 303

>

55 256

50 156

48 141

TR P

10 - Nilai pasar Total Take Home Pay Tahunan
T Total gaji pokok PNS dalam tahunan
09 Total tunjangan PNS** dalam tahunan

Kesenjangan Take Home Pay dengan
Harga Pasar

08 79

an peraturan remunerasiyang berlaku untuk PNS (tunjangan
ak), tunjangankinerja (asumsi Tunjangan Kinerja Kominfo),
nal Pranata Komputer), serta tunjangan jabatanyang melekat pada

o
~N
gHs

70

posisi struktural

Kesenjangan dari tunjangan ini semakin besar dengan semakin meningkatnya golongan

batan. Artinya, posisi-posisi dengan golongan jabatan yang tinggi akan semakin sulit

untuk terisi karena harga yang kurang bersaing di pasar. Maka dari itu, perlu adanya
tambahan komponen pada remunerasi supaya memberikan struktur remunerasi yang
dapat bersaing (Tabel 4-3).

Tabel 4-3 Struktur Remunerasi

Remunerasi Deskripsi

Gaji Pokok Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada
pegawai berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan. Dalam
setahun, komponen gaji pokok di pasar:

« 12 kali gaji
« THR
Tunjangan Tunjangan yang diberikan, mencangkup:

* Tunjangan Kinerja

» Tunjangan Keluarga (Istri/ Suami, Anak)
* Tunjangan Anak

» Tunjangan Makan

+ Tunjangan Jabatan

+ Tunjangan Fungsional

* Tunjangan Umum

Bonus/Insentif Bonus/Insentif merupakan gaji ke-13 berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 16 tahun 2022
Fasilitas Fasilitas yang diberikan mencangkup

» BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
* Perjalanan Dinas

+ Dana pensiun

» Pelatihan dan Pengembangan

Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
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|| Remunerasi Deskripsi |

Usulan Tunjangan Penambahan jumlah nominal tunjangan untuk dapat
Perbaikan mengejar kesenjangan antara take home pay yang diterima
Pendapatan PNS dengan take home pay pada analisis harga pasar.

Usulan Tunjangan Usulan tunjangan ini berkaitan dengan sertifikasi yang

Pemenuhan dimiliki oleh masing-masing fungsional. Konsep pay for person

Sertifikasi diterapkan dalam rangka memberikan perhargaan karena
telah lulus ujian kualifikasi sertifikasi profesional

Usulan komponen
remunerasi

Dengan penerapan usulan tunjangan perbaikan pendapatan pada struktur remunerasi
PNS, total THP yang dapat meningkat secara singinifikan (Tabel 4-4). Dengan demikian
THP dengan skema yang baru ini akan dapat bersaing dengan penawaran THP yang ada
di pasaran. Peningkatan THP ini juga akan didukung dengan usulan penambahan
nominal tunjangan yang diberikan termasuk penghargaan jika jabatan yang
bersangkutan lulus kualifikasi sertifikasi yang disyaratkan sesuai dengan kompetensi dan
kelas golongan jabatan pada Balai Besar Pusat Data Nasional.
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Gambar 4-9 Usulan Strategi Pemenuhan SDM Pusat Data Nasional

2022 2023

Pemenuhan
SDM PDN

Terdapat 11 dari 38 pegawai PDN akan dipenuhipada tahap awal
atau pertama dengan daftar posisi sebagaiberikut:

1. Penata Muda Tingkat | Pusat Operasijaringan

2. PenataMudaTingkat| OperasiFasilitas

3. PenataMudaTingkat| OperasiPusat Data & Aplikasi

4. PenataMuda Perencanaan Sistem KomputasiAwan

5. PenataMuda Tingkat| Teknisi Komputasi Awan

6. PenataMuda Perencanaan Layanan & Kepuasan Pelanggan

7. PenataMudaTingkat| Operasional Layanan

8. PenataMudaTingkat| Monitoring Kualitas Layanan

9. PenataMudaBantuan Pelanggan

10.Penata Muda Tingkat | Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Tl
UnitKerja

11.Penata Muda Tingkat | Operasional Komputasi Awan UnitKerja

B >
1 1 1 1
12024 1 2025 1 2026 1 2027
1 1 1 1
Tahap 1 | Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
51*38 regawai. +6 Alih (+78 Pegawai, +16 Alih daya),  (+47 Pegawai, + 20 Alih daya) (+7 Orang, +10 Alih daya)
aya

i
Terdapat 20 dari 78 pegawai PDN akan dipenuhipada tahap kedua
dengan daftar posisi sebagai berikut:

Ketua Tim Pusat OperasiJaringan

Penata Muda Pusat Operasi]aringan

Ketua Tim Pusat Operasi Fasilitas

Penata Muda Operasi Fasilitas

Ketua Tim Pusat Operasi Data & Aplikasi

Penata Muda OperasiPusat Data & Aplikasi

Ketua Tim Perencanaan Sistem KomputasiAwan

Ketua Tim Teknisi Komputasi Awan

Penata Muda Teknisi KomputasiAwan

10 Penata Muda Teknisi Perangkat Lunak

11.Ketua Tim Perencanaan Layanan & Kepuasan Pelanggan
12.Ketua Tim Teknisi Migrasi & Operasional Layanan

13.Penata Muda Operasional Layanan

14.Ketua Tim Jaminan Kualitas Layanan

15. Penata Muda ManajemenRilis Layanan

16.Ketua Tim Bantuan Pelanggan

17.Ketua Tim Operasionaldan Pemeliharaan]aringan Tl UnitKerja
18.Penata Muda Operasional dan Pemeliharaanjaringan Tl Unit Kerja
19.Ketua Tim Operasional Komputasi Awan Unit Kerja

20. Penata Muda Operasional Komputasi Awan Unit Kerja

O ONO R W =

1 1

1 1

1 1
Terdapat8dari47 pegawai PDN akan dipenuhi padatahap kedua
dengan daftar posisi sebagai berikut:

. Penata Muda Pusat Operasijaringan

. Penata Muda Operasi Fasilitas

. Penata Muda Operasi Pusat Data & Aplikasi

. Penata Muda Operasional Layanan

. Penata Muda Tingkat| Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Tl
UnitKerja

. Penata Muda Operasional dan Pemeliharaan]aringan Tl Unit Kerja

. Penata Muda Tingkat| Operasional Komputasi Awan UnitKerja

8. Penata Muda Operasional Komputasi Awan Unit Kerja

U WM =

~N Oy
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Kelas / Golongan Jabatan

IvVC

IVB

IVA

1D

e

1B

A

IID

(e

000

15 Pembina Utama Muda

14 Pembina Tingkat |

13 Pembina

12 Penata Tingkat |

11 Penata

10 Penata Muda Tingkat |

9 Penata Muda

8  Pengatur Tingkat |

7  Pengatur

000

@ Key Takeaways

Gaji Pokok* Tunjangan

Peraturan
Pemerintah
Nomor 15
Tahun 2019

4,370

4,192

4,022

3,859

3,702

3,552

3,408

3,110

2,983

Kinerja*
Perpres
Nomor 3
Tahun 2020

19,280

17,064

10,936

9,896

8,758

5,979

5,079

4,595

3,916

Tabel 4-4 Peningkatan THP (dalam ribu rupiah)

Tunjangan

218

210

201

193

185

178

170

155

149

Tunjangan
Suami/Istri* Anak*

PP Nomor 7 PP Nomor 7
Tahun 1977 Tahun 1977
Asumsi 3
Anak

262

252

241

232

222

213

204

187

179

Tunjangan

Makan*

PMK Nomor Perpres

32/PMK.02/2018 Nomor 9
902 1,260
902 1,260
902 1,260
814 870
814 870
814 495
814 495
770 360
770 360

Tunjangan Tunjangan
Fungsional* Jabatan*

Tahun 2017 Tahun 2007

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Perpres
Nomor 26

2,638 64,579

1,260 40,362

980 25,226

= 16,275

- 10,500

= 7,000

- 5,000

92,249

64,241

42,509

32,138

25,051

18,231

15,171

9,177

8,358

1,199,236

835,139

552,615

417,799

325,666

237,003

197,223

119,298

108,648

+ Usulan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) merupakan tunjangan yang diberikan untuk mengejar kesenjangan antara total take home pay yang diperoleh
dengan hasil analisis harga pasar.
+ Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) diberikan berdasarkan pemenuhan kompetensi setiap jabatan sebagai imbalan telah memenuhi syarat kompetensi atas

jabatan yang diduduki

+ Dalam penentuan nominal remunerasi, Lembaga PDN perlu mempertimbangan kondisi keuangan Lembaga itu sendiri. Pusat Data Nasional dapat memberikan skema
penambahan nominal tunjangan secara bertahap untuk dapat bisa mengejar kesenjangan nominal dengan harga pasar.
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Gambar 4-10 Peta Jalan Pemenuhan SDM

>

2026 1 2027

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
12022 12023 12024 1 2025 :
1 1 1 1 1
i PDNS Lokasi 1 efektif diberhentikan
Operasional PDN | - = = ! 8 :
dan PDNS : Konstruksi PDN Bekasi? Instalasi & Uji Coba : : 1 N N 1 !
: Nov2022 - Q4 2023) (01 2024-042024) > Migrasi Tahap | Migrasi Tahapll 5
: : POSIS,i ql.?ertiﬂkasr' TierPDNro:zoz‘:-owzozﬂ) : PDN Bekasi &
: : Saat ini + 1 Batam efektif
1 1 Konstruksi PDN Batam? Instalasi Tl & Uji Coba N . 1 N N 1 beroperasi
! ! (03 2023 - 03 2025) (03 2024-02 2025) Migrasi Tahap| Migrasi Tahap I P
1 1 1 . 1
1 1 1 Sertifikasi Tier PDN (Q3 2024- Q3 2025) i
1 1 1 0 1 1
: : Konstruksi pusat data tepi  nstoiosi 772 Uji Coba : : :
. | (Q2 2023 - Q3 2024) (@7 2024-Q3 2024) ! ! !
1 1 1 1 1 1
: : : Konstruksi PDN IKN 3 Instalasi Tl & Uji Coba :
! ! ! (Q3 2024 - Q3 2026) (Q3 2025-03 2026) |
I I | : : I
1 1 1
!+ Penetapan Kelembagaan ! + Pembentukan kelembagaan merupakan tahapan kritikal 1
1 ] 3 q . . 1
1+ Pengajuan Jabatan | dan perlu terpenuhi sebelum instalasi TI PDN Bekasi |
Kelembagaan PDN | Fungsional SPBE & Tambahan ' * Tahapan instalasi merupakan tahap kritikal karena perlu i
|+ Pengajuan & Penetapan ! dilakukan oleh internal PDN untuk mendapatkan !
1 Tunjangan Fungsional 1 kepercayaan K/L/D terhadap data yang disimpan |
| | | . . |
1 1 1
| : Tahap1 ! Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Pemenuhan | ! L*a?;,z;eBawal- +6 Alih (+78 Pegawai, +16 Alih daya),  (+47 Pegawai, + 20 Alih daya) (+7 Orang, +10 Alih daya)
SDM PDN ! ! s =
H | - fr Rekrutmen Trainin Rekrutmen Trainin,
Rekrutmen  Training ! Rekrutmen Iraining i -1 i ]
: : (Q4 2023) mzoi;; f (Q22024-Q32029) ' Zuiﬁé < é?ﬁ; N i zoésu'zos: “”éﬂé; 2 o znig?é
1 1 . 1
1 1 1 1 : ,
1 1
Manajemen | | . N 9 Pengelolaan dilakukan
Transisi i i Pengadaan “I Pengelolaan Managed Service Al Pengelolaan Hybrid oleh PDN
1 1 .
1Tahapan Migrasi berdasarkan dokumen Masterplan Teknologi Informasi Pusat Data ! ! 2 Lini masa konstruksi berdasarkan jadwal kontraktor PDN Bekasi

Nasional 2021-2025

Penyusunan peta jalan pemenuhan SDM ini dilakukan dengan mempertimbangkan tahap-tahap pembangunan PDN serta arah
pengembangan kelembagaan PDN. Berdasarkan peta jalan ini, PDN diharapkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2027 (2 lokasi)
dengan SDM yang sudah tersedia seutuhnya pada akhir tahun 2027.
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4.1.8 Strategi Pemenuhan SDM

Pemenuhan setiap posisi dalam Balai Besar Pusat Data Nasional akan dilakukan secara
bertahap mengikuti peta jalan dari pembangunan dan penyelenggaraan PDN.
Pemenuhan sumber daya manusia ini akan dilakukan secara bertahap melalui empat
tahapan utama. Tahap pertama dilakukan secara paralel dengan proses konstruksi PDN
dan Managed service yang telah berjalan, yang fokus pada SDM dengan remunerasi yang
setara dengan ASN saat ini untuk menjalankan proses-proses bisnis utama bersama
dengan managed service, dimana secara total terdapat 38 pegawai. Selanjutnya, Tahap
kedua hingga tahap keempat, akan akan dilanjutkan pemenuhan SDM berdasarkan
urgensi masing-masing posisinya.

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang dapat mengisi SDM Pusat Data Nasional adalah
Jabatan rumpun kekomputeran yang saat ini telah ada di pemerintahan (Tabel 4-5).
Rumpun Jabatan Kekomputeran adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil
yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan
konsep, teori dan metode operasional, serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang
perencanaan, pengembangan, dan peningkatan sistem yang berbasis komputer,
pengembangan perangkat lunak dan metode operasional, pemeliharaan kamus data dan
sistem manajemen database untuk penjamin integritas dan keamanan data serta
membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan
mengoperasikan komputer dan peralatannya, melaksanakan tugas-tugas pemrograman
yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan
perangkat lunak.

Tabel 4-5 Rumpun Jabatan Fungsional Kekomputeran di Pemerintahan

Jabatan Fungsional Tugas Jabatan Instansi Pembina

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang

selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

Permenpan RB Nomor 35 memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi

Tahun 2017 kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
sebagai satu kesatuan.

Administrator Data Base

Kependudukan PNS Kementerian Dalam

Negeri/ PNS Daerah
Kabupaten/Kota

Manggala Informatika Jabatan Fungsional Manggala Informatika adalah jabatan

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
Permenpan RB Nomor 6 \ewenang untuk melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan
Tahun 2020 Informasi

PNS Badan Siber dan
Sandi
Negara/Pusat/Daerah

Operator Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan (Operator
SIAK)

Jabatan  Fungsional Operator Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan memiliki ruang lingkup dalam
melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi
pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil,
Permenpan RB Nomor 34 pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,dan penyusunan
Tahun 2017 Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PNS Kementerian Dalam
Negeri / Daerah
(Kabupaten/Kota)

115



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Jabatan Fungsional Tugas Jabatan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Sandiman memiliki ruang lingkup
melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer
yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi,
infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan
multimedia

Pranata Komputer
PNS Badan Pusat

Permenpan RB Nomor 32 Statistik/Pusat/Daerah

Tahun 2020

Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan
Permenpan RB Nomor 18 \yewenang untuk melakukan pengamanan informasi,
Tahun 2019 pengamanan siber, dan persandian.

Sandiman

PNS Pusat/Daerah

Selain itu, Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE saat ini sedang dalam
tahap penyusunan yang akan melakukan Pengelolaan Aplikasi SPBE. Jabatan Fungsional
Penata Kelola Informatika SPBE merupakan jabatan fungsional bersifat terbuka yang ada
dan dapat dilaksanakan pada Satuan Kerja yang menangani bidang TIK pada Instansi
Pusat dan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika sub urusan
Aplikasi Informatika pada Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dan
apabila dipadankan dengan kebutuhan SDM Pusat Data Nasional, terdapat kesenjangan
tugas dan tanggung jawab yang belum dapat mencakup kedalaman teknisnya (Gambar
4-11). Kesenjangan detil kegiatan antara jabatan berdasarkan rancangan organisasi PDN
dengan jabatan fungsional ASN (eksisting ASN saat ini dan Jabatan Fungsional Penata
Kelola Informatika SPBE) dapat dilihat pada tabel 4-6.

Gambar 4-11 Kesenjangan Tugas Pokok jabatan Fungsional Penala Kelola Informatika SPBE dengan Kebutuhan
Pusat Data Nasional

Tugas dan tanggungjawab dari Jabatan Fungsional Penata Kelola
Informatika SPBE meliputi...

...dimana salah satu tugas dan tanggungjawabnya mencakup Pengelolaan Pusat Data Nasional, memiliki butir
kegiatan seperti berikut:

Ahli Pertama + Memproses pengajuankapasitaskebutuhan yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional

+ Melakukan pemantauan ketersediaanlayanan Pusat Data Nasional (manajemen layanan Ti)

+ Menerapkanmanajemen perawatan untuk perangkat operasional dan sarana pendukung Pusat
Data Nasional

Melakukan kegiatan pengelolaan
pusat data nasional

Pengelolaan
Infrastruktur SPBE + Mengimplementasikan penerapan manajemen keselamatan kerja pada Pusat Data Nasional
+ Mengimplementasikan penerapan manajemen keamanan pada Pusat Data Nasional
+ Melakukan pengelolaan dan pengendalian manajemenKrisis

Pembangunandan
8 + Mengeloladan memantaulayanan kolokasi

Pengelolaan Pusat

P:“ﬁira“:i’as:gs‘;" Data Nasional + Mengelola perencanaan dan pelaksanaan migrasi
B + Melakukan pengelolaan evaluasi Tl, audit dan kepatuhan
Pengelolaan N Ahli Muda + Menyusunrencanakebutuhankapasitas Pusat Data Nasional
Repositori Aplikasi Pengelolaan Jaringan + Melakukan verifikasi kebutuhan kapasitas Pusat Data Nasional
SPBE Intra Pemerintah Melakukan validasi pengelolaan + Melakukan verifikasiatas hasil penerapan manajemen perawatan untuk perangkat operasional

Pertimbangan
Aplikasi SPBE

Pelaksanaan Standar
Teknis dan Prosedur
Aplikasi SPBE

Pengelolaan Sistem
Penghubung Layanan

Pengelolaan Pusat
Kendali dan/atau
Pusat Komputasi

Pengelolaan Platform
untuk Kerangka
Infrastruktur dan
Aplikasi, serta
Komputasi Awan

teknis operasionalisasi Pusat Data
Nasional

Ahli Madya

Melakukan evaluasi pengelolaan
teknis operasionalisasi pusat data
nasional

Ahli Utama
Merumuskan pengembangan dan

keberlanjutan operasionalisasi
pusat data nasional

dansarana pendukung Pusat Data Nasional

+ Melakukan analisis hasil pemantauan manajemenlayanan Pusat Data Nasional
+ Menyusunrencanapengelolaan dan pengendalian manajemen krisis

+ Menyusun rencanapengelolaan dan pemantauan layanan kolokasi

+ Menyusun rencanapengelolaan dan pelaksanaan migrasi

» Menyusunrencanapemantauan, evaluasiTl, audit, dan kepatuhan
*+ Menetapkankebutuhan kapasitas Pusat Data Nasional
* Melakukan evaluasi hasil analisis pemantauan Penyelenggaran Pusat Data Nasional

+ Menetapkankebijakan untuk manajemenkeberlangsungan kegiatan dan lingkungan Pusat Data

Nasional
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Tabel 4-6 Kesenjangan detil kegiatan antara jabatan berdasarkan rancangan organisasi PDN dengan jabatan fungsional ASN

Kelompok Jabatan
Berdasarkan

Jabatan Fungsional ASN

No Rancangan Organisasi Uraian Kegiatan Saat Ini / Tahap Pengajuan Uraian Kegiatan Kesenjangan
PDN
1 Tim Perencanaan & Bertanggung jawab dalam melakukan penyusunan + Jabatan Fungsional e Menetapkan kebijakan untuk manajemen Tidak Ada
Keberlangsungan Bisnis ~ perencanaan organisasi PDN, implementasi dari Penata Kelola keberlangsungan kegiatan dan lingkungan
Organisasi perencanaan organisasi dalam bentuk inisiatif Informatika SPBE Pusat Data Nasional
program, implementasi dari perencanaan organisasi + Jabatan Fungsional e Menyiapkan, mengkaji, merumuskan
dalam bentuk inisiatif program, dan monitoring Perencana (Bappenas) kebijakan dan menyusun rencana
evaluasi proses bisnis dengan menggunakan metode (Permenpan RB Nomor pembangunan pada instansi pemerintah
Enterprise Architecture, serta pengelolaan ketahanan 4 Tahun 2020) secara teratur dan sistematis, termasuk
bisnis organisasi dalam menghadapi bencana ataupun mengendalikan, memantau, dan
kejadian luar biasa lainnya sehingga organisasi dapat mengevaluasi pelaksanaan rencana
tetap bertahan dan berkembang pembangunan
2 Tim Pengembangan Bertanggung jawab dalam mengelola portfolio layanan ! Jabatan Fungsional Penata e Melakukan pemantauan ketersediaan Tidak Ada
Layanan & Portfolio termasuk layanan yang sedang berjalan, layanan yang i Kelola Informatika SPBE layanan Pusat Data Nasional (manajemen
Bisnis sudah diskontinu, layanan yang direncanakan, dan layanan TI)
layanan yang diminta serta melakukan peningkatan e Melakukan analisis hasil pemantauan
layanan melalui analisis pasar dan tinjauan layanan manajemen layanan Pusat Data Nasional
yang ditawarkan PDN hingga penyusunan katalog
layanan dan SLA
3 Tim Pengadaan Bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait Pengelola Pengadaan Melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan ! Tidak Ada

pengelolaan pengadaan yang meliputi perencanaan,
implementasi, dan monitoring kegiatan pengadaan
serta pengelolaan relasi dengan vendor untuk
mendukung operasional organisasi PDN.

Barang/Jasa barang dan jasa di lingkungan kementerian yang
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
inventarisasi pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan analisis kebutuhan, perencanaan,
dan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan
pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

pengadaan barang dan jasa.
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Kelompok Jabatan
Berdasarkan

Jabatan Fungsional ASN

Fasilitas

Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas sebagai
helpdesk dimana merupakan pusat operasi single

No . . Uraian Kegiatan . . Uraian Kegiatan Kesenjangan
Rancangan Organisasi Saat Ini / Tahap Pengajuan
PDN
4 Tim Tata Kelola, Risiko, & Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata » Melakukan pengelolaan evaluasi Tl, audit dan ! Tidak Ada
Kepatuhan pengendalian internal secara umum dan pengendalian | Kelola Informatika SPBE kepatuhan
internal Tl secara khusus , melakukan pengelolan * Menyusun rencana pemantauan, evaluasi T,
risiko, serta menyusun program yang memastikan audit, dan kepatuhan
segala proses bisnis yang berjalan di organisasi
memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG)
yang selaras dengan regulasi
5 Tim Pengelolaan Target ~ Bertanggung jawab dalam melakukan penyusunan Jabatan Fungsional Penata » Melakukan analisis hasil pemantauan Tidak Ada
Kinerja parameter serta monitoring penilaian performa Kelola Informatika SPBE manajemen layanan Pusat Data Nasional
keseluruhan organisasi (Kantor PDN Pusat dan Unit + Melakukan evaluasi hasil analisis
Kerja) yang didasarkan pada target dan inisiatif pemantauan Penyelenggaran Pusat Data
strategi perusahaan yang telah ditentukan Nasional
sebelumnya
6 Tim Pusat Operasi Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas sebagai i Tidak tersedia Tidak tersedia Ada
Jaringan helpdesk dimana merupakan pusat operasi single point
of contact terkait pemantauan jaringan atau Network
Operation Center (NOC).
7 Tim Keamanan Tl & Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata * Mengimplementasikan penerapan Tidak Ada
Manajemen Krisis keamanan sistem dimulai dari proses pengelolaan Kelola Informatika SPBE manajemen keamanan pada Pusat Data
kebijakan/prosedur keamanan Tl, pengelolaan risiko Nasional
keamanan Tl secara rutin, insiden dan ancaman * Melakukan pengelolaan dan pengendalian
keamanan Tl yang terjadi serta pengelolaan pelaporan manajemen Krisis
isu keamanan Tl,serta pengelolaan security awareness. + Menyusun rencana pengelolaan dan
pengendalian manajemen krisis
8 Tim Pusat Operasi Tidak ada Tidak ada Ada
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Kelompok Jabatan
Berdasarkan

Jabatan Fungsional ASN

No . . Uraian Kegiatan . . Uraian Kegiatan Kesenjangan
Rancangan Organisasi Saat Ini / Tahap Pengajuan
PDN
point of contact terkait pemantauan fasilitas pusat
data atau Facility Operation Center (FOC).
9 Tim Pusat Operasi Data & Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas sebagai | Tidak ada Tidak ada Ada
Aplikasi helpdesk dimana merupakan pusat operasi single
point of contact terkait pemantauan data & aplikasi
pusat data atau Data & Application Operation Center
(DAOC).
10  Tim Kesehatan, Bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, Jabatan Fungsional Penata Mengimplementasikan penerapan Tidak Ada
Keselamatan, Keamanan implementasi, serta monitoring kesehatan, Kelola Informatika SPBE manajemen keselamatan kerja pada Pusat
& Lingkungan Kerja keselamatan, keamanan fisik dan pengendalian Data Nasional
kontaminasi zat berbahaya terhadap lingkungan Mengimplementasikan penerapan
dalam lingkup lingkungan kerja di organisasi PDN. manajemen keamanan pada Pusat Data
Nasional
11 Tim Perencanaan Bertanggung jawab dalam proses perencanaan Jabatan Fungsional Penata Memproses pengajuan kapasitas kebutuhan | Tidak Ada
Kapasitas Tl kapasitas dan pemantauan utilisasi perangkat Tl Kelola Informatika SPBE yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan
termasuk proses pelaporan utilisasi perangkat Tl. Pemerintah Daerah (IPPD) ke Pusat Data
Nasional
Menyusun rencana kebutuhan kapasitas
Pusat Data Nasional
Melakukan verifikasi kebutuhan kapasitas
Pusat Data Nasional
Menetapkan kebutuhan kapasitas Pusat Data
Nasional
12 Tim Teknisi Jaringan Bertanggung jawab terkait perencanaan desain Jabatan Fungsional Penata Menerapkan manajemen perawatan untuk i Tidak Ada

jaringan serta konfigurasi jaringan sesuai perencanaan
yang telah disusun serta pemeliharaan, operasi, dan
pemantauan jaringan yang telah dikonfigurasi di
dalam pusat data.

Kelola Informatika SPBE

perangkat operasional dan sarana
pendukung Pusat Data Nasional
Melakukan verifikasi atas hasil penerapan
manajemen perawatan untuk perangkat
operasional dan sarana pendukung Pusat
Data Nasional
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Kelompok Jabatan
Berdasarkan

Jabatan Fungsional ASN

No . . Uraian Kegiatan . . Uraian Kegiatan Kesenjangan
Rancangan Organisasi Saat Ini / Tahap Pengajuan
PDN
13 Tim Teknisi Perangkat Bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya !Jabatan Fungsional Penata * Menerapkan manajemen perawatan untuk ! Tidak Ada
Keras Tl yang dilakukan untuk mendukung perangkat Kelola Informatika SPBE perangkat operasional dan sarana
infrastruktur Tl serta pengelolaan siklus perangkat pendukung Pusat Data Nasional
infrastruktur Tl untuk menunjang layanan PDN. * Melakukan verifikasi atas hasil penerapan
manajemen perawatan untuk perangkat
operasional dan sarana pendukung Pusat Data
Nasional
14 Tim Teknisi Mekanikal &  Bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait Jabatan Fungsional Penata ~ Menerapkan manajemen perawatan untuk Tidak Ada
Elektrikal pengelolaan mekanikal dan elektrikal yang meliputi Kelola Informatika SPBE perangkat operasional dan sarana pendukung
pengelolaan prosedur/instruksi kerja, pemeliharaan Pusat Data Nasional
perangkat, dan pengelolaan jadwal pemeliharaan.
15  Tim Pengelolaan Aset &  Bertanggung jawab dalam pemeliharaan aset dan Jabatan Fungsional Penata ~ Menerapkan manajemen perawatan untuk Tidak Ada
Bangunan bangunan termasuk penerapan aturan bangunan Kelola Informatika SPBE perangkat operasional dan sarana pendukung
(house rules), pengelolaan kebersihan, dan Pusat Data Nasional
pemeriksaan kualitas udara dan air.
16 Tim Teknologi Informasi  Bertanggung jawab dalam melakukan penyusunan Pranata Komputer Melaksanakan kegiatan teknologi informasi Tidak Ada
Internal PDN perencanaan tata kelola Tl, penyusunan berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan
pengembangan solusi Tl, operasional T, serta tata laksana teknologi informasi, infrastruktur
pemantauan dan evaluasi Tl untuk kebutuhan teknologi informasi, serta sistem informasi dan
mendukung berlangsungnya operasional organisasi multimedia
PDN.
17  Tim Perencanaan Sistem  Bertanggung jawab dalam perencanaan dan Tidak tersedia Tidak tersedia Ada

Komputasi Awan

implementasi sistem komputasi awan sehingga dapat
mendukung layanan komputasi awan yang ditawarkan
PDN.
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Kelompok Jabatan

Berdasarkan . . Jabatan Fungsional ASN . . .

No .. Uraian Kegiatan . . Uraian Kegiatan Kesenjangan
Rancangan Organisasi Saat Ini / Tahap Pengajuan
PDN

18  Tim Teknisi Komputasi Bertanggung jawab dalam pengembangan sistem Tidak tersedia Tidak tersedia Ada
Awan perangkat lunak dan pengelolaan layanan komputasi

awan yang ditawarkan PDN sehingga dapat
memberikan nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan
pengguna.

19  Tim Teknisi Kolokasi Bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan Jabatan Fungsional Penata « Mengelola dan memantau layanan kolokasi Tidak Ada

kolokasi yang ditawarkan PDN sehingga dapat Kelola Informatika SPBE * Menyusun rencana pengelolaan dan
memberikan nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan pemantauan layanan kolokasi
pengguna.

20  Tim Perencanaan Bertanggung jawab dalam pengelolaan pemenuhan Jabatan Fungsional Penata <+ Memproses pengajuan kapasitas kebutuhan Ada
Layanan & Kepuasan layanan kepada pengguna yang meliputi proses Kelola Informatika SPBE yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan (Belum ada
Pelanggan permintaan layanan, analisis kebutuhan, pengelolaan Pemerintah Daerah (IPPD) ke Pusat Data kegiatan yang

katalog layanan dan SLA, pelaporan penyampaian Nasional mencakup
layanan, serta pengukuran kepuasan pelanggan. + Melakukan pemantauan ketersediaan Pengukuran
layanan Pusat Data Nasional (manajemen Kepuasan
layanan TI) Pelanggan)
» Menyusun rencana kebutuhan kapasitas
Pusat Data Nasional
+ Melakukan verifikasi kebutuhan kapasitas
Pusat Data NasionalMenyusun rencana
pemantauan, evaluasi T, audit, dan
kepatuhan
+ Menetapkan kebutuhan kapasitas Pusat Data
Nasional

21 Tim Teknisi Migrasi & Bertanggung jawab dalam terkait pengelolaan proses |Jabatan Fungsional Penata <+ Mengelola perencanaan dan pelaksanaan Ada

Operasional Layanan migrasi dari pusat data yang saat ini digunakan oleh Kelola Informatika SPBE migrasi (Belum ada
K/L/D menuju PDN serta pengelolaan pemenuhan + Menyusun rencana pengelolaan dan kegiatan yang
layanan kepada pengguna yang meliputi proses mencakup

permintaan layanan, analisis kebutuhan, pengelolaan

pelaksanaan migrasi
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Kelompok Jabatan

Berdasarkan . . Jabatan Fungsional ASN . . .
No .. Uraian Kegiatan . . Uraian Kegiatan Kesenjangan
Rancangan Organisasi Saat Ini / Tahap Pengajuan
PDN
katalog layanan dan SLA, hingga pelaporan Operasional
penyampaian layanan kepada pengguna. Layanan)
22 TimJaminan Kualitas Bertanggung jawab dalam manajemen rilis dan Tidak tersedia Tidak tersedia Ada
Layanan penjaminan kualitas yang meliputi pengujian
perangkat dan fasilitas sebelum layanan dapat
dijalankan secara utuh oleh pengguna serta proses
perilisan layanan kepada pengguna setelah seluruh
perangkat dan fasilitas pendukung lolos proses
pengujian.
23 Tim Bantuan Pelanggan  Bertanggung jawab dalam proses pengelolaan insiden i Tidak tersedia Tidak tersedia Ada
atau gangguan yang dialami pengguna termasuk
proses manajemen masalah untuk menemukan akar
masalah dari sekumpulan insiden yang terjadi.
24 Tim Administrasi & Bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan » Pengelola Sarana dan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Tidak Ada
Layanan Umum korespondensi dan layanan umum di organisasi yang Prasarana Kantor mempunyai tugas melaksanakan urusan
meliputi penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan + Penyusun Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan
organisasi dan pengelolaan kebersihan fasilitas Kebutuhan Rumah dalam kementerian, serta perlengkapan
organisasi PDN. Tangga dan Sekretariat Jenderal
Perlengkapan
(Permenkominfo  Nomor
18 Tahun 2017 dan
Permen Kominfo Nomor 1
tahun 2016)
25  Tim Kepegawaian Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Tidak Ada

urusan organisasi dan kepegawaian dimulai dari
akuisisi, pengembangan kompetensi, penggajian
hingga ke layanan personalia.

Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur

Sumber Daya Manusia N . .
melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi,

Aparatur*
(Permenkominfo  Nomor
18 Tahun 2017 dan

pengembangan, asistensi, konsultasi dan
penyusunan saran kebijakan dalam konteks
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Kelompok Jabatan
Berdasarkan

Jabatan Fungsional ASN

No . . Uraian Kegiatan . . Uraian Kegiatan Kesenjangan
Rancangan Organisasi Saat Ini / Tahap Pengajuan
PDN
PermenpanRB Nomor 37 kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi
Tahun 2020) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan praktik SDM profesional mutakhir.
26 Tim Keuangan Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan »  Pengelola Anggaran melaksanakan pengelolaan keuangan dan Tidak Ada
organisasi dimulai dari pengelolaan anggaran, +  Penata Laporan penatausahaan barang milik negara di
pengelolaan utang & piutang, pengelolaan aset, Keuangan lingkungan kementerian.
pengelolaan pajak, pengelolaan perbendaharaan,
akuntansi, revenue assurance, hingga ke pelaporan
biaya.
27  Tim Regulasi & Hubungan Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan *  Analis Hukum + Melaksanakan koordinasi penyusunan, Tidak Ada
Masyarakat urusan hukum, pengelolaan hubungan antara +  Pranata Hubungan penelaahan, dan evaluasi peraturan
pemangku kepentingan (KOMINFO, Ditjen Aptika-LAIP, Masyarakat perundang- undangan, serta pemberian
Lembaga lain yang terkait) serta kebutuhan hubungan (Permenkominfo Nomor advokasi dan bantuan hukum di lingkungan
eksternal dengan pihak lainnya untuk mendukung 18 Tahun 20 kementerian.
berlangsungnya operasional organisasi PDN. + Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi hubungan
masyarakat, pelayanan informasi, publikasi,
serta monitoring layanan aspirasi dan
pengaduan online rakyat baik langsung
maupun melalui media.
28  Tim Operasional dan Bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya Jabatan Fungsional + Menerapkan manajemen perawatan untuk Tidak Ada

Pemeliharaan Perangkat
Keras Tl Unit Kerja

yang dilakukan untuk mendukung perangkat
infrastruktur Tl serta pengelolaan siklus perangkat
infrastruktur Tl untuk menunjang layanan PDN di unit
kerja PDN.

Penata Kelola
Informatika SPBE

perangkat operasional dan sarana
pendukung Pusat Data Nasional

+ Melakukan verifikasi atas hasil penerapan
manajemen perawatan untuk perangkat
operasional dan sarana pendukung Pusat
Data Nasional
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Kelompok Jabatan
Berdasarkan

Jabatan Fungsional ASN

No . . Uraian Kegiatan . . Uraian Kegiatan Kesenjangan
Rancangan Organisasi Saat Ini / Tahap Pengajuan
PDN
29  Tim Operasional dan Bertanggung jawab terkait perencanaan desain Tidak tersedia Tidak tersedia Ada
Pemeliharaan Jaringan Tl jaringan serta konfigurasi jaringan sesuai perencanaan
Unit Kerja yang telah disusun serta pemeliharaan, operasi, dan
pemantauan jaringan yang telah dikonfigurasi di
lingkup unit kerja.
30  Tim Operasional Bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait Jabatan Fungsional Penata ~ Menerapkan manajemen perawatan untuk Tidak Ada
Mekanikal, Elektrikal dan  pengelolaan mekanikal dan elektrikal, dan bangunan i Kelola Informatika SPBE perangkat operasional dan sarana pendukung
Bangunan Unit Kerja yang meliputi pengelolaan prosedur/instruksi kerja, Pusat Data Nasional
pemeliharaan perangkat, pengelolaan jadwal
pemeliharaan, penerapan aturan bangunan (house
rules), pengelolaan kebersihan, dan pemeriksaan
kualitas udara dan air di unit kerja.
31 Tim Operasional Bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan Tidak tersedia Tidak tersedia Ada
Komputasi Awan Unit komputasi awan yang ditawarkan PDN sehingga dapat
Kerja memberikan nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan
pengguna di unit kerja.
32 Tim Administrasi dan Tata Bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan *  Pengelola Saranadan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Tidak Ada

Usaha Unit Kerja

kepegawaian (cuti, absensi, dan layanan kesehatan),
pengelolaan keuangan organisasi unit kerja,
pengelolaan operasional T, serta layanan umum
untuk mendukung operasional organisasi unit kerja.

Prasarana Kantor
. Penyusun Rencana
Kebutuhan Rumah
Tangga dan
Perlengkapan

mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan
dalam kementerian, serta perlengkapan
Sekretariat Jenderal

124



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

4.2 Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Skema pembiayaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara, untuk saat ini pembentukan kelembagaan Pusat Data Nasional yang
diusulkan berbentuk UPT belum memiliki penerimaan negara bukan pajak (PNBP),
namun tidak menutup kemungkinan memperoleh PNBP dalam waktu kedepannya.

4.3 Pemberian Layanan

Pembentukan organisasi pengelola Pusat Data Nasional dalam bentuk UPT dapat
mendukung penyediaan dan pengelolaan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan
oleh K/L/D (BAB 3 Subbab 3.1.2 Layanan Pusat Data Nasional). Pemusatan pengelolaan
pusat data pada Pusat Data Nasional akan menyebabkan perubahan pada perjalanan
pelanggan K/L/D dalam menikmati layanan pusat data khususnya pada proses
pengadaan dan pembayaran. Melalui pemusatan pada Pusat Data Nasional berbasis
sistem komputasi awan, setiap K/L/D tidak perlu lagi melakukan pengadaan perangkat
pusat data melainkan mengajukan permintaan layanan kepada PDN. Selain itu, duplikasi
anggaran belanja operasional pusat data pada masing-masing K/L/D dapat diatasi
dengan pemusatan anggaran ke PDN (Gambar 4-12).

125



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Gambar 4-12 llustrasi perjalanan pelanggan K/L/D
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Tidak hanya itu, K/L/D juga dapat menikmati layanan yang terstandar dengan keamanan
operasional yang terjamin dan ketersediaan tinggi (99,995%) melalui layanan Pusat Data
Nasional yang sesuai dengan standar internasional. Nilai-nilai yang ditawarkan oleh PDN

kepada K/L/D ditunjukan pada Gambar 4-13.

Gambar 4-13 Nilai-nilai Pusat Data Nasional

Optimalisasi penggunaan anggaran

belanja TIK Lembaga Pemerintahan

» Efisiensi anggaranmelalui eliminasi
duplikasi anggaran belanja operasional
Pusat Data K/L/D

+ Efisiensi anggaran biaya SDM melalui
optimalisasi pengelolaan SDM TIK di
masing-masing K/L/D

Penyediaan Layanan Pusat Data

yang Holistik

» Pusat Data Nasional mendukung
proses integrasi & sinkronisasi
data antar K/L/D dalam
penyediaanlayananSPBEyang
terintegrasi

» Pusat Data Nasionalmendukung
penyediaanlayanan pusatdata
yang disesuaikan dengan tren

Keamanan Operasional Pusat Data
Nasional

» Menjaga keutuhan data & informasi

negara sebagai aset vital nasional

* Mencegah pencurian &

penyalahgunaan data & informasi
negarayangtersimpan di dalam Pusat
Data Nasional

LayananPusat Data yang Berfokus
pada Pelanggan

» Memastikan penyediaan layanan pusat
data yang optimal & tepat sasaran
sesuaidengan kebutuhansetiap K/L/D

+ Memastikan kualitas infrastruktur
yang prima dalam menyediakan
layanan

yang berlaku Standarisasi Pusat Data Nasional
Kelas Dunia
» Pengembangan pusat data strata
4 dengan ketersediaan layanan
99,995% sepanjang waktu
« Penyamarataan aset &
operasionalitas Pusat Data
Nasional sesuaidengan standar
yang berlaku, baik secaranasional
& global

Sebagai contoh, terdapat beberapa layanan teknologi yang akan disediakan oleh Pusat
Data Nasional yang memainkan peran penting dalam transformasi digital selama

beberapa waktu ke depan’.

1. Artificial Intelligence dan Otomasi

Teknologi Artificial intelligence (Al), seperti machine learning (ML), memungkinkan
sebuah perangkat komputer maupun mesin untuk meniru kemampuan berpikir
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manusia. Al mempelajari perilaku manusia melalui contoh-contoh, identifikasi
objek, melakukan pengambilan keputusan, dan lain-lain.

Kemampuan Al dapat dikombinasikan dengan proses otomasi untuk
meningkatkan kapabilitas Al itu sendiri. Otomasi implementasi Al mampu
membantu inovasi produk canggih, menyediakan kualitas layanan yang lebih
personal, dan peningkatan kepuasan pelanggan terhadap proses bisnis layanan
digital.

Hybrid Cloud

Komputasi awan hibrid merupakan bentuk infrastruktur komputasi awan yang
menyambungkan perangkat Tl on-premise, infrastruktur awan publik, dan
infrastruktur awan privat melalui proses orkestrasi, manajemen layanan, dan
portabilitas aplikasi. Dengan mengembangkan layanan komputasi awan tunggal
yang fleksibel dan optimal untuk menjalankan setiap beban kerja — dan dengan
tidak mengunci organisasi ke dalam satu platform atau vendor — yang
memberikan kelincahan, skalabilitas, dan ketahanan yang diperlukan untuk
mempertahankan kesuksesan transformasi digital.

Internet of Things

Internet of Things adalah objek dan perangkat yang dilengkapi dengan sensor yang
mengumpulkan dan mengirimkan data melalui internet. Perangkat loT adalah
tempat teknologi digital bertemu dengan realitas fisik. Aplikasi seperti logistik
rantai pasokan dan mobil self-driving menghasilkan data real-time yang Al dan
aplikasi analitik data besar berubah menjadi otomatisasi dan keputusan.

Blockchain

Blockchain mengacu kepada buku besar atau catatan transaksi elektronik yang
terdistribusi, permanen, dan tidak berubah. Blockchain memberikan transparansi
transaksi total kepada mereka yang membutuhkannya dan tidak dapat diakses
oleh mereka yang tidak berkepentingan. Organisasi menggunakan blockchain
sebagai dasar untuk proses rantai pasokan super tangguh dan transformasi
layanan keuangan lintas batas.

Perkembangan teknologi digital yang berkelanjutan ini turut mendorong perubahan
tidak hanya pada kegiatan masyarakat, namun juga kegiatan bisnis dan pemerintahan.
Melalui transformasi digital, suatu organisasi dapat memperoleh beberapa manfaat",
diantaranya:

Melakukan efisiensi proses bisnis dan meningkatkan produktivitas
Melalui transformasi digital, proses bisnis dapat diotomasi sehingga proses-
proses yang redundan dan repetitif dapat dieliminasi. Dengan dukungan sistem,

7 1BM. 2021. “What is Digital Transformation?”. https://www.ibm.com/topics/digital-transformation, diakses
pada 27 September 2022 pukul 17.46.
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distribusi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan cepat sehingga lag
time dalam proses bisnis dapat dikurangi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Melakukan efisiensi biaya

Dengan bantuan digitalisasi, beberapa proses bisnis yang mengonsumsi biaya
dapat dieliminasi. Selain itu, digitalisasi juga dapat membantu pengambilan
keputusan untuk menentukan opsi alternatif yang optimum untuk mengurangi
biaya operasi. Digitalisasi juga dapat membantu pengumpulan data-data strategis
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi inefisiensi proses dan biaya.

Merespon dengan cepat perubahan dan menangkap peluang-peluang bisnis
secara digital

Melalui digitalisasi bisnis, informasi dapat diterima dan disampaikan dengan
cepat. Hal ini membantu organisasi untuk memperoleh informasi dengan cepat
dan segera menentukan respon yang tepat dengan bantuan teknologi.

Membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data

Digitalisasi membantu proses pengambilan data-data strategis dan menyediakan
bantuan analisis secara komprehensif sehingga pengambilan keputusan dapat
dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

4.3.1 Pusat Data

Pusat Data adalah fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer, sistem penyimpanan, dan
infrastruktur komputasi yang digunakan organisasi untuk merakit, memproses,
menyimpan, dan menyebarkan data dalam jumlah besar. Sebuah organisasi biasanya
sangat bergantung pada aplikasi, layanan, dan data yang tersimpan di dalam pusat data,
menjadikannya aset penting untuk operasional sehari-hari'®,

Pusat Data berperan sebagai tempat tersimpannya sistem Tl suatu organisasi untuk
mendukung kebutuhan bisnis dan IT dari organisasi tersebut. Secara umum, pusat data
memiliki kapabilitas infrastruktur sebagai berikut:

1

2
3.
4,
5
6
7

Komputasi

. Jaringan

Penyimpanan (Storage)
Backup dan Restore
Pemulihan Bencana
Pemantauan (Monitoring)
Keamanan

Selain kapabilitas tersebut pusat data juga perlu dilengkapi dengan fasilitas penunjang
seperti sistem tenaga listrik, sistem pemanas and pendingin, sistem perkabelan, dan

'8 Cisco. 2022. “What Is a Data Center?”. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-
virtualization/what-is-a-data-center.html, diakses pada 12 September 2022 pukul 13:32.
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keamanan fisik. Keberadaan fasilitas tersebut berfungsi untuk menjamin
keberlangsungan operasional pusat data dan meminimalisir risiko-risiko operasional
yang dapat terjadi. Contoh fasilitas yang terdapat pada pusat data diilustrasikan pada
Gambar 4-14"°,

Gambar 4-14 llustrasi Fasilitas Pusat Data
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Transformasi digital di Indonesia yang berkembang dengan sangat cepat dalam satu
dekade terakhir tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memahami
implikasi penggunaan data pribadi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini
Indonesia memiliki 2.700 pusat data, tapi hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar
internasional dan selebihnya adalah ruang server. Sehingga dalam kondisi tersebut,
tantangan Indonesia adalah menyediakan infrastruktur dalam mendukung tersedianya
Pusat Data Nasional, khususnya dalam kaitan dengan implementasi e-Government atau
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pembangunan PDN itu menjadi
prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia. Pusat Data Nasional nantinya juga
menyediakan network national operation centre yang bertujuan untuk memastikan
jaringan intra pemerintah berjalan dengan baik. Selain itu, disediakan pula security
operation centre untuk memastikan pusat data memiliki sistem keamanan yang andal dan
analisis big data.

Ketersediaan akan Pusat Data Nasional menjadi masalah penting dalam mendukung
pelayanan publik di Pemerintahan. Selain itu, salah satu poin utama dalam menyediakan
Pusat Data Nasional adalah pembentukan Lembaga organisasi PDN, Maka dari itu,
dilakukan analisis berdasarkan pandangan tentang landasan keabsahan atau dasar
keberlakuan peraturan dalam mengatasi permasalahan di atas. Landasan keabsahan

9 Vianova.2020."Data Centers”. https://www.vianova.it/corporate/en/data-centers/, diakses 3
Oktober 2022 pukul 13.12
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filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat diperjelas terkait dengan urgensi terkait
pembentukan landasan hukum?.

Tabel 4-7 Pandangan Teoritis Tentang Keabsahan Peraturan Perundang-Undangan'®

Landasan Ringkasan

Filosofis Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat
dalam cita hukum (rechtsidee). Diperlukan sebagai sarana
menjamin keadilan.

Sosiologis Mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang
memerlukan penyelesaian. Diperlukan sebagai sarana
menjamin kemanfaatan.

Yuridis Konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar
kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan
materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-
ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih
tinggi. Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian
hukum.

Penguraian landasan teoritis menjadi aspek penting untuk menjelaskan kebermanfaatan
kajian kebutuhan akan kelembagaan Pusat Data Nasional. Uraian landasan filosofis
mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee).
Landasan ini diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Selanjutnya, landasan
sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan
penyelesaian. Landasan ini diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Terakhir,
landasan yuridis menunjukan konsistensi dari ketentuan hukum, baik menyangkut dasar
kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak
adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.
Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum.

Selain ketiga landasan tersebut, penyelenggaraan PDN perlu diperkuat melalui kajian
geopolitik, geospasial, dan geoekonomi. Kajian geopolitik merupakan analisis terhadap
suatu kebijakan politik di suatu lokasi. Dalam konteks penyelenggaran PDN, kajian ini
mencangkup kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi penyelenggaraan PDN baik
secara nasional maupun pada masing-masing area operasinya. Kajian geospasial
menjabarkan kondisi geografis pada area operasi Pusat Data Nasional dan dampaknya
pada penyelenggaraan PDN. Kajian ini menjelaskan mengapa penyelenggaran PDN perlu
dilakukan pada lokasi tertentu. Terakhir, dilakukan kajian geoekonomi yang
mengambarkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan PDN.

20 Dewa Gede Atmadja. 1996. “Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD
1945 Secara Murni dan Konsekuen”. Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata
Negara di Fakultas Hukum Universitas Undayana.
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4.4 Sarana dan Prasarana

Saat ini penyelenggaraan Pusat Data Nasional tengah berada di dalam tahap konstruksi
fasilitas pusat data di Cikarang (Bekasi) dan Batam. Rencananya juga akan dilakukan
pembangunan Pusat Data Nasional di IKN dan Labuan Bajo berdasarkan peta jalan
pemenuhan SDM (Gambar 4-10). Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penilaian
dengan beberapa indikator (kesiapan infrastruktur data dan listrik) yang tercantum
dalam Masterplan Pusat Data Nasional, keempat lokasi tersebut telah memiliki
ketersediaan konektivitas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) maupun dukungan
infrastruktur dari penyedia pihak ketiga.

4.5 Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

UPT Pusat Data Nasional berperan sebagai pelaksana dari tanggung jawab Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur pusat data penunjang
SPBE yang akan memberikan jasa layanan pusat data bagi seluruh instansi pemerintahan
di Indonesia. Jasa yang diberikan tersebut memberikan efektivitas bagi pemerintahan
untuk mengelola data masyarakat. Penyelenggaraan UPT PDN berperan dalam
melakukan efisiensi anggaran belanja TIK, efisiensi SDM TIK, menopang operasional
inisiatif SPBE, serta melakukan standardisasi pusat data seluruh instansi pemerintah.
Tentunya hal ini juga membantu proses administrasi pelayanan yang efektif dan efisien
untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

4.5.1 Landasan Filosofis

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI
Tahun 1945). Kewajiban utama pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan umum
bagi warganya yang sejalan dengan ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa,
khususnya pada sila kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Secara filosofis, Pembentukan Lembaga Pusat Data Nasional dilandasi amanat
penyelenggaraan negara untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu
sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik
yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara
atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Tuntutan tersebut
mendorong keperluan untuk melakukan akses data yang akurat, mutakhir dan terpadu
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui
penyediaan pusat data secara terpusat, distribusi informasi sebagai salah satu bentuk
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layanan pemerintahan dapat terwujud dan masyarakat dapat memperoleh keterbukaan
informasi yang sesuai dengan haknya.

4.5.2 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis perumusan aturan tentang Pusat Data Nasional dapat dipahami karena
adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat
sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data
pribadi. Dasar sosiologis dari peraturan adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat
(living law) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan
masyarakat. Dalam kondisi tersebut, tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan
dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika
(moment opname). Secara sosiologis, dalam perspektif nasional, sebuah negara, instansi
pemerintah, organisasi bisnis untuk menjaga kepentingan, dan aset pentingnya
keberadaan Pusat Data menjadi penting sehingga terselenggaranya layanan sistem
informasi, akses informasi publik sampai keperluan tata kelola pemerintahan akan
melalui, disimpan dan dikelola pada Pusat Data. Nilai aset data dan informasi yang
dikelola Pusat Data berorientasi jangka panjang baik secara penyimpanan dan
penggunaannya di masa mendatang.

Perkembangan Pusat Data di masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan saat ini
mengalami perkembangan cukup pesat. Kebutuhan akan ketersediaan data menjadi
salah satu persoalan yang penting di era digitalisasi bagi setiap stakeholder khususnya
pemerintah. Akan tetapi belum adanya sistem yang mendukung dengan baik,
memberikan tingkat kepercayaan akan akses data dan informasi di publik sangat rendah
terkait dengan standar dan keamanan data. Sehingga diperlukan regulasi peraturan yang
mengatur terkait dengan mekanisme infrastruktur Pusat Data Nasional, yang
memperhatikan perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi
akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi
untuk berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian pengaturan ini akan menciptakan
keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya
oleh negara. Pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi ini akan memberikan
kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat
informasi.

4.5.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan dan alasan yang menggambarkan substansi
terkait kebutuhan Pusat Data Nasional. Kebutuhan PDN ini tertuang dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G terkait mekanisme
keamanan data pribadi masyarakat. Sesuai dengan pasal 28G tersebut, perlindungan
data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus
diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa, “setiap orang berhak
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atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”. Pasal ini
mengamanatkan perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi
data pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 semakin
mempertegas bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus dalam bentuk
Undang-Undang karena menyangkut Hak Asasi Manusia.

Dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, pasal 27 ayat 5 mencantumkan bahwa amanat penyelenggaraan Pusat Data
Nasional (PDN) dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Untuk menunjang
penyelenggaraan PDN ini, perlu dibentuk sebuah kelembagaan yang secara spesifik
memiliki tugas teknis dalam memberikan pelayanan pusat data kepada seluruh K/L/D
dan dimungkinkan untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat umum.
Pembentukan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas teknis spesifik mengacu pada
Peraturan Menteri PAN-RB nomor 18 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi unit
pelaksana teknis dalam lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian dan perubahan terbarunya yakni Peraturan Menteri PAN-RB nomor 2 tahun
2023 tentang organisasi unit pelaksana teknis kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian.

Landasan Yuridis lainnya juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Pasal 1 Ayat (2) tentang Satu Data Indonesia yang menyebutkan bahwa Pusat Data
Nasional sebagai salah satu amanah penyelenggaraan SPBE. Maka dari itu, PDN
diharapkan dapat membantu penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia yang secara
wewenang administratif berada pada Kementerian PPN/BAPPENAS.
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5 Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada kajian ini, ada beberapa simpulan yang didapatkan,

meliputi:

1. Kementerian Kominfo perlu membentuk kelembagaan penyelenggara Pusat Data
Nasional dengan teknis sebagai berikut.

a.

Bentuk Kelembagaan PDN yang diusung berupa Balai Besar Pusat Data
Nasional sebagai unit pelaksana teknis penyelenggaraan PDN;

Detail struktur organisasi dan jabatan Balai Besar Pusat Data Nasional
dapat dilihat pada Gambar 3-4;

Balai Besar Pusat Data Nasional akan dipimpin oleh seorang Kepala Balai
Besar Eselon Il, yang membawahi sejumlah posisi jabatan struktural &
fungsional di tingkat Eselon Il dan Eselon IV. Detail eselonisasi & kelas
jabatan setiap posisi tersedia pada Gambar 3-5.

2. Rancangan kebutuhan SDM untuk Balai Besar Pusat Data Nasional adalah sebagai
berikut

a.

b.

Kebutuhan jumlah SDM Balai Besar Pusat Data Nasional adalah sebesar
170 orang yang terdiri dari dari 1 Kepala Balai Besar, 2 Kepala Bagian, 5
Kepala Bidang, 1 Koordinator Unit Kerja, dan 161 Jabatan Fungsional
Struktur Remunerasi Balai Besar Pusat Data Nasional terdiri dari gaji
pokok, tunjangan, bonus/insentif, dan fasilitas dengan dua usulan
remunerasi tambahan berupa tunjangan profesi dan insentif sertifikasi.

3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Balai Besar Pusat Data Nasional akan
dilakukan secara bertahap melalui empat tahapan yang dimulai pada tahun 2023
sampai dengan 2027.

5.2 Saran

Mengingat pentingnya keberadaan Pusat Data Nasional yang menjadi aset vital bagi
terselenggaranya layanan pemerintahan, perlu dilakukan pengecualian bentuk Balai
Besar PDN yang ideal sesuai dengan Struktur Organisasi yang kami ajukan. Pengecualian
tersebut sejalan dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian ataupun
perubahan terbarunya pada PermenPANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
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Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

1 Lampiran I: Proses Bisnis
1.1 Penjabaran Proses Bisnis
1.1.1 Penjabaran Proses Manajemen

Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

INDEX Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

PDN-01 Perencanaan
PDN-01.1 Penyusunan Perencanaan Bisnis

PDN-01.1.1 Pengelolaan Kajian Lingkungan Usaha

PDN-01.1.1.1 Melakukan kajian eksternal organisasi

PDN-01.1.1.2 Melakukan kajian internal organisasi

PDN-01.1.2 Penyusunan rencana organisasi

PDN-01.1.2.1 Melakukan penyusunan rencana jangka panjang organisasi
PDN-01.1.2.2 Melakukan penyusunan rencana jangka pendek organisasi
PDN-01.1.2.3 Melakukan pengajuan rencana organisasi ke regulator atau stakeholder
PDN-01.2.1 Penyelarasan inisiatif organisasi

PDN-01.2.1.1 Melakukan identifikasi inisiatif organisasi

PDN-01.2.1.2 Melakukan integrasi linimasa inisiatif organisasi

PDN-01.2.2 Pemantauan integrasi inisiatif organisasi

PDN-01.2.2.1 Melakukan konsolidasi dan sosialisasi linimasa inisiatif organisasi
PDN-01.2.2.2 Melakukan pemantauan kesesuaian inisiatif dengan perencanaan itegrasi

yang telah disusun

PDN-01.3 Pengelolaan Enterprise Architecture

PDN-01.3.1 Penyusunan kerangka kerja Enterprise Architecture

PDN-01.3.1.1 Menyiapkan tools dan template untuk Enterprise Architecture

PDN-01.3.1.2 Melakukan kajian/studi pustaka terhadap teori dan praktPenyusunan
Enterprise Architectureek terbaik Enterprise Architecture

PDN-01.3.2 Penyusunan Enterprise Architecture

PDN-01.3.2.1 Melak.uka.n identifikasi terhadap kegiatan utama dan kegiatan pendukung
organisasi

PDN-01.3.2.2 Melakukan finalisasi penyusunan Enterprise Architecture

PDN-01.3.2.3 Melakukan sosialisasi Enterprise Architecture
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INDEX Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-01.3.3 Monitoring Enterprise Architecture
PDN-01.3.3.1 Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Enterprise Architecture
PDN-01.3.3.2 Melakukan perbaikan secara berkala terkait Enterprise Architecture
PDN-02.1.1 Menyusun sistem penilaian kinerja
PDN-02.1.1.1 Melakukan pengumpulan data serta analisis data internal dan eksternal
PDN-02.1.1.2 Menentukan kriteria dan sistem penilaian kinerja
PDN-02.1.2 Menyusun target kinerja organisasi
Menetapkan target kinerja organisasi berdasarkan strategi organsiasi dan
PDN-02.1.2.1 S .
aspirasi pemangku kepentingan
PDN-02.1.2.2 Melakukan cascading target kinerja organisasi ke level bidang dan unit kerja
PDN-02.1.2.3 Melakukan pembahasan draft KPI di bidang
PDN-02.1.2.4 Melakukan konsolidasi antar fungsi terkait draft KPI
PDN-02.1.2.5 Melakukan finalisasi & sosialisasi target kinerja

PDN-02.2

Pemantauan & Evaluasi Target Kinerja

PDN-02.2.1 Monitoring dan evaluasi implementasi rencana bisnis organisasi

PDN-02.2.1.1 Melakukan pengawasan/monitoring kinerja bisnis

PDN-02.2.1.2 Melak.ukan integrasi data hasil pencapaian target kinerja bisnis untuk seluruh
fungsi

PDN-02.2.1.3 Melakukan klarifikasi & penilaian pencapaian target kinerja bisnis secara
berkala

PDN-02.2.1.4 I\/!ela.kukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan target kinerja
bisnis

PDN-02.2.1.5 Menyusun laporan pencapaian kinerja bisnis

PDN-02.2.2 Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring rencana bisnis

PDN-02.2.2.1 Melak.uka.n tindak lanjut terkait hasil monitoring implementasi rencana bisnis
organisasi

PDN-02.2.2.2 Menyusun laporan hasil tindak lanjut implementasi rencana bisnis organisasi

PDN-03.1.1 Pengelolaan Perencanaan Ketahanan Bisnis

PDN-03.1.1.1 Melakukan inisiasi perencanaan ketahanan bisnis

PDN-03.1.1.2 Melakukan penyusunan tujuan dan kebijakan ketahanan bisnis

PDN-03.1.1.3 Melakukan identifikasi risiko ketahanan bisnis
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Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-03.1.1.4 Melakukan business impact analysis
PDN-03.1.2 Melakukan pengembangan strategi ketahanan organisasi
PDN-03.1.2.1 Melakukan pengembangan strategi ketahanan organisasi
PDN-03.1.2.2 Melakukan penyusunan rencana implementasi ketahanan organisasi
PDN-03.1.3 Pengelolaan Pemeriksaan Ketahanan Bisnis
PDN-03.1.3.1 Melakukan pengujian dan pelatihan ketahanan bisnis
Melakukan tiPengelolaan Tindak Lanjut Ketahanan Bisnisnjauan dan
PDN-03.1.3.2 . : L
penyusunan rekomendasi untuk peningkatan ketahanan bisnis
PDN-03.1.4 Pengelolaan Tindak Lanjut Ketahanan Bisnis
PDN-03.1.4.1 Melakukan tinjauan tujuan dan kebijakan ketahanan bisnis
PDN-03.1.4.2 Melakukan tinjauan ruang lingkup dan risiko ketahanan bisnis
PDN-03.1.4.3 Melakukan tinjauan pelaporan, rekomendasi, dan observasi
PDN-03.1.4.4 Melakukan pembaruan perencanaan ketahanan organisasi
PDN-03.2.1 Pengelolaan Tim Management Krisis
PDN-03.2.1.1 Melakukan perencanaan pembentukan tim manajemen krisis
PDN-03.2.1.2 Melakukan penunjukkan tim manajemen krisis
PDN-03.2.1.3 Melakukan pertemuan dan simulasi manajemen krisis secara berkala
PDN-03.2.2 Pengelolaan Pengendalian Krisis
PDN-03.2.2.1 Melakukan pembentukan crisis control center
PDN-03.2.2.2 Menentukan lokasi alternatif crisis control center
PDN-03.2.3 Pengelolaan Komunikasi Krisis
PDN-03.2.3.1 Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur komunikasi krisis
PDN-03.2.3.2 Melakukan identifikasi dan penunjukkan juru bicara komunikasi krisis
PDN-03.2.3.3 Melakukan pelatihan media untuk juru bicara komunikasi krisis
PDN-03.2.3.4 Menyediakan akses informasi yang memadai kepada juru komunikasi krisis
PDN-03.2.3.5 Mempersiapkan draf pesan komunikasi krisis
PDN-03.2.4 Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Krisis
PDN-03.2.4.1 Mgljakukan pemantauan rutin terkait implementasi program komunikasi
krisis
PDN-03.2.4.2 Melakukan evaluasi dan Menyusun rekomendasi terkait implementasi

program komunikasi krisis

PDN-04 Pengembangan Layanan

PDN-04.1.1

Perencanaan Pengelolaan Portofolio Layanan
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Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

PDN-04.1.1.1
PDN-04.1.1.2
PDN-04.1.2

PDN-04.1.2.1
PDN-04.1.2.2

PDN-04.2.1

PDN-04.2.1.1
PDN-04.2.1.2
PDN-04.2.1.3
PDN-04.2.1.4
PDN-04.2.2

PDN-04.2.2.1

PDN-04.2.2.2

PDN-04.2.2.3
PDN-04.2.2.4
PDN-04.2.2.5

PDN-04.2.3

PDN-04.2.3.1
PDN-04.2.3.2
PDN-04.2.3.3

PDN-04.2.3.4

PDN-04.2.3.5
PDN-04.2.3.6
PDN-04.2.4

PDN-04.2.4.1
PDN-04.2.4.2
PDN-04.2.4.3
PDN-04.2.4.4

PDN-04.3.1

Level 1

Level 2 Level 3 Level 4
Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur portofolio layanan
Melakukan penyusunan kerangka profil portofolio layanan
Pencatatan dan Evaluasi Portofolio Layanan
Melakukan pencatatan portofolio layanan
Melakukan evaluasi portofolio layanan secara rutin

Pengelolaan Riset dan Pengembangan
Melakukan perencanaan analisis kebutuhan pasar
Melakukan analisis kebutuhan pasar
Melakukan penyusunan rekomendasi berdasarkan analisis kebutuhan pasar
Melakukan tindak lanjut rekomendasi

Pengelolaan Studi Kelayakan Pengembangan Layanan
Melakukan perencanaan studi kelayakan terkait pengembangan layanan
Melakukan studi kelayakan terkait pengembangan layanan dalam sudut
pandang bisnis
Melakukan studi kelayakan terkait pengembangan layanan dalam sudut
pandang teknis
Melakukan penyusunan laporan hasil studi kelayakan
Melakukan tindak lanjut pengembangan layanan berdasarkan hasil studi
kelayakan

Pengelolaan Katalog Layanan dan Service Level Agreements (SLAS)
Menyusun identitas layanan
Merumuskan deskripsi dan support layanan
Melakukan deskripsi komitmen pelayanan dan pelanggaran perjanjian
Melakukan tinjauan dan evaluasi perjanjian layanan dengan pihak pihak yang
terlibat secara berkala
Menyusun dokumen pelaporan target pelaksanaan perjanjian layanan
Melakukan pencatatan ketidaksesuaian perjanjian layanan

Pengelolaan Tinjauan Layanan
Melakukan perencanaan tinjauan layanan
Melakukan tinjauan layanan
Melakukan penyusunan laporan hasil tinjauan layanan
Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil tinjauan layanan

Pengelolaan Inisiasi Proyek
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Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

PDN-04.3.1.1
PDN-04.3.1.2
PDN-04.3.1.3
PDN-04.3.1.4
PDN-04.3.1.5

PDN-04.3.1.6

PDN-04.3.2

PDN-04.3.2.1
PDN-04.3.2.2
PDN-04.3.2.3
PDN-04.3.2.4
PDN-04.3.3

PDN-04.3.3.1

PDN-04.3.3.2

PDN-04.3.3.3
PDN-04.3.3.4
PDN-04.3.3.5
PDN-04.3.3.6
PDN-04.3.4

PDN-04.3.4.1

PDN-04.3.4.2
PDN-04.3.4.3
PDN-04.3.4.4
PDN-04.3.5

PDN-04.3.5.1

PDN-04.3.5.2
PDN-04.3.5.3

PDN-04.3.5.4

Level 1

Level 2 Level 3 Level 4

Menentukan tujuan proyek
Melakukan identifikasi pemangku kepentingan proyek
Melakukan evaluasi dan studi kelayakan dalam sudut pandang bisnis
Melakukan evaluasi dan studi kelayakan dalam sudut pandang teknis
Melakukan persetujuan proyek
Melakukan identifikasi risiko proyek dan perencanaan mitigasinya dalam
konteks high level

Pengelolaan Perencanaan Proyek
Melakukan penyusunan ruang lingkup proyek
Melakukan penyusunan tugas dan waktu proyek
Melakukan penyusunan tim proyek
Menentukan lokasi pengerjaan proyek

Pengelolaan Eksekusi Proyek
Melakukan tinjauan progres status proyek secara rutin
Melakukan identifikasi, evaluasi, dan resolusi risiko selama proyek
berlangsung
Melakukan pengelolaan tim
Melakukan pengadaan apabila dibutuhkan
Melakukan manajemen perubahan apabila dibutuhkan
Melakukan administrasi proyek

Pengelolaan Pemantauan dan Pengendalian Proyek
Melakukan tinjauan performa proyek berdasarkan target teknis, keuangan,
kualitas, dan waktu
Menyusun dan mendistribusikan laporan progres proyek kepada pemangku
kepentingan secara rutin
Melakukan pemantauan dan eskalasi terhadap kondisi darurat
Melakukan tinjauan dampak yang mungkin terjadi terhadap perubahan
kebutuhan proyek

Pengelolaan Penutupan Proyek
Melakukan tinjauan formal terhadap kelengkapan seluruh tugas dan tujuan
proyek
Menyusun lessons learned proyek
Menyusun rekomendasi untuk proyek-proyek selanjutnya
Mendomentasikan seluruh dokumentasi proyek sesuai dengan ketentuan
dalam manajemen dokumen dan pengarsipan
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Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

PDN-04.3.5.5

PDN-04.4.1

PDN-04.4.1.1
PDN-04.4.1.2
PDN-04.4.1.3
PDN-04.4.2

PDN-04.4.2.1
PDN-04.4.2.2
PDN-04.4.2.3
PDN-04.4.3

PDN-04.4.3.1
PDN-04.4.3.2

Level 2 Level 3 Level 4
Melakukan verifikasi dan persetujuan proyek kepada user proyek

Pengelolaan Perencanaan Kerja Sama Bisnis
Melakukan identifikasi kebutuhan kerja sama bisnis
Melakukan penyusunan perencanaan kerja sama bisnis
Melakukan analisis potensi kerja sama bisnis
Pengelolaan Pelaksanaan Kerja Sama Bisnis
Melakukan komunikasi dengan calon partner bisnis
Melakukan pembahasan kerja sama bisnis
Melakukan penyusunan dan penetapan MoU kerja sama bisnis
Evaluasi Kerja Sama Bisnis
Melakukan evaluasi kerja sama bisnis secara berkala
Melakukan tindak lanjut evaluasi kerja sama bisnis
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1.1.2 Penjabaran Proses Utama

Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

PDN-05 Pengelolaan Perangkat Keras

PDN-05.1.1 Pengelolaan Perencanaan Alokasi Sumber Daya Perangkat
PDN-05.1.1.1 Menganalisis kebutuhan sumber daya perangkat Tl saat ini
PDN-05.1.1.2 Menganalisis kebutuhan sumber daya perangkat Tl ke depan
Melakukan pengelolaan pembaharuan rack dan detail rencana penggunaan
PDN-05.1.1.3 . ;
lantai untuk setiap ruang komputer dan IT
PDN-05.1.1.4 Menyusun rencana alokasi sumber daya perangkat
PDN-05.1.2 Pengelolaan Pemeriksaan Pra-instalasi Perangkat
PDN-05.1.2.1 Menyusun rencana pemeriksaan prainstalasi perangkat
PDN-05.1.2.2 Melakukan pemeriksaan prainstalasi perangkat
PDN-05.1.2.3 Melakukan tindak lanjut prainstalasi perangkat
PDN-05.1.3 Pengelolaan Pemeriksaan Pasca-instalasi Perangkat
PDN-05.1.3.1 Menyusun daftar pemeriksaan pascainstalasi perangkat
PDN-05.1.3.2 Melakukan pemeriksaan pascainstalasi perangkat
PDN-05.1.3.3 Melakukan tindak lanjut pascainstalasi perangkat
PDN-05.1.4 Pengelolaan Aktivitas Pasca-instalasi Perangkat
PDN-05.1.4.1 Menyusun daftar aktivitas pascainstalasi perangkat
PDN-05.1.4.2 Melaksanakan aktivitas pascainstalasi perangkat
PDN-05.1.4.3 Melakukan pemeriksaan aktivitas pascainstalasi perangkat
PDN-05.1.4.4 Melakukan tindak lanjut aktivitas pascainstalasi perangkat
PDN-05.1.5 Pengelolaan Perangkat Terpasang
PDN-05.1.5.1 Menyusun daftar perawatan dan perangkat
PDN-05.1.5.2 Memonitor kondisi perangkat
PDN-05.1.5.3 Menyusun rencana penggantian perangkat
PDN-05.1.5.4 Melakukan penggantian perangkat
PDN-05.1.5.5 Menangani insiden perangkat
PDN-05.1.6 Pengelolaan Penonaktifan Perangkat
PDN-05.1.6.1 Merencanakan proses penonaktifan perangkat Tl dari ruang komputer
PDN-05.1.6.2 Merencanakan pembersihan data pada perangkat Tl
PDN-05.1.6.3 Melakukan penonaktifan perangkat Tl
PDN-05.1.6.4 Melakukan pembersihan data pada perangkat Tl
PDN-05.1.6.5 Melakukan pemeriksaan perangkat Tl yang telah nonaktif

1-7



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-05.1.6.6 Melakukan pemeriksaan data pada perangkat Tl
PDN-05.1.6.7 Melakukan tindak lanjut pada perangkat Tl yang telah nonaktif
PDN-05.1.6.8 Melakukan tindak lanjut pada data yang tersisa di perangkat Tl
PDN-05.1.7 Pengelolaan Komponen Tidak Terpakai
PDN-05.1.7.1 Melakukan pemeriksaan komponen tidak terpakai
PDN-05.1.7.2 Merencanakan proyek pembersihan komponen tidak terpakai
PDN-05.1.7.3 Melaksanakan proyek pembersihan komponen tidak terpakai
PDN-05.1.7.4 Melakukan pemeriksaan setelah pembersihan komponen tidak terpakai
PDN-05.1.7.5 Melakukan tindak lanjut pembersihan komponen tidak terpakai
PDN-05.2.1 Pengelolaan Instalasi Perangkat
PDN-05.2.1.1 Merencanakan pelaksanaan instalasi perangkat
PDN-05.2.1.2 Melaksanakan instalasi perangkat
PDN-05.2.1.3 Melakukan pengujian dan meninjau hasil instalasi perangkat
PDN-05.2.2 Pengelolaan Penjadwalan Rotasi Perangkat Redundan
PDN-05.2.2.1 Merencanakan jadwal rotasi perangkat redundan
PDN-05.2.2.2 Merencanakan proses rotasi perangkat redundan
PDN-05.2.2.3 Melaksanakan rotasi perangkat redundan
PDN-05.2.2.4 Melakukan pembaruan jadwal rotasi perangkat redundan
PDN-05.2.3 Pengelolaan Koordinasi Pemeliharaan Perangkat
PDN-05.2.3.1 Menyusun alur koordinasi pemeliharaan perangkat
PDN-05.2.3.2 Menyusun dokumen koordinasi pemeliharaan perangkat
PDN-05.2.3.3 Melakukan koordinasi pemeliharaan perangkat
PDN-05.2.3.4 Memperbarui dokumen koordinasi pemeliharaan perangkat
PDN-05.2.4 Pengelolaan Pengujian dan Peninjauan Perangkat
PDN-05.2.4.1 Menyusun rencana pengujian dan peninjauan perangkat
PDN-05.2.4.2 Melakukan pengujian dan peninjauan perangkat
PDN-05.2.4.3 Menindak lanjuti hasil pengujian dan peninjauan perangkat
PDN-05.2.5 Pengelolaan Penghapusan Perangkat
PDN-05.2.5.1 Menyusun rencana penghapusan perangkat
PDN-05.2.5.2 Melakukan penghapusan perangkat
PDN-05.3.1 Pengelolaan Dokumen Batasan Kapasitas
PDN-05.3.1.1 Memeriksa ketersediaan, performa, dan kapasitas yang digunakan
PDN-05.3.1.2 Menyusun baseline batasan kapasitas
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Sub Proses Bisnis

PDN-05.3.1.3
PDN-05.3.2

PDN-05.3.2.1
PDN-05.3.2.2
PDN-05.3.2.3
PDN-05.3.2.4
PDN-05.3.3

PDN-05.3.3.1
PDN-05.3.3.2

PDN-05.3.3.3

PDN-05.3.3.4

Level 2 Level 3

Level 1

Level 4
Menilai dampak bisnis ketiadaan sumber daya

Pengelolaan Pemantauan Utilisasi Perangkat dan Sumber Daya

Memonitor ketersediaan dan kapasitas perangkat
Memonitor ketersediaan dan kapasitas sumber daya
Meninjau hasil pemonitoran perangkat

Meninjau hasil pemonitoran sumber daya

Pengelolaan Pelaporan Utilisasi Perangkat dan Sumber Daya

Mengidentifikasi masalah ketersediaan, performa, dan kapasitas perangkat
Mengidentifikasi masalah ketersediaan, performa, dan kapasitas sumber daya
Mengkoordinasikan masalah ketersediaan, performa, dan kapasitas perangkat
maupun sumber daya

Menutup laporan masalah ketersediaan, performa, dan kapasitas perangkat
maupun sumber daya

PDN-06 Pengelolaan Jaringan

PDN-06.1.1

PDN-06.1.1.1
PDN-06.1.1.2
PDN-06.1.1.3
PDN-06.1.1.4
PDN-06.1.1.5
PDN-06.1.1.6
PDN-06.1.1.7
PDN-06.1.2

PDN-06.1.2.1
PDN-06.1.2.2
PDN-06.1.2.3
PDN-06.1.2.4
PDN-06.1.2.5
PDN-06.1.2.6

PDN-06.1.2.7

PDN-06.2.1
PDN-06.2.1.1

Pengelolaan Perencanaan Jaringan

Pengelolaan Penerapan Jaringan

Pengelolaan Pemeliharaan Jaringan

Mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan
Mengumpulkan data perangkat jaringan dengan teknologi yang sesuai
Merancang topologi jaringan

Merancang pengalamatan jaringan

Menentukan spesifikasi perangkat jaringan

Merancang keamanan jaringan

Merancang pemulihan jaringan

Menyiapkan kabel jaringan

Memasang kabel jaringan

Memasang jaringan nirkabel

Memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan

Melakukan konfigurasi switch pada jaringan

Melakukan konfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous
system

Melakukan konfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system

Mengatasi serangan pada jaringan
1-9
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PDN-06.2.1.2
PDN-06.2.1.3
PDN-06.2.1.4
PDN-06.2.1.5
PDN-06.2.1.6
PDN-06.2.1.7
PDN-06.2.1.8
PDN-06.2.1.9
PDN-06.2.2

PDN-06.2.2.1

PDN-06.2.2.2

PDN-06.2.2.3

PDN-06.2.2.4

PDN-06.2.3
PDN-06.2.3.1
PDN-06.2.3.2

Level 1 Level 2 Level 3

Pengelolaan Pengoperasian Jaringan

Pengelolaan Pemantauan Jaringan

Level 4
Mengidentifikasi sumber kerusakan
Memperbaiki kerusakan konfigurasi jaringan
Mengganti perangkat jaringan yang rusak
Mengoptimalkan kinerja sistem jaringan
Mengembangkan prosedur pemeliharaan jaringan
Melakukan backup dan restore konfigurasi jaringan
Mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan baru
Mengevaluasi jaringan komputer untuk pengembangan masa depan

Mengimplementasikan solusi jaringan pada waktu implementasi pertama kali
arsitektur jaringan

Melakukan pemeliharaan konfigurasi atas jaringan komunikasi, baik WAN,
Extranet, Intranet atau Internet

Melakukan peningkatan kinerja jaringan secara terus menerus dengan kapasitas
yang tersedia

Memberikan dukungan teknis level kedua atas insiden yang dieskalasi dari
service desk

Memonitor keamanan jaringan
Melakukan monitoring kapasitas dan kinerja jaringan

PDN-07 Pengelolaan Keamanan TI

PDN-07.1.1

PDN-07.1.1.1
PDN-07.1.1.2
PDN-07.1.1.3
PDN-07.1.2

PDN-07.1.2.1
PDN-07.1.2.2
PDN-07.1.2.3
PDN-07.1.2.4
PDN-07.1.3

PDN-07.1.3.1
PDN-07.1.3.2
PDN-07.1.3.3

Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur Keamanan Tl

Pengelolaan Risiko Keamanan Tl

Menyusun kebijakan dan prosedur keamanan Tl
Menyampaikan hasil kebijakan dan prosedur keamanan Tl
Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan Tl

Menyusun daftar risiko keamanan Tl dan dampaknya

Menyusun rencana mitigasi risiko keamanan Tl

Melakukan mitigasi risiko keamanan Tl

Meninjau dan memperbarui kembali risiko, dampak, dan mitigasi yang ada

Pengelolaan Evaluasi Kinerja Keamanan Tl

Menyusun rencana evaluasi kinerja keamanan Tl
Melakukan evaluasi kinerja keamanan Tl
Memonitor kinerja keamanan TI
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

PDN-07.1.3.4 Menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi kinerja keamanan Tl

PDN-07.2.1 Pengelolaan Pemantauan Keamanan TI

PDN-07.2.1.1 Melakukan ldentifikasi sumber daya dari ancaman dunia maya (hunting cyber
threats)

PDN-07.2.1.2 Melakukan identifikasi vektor serangan yang umum

PDN-07.2.1.3 Melakukan identifikasi aktivitas berbahaya

PDN-07.2.1.4 Melakukan identifikasi pola perilaku yang mencurigakan

PDN-07.2.1.5 Melakukan investigasi insiden keamanan
Melakukan investigasi insiden menggunakan Security Information and Event

PDN-07.2.1.6 Management (SIEM) dan/atau security orchestration and automation (SOAR) di
SOC

PDN-07.2.1.7 Melaksanakan identifikasi OS, layanan, dan enumerasi pengguna
Melakukan identifikasi dan menggunakan virus, worm komputer, dan malware

PDN-07.2.1.8 o
untuk mengeksploitasi sistem

PDN-07.2.1.9 Menafswkan urutan kejadian selama serangan berdasarkan analisis pola lalu
lintas

PDN-07.2.1.10 Menganalisis perilaku pengguna dan entitas yang tidak wajar (UEBA)
Melaksanakan pemindaian jaringan untuk mengidentifikasi mesin yang aktif dan

PDN-07.2.1.11 o
rentan dalam jaringan

PDN-07.2.1.12 Melakukan |.den.t|f!ka5| dan gunakan virus, worm komputer, dan malware untuk
mengeksploitasi sistem

PDN-07.2.2 Pengelolaan Tindak Lanjut Keamanan TI

PDN-07.2.2.1 Menyusun rencana tindak lanjut keamanan Tl

PDN-07.2.2.2 Menyusun rekomendasi peningkatan keamanan Tl

PDN-07.2.2.3 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terkait peningkatan keamanan Tl

PDN-07.2.2.4 Meninjau hasil tindak lanjut keamanan Tl

PDN-07.2.3 Pengelolaan Uji Kerentanan Keamanan Tl

PDN-07.2.3.1 Melaksanakan identifikasi OS, layanan, dan enumerasi pengguna

PDN-07.2.3.2 Melaksanakan peretasan sistem, steganografi, serangan steganalisis, dan cover
track

PDN-07.2.3.3 Melakukan packet sniffing
Melakukan berbagai serangan server web dan aplikasi web termasuk traversal

PDN-07.2.3.4 . )
direktori, gangguan parameter, XSS, dll

PDN-07.2.3.5 Melaksanakan serangan injeksi SQL
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-07.2.3.6 Melaksanakan berbagai jenis serangan kriptografi
PDN-07.2.3.7 Melaksanakan analisis kerentanan untuk mengidentifikasi celah keamanan
PDN-07.2.3.7 Melakukan sistem hardening
PDN-07.3 Pengelolaan Insiden
Keamanan Tl
PDN-07.3.1 Pengelolaan Penanganan Insiden dan Ancaman Keamanan Tl
PDN-07.3.1.1 Merencanakan penanganan insiden dan ancaman keamanan Tl
PDN-07.3.1.2 Memonitor insiden dan ancaman keamanan Tl
PDN-07.3.1.3 Menilai dampak dari insiden dan ancaman keamanan Tl
PDN-07.3.1.4 Menindaklanjuti insiden dan ancaman keamanan TI
PDN-07.3.1.5 Mendokumentasikan insiden, ancaman keamanan Tl, dan penanganannya
PDN-07.3.2 Pengelolaan Pelaporan Isu Keamanan Tl
PDN-07.3.2.1 Melakukan pencatatan isu keamanan Tl
PDN-07.3.2.2 Menyusun laporan isu keamanan Tl
PDN-07.3.2.3 Menindak lanjuti isu keamanan Tl
PDN-07.3.2.4 Memperbarui status isu keamanan Tl
PDN-07.4.1 Pengelolaan Perencanaan Security Awareness
PDN-07.4.1.1 Merencanakan program security awareness
PDN-07.4.1.2 Menyusun indikator pelaksanaan security awareness
PDN-07.4.1.3 Memperbarui program security awareness
PDN-07.4.2 Pengelolaan Pelaksanaan Security Awareness
PDN-08.1.1 Pengelolaan Perencanaan Sistem Komputasi Awan
PDN-08.1.1.1 Menyusun rencana sistem komputasi awan
PDN-08.1.1.2 Menyampaikan rencana sistem komputasi awan
PDN-08.1.1.3 Memonitor pencapaian rencana sistem komputasi awan
PDN-08.1.1.4 Membuat laporan pencapaian rencana sistem komputasi awan
PDN-08.1.2 Pengelolaan Implementasi Sistem Komputasi Awan
PDN-08.1.2.1 Merencanakan proses implementasi sistem komputasi awan
PDN-08.1.2.2 Melaksanakan implementasi sistem komputasi awan
PDN-08.1.2.3 Menguiji hasil implementasi sistem komputasi awan
PDN-08.1.2.4 Menindaklanjuti temuan hasil implementasi sistem komputasi awan
PDN-08.1.3 Pengelolaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Sistem Komputasi Awan
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-08.1.3.1 Merencanakan pemantauan dan tindak lanjut sistem komputasi awan
PDN-08.1.3.2 Melaksanakan pemantauan operasional sistem komputasi awan
PDN-08.1.3.3 Melaksanakan tindak lanjut pada temuan yang ada di sistem komputasi awan
PDN-08.1.3.4 Mendokumentasikan temuan dan penanganan sistem komputasi awan
PDN-08.2.1 Pengelolaan Perencanaan Layanan Komputasi Awan
PDN-08.2.1.1 Menyusun rencana layanan komputasi awan
PDN-08.2.1.2 Menyampaikan rencana layanan komputasi awan
PDN-08.2.1.3 Memonitor pencapaian rencana layanan komputasi awan
PDN-08.2.1.4 Membuat laporan pencapaian rencana layanan komputasi awan
PDN-08.2.2 Pengelolaan Implementasi Layanan Komputasi Awan
PDN-08.2.2.1 Merencanakan proses implementasi layanan komputasi awan
PDN-08.2.2.2 Melaksanakan implementasi layanan komputasi awan
PDN-08.2.2.3 Menguji hasil implementasi layanan komputasi awan
PDN-08.2.2.4 Menindak lanjuti temuan hasil implementasi layanan komputasi awan
PDN-08.2.3 Pengelolaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Layanan Komputasi Awan
PDN-08.2.3.1 Merencanakan pemantauan dan tindak lanjut layanan komputasi awan
PDN-08.2.3.2 Melaksanakan pemantauan operasional layanan komputasi awan
PDN-08.2.3.3 Melaksanakan tindak lanjut pada temuan yang ada di layanan komputasi awan
PDN-08.2.3.4 Mendokumentasikan temuan dan penanganan layanan komputasi awan
PDN-08.3.1 Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Layanan Kolokasi
PDN-08.3.1.1 Menyusun rencana pelaksanaan layanan kolokasi
PDN-08.3.1.2 Menyusun daftar pemeriksaan hasil pelaksanaan layanan kolokasi
PDN-08.3.1.3 Melaksanakan implementasi layanan kolokasi
PDN-08.3.1.4 Melakukan pengujian hasil implementasi layanan kolokasi
PDN-08.3.2 Pengelolaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Layanan Kolokasi
PDN-08.3.2.1 Menyusun rencana pemantauan layanan kolokasi
PDN-08.3.2.2 Memonitor dan mencatat temuan pada layanan kolokasi
PDN-08.3.2.3 Menindaklanjuti temuan pada layanan kolokasi
PDN-08.3.2.4 Mendokumentasikan temuan dan tindak lanjut pada layanan kolokasi

PDN-09 Pengelolaan Siklus Layanan

PDN-09.1.1
PDN-09.1.1.1

Manajemen Permintaan Layanan
Melakukan pencatatan permintaan layanan
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PDN-09.1.1.2
PDN-09.1.1.3
PDN-09.1.1.4
PDN-09.1.1.5
PDN-09.1.1.6

PDN-09.1.1.7
PDN-09.1.2

PDN-09.1.2.1
PDN-09.1.2.2
PDN-09.1.2.3
PDN-09.1.3

PDN-09.1.3.1

PDN-09.1.3.2

PDN-09.1.3.3

PDN-09.1.4

PDN-09.1.4.1
PDN-09.1.4.2
PDN-09.1.4.3
PDN-09.1.4.4
PDN-09.1.4.5
PDN-09.1.5

PDN-09.1.5.1

PDN-09.1.5.2

PDN-09.2.1
PDN-09.2.1.1
PDN-09.2.1.2

Level 2 Level 3

Level 1

Pengelolaan Penyampaian Layanan

Pengelolaan Laporan Layanan

Manajemen Perubahan

Level 4
Melakukan kategorisasi permintaan layanan
Menentukan tingkatan/prioritisasi setiap permintaan layanan
Melakukan eskalasi dan notifikasi permintaan layanan kepada pihak-pihak terkait
Merumuskan resolusi permintaan layanan
Melakukan penutupan proses permintaan layanan
Menentukan metrik laporan permintaan layanan dan menyusun laporan
permintaan layanan

Merencanakan penyampaian layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan
katalog layanan yang dipilih

Melakukan penyampaian layanan sesuai dengan SLA yang telah disepakati
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melakukan
penyampaian layanan kepada pengguna sesuai kebutuhan

Merencanakan proses penyusunan laporan layanan kepada pengguna
Melakukan penyusunan laporan layanan setidaknya meliputi biaya yang
dikeluarkan, spesifikasi layanan, kapasitas layanan, tanggal pengumpulan, PIC,
pelanggaran layanan, jumlah insiden, waktu respon, dan lain-lain

Mengirimkan laporan layanan secara tepat waktu dan akurat kepada pengguna
layanan

Melakukan pencatatan permintaan perubahan

Menentukan jenis perubahan yang diminta

Melakukan persetujuan perubahan

Menyusun perencanaan rollback/backup sebelum perubahan dilakukan
Melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan apabila disetujui

Pengelolaan Pelanggan dan Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan Perencanaan Migrasi

Melakukan inventarisir data seluruh pengguna layanan
Melakukan pencatatan sumber daya yang digunakan selama penyampaian
layanan kepada pengguna

Melakukan perencanaan migrasi dengan K/L/D
Menetapkan timeline migrasi
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PDN-09.2.1.3

PDN-09.2.1.4
PDN-09.2.2
PDN-09.2.2.1

PDN-09.2.2.2

PDN-09.2.2.3

PDN-09.2.2.4
PDN-09.2.2.5
PDN-09.3.1

PDN-09.3.1.1
PDN-09.3.1.2

PDN-09.3.1.3

PDN-09.3.2
PDN-09.3.2.1
PDN-09.3.2.2
PDN-09.3.3
PDN-09.3.3.1
PDN-09.3.3.2
PDN-09.4.1

PDN-09.4.1.1

PDN-09.4.1.2
PDN-09.4.2
PDN-09.4.2.1

Level 1 Level 2 Level 3

Pengelolaan Pelaksanaan Migrasi

Level 4
Memberikan notifikasi kepada pengguna dalam K/L/D terkait pelaksanaan
migrasi, sehingga pengguna dapat melakukan antisipasi
Melakukan persiapan migrasi data dan aplikasi

Melakukan backup data sebelum dilakukan migrasi

Melakukan pemindahan perangkat keras dari lokasi awal ke PDN apabila
menggunakan layanan kolokasi

Melakukan konfigurasi perangkat keras, komputasi awan, perangkat lunak,
dan/atau perangkat pendukung lainnya

Melakukan pengujian dan perilisan berdasarkan proses manajemen rilis dan
penjaminan kualitas

Memberikan notifikasi kepada K/L/D setelah migrasi selesai dilakukan

Pengelolaan Pengujian Perangkat dan Fasilitas

Pengelolaan Proses Staging

Pengelolaan Rilis Layanan

Melakukan perencanaan pengujian yang akan dilakukan

Melaksanakan proses pengujian sesuai dengan perencanaan yang telah
dilakukan

Menindaklanjuti proses pengujian berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan

Melakukan perencanaan proses staging
Melakukan implementasi staging

Melakukan perencanaan perilisan layanan kepada pengguna
Melakukan perilisan layanan kepada pengguna

Pengelolaan Koordinasi Unit Kerja Terkait Layanan

Melakukan perencanaan koordinasi dengan unit kerja terkait layanan yang
diberikan oleh unit kerja

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait layanan yang diberikan oleh
unit kerja

Pengelolaan Koordinasi Unit Kerja Terkait Operasional

Melakukan perencanaan koordinasi dengan unit kerja terkait operasional yang
dilakukan oleh unit kerja
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Sub Proses Bisnis
Level 4
Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait operasional yang dilakukan oleh
unit kerja

Sub Proses Bisnis
Level 3

Sub Proses Bisnis
Level 2

Proses Bisnis
Level 1

Pelayanan Pelanggan

PDN-10.1
PDN-10.1.1
PDN-10.1.1.1
PDN-10.1.1.2
PDN-10.1.1.3
PDN-10.1.1.4
PDN-10.1.1.5
PDN-10.1.1.6
PDN-10.1.1.7
PDN-10.1.2
PDN-10.1.2.1
PDN-10.1.2.2
PDN-10.1.2.3
PDN-10.1.2.4
PDN-10.2

Manajemen Service Desk
Manajemen Insiden
Melakukan pencatatan insiden operasi layanan
Melakukan kategorisasi insiden pada operasi layanan
Menentukan tingkatan/prioritisasi setiap insiden
Melakukan eskalasi dan notifikasi insiden kepada pihak-pihak terkait
Merumuskan resolusi insiden dan penyelesaian insiden
Melakukan penutupan insiden
Menentukan metrik laporan insiden dan menyusun laporan insiden
Manajemen Masalah
Melakukan analisis masalah berdasarkan daftar seluruh insiden yang terjadi
Melakukan inventarisir daftar masalah berdasarkan hasil analisis
Melakukan kategorisasi dan prioritisasi masalah
Melakukan resolusi dan penyelesaian masalah

PDN-10.2.1
PDN-10.2.1.1
PDN-10.2.1.2
PDN-10.2.1.3
PDN-10.2.2
PDN-10.2.2.1
PDN-10.2.2.2
PDN-10.2.2.3
PDN-11

Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Pengelolaan Penyebaran Survei
Melakukan penyusunan komponen pertanyaan survei
Melakukan perencanaan penyebaran survei
Melakukan penyebaran survei kepada pengguna

Pengelolaan Analisis dan Pelaporan Hasil Survei
Melakukan analisis survei
Melakukan penyusunan laporan hasil survei
Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei

Pengadaan

PDN-11.1
PDN-11.1.1
PDN-11.1.1.1
PDN-11.1.1.2
PDN-11.1.1.3
PDN-11.1.1.4
PDN-11.1.1.5
PDN-11.1.2

Manajemen Pengadaan
Pengelolaan persiapan pengadaan
Penyusunan kebijakan/pedoman pengadaan
Pengelolaan daftar data item & harga (katalog)
Melakukan penyusunan rencana pengadaan
Melakukan penyusunan permintaan pengadaan oleh pengguna
Melalukan penyusunan dokumen persyaratan pengadaan
Pengelolaan aktivitas pengadaan
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Menyusun metode dan jadwal pengadaan (pemilihan langsung, penunjukan

PDN-11.1.2.1
langsung, dll)
PDN-11.1.2.2 Melakukan eksekusi pengadaan sesuai metode pengadaan
PDN-11.1.2.3 Melakukan penetapan dan pengumuman pemenang
PDN-11.1.3 Pengelolan pemantauan dan evaluasi pengadaan
PDN-11.1.3.1 Melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan
PDN-11.1.3.2 Menyusun rekomendasi tindak lanjut oleh pengguna terhadap proses
pengadaan
PDN-11.2 Manajemen Vendor dan Kontrak
PDN-11.2.1 Pengelolaan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa
PDN-11.2.1.1 Menyusun kriteria pihak ketiga/penyedia barang dan jasa
PDN-11.2.1.2 Mengelola pendaftaran pihak ketiga/penyedia barang dan jasa
PDN-11.2.1.3 Mengelola hasil penilaian kinerja pihak ketiga/penyedia barang dan jasa
PDN-11.2.1.4 Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kinerja pihak
o ketiga/penyedia barang dan jasa (lanjut atau blacklist)
Melakukan pengelolaan komunikasi dan relasi dengan pihak ketiga/penyedia
PDN-11.2.1.5 .
barang dan jasa
PDN-11.2.2 Pengelolaan Kontrak
PDN-11.2.2.1 Melakukan identifikasi kebutuhan kontrak kegiatan pengadaan
Melakukan reviu kelengkapan dokumen pendukung dan pembahasan isi kontrak
PDN-11.2.2.2 .
sesuai kebutuhan pengadaan
Melakukan penyusunan dokumen, klarifikasi dan finalisasi draft kontrak kegiatan
PDN-11.2.2.3
pengadaan
PDN-11.2.2.4 Melakukan pemantauan implementasi kontrak (periode validitas kontrak, dll)

PDN-12 Pengelolaan Fasilitas

PDN-12.1.1 Pengelolaan Kebijakan Prosedur dan Instruksi

Menyusun kebijakan untuk memastikan proses pemeliharaan berjalan dengan
PDN-12.1.1.1 .

baik dan aman

Menyusun prosedur untuk memastikan proses pemeliharaan berjalan sesuai
PDN-12.1.1.2 .

kebijakan

Menyusun instruksi kerja untuk memastikan proses pemeliharaan berjalan
PDN-12.1.1.3 ) "

sesuai kebijakan dan prosedur
PDN-12.1.1.4 Menyusun penggunaan pendamping untuk pekerjaan yang berisiko tinggi
PDN-12.1.1.5 Melakukan evaluasi instruksi kerja pemeliharaan
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PDN-12.1.1.6
PDN-12.1.2

PDN-12.1.2.1
PDN-12.1.2.2
PDN-12.1.2.3
PDN-12.1.2.4
PDN-12.1.2.5
PDN-12.1.3

PDN-12.1.3.1
PDN-12.1.3.2
PDN-12.1.3.3
PDN-12.1.3.4
PDN-12.1.4

PDN-12.1.4.1
PDN-12.1.4.2
PDN-12.1.4.3
PDN-12.1.4.4
PDN-12.1.5

PDN-12.1.5.1
PDN-12.1.5.2
PDN-12.1.5.3
PDN-12.1.5.4
PDN-12.1.6

PDN-12.1.6.1

PDN-12.1.6.2

PDN-12.1.6.3
PDN-12.2
PDN-12.2.1

PDN-12.2.1.1

PDN-12.2.1.2
PDN-12.2.2

PDN-12.2.2.1
PDN-12.2.2.2

Level 3

Level 1 Level 2

Level 4
Melakukan pembaruan instruksi kerja pemeliharaan

Pengelolaan Program dan Pemeliharaan Fasilitas

Pengelolaan Jadwal Pemeliharaan

Menyusun rencana pemeliharaan fasilitas

Menyusun program pemeliharaan fasilitas sesuai komponennya
Melaksanakan program pemeliharaan fasilitas

Memonitor pelaksanaan program pemeliharaan fasilitas
Mengevaluasi pelaksanaan program pemeliharaan fasilitas

Menyusun jadwal pemeliharaan

Melaksanakan publikasi jadwal pemeliharaan
Melakukan kontrol dokumen jadwal pemeliharaan
Melakukan pencatatan setiap jadwal pemeliharaan

Pengelolaan Maintenance Operation Procedure (MOP)

Manajemen Suku Cadang

Pengelolaan Alat

Melakukan pencatatan inspeksi pengelolaan dan memberikan rekomendasi
Melakukan penyusunan Maintenance Operation Procedure (MOP) perangkat
Melakukan pengujian Maintenance Operation Procedure

Melakukan ulasan dan penilaian Maintenance Operation Procedure

Melakukan evaluasi prosedur dan menentukan kondisi dari suku cadang
Melakukan pencatatan daftar semua suku cadang

Melakukan pencatatan pihak ketiga penyedia suku cadang

Melakukan pembuangan suku cadang

Melakukan kalibrasi alat yang diukur secara akurat

Melakukan pengelolaan daftar peralataan yang dibutuhkan sesuai dengan
aktivitas pemeliharaan

Melakukan kontrol peralatan untuk memenuhi standar keamanan

Pengelolaan Aturan Bangunan (House Rules)

Pengelolaan Kebersihan

Menyusun kebijakan dan prosedur untuk pemeliharaan yang ramah lingkungan
dan mencegah bahaya
Melakukan pengecekan house rules secara rutin pada fasilitas pusat data

Melakukan perencanaan pembersihan secara reguler
Melakukan pembersihan secara reguler pada semua pusat data
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Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

PDN-12.2.3 Pengelolaan Pemeriksaan Kualitas Udara dan Air

PDN-12.2.3.1 Melakukan pengukuran kontaminasi air

PDN-12.2.3.2 Melakukan pengukuran kualitas udara

PDN-12.2.4 Manajemen Properti

PDN-12.2.4.1 Melakukan evaluasi efektivitas pemenuhan permintaan layanan fasilitas pusat
data

PDN-12.2.4.2 Melakukan pemenuhan permintaan layanan fasilitas pusat data Pengembangan

PDN-12.2.4.3 Memberikan dukungan teknis layanan fasilitas pusat data

PDN-12.2.5 Manajemen Inventori Aset

PDN-12.2.5.1 Melakukan perencanaan inventori pusat data

PDN-12.2.5.2 Melakukan pengelolaan dan pencatatan inventori pusat data

PDN-12.2.5.3 Melakukan pelaporan inventori pusat data secara rutin

PDN-12.3.1 Pengelolaan Kebijakan Pemantauan dan Pelaporan Fasilitas

PDN-12.3.1.1 Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur pemantauan fasilitas

PDN-12.3.1.2 Mendistribusikan kebijakan dan prosedur pemantauan fasilitas

PDN-12.3.2 Pengelolaan Matriks Pemantauan Fasilitas

PDN-12.3.2.1 Menyusun poin-poin pemantauan fasilitas

PDN-12.3.2.2 Menyusun batasan, keterkaitan, time delay, dan tingkat keparahan dari poin
pemantauan

PDN-12.3.2.3 Melakukan pengujian dan kalibrasi sensor dan/atau alarm secara rutin

PDN-12.3.3 Pengelolaan Matriks Notifikasi dan Perencanaan Respon Kejadian

PDN-12.3.3.1 Melakukan penyusunan matriks notifikasi

PDN-12.3.3.2 Melakukan perencanaan respon kejadian

PDN-12.3.4 Pengelolaan Tinjauan dan Pelaporan Pemantauan Fasilitas

PDN-12.3.4.1 Melakukan tinjauan pemantauan fasilitas secara rutin

PDN-12.3.4.2 Melakukan pelaporan pemantauan fasilitas secara rutin

PDN-12.3.5 Pengelolaan Analisis Tren Kejadian

PDN-12.3.5.1 Melakukan analisis tren ketersediaan perangkat dan sistem

PDN-12.3.5.2 Melakukan analisis tren kapasitas perangkat dan sistem
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1.1.3 Penjabaran Proses Pendukung

Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

PDN-13 Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan

PDN-13.1.1 Penyusunan Rencana Audit

PDN-13.1.1.1 Menyusun metode audit

PDN-13.1.1.2 Melakukan identifikasi obyek audit dan pemetaan risiko terhadap obyek audit
PDN-13.1.1.3 Menyusun skala prioritas audit dan rencana audit

PDN-13.1.2 Pelaksanaan Audit Internal

PDN-13.1.2.1 Melakukan administrasi audit internal

PDN-13.1.2.2 Melakukan implementasi sesuai prosedur audit internal

PDN-13.1.2.3 Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan audit internal
PDN-13.1.3 Monitoring dan tindak lanjut terhadap hasil audit

PDN-13.1.3.1 Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit

PDN-13.1.3.2 Menyusun dan menyampaikan pemberitahuan tindak lanjut hasil audit
PDN-13.1.4 Pendampingan audit eksternal

PDN-13.1.4.1 Persiapan pendampingan audit eksternal

PDN-13.1.4.2 Implementasi pendampingan audit eksternal

PDN-13.1.4.3 Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan audit eksternal
PDN-13.1.5 Pengelolaan kepatuhan

PDN-13.1.5.1 Pengelolaan analisis regulasi

PDN-13.1.5.2 Pengelolaan peraturan-peraturan organisasi

PDN-13.1.5.3 Penyusunan rencana program kepatuhan

PDN-13.1.5.4 Pengelolaan whistleblowing system

PDN-13.1.5.5 Pengelolaan pengendalian gratifikasi

PDN-13.1.5.6 Pengelolaan pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
PDN-13.1.6 Pengelolaan konsultasi terkait audit internal & kepatuhan

PDN-13.1.6.1 Melakukan identifikasi, analisis, dan konfirmasi atas permasalahan pengguna
PDN-13.1.6.2 Melakukan penyusunan rekomendasi dan alternatif tindak lanjut
PDN-13.2.1 Penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko

PDN-13.2.1.1 Merumuskan risk appetite dan risk tolerance

PDN-13.2.1.2 Menyusun risk context

PDN-13.2.2 Pelaksanaan penilaian risiko

PDN-13.2.2.1 Melakukan kajian risiko terkait lingkungan bisnis dan kinerja organisasi
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Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-13.2.2.2 Melakukan penyusunan mitigasi risiko
PDN-13.2.2.3 Melakukan pemantauan risiko
PDN-13.3.1 Pengelolaan dokumen organisasi
PDN-13.3.1.1 Membuat klasifikasi dokumen organisasi (sistem pengarsipan, indeks, dll.)
PDN-13.3.1.2 Melakukan identifikasi dokumen aktif dan non aktif
PDN-13.3.1.3 Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan dokumen organisasi
PDN-13.3.2 Pengelolaan data & informasi perusahaan
PDN-13.3.2.1 Merancang sistem pengelolaan data dan informasi organisasi
PDN-13.3.2.2 Melakukan pengumpulan dan input data dan informasi organisasi
PDN-13.3.2.3 Melakukan pengkinian dan pemeliharaan data dan informasi organisasi

PDN-14 Manajemen Organisasi & Pegawai

PDN-14.1.1

PDN-14.1.1.1
PDN-14.1.1.2
PDN-14.1.1.3
PDN-14.1.1.4
PDN-14.1.1.5
PDN-14.1.2

PDN-14.1.2.1
PDN-14.1.2.2
PDN-14.1.2.3

PDN-14.2.1

PDN-14.2.1.1
PDN-14.2.1.2
PDN-14.2.1.3
PDN-14.2.2

PDN-14.2.2.1
PDN-14.2.2.2
PDN-14.2.2.3
PDN-14.2.3

PDN-14.2.3.1
PDN-14.2.3.2

Pengelolaan usulan desain & perangkat organisasi
Melakukan struktur organisasi & formasi jabatan
Melakukan perencanaan tenaga kerja
Melakukan penyusunan uraian jabatan
Melakukan penyusunan evaluasi jabatan
Melakukan penyusunan kompetensi jabatan
Pengelolaan hubungan kepegawaian
Pengelolaan keluhan/grievance/pertanyaan/tindakan indisipliner pegawai
Penyelesaian isu atau konflik terkait hubungan kepegawaian
Pengelolaan acara internal organisasi

Pengelolaan pengajuan penambahan tenaga kerja (rekrutmen dan seleksi)

Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan jumlah tenaga kerja

Melakukan pengajuan penambahan tenaga kerja

Melakukan proses rekrutmen dan seleksi pegawai sesuai dengan ketentuan
Pengelolaan penempatan dan masa orientasi pegawai

Melakukan penyusunan jenjang karir pegawai dalam organisasi

Melakukan administrasi terkait penempatan organisasi

Melakukan pengelolaan kegiatan orientasi pegawai
Pengelolaan penilaian kinerja pegawai

Menyusun sistem penilaian kinerja pegawai

Melakukan penilaian kinerja pegawai
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Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

PDN-14.2.3.3
PDN-14.2.4

PDN-14.2.4.1
PDN-14.2.4.2
PDN-14.2.4.3
PDN-14.2.4.4
PDN-14.2.4.5
PDN-14.2.5

PDN-14.2.5.1
PDN-14.2.5.2

PDN-14.2.5.3

PDN-14.2.5.4
PDN-14.2.5.5
PDN-14.3

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Melakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pegawai
Pengelolaan pengembangan dan pelatihan pegawai

Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan pegawai

Menyusun peta jalan kegiatan pelatihan pegawai

Melakukan penyusunan program pelatihan pegawai

Melakukan implementasi kegiatan pelatihan pegawai

Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil kegiatan pelatihan pegawai
Manajemen Pengetahuan

Menyusun sistem manajemen pengetahuan

Melakukan identifikasi jenis dan sumber data/informasi sesuai kebutuhan

Melakukan pengumpulan sumber data/informasi dari berbagai referensi (internal dan

eksternal)

Melaksanakan program manajemen pengetahuan

Melakukan pemantauan dan evaluasi program manajemen pengetahuan

PDN-14.3.1
PDN-14.3.1.1

PDN-14.3.1.2

PDN-14.3.1.3
PDN-14.3.1.4
PDN-14.3.1.5
PDN-14.3.2
PDN-14.3.2.1
PDN-14.3.2.2
PDN-15
PDN-15.1

Pengelolaan Payroll & Layanan Pegawai

Administrasi remunerasi
Melakukan identifikasi remunerasi cash dan non-cash dari ketentuan dan peraturan
yang berlaku
Melakukan pengumpulan data dan mengajukan perhitungan remunerasi dari ketentuan
dan peraturan yang berlaku
Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi hasil perhitungan remunerasi
Melakukan pembayaran take home pay kepada pegawai
Melakukan pencatatan pembayaran pajak pegawai

Administrasi pegawai
Pengelolaan data pegawai
Pengelolaan waktu kerja (timesheet) pegawai

Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Barang Milik Negara

PDN-15.1.1
PDN-15.1.1.1
PDN-15.1.1.2
PDN-15.1.2
PDN-15.1.2.1
PDN-15.1.2.2
PDN-15.2

Pelayanan Administrasi Persuratan
Perencanaan prosedur dan protokol kegiatan kesekretariatan
Melakukan penyusunan kebijakan/prosedur administrasi persuratan di organisasi
Melakukan kegiatan protokoler sesuai kebutuhan
Penyediaan layanan kesekretariatan
Melakukan kegiatan korespondensi
Melakukan pendampingan kegiatan administrasi dalam rapat/pertemuan

Layanan kerumahtanggaan
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Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1

PDN-15.2.1
PDN-15.2.1.1
PDN-15.2.1.2
PDN-15.2.2
PDN-15.2.2.1
PDN-15.2.2.2

Level 3 Level 4
Perencanaan layanan kerumahtanggaan
Melakukan identifikasi kebutuhan layanan kerumahtanggaan organisasi
Melakukan perencanaan kebutuhan dan metode pemenuhan
Penyediaan layanan kerumahtanggaan
Melakukan penyediaan layanan umum

Melakukan layanan pengelolaan perjalanan dinas pegawai di organisasi

Level 2

PDN-16.1.1
PDN-16.1.1.1
PDN-16.1.1.2
PDN-16.1.2
PDN-16.1.2.1
PDN-16.1.2.2
PDN-16.1.3
PDN-16.1.3.1
PDN-16.1.3.2
PDN-16.1.4

PDN-16.1.4.1

PDN-16.1.4.2
PDN-16.1.5
PDN-16.1.5.1

PDN-16.1.5.2

PDN-16.1.6

PDN-16.1.6.1
PDN-16.1.6.2
PDN-16.1.6.3
PDN-16.1.6.4
PDN-16.1.6.5
PDN-16.1.6.6
PDN-16.1.6.7

Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Kerja

Pengelolaan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perusahaan
Melakukan penyusunan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Melakukan distribusi kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perusahaan
Penilaian Kondisi Bahaya
Melakukan perencanaan penilaian kondisi bahaya
Melakukan penilaian kondisi bahaya
Pengelolaan Program dan Komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Melakukan penyusunan program dan komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Melaksanakan program dan komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Pengelolaan Pelatihan Kesadaran Keselamatan Kerja dan Pengarahan Pihak Ketiga
Melakukan perencanaan pelatihan kesadaran dan pengarahan terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Melaksanakan pelatihan kesadaran dan pengarahan terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Kerja kepada pihak-pihak terkait
Pengendalian dan Prosedur Operasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Melakukan perencanaan pengendalian dan penyusunan prosedur operasional
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Mengimplementasikan pengendalian dan prosedur operasional Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Kesiapan dan Respon Keadaan Darurat
Melakukan penilaian risiko untuk potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi
Menyusun preventive measures untuk menghindari insiden
Merespon insiden yang terjadi
Melakukan pelatihan keadaan darurat
Melakukan pengujian secara rutin untuk penanganan keadaan darurat
Melakukan mitigasi terhadap keadaan darurat yang terjadi
Melakukan tinjauan kebijakan dan prosedur secara berkala
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Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-16.1.7 Pelaporan Isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Menyusun prosedur pelaporan/pemberian masukkan terkait isu Kesehatan dan
PDN-16.1.7.1 )
Keselamatan Kerja
PDN-16.1.7.2 Melakukan tindak lanjut terhadap pelaporan yang masuk
PDN-16.2.1 Pengelolaan Keamanan Fisik
Menyusun kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penjagaan/pengamanan
PDN-16.2.1.1 untuk semua area pusat data
Melakukan prosedur pengamanan terhadap individu, kendaraan, dan barang yang
PDN-16.2.1.2 memasuki fasilitas pusat data
Melakukan pengelolaan lencana/tanda yang harus dipakai oleh individu dalam area
PDN-16.2.1.3 pusat data
PDN-16.2.1.4 Melakukan manajemen akses fisik dalam area pusat data
PDN-16.2.2 Manajemen Zona Keamanan
PDN-16.2.2.1 Melakukan penyusunan kebijakan zona keamanan
PDN-16.2.2.2 Melakukan pembagian zona keamanan berdasarkan kebijakan yang telah disusun
PDN-16.2.3 Manajemen Pengendalian Barang
PDN-16.2.3.1 Melakukan penyusunan prosedur pengendalian barang
PDN-16.2.3.2 Melakukan monitoring dan kontrol pengendalian barang
PDN-16.2.4 Pengelolaan Patroli Keamanan
PDN-16.2.4.1 Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur patroli keamanan
PDN-16.2.4.2 Melakukan patroli keamanan untuk semua area pusat data
PDN-16.2.4.3 Menyiapkan perangkat keamanan tambahan sesuai kebutuhan
PDN-16.2.5 Pengelolaan Pemantauan Keamanan Fisik
PDN-16.2.5.1 Melakukan perencanaan pemantauan keamanan fisik
PDN-16.2.5.2 Melakukan pemantauan keamanan untuk semua area pada pusat data
PDN-16.2.6 Pengelolaan Penanganan Insiden dan Ancaman Keamanan Fisik
PDN-16.2.6.1 Merencanakan penanganan insiden dan ancaman keamanan fisik
PDN-16.2.6.2 Memonitor insiden dan ancaman keamanan fisik
PDN-16.2.6.3 Menilai dampak dari insiden dan ancaman keamanan fisik
PDN-16.2.6.4 Menindaklanjuti insiden dan ancaman keamanan fisik
PDN-16.2.6.5 Mendokumentasikan insiden, ancaman keamanan Tl, dan penanganannya
PDN-16.2.7 Pengelolaan Pelaporan Isu Keamanan Fisik
PDN-16.2.7.1 Menyusun prosedur pelaporan/pemberian masukkan terkait isu keamanan fisik
PDN-16.2.7.2 Melakukan tindak lanjut terhadap pelaporan yang masuk
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Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

PDN-16.3.1
PDN-16.3.1.1

PDN-16.3.1.2
PDN-16.3.2

PDN-16.3.2.1
PDN-16.3.2.2
PDN-16.3.2.3
PDN-16.3.2.4
PDN-16.3.2.5

PDN-16.3.2.6
PDN-16.3.2.7

PDN-16.3.2.8
PDN-16.3.3

PDN-16.3.3.1

PDN-16.3.3.2
PDN-16.3.4
PDN-16.3.4.1

PDN-16.3.4.2

Level 1

Level 2 Level 3 Level 4

Pengelolaan Kerangka Kerja Keberlangsungan Lingkungan
Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur keberlangsungan lingkungan
Melakukan penetapan dan pendistribusian kebijakan dan prosedur keberlangsungan
lingkungan

Pengelolaan Kategori Pengukuran Lingkungan
Melakukan penyusunan baseline kategori dan parameter pengukuran
Melakukan analisis trend penggunaan energi dalam pusat data
Melakukan manajemen emisi dari penggunaan energi pusat data
Melakukan pengelolaan limbah yang dibangun untuk meminimalisir bahan limbah
Melakukan pengelolaan air yang digunakan untuk kebutuhan operasional pusat data
Melakukan proses penilaian dan pengukuran aset ICT serta evaluasi efektivitas
penggunaannya
Menyusun pelaporan hasil penilaian keberlangsungan lingkungan
Melakukan tinjauan terhadap kebijakan dan prosedur keberlangsungan lingkungan
secara berkala

Pengelolaan Energi Terbarukan
Melakukan perencanaan dan analisis terhadap penggunaan energi terbarukan yang
dapat digunakan
Melakukan penyusunan rekomendasi dan perhitungan ROl terhadap energi terbarukan
yang mungkin digunakan

Pengelolaan Perencanaan Pengendalian Kontaminasi
Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur pengendalian kontaminasi terhadap
benda asing atau zat berbahaya
Melakukan pelaksanaan pengendalian kontaminasi

PDN-17 Pengelolaan Keuangan

PDN-17.1.1
PDN-17.1.1.1
PDN-17.1.1.2
PDN-17.2
PDN-17.2.1
PDN-17.2.2
PDN-17.3
PDN-17.3.1

Pengelolaan Proyeksi Anggaran
Melakukan reviu dan analisis parameter anggaran
Melakukan sosialisasi parameter anggaran
Pengelolaan Rencana Anggaran
Melakukan identifikasi kebutuhan anggaran fungsi
Menyusun rencana anggaran organisasi
Pengelolaan Realisasi Anggaran
Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran
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Sub Proses Bisnis

Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

INDEX Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
PDN-17.3.2 Melakukan pengalihan anggaran (redistribusi, realokasi, suplemen)
PDN- 17.2.1 Pengelolaan Pencatatan Utang & Piutang
PDN-17.2.1.1 Melakukan identifikasi utang dan piutang (termasuk utang dan piutang macet)
PDN-17.2.1.2 Melakukan pencatatan utang dan piutang
PDN-17.2.2 Pemantauan dan Evaluasi Utang & Piutang
PDN-17.2.2.1 Melakukan penagihan piutang
PDN-17.2.2.2 Melakukan pembayaran utang
PDN-17.3.1 Pengelolaan Pendataan Nilai Aset
PDN-17.3.1.1 Melakukan analisis penambahan aset dan proses kapitalisasi aset baru
PDN-17.3.1.2 Melakukan penerimaan aset (penyertaan modal negara)
PDN-17.3.1.3 Melakukan pencatatan aset (physical check asset)
PDN-17.3.2 Pengelolaan Penilaian Nilai Aset
PDN-17.3.2.1 Melakukan revaluasi aset
PDN-17.3.2.2 Melakukan perhitungan biaya depresiasi dan amortisasi
PDN-17.3.2.3 Melakukan analisis terhadap Return on Asset (RoA)
PDN-17.4.1 Pengelolaan Perhitungan Pajak
PDN-17.4.1.1 Melakukan identifikasi kebutuhan perhitungan pembayaran pajak
PDN-17.4.1.2 Melakukan kajian dan konsultasi pajak
PDN-17.4.1.3 Melakukan perhitungan pajak
PDN-17.4.2 Pengelolaan Pembayaran Pajak
PDN-17.4.2.1 Melakukan persiapan administrasi perpajakan
PDN-17.4.2.2 Melakukan pembayaran pajak
PDN-17.5.1 Pengelolaan Perencanaan Akuntansi
PDN-17.5.1.1 Evaluasi standar akuntansi keuangan (PSAK)
PDN-17.5.1.2 Pengelolaan Bagan Standar Perkiraan (BSP)
PDN-17.5.2 Pengelolaan Akuntansi Pendapatan
PDN-17.5.2.1 Melakukan perhitungan pendapatan
PDN-17.5.2.2 Melakukan akuntansi penerimaan dan mengevaluasi kewajaran penerimaan
PDN-17.5.3 Pengelolaan Akuntansi Umum dan Pelaporan
PDN-17.5.3.1 Penjurnalan ke dalam sistem
PDN-17.5.3.2 Penyusunan laporan akuntansi keuangan
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Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

PDN-17.5.4 Pengelolaan Operasional Perbendaharaan

Melakukan perhitungan dan pelaporan beban operasional (realisasi tahun berjalan
PDN-17.5.4.1

dengan tahun sebelumnya)
PDN-17.5.4.2 Melakukan analisis realisasi penerimaan dan belanja
PDN-17.5.4.3 Melakukan pelaporan realisasi penerimaan dan belanja
PDN-17.6.1 Perencanaan Revenue Assurance
PDN-17.6.1.1 Melakukan identifikasi sumber pemasukan
PDN-17.6.1.2 Melakukan identifikasi risiko potensi kebocoran pemasukan
PDN-17.6.2 Pengelolaan Revenue Assurance
PDN-17.6.2.1 Melakukan perhitungan pendapatan
PDN-17.6.2.2 Melakukan akuntansi penerimaan dan mengevaluasi kewajaran penerimaan
PDN-17.7.1 Pengelolaan Laporan Realisasi Anggaran
PDN-17.7.1.1 Melakukan pengumpulan data terkait laporan keuangan
PDN-17.7.1.2 Menyusun laporan keuangan
PDN-17.7.2 Pengelolaan audit laporan keuangan
PDN-17.7.2.1 Melakukan pengumpulan data terkait audit laporan keuangan
PDN-17.7.2.2 Menyiapkan respon atas audit query
PDN-17.7.2.3 Melakukan pendampingan audit keuangan
PDN-18.1.1 Pengelolaan Perencanaan Tl Internal
PDN-18.1.1.1 Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur tata kelola Tl Internal
PDN-18.1.1.2 Melakukan pengelolaan inovasi dan portofolio Tl Internal
PDN-18.1.1.3 Melakukan perencanaan SLA Tl Internal
PDN-18.1.1.4 Melakukan pengelolaan risiko Tl Internal
PDN-18.1.1.5 Melakukan manajemen kualitas Tl Internal
PDN-18.1.1.6 Melakukan pengelolaan sumber daya pendukung Tl Internal
PDN-18.1.2 Pengelolaan Pengembangan Solusi Tl Internal
PDN-18.1.2.1 Melakukan pengelolaan program dan proyek Tl Internal
PDN-18.1.2.2 Melakukan pendefinisian kebutuhan solusi Tl Internal
PDN-18.1.2.3 Melakukan pengembangan dan konfigurasi solusi Tl Internal
PDN-18.1.2.4 Melakukan pengelolaan ketersediaan dan kapasitas Tl Internal
PDN-18.1.2.5 Melakukan manajemen perubahan Tl Internal
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Sub Proses Bisnis
Level 4

Proses Bisnis Sub Proses Bisnis Sub Proses Bisnis
Level 1 Level 2 Level 3

Melakukan pengelolaan aset Tl Internal

PDN-18.2
PDN-18.2.1
PDN-18.2.1.1
PDN-18.2.1.2
PDN-18.2.1.3
PDN-18.2.1.4
PDN-18.2.2
PDN-18.2.2.1
PDN-18.2.2.2
PDN-18.2.2.3
PDN-18.3

Operasi dan Layanan Tl
Pengelolaan Operasi Tl Internal
Melakukan pengelolaan infrastruktur Tl Internal
Melakukan pengelolaan keberlanjutan Tl Internal
Melakukan pengelolaan keamanan Tl Internal
Melakukan pengelolaan kontrol proses bisnis Internal
Manajemen Layanan Tl Internal
Melakukan pengelolaan permintaan layanan Internal
Melakukan penanganan insiden Internal
Melakukan pengelolaan masalah Internal
Pemantauan dan Evaluasi Tl

PDN-18.3.1
PDN-18.3.1.1
PDN-18.3.1.2
PDN-18.3.2
PDN-18.3.2.1
PDN-18.3.2.2
PDN-19

Pengelolaan Pemantauan Tl Internal
Melakukan penyusunan parameter dan target kinerja Tl Internal
Melakukan pemantauan kinerja Tl Internal
Pengelolaan Evaluasi Tl Internal
Melakukan evaluasi kepatuhan Tl terhadap standar dan regulasi yang berlaku
Melakukan audit Tl secara rutin Internal

PDN-19.1
PDN-19.1.1
PDN-19.1.1.1
PDN-19.1.1.2
PDN-19.1.2

PDN-19.1.2.1

PDN-19.1.2.2
PDN-19.1.3
PDN-19.1.3.1

PDN-19.1.3.2
PDN-19.2

Manajemen Relasi

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
Analisis dan pemetaan pemangku kepentingan
Melakukan identifikasi pemangku kepentingan
Melakukan pemetaan pemangku kepentingan
Identifikasi dan respon kebutuhan informasi pemangku kepentingan
Melakukan analisis terkait informasi yang bisa diberikan ke pihak pemangku
kepentingan
Menentukan metode dalam merespon permintaan pemangku kepentingan
Implementasi program relasi dengan pemangku kepentingan
Melakukan eksekusi program relasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan
Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan relasi dan komunikasi dengan
pemangku kepentingan
Hukum

PDN-19.2.1
PDN-19.2.1.1

Pengelolaan dokumen legal organisasi
Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan dokumen legal terkait kegiatan bisnis
organisasi
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Sub Proses Bisnis

PDN-19.2.1.2
PDN-19.2.1.3

PDN-19.2.1.4

PDN-19.2.2

PDN-19.2.2.1
PDN-19.2.2.2
PDN-19.2.2.3
PDN-19.2.2.4
PDN-19.2.2.5
PDN-19.2.3

PDN-19.2.3.1
PDN-19.2.3.2
PDN-19.2.3.3
PDN-19.2.3.4
PDN-19.2.4

PDN-19.2.4.1
PDN-19.2.4.2
PDN-19.2.4.3

Level 1

Level 2 Level 3

Pengelolaan kegiatan perizinan

Pengelolaan kontrak/perjanjian

Konsultasi/advis/kajian hukum

Level 4
Mempersiapkan persyaratan administrasi pengurusan dokumen legal organisasi
Melakukan kegiatan pengurusan dokumen legal yang dibutuhkan untuk bisnis organisasi
Melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi terkait efektivitas proses pengurusan
dokumen legal organisasi

Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan perizinan berdasarkan bisnis organisasi
Melakukan identifikasi persyaratan untuk pengajuan perizinan

Menyusun metode pengurusan perizinan (pihak internal/pihak ketiga)

Melakukan pengajuan perizinan yang dibutuhkan untuk bisnis organisasi

Melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi terkait efektivitas proses perizinan

Merumuskan draft standar kontrak/perjanjian

Melakukan sosialisasi standar kontrak/perjanjian

Melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi standar kontrak/perjanjian

Melakukan pemantauan implementasi kontrak/perjanjian (periode validitas kontrak, dll)

Pengelolaan konsultasi/advis hukum organisasi

Pengelolaan kajian hukum
Penanganan kasus/perkara hukum
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1.2 Penjabaran Output Proses Bisnis

INDEX Sub Proses Bisnis Output
Level 4 P
PDN-01.1.1.1 Melakukan kajian eksternal organisasi Kajian Lingkungan Eksternal Usaha Pusat Data
PDN-01.1.1.2 Melakukan kajian internal organisasi Kajian Kapabilitas PDN
Melakuk jangk .
PDN-01.1.2.1 eg uxan per'wyus'unan rencana jangka Rencana Jangka Panjang PDN (5 tahunan)
panjang organisasi
PDN-01.1.2.2 Melakukan penyusunan rencana jangka Rencana Tahunan PDN
pendek organisasi
PDN-01.1.2.3 Melakukan pengajuan rencana organisasi ke Rencana Organisasi yang telah disetujui
regulator atau stakeholder
PDN-01.2.1.1 Melakukan identifikasi inisiatif organisasi Daftar Program Inisiatif PDN
Melakukan int i lini inisiatif
PDN-01.2.1.2 e u a.n integrastiinimasa inisiat Peta Jalan Pelaksanaan Program Inisiatif PDN
organisasi
Melakukan k lidasi d ialisasi N —
PDN-01.2.2.1 . ga " a‘m' ‘on'sm aSI. ar7 Sosialisasi Laporan Konsolidasi dan Sosialisasi Linimasa inisiatif organisasi
linimasa inisiatif organisasi
Melakukan pemantauan kesesuaian inisiatif
PDN-01.2.2.2 dengan perencanaan itegrasi yang telah Laporan kesesuaian inisiatif dengan perencanaan itegrasi yang telah disusun
disusun
PDN-01.3.1.1 Menylap kan to.o Is dan template untuk Tools dan template Enterprise Architecture
Enterprise Architecture
Melakukan kajian/studi pustaka terhadap
PDN-01.3.1.2 teori dan praktek terbaik Enterprise Dokumen Benchmarking Enterprise Architecture
Architecture
Melakukan identifikasi terhadap kegiat ) .
PDN-01.3.2.1 elakuran er.] mkasi terhadap kegla 'an . Daftar Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung PDN
utama dan kegiatan pendukung organisasi
PDN-01.3.2.2 Melqkukan finalisasi penyusunan Enterprise Dokumen Final Enterprise Architecture
Architecture
PDN-01.3.2.3 Melakukan sosialisasi Enterprise Architecture Laporan Sosialisasi Enterprise Architecture
PDN-01.3.3.1 Melakukan m'onltorlng dan eyalua5| Laporan monitoring dan evaluasi implementasi Enterprise Architecture
implementasi Enterprise Architecture
Melakuk baik berkala terkait . ) .
PDN-01.3.3.2 el u‘ an per. alkan secara berkala terka Laporan berkala perbaikan Enterprise Architecture
Enterprise Architecture
Melakukan pengumpulan data serta analisis . . . I
PDN-02.1.1.1 Kajian Sistem Penilaian Kinerja

data internal dan eksternal
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PDN-02.1.1.2

PDN-02.1.2.1

PDN-02.1.2.2
PDN-02.1.2.3
PDN-02.1.2.4

PDN-02.1.2.5

PDN-02.2.1.1

PDN-02.2.1.2

PDN-02.2.1.3

PDN-02.2.1.4
PDN-02.2.1.5

PDN-02.2.2.1

PDN-02.2.2.2

PDN-03.1.1.1

PDN-03.1.1.2

PDN-03.1.1.3
PDN-03.1.1.4

PDN-03.1.2.1

Sub Proses Bisnis
Level 4

Menentukan kriteria dan sistem penilaian
kinerja
Menetapkan target kinerja organisasi
berdasarkan strategi organsiasi dan aspirasi
pemangku kepentingan
Melakukan cascading target kinerja organisasi
ke level bidang dan unit kerja
Melakukan pembahasan draft KPI di bidang
Melakukan konsolidasi antar fungsi terkait
draft KPI
Melakukan finalisasi & sosialisasi target
kinerja
Melakukan pengawasan/monitoring kinerja
bisnis
Melakukan integrasi data hasil pencapaian
target kinerja bisnis untuk seluruh fungsi
Melakukan klarifikasi & penilaian pencapaian
target kinerja bisnis secara berkala
Melakukan evaluasi dan menyusun
rekomendasi perbaikan target kinerja bisnis
Menyusun laporan pencapaian kinerja bisnis
Melakukan tindak lanjut terkait hasil
monitoring implementasi rencana bisnis
organisasi
Menyusun laporan hasil tindak lanjut
implementasi rencana bisnis organisasi
Melakukan inisiasi perencanaan ketahanan
bisnis
Melakukan penyusunan tujuan dan kebijakan
ketahanan bisnis
Melakukan identifikasi risiko ketahanan bisnis
Melakukan business impact analysis
Melakukan pengembangan strategi ketahanan
organisasi
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Output

Dokumen kriteria dan sistem penilaian kinerja

Target Kinerja Organisasi PDN

Target Kinerja level bidang dan unit kerja PDN
Laporan Pembahasan Draft KPI bidang
Draft KPI Konsolidasi

Draft Final KPI dan Laporan Sosialisasi Target Kinerja

Laporan pengawasan/monitoring kinerja bisnis

Dokumen integrasi data hasil pencapaian target kinerja bisnis seluruh fungsi
Dokumen klarifikasi & penilaian pencapaian target kinerja bisnis

Laporan Evaluasi dan Rekomendasi perbaikan target kinerja bisnis

Laporan Pencapaian Kinerja Bisnis

Laporan Kemajuan Hasil tindak lanjut monitoring implementasi rencana bisnis organisasi

Laporan Final Hasil tindak lanjut monitoring implementasi rencana bisnis organisasi
Dokumen perencanaan ketahanan bisnis

Kebijakan ketahanan bisnis

Dokumen risiko ketahanan bisnis
Dokumen Business Impact Analysis

Strategi ketahanan organisasi
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PDN-03.1.2.2

PDN-03.1.3.1

PDN-03.1.3.2

PDN-03.1.4.1

PDN-03.1.4.2

PDN-03.1.4.3

PDN-03.1.4.4

PDN-03.2.1.1

PDN-03.2.1.2

PDN-03.2.1.3
PDN-03.2.2.1
PDN-03.2.2.2

PDN-03.2.3.1

PDN-03.2.3.2

PDN-03.2.3.3

PDN-03.2.3.4
PDN-03.2.3.5
PDN-03.2.4.1

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan penyusunan rencana
implementasi ketahanan organisasi
Melakukan pengujian dan pelatihan
ketahanan bisnis
Melakukan tinjauan dan penyusunan
rekomendasi untuk peningkatan ketahanan
bisnis
Melakukan tinjauan tujuan dan kebijakan
ketahanan bisnis
Melakukan tinjauan ruang lingkup dan risiko
ketahanan bisnis
Melakukan tinjauan pelaporan, rekomendasi,
dan observasi
Melakukan pembaruan perencanaan
ketahanan organisasi
Melakukan perencanaan pembentukan tim
manajemen krisis
Melakukan penunjukkan tim manajemen
krisis
Melakukan pertemuan dan simulasi
manajemen krisis secara berkala
Melakukan pembentukan crisis control center
Menentukan lokasi alternatif crisis control
center
Melakukan penyusunan kebijakan dan
prosedur komunikasi krisis
Melakukan identifikasi dan penunjukkan juru
bicara komunikasi krisis
Melakukan pelatihan media untuk juru bicara
komunikasi krisis
Menyediakan akses informasi yang memadai
kepada juru komunikasi krisis
Mempersiapkan draf pesan komunikasi krisis
Melakukan pemantauan rutin terkait
implementasi program komunikasi krisis
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Output
Perencanaan implementasi ketahanan organisasi

Hasil pengujian dan laporan pelatihan ketahanan bisnis

Laporan tinjauan dan rekomendasi terhadap peningkatan ketahanan bisnis

Laporan tinjauan tujuan dan kebijakan ketahanan bisnis

Laporan tinjauan ruang lingkup dan risiko ketahanan bisnis

Laporan tinjauan pelaporan, rekomendasi, dan observasi ketahanan bisnis
Dokumen perencanaan terbaru berdasarkan hasil tinjauan

Dokumen perencanaan tim manajemen krisis

Surat penugasan tim manajemen krisis

Laporan hasil pertemuan dan/atau simulasi manajemen krisis
Dokumen pembentukan crisis control center

Surat penunjukkan lokasi alternatif

Kebijakan dan prosedur komunikasi krisis
Surat penugasan juru bicara komunikasi krisis
Laporan pelaksanaan pelatihan

Dokumen perizinan pemberian akses informasi
Draf pesan komunikasi krisis

Hasil monitoring implementasi program komunikasi krisis
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PDN-03.2.4.2

PDN-04.1.1.1

PDN-04.1.1.2
PDN-04.1.2
PDN-04.1.2.1

PDN-04.2.1.1
PDN-04.2.1.2
PDN-04.2.1.3
PDN-04.2.1.4
PDN-04.2.2.1

PDN-04.2.2.2

PDN-04.2.2.3

PDN-04.2.2.4

PDN-04.2.2.5

PDN-04.2.3.1
PDN-04.2.3.2

PDN-04.2.3.3

PDN-04.2.3.4

INDEX

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan evaluasi dan menyusun
rekomendasi terkait implementasi program
komunikasi krisis
Melakukan penyusunan kebijakan dan
prosedur portofolio layanan
Melakukan penyusunan kerangka profil
portofolio layanan
Melakukan pencatatan portofolio layanan
Melakukan evaluasi portofolio layanan secara
rutin
Melakukan perencanaan analisis kebutuhan
pasar
Melakukan analisis kebutuhan pasar
Melakukan penyusunan rekomendasi
berdasarkan analisis kebutuhan pasar
Melakukan tindak lanjut rekomendasi
Melakukan perencanaan studi kelayakan
terkait pengembangan layanan
Melakukan studi kelayakan terkait
pengembangan layanan dalam sudut
pandang bisnis
Melakukan studi kelayakan terkait
pengembangan layanan dalam sudut
pandang teknis
Melakukan penyusunan laporan hasil studi
kelayakan
Melakukan tindak lanjut pengembangan
layanan berdasarkan hasil studi kelayakan
Menyusun identitas layanan
Merumuskan deskripsi dan support layanan
Melakukan deskripsi komitmen pelayanan
dan pelanggaran perjanjian
Melakukan tinjauan dan evaluasi perjanjian
layanan dengan pihak pihak yang terlibat
secara berkala
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Output

Rekomendasi perbaikan program komunikasi krisis

Kebijakan dan prosedur portofolio layanan

Draf kerangka portofolio layanan
Dokumen portofolio layanan

Laporan hasil evaluasi portofolio layanan

Perencanaan analisis pasar

Hasil analisis pasar

Dokumen rekomendasi

Laporan tindak lanjut rekomendasi

Perencanaan studi kelayakan

Hasil studi kelayakan bisnis

Hasil studi kelayakan teknis

Laporan studi kelayakan

Laporan tindak lanjut pengembangan layanan

Dokumen katalog layanan
Dokumen katalog layanan

Dokumen SLA layanan

Laporan pemenuhan SLA layanan
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PDN-04.2.3.5

PDN-04.2.3.6

PDN-04.2.4.1
PDN-04.2.4.2

PDN-04.2.4.3

PDN-04.2.4.4
PDN-04.3.1.1
PDN-04.3.1.2

PDN-04.3.1.3

PDN-04.3.1.4
PDN-04.3.1.5

PDN-04.3.1.6

PDN-04.3.2.1
PDN-04.3.2.2

PDN-04.3.2.3
PDN-04.3.2.4

PDN-04.3.3.1

PDN-04.3.3.2

PDN-04.3.3.3
PDN-04.3.3.4

PDN-04.3.3.5
PDN-04.3.3.6

INDEX

Sub Proses Bisnis
Level 4

Menyusun dokumen pelaporan target
pelaksanaan perjanjian layanan
Melakukan pencatatan ketidaksesuaian
perjanjian layanan
Melakukan perencanaan tinjauan layanan
Melakukan tinjauan layanan
Melakukan penyusunan laporan hasil tinjauan
layanan
Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil
tinjauan layanan
Menentukan tujuan proyek
Melakukan identifikasi pemangku
kepentingan proyek
Melakukan evaluasi dan studi kelayakan
dalam sudut pandang bisnis
Melakukan evaluasi dan studi kelayakan
dalam sudut pandang teknis
Melakukan persetujuan proyek
Melakukan identifikasi risiko proyek dan
perencanaan mitigasinya dalam konteks high
level
Melakukan penyusunan ruang lingkup proyek
Melakukan penyusunan tugas dan waktu
proyek
Melakukan penyusunan tim proyek
Menentukan lokasi pengerjaan proyek
Melakukan tinjauan progres status proyek
secara rutin
Melakukan identifikasi, evaluasi, dan resolusi
risiko selama proyek berlangsung
Melakukan pengelolaan tim
Melakukan pengadaan apabila dibutuhkan
Melakukan manajemen perubahan apabila
dibutuhkan
Melakukan administrasi proyek

Laporan pemenuhan SLA layanan

Laporan pemenuhan SLA layanan

Perencanaan tinjauan layanan
Laporan pelaksanaan tinjauan layanan

Laporan hasil tinjauan layanan

Laporan tindak lanjut tinjauan layanan
Tujuan proyek

Hasil identifikasi pemangku kepentingan
Hasil evaluasi dan studi kelayakan bisnis

Hasil evaluasi dan studi kelayakan teknis

Dokumen persetujuan proyek
Dokumen risiko proyek

Ruang lingkup proyek

Dokumen Work Breakdown Structure (WBS)

Surat penugasan tim proyek
Surat penempatan proyek

Laporan progres status proyek

Dokumen risiko proyek

Dokumen pengelolaan tim
Dokumen pengadaan

Dokumen manajemen perubahan

Dokumen administrasi
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Output
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PDN-04.3.4.1

PDN-04.3.4.2

PDN-04.3.4.3

PDN-04.3.4.4

PDN-04.3.5.1
PDN-04.3.5.2
PDN-04.3.5.3

PDN-04.3.5.4

PDN-04.3.5.5

PDN-04.4.1.1

PDN-04.4.1.2
PDN-04.4.1.3
PDN-04.4.2.1
PDN-04.4.2.2
PDN-04.4.2.3

PDN-04.4.3.1

PDN-04.4.3.2

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan tinjauan performa proyek
berdasarkan target teknis, keuangan, kualitas,
dan waktu
Menyusun dan mendistribusikan laporan
progres proyek kepada pemangku
kepentingan secara rutin
Melakukan pemantauan dan eskalasi
terhadap kondisi darurat
Melakukan tinjauan dampak yang mungkin
terjadi terhadap perubahan kebutuhan
proyek
Melakukan tinjauan formal terhadap
kelengkapan seluruh tugas dan tujuan proyek
Menyusun lessons learned proyek
Menyusun rekomendasi untuk proyek-proyek
selanjutnya
Mendomentasikan seluruh dokumentasi
proyek sesuai dengan ketentuan dalam
manajemen dokumen dan pengarsipan
Melakukan verifikasi dan persetujuan proyek
kepada user proyek
Melakukan identifikasi kebutuhan kerja sama
bisnis
Melakukan penyusunan perencanaan kerja
sama bisnis
Melakukan analisis potensi kerja sama bisnis
Melakukan komunikasi dengan calon partner
bisnis
Melakukan pembahasan kerja sama bisnis
Melakukan penyusunan dan penetapan MoU
kerja sama bisnis
Melakukan evaluasi kerja sama bisnis secara
berkala
Melakukan tindak lanjut evaluasi kerja sama
bisnis

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Laporan tinjauan performa proyek

Laporan pendistribusian laporan

Laporan pemantauan kondisi darurat

Laporan tinjauan dampak perubahan kebutuhan

Laporan kelengkapan proyek
Laporan lesson learned proyek

Laporan rekomendasi proyek

Dokumentasi proyek

Laporan persetujuan proyek
Dokumen kebutuhan kerja sama bisnis

Perencanaan kerja sama bisnis

Hasil analisis potensi kerja sama bisnis
Dokumen komunikasi

Dokumen hasil pembahasan kerja sama bisnis

Dokumen MoU kerja sama bisnis
Laporan hasil evaluasi kerja sama bisnis

Laporan tindak lanjut evaluasi kerja sama bisnis
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PDN-05.1.1.1

PDN-05.1.1.2

PDN-05.1.1.3

PDN-05.1.1.4

PDN-05.1.2.1

PDN-05.1.2.2

PDN-05.1.2.3

PDN-05.1.3.1

PDN-05.1.3.2

PDN-05.1.3.3

PDN-05.1.4.1

PDN-05.1.4.2

PDN-05.1.4.3

PDN-05.1.4.4

PDN-05.1.5.1
PDN-05.1.5.2
PDN-05.1.5.3
PDN-05.1.5.4
PDN-05.1.5.5

Sub Proses Bisnis
Level 4

Menganalisis kebutuhan sumber daya
perangkat Tl saat ini
Menganalisis kebutuhan sumber daya
perangkat Tl ke depan
Melakukan pengelolaan pembaharuan rack
dan detail rencana penggunaan lantai untuk
setiap ruang komputer dan IT
Menyusun rencana alokasi sumber daya
perangkat
Menyusun rencana pemeriksaan prainstalasi
perangkat
Melakukan pemeriksaan prainstalasi
perangkat
Melakukan tindak lanjut prainstalasi
perangkat
Menyusun daftar pemeriksaan pascainstalasi
perangkat
Melakukan pemeriksaan pascainstalasi
perangkat
Melakukan tindak lanjut pascainstalasi
perangkat
Menyusun daftar aktivitas pascainstalasi
perangkat
Melaksanakan aktivitas pascainstalasi
perangkat
Melakukan pemeriksaan aktivitas
pascainstalasi perangkat
Melakukan tindak lanjut aktivitas
pascainstalasi perangkat
Menyusun daftar perawatan perangkat
Memonitor kondisi perangkat
Menyusun rencana penggantian perangkat
Melakukan penggantian perangkat
Menangani insiden perangkat

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Dokumen penggunaan sumber daya saat ini (konektivitas daya, kapasitas daya,
konektivitas jaringan)
Dokumen kebutuhan sumber daya ke depan (konektivitas daya, kapasitas daya,
konektivitas jaringan)

Diagram rak dan rancangan denah

Dokumen rancangan penempatan perangkat dan penggunaan sumber daya
Dokumen daftar pemeriksaan prainstalasi

Laporan hasil pemeriksaan prainstalasi

Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan prainstalasi

Dokumen daftar pemeriksaan pascainstalasi

Laporan hasil pemeriksaan pascainstalasi

Laporan hasil tindak lanjut pascainstalasi

Dokumen daftar aktivitas pascainstalasi

Laporan aktivitas pascainstalasi

Laporan hasil pemeriksaan aktivitas pascainstalasi

Laporan hasil tindak lanjut aktivitas pascainstalasi

Dokumen daftar perawatan perangkat
Laporan hasil pemeriksaan kondisi perangkat
Dokumen penggantian perangkat

Laporan hasil penggantian perangkat
Laporan hasil penanganan insiden
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PDN-05.1.6.1

PDN-05.1.6.2
PDN-05.1.6.3
PDN-05.1.6.4

PDN-05.1.6.5

PDN-05.1.6.6

PDN-05.1.6.7

PDN-05.1.6.8

PDN-05.1.7.1

PDN-05.1.7.2

PDN-05.1.7.3

PDN-05.1.7.4

PDN-05.1.7.5

PDN-05.2.1.1
PDN-05.2.1.2
PDN-05.2.1.3

PDN-05.2.2.1

PDN-05.2.2.2
PDN-05.2.2.3

Sub Proses Bisnis
Level 4

Merencanakan proses penonaktifan
perangkat Tl dari ruang komputer
Merencanakan pembersihan data pada
perangkat Tl
Melakukan penonaktifan perangkat Tl
Melakukan pembersihan data pada perangkat
Tl
Melakukan pemeriksaan perangkat Tl yang
telah nonaktif
Melakukan pemeriksaan data pada perangkat
Tl
Melakukan tindak lanjut pada perangkat Tl
yang telah nonaktif
Melakukan tindak lanjut pada data yang
tersisa di perangkat Tl
Melakukan pemeriksaan komponen tidak
terpakai
Merencanakan proyek pembersihan
komponen tidak terpakai
Melaksanakan proyek pembersihan
komponen tidak terpakai
Melakukan pemeriksaan setelah pembersihan
komponen tidak terpakai
Melakukan tindak lanjut pembersihan
komponen tidak terpakai
Merencanakan pelaksanaan instalasi
perangkat
Melaksanakan instalasi perangkat
Melakukan pengujian dan meninjau hasil
instalasi perangkat
Merencanakan jadwal rotasi perangkat
redundan
Merencanakan proses rotasi perangkat
redundan
Melaksanakan rotasi perangkat redundan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
Dokumen rencana penonaktifan dan pembersihan data perangkat Tl

Dokumen rencana penonaktifan dan pembersihan data perangkat Tl
Laporan hasil penonaktifan dan pembersihan data perangkat Tl

Laporan hasil penonaktifan dan pembersihan data perangkat Tl

Laporan hasil pemeriksaan dan pembersihan data perangkat Tl yang nonaktif
Laporan hasil pemeriksaan dan pembersihan data perangkat Tl yang nonaktif
Laporan hasil tindak lanjut perangkat dan pembersihan data Tl yang nonaktif
Laporan hasil tindak lanjut perangkat dan pembersihan data Tl yang nonaktif
Laporan hasil pemeriksaan komponen

Dokumen rencana pembersihan komponen

Laporan hasil pembersihan komponen

Laporan hasil pemeriksaan pembersihan komponen

Laporan hasil tindak lanjut pembersihan komponen

Dokumen rencana instalasi
Laporan hasil instalasi

Laporan hasil pengujian instalasi
Dokumen jadwal rotasi perangkat

Dokumen rencana rotasi perangkat

Laporan hasil rotasi perangkat
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PDN-05.2.2.4

PDN-05.2.3.1

PDN-05.2.3.2

PDN-05.2.3.3

PDN-05.2.3.4

PDN-05.2.4.1

PDN-05.2.4.2

PDN-05.2.4.3

PDN-05.2.5.1
PDN-05.2.5.2

PDN-05.3.1.1

PDN-05.3.1.2
PDN-05.3.1.3

PDN-05.3.2.1

PDN-05.3.2.2

PDN-05.3.2.3
PDN-05.3.2.4

PDN-05.3.3.1

PDN-05.3.3.2

PDN-05.3.3.3

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan pembaruan jadwal rotasi
perangkat redundan
Menyusun alur koordinasi pemeliharaan
perangkat
Menyusun dokumen koordinasi pemeliharaan
perangkat
Melakukan koordinasi pemeliharaan
perangkat
Memperbarui dokumen koordinasi
pemeliharaan perangkat
Menyusun rencana pengujian dan peninjauan
perangkat
Melakukan pengujian dan peninjauan
perangkat
Menindak lanjuti hasil pengujian dan
peninjauan perangkat
Menyusun rencana penghapusan perangkat
Melakukan penghapusan perangkat
Memeriksa ketersediaan, performa, dan
kapasitas yang digunakan
Menyusun baseline batasan kapasitas
Menilai dampak bisnis ketiadaan sumber daya
Memonitor ketersediaan dan kapasitas
perangkat
Memonitor ketersediaan dan kapasitas
sumber daya
Meninjau hasil pemonitoran perangkat
Meninjau hasil pemonitoran sumber daya
Mengidentifikasi masalah ketersediaan,
performa, dan kapasitas perangkat
Mengidentifikasi masalah ketersediaan,
performa, dan kapasitas sumber daya
Mengkoordinasikan masalah ketersediaan,
performa, dan kapasitas perangkat maupun
sumber daya

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
Dokumen jadwal rotasi perangkat
Dokumen koordinasi pemeliharaan perangkat
Dokumen koordinasi pemeliharaan perangkat
Laporan hasil koordinasi pemeliharaan perangkat
Dokumen koordinasi pemeliharaan perangkat
Dokumen rencana pengujian dan peninjauan perangkat
Laporan hasil pengujian dan peninjauan perangkat

Laporan hasil tindak lanjut pengujian dan peninjauan perangkat

Dokumen rencana penghapusan perangkat
Laporan hasil penghapusan perangkat

Laporan hasil pemeriksaan ketersediaan, performa, dan kapasitas

Dokumen baseline batasan kapasitas
Dokumen dampak bisnis ketiadaan sumber daya

Laporan ketersediaan dan kapasitas perangkat

Laporan ketersediaan dan kapasitas sumber daya

Laporan hasil peninjauan perangkat
Laporan hasil peninjauan sumber daya

Laporan hasil identifikasi masalah perangkat

Laporan hasil identifikasi masalah sumber daya

Koordinasi masalah perangkan dan sumber daya
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PDN-05.3.3.4

PDN-06.1.1

PDN-06.1.2

PDN-06.1.3
PDN-06.1.4
PDN-06.1.5
PDN-06.1.6
PDN-06.1.7
PDN-06.2.1
PDN-06.2.2
PDN-06.2.3

PDN-06.2.4
PDN-06.2.5
PDN-06.2.6

PDN-06.2.7

PDN-06.3.1.1
PDN-06.3.1.2
PDN-06.3.1.3
PDN-06.3.1.4
PDN-06.3.1.5

PDN-06.3.1.6

PDN-06.3.1.7

PDN-06.3.1.8

PDN-06.3.1.9

INDEX

Sub Proses Bisnis
Level 4

Menutup laporan masalah ketersediaan,
performa, dan kapasitas perangkat maupun
sumber daya
Mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna
yang menggunakan jaringan
Mengumpulkan data perangkat jaringan
dengan teknologi yang sesuai
Merancang topologi jaringan
Merancang pengalamatan jaringan
Menentukan spesifikasi perangkat jaringan
Merancang keamanan jaringan
Merancang pemulihan jaringan
Menyiapkan kabel jaringan
Memasang kabel jaringan
Memasang jaringan nirkabel
Memasang perangkat jaringan ke dalam
sistem jaringan
Melakukan konfigurasi switch pada jaringan
Melakukan konfigurasi routing pada perangkat
jaringan dalam satu autonomous system
Melakukan konfigurasi routing pada perangkat
jaringan antar autonomous system
Mengatasi serangan pada jaringan
Mengidentifikasi sumber kerusakan
Memperbaiki kerusakan konfigurasi jaringan
Mengganti perangkat jaringan yang rusak
Mengoptimalkan kinerja sistem jaringan
Mengembangkan prosedur pemeliharaan
jaringan
Melakukan backup dan restore konfigurasi
jaringan
Mengganti perangkat jaringan sesuai dengan
kebutuhan baru
Mengevaluasi jaringan komputer untuk
pengembangan masa depan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Laporan hasil penyelesaian masalah perangkat dan sumber daya

Dokumen kebutuhan teknis jaringan

Dokumen daftar perangkat jaringan

Dokumen topologi jaringan

Dokumen rancangan pengalamatan jaringan
Dokumen spesifikasi perangkat jaringan
Dokumen rencana pengamanan jaringan
Dokumen rencana pemulihan jaringan
Laporan pemasangan koneksi jaringan
Laporan pemasangan koneksi jaringan
Laporan pemasangan koneksi jaringan

Laporan hasil konfigurasi perangkat jaringan
Laporan hasil konfigurasi perangkat jaringan

Laporan hasil konfigurasi perangkat jaringan

Laporan hasil konfigurasi perangkat jaringan

Laporan hasil perbaikan jaringan
Laporan hasil identifikasi kerusakan
Laporan hasil perbaikan jaringan
Laporan hasil perbaikan jaringan
Laporan hasil perbaikan jaringan

Dokumen pemeliharaan jaringan
Dokumen dokumentasi konfigurasi jaringan
Laporan penggantian perangkat jaringan

Laporan hasil evaluasi jaringan
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PDN-06.3.2.1

PDN-06.3.2.2

PDN-06.3.2.3

PDN-06.3.2.4
PDN-06.3.3.1
PDN-06.3.3.2

PDN-07.1.1.1

PDN-07.1.1.2

PDN-07.1.1.3

PDN-07.1.2.1

PDN-07.1.2.2
PDN-07.1.2.3
PDN-07.1.2.4

PDN-07.1.3.1

PDN-07.1.3.2
PDN-07.1.3.3

PDN-07.1.3.4

PDN-07.2.1.1

INDEX

Sub Proses Bisnis
Level 4

Mengimplementasikan solusi jaringan pada
waktu implementasi pertama kali arsitektur
jaringan
Melakukan pemeliharaan konfigurasi atas
jaringan komunikasi, baik WAN, Extranet,
Intranet atau Internet
Melakukan peningkatan kinerja jaringan
secara terus menerus dengan kapasitas yang
tersedia
Memberikan dukungan teknis level kedua atas
insiden yang dieskalasi dari service desk
Memonitor keamanan jaringan
Melakukan monitoring kapasitas dan kinerja
jaringan
Menyusun kebijakan dan prosedur keamanan
Tl
Menyampaikan hasil kebijakan dan prosedur
keamanan TI
Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan
dan prosedur keamanan Tl
Menyusun daftar risiko keamanan Tl dan
dampaknya
Menyusun rencana mitigasi risiko keamanan
Tl
Melakukan mitigasi risiko keamanan Tl
Meninjau dan memperbarui kembali risiko,
dampak, dan mitigasi yang ada
Menyusun rencana evaluasi kinerja keamanan
Tl
Melakukan evaluasi kinerja keamanan Tl
Memonitor kinerja keamanan TI
Menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi kinerja
keamanan TI
Melakukan ldentifikasi sumber daya dari
ancaman dunia maya (hunting cyber threats)

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Laporan hasil implementasi jaringan

Laporan hasil pemeliharaan jaringan

Laporan hasil pemeliharaan jaringan

Laporan hasil penyelesaian insiden jaringan
Laporan hasil monitor keamanan jaringan

Laporan hasil monitor kinerja jaringan

Dokumen kebijakan dan prosedur keamanan TI

Laporan hasil sosialisasi kebijakan dan prosedur keamanan Tl
Laporan hasil monitor kepatuhan kebijakan dan prosedur
Dokumen rincian daftar risiko dan dampak keamanan Tl

Dokumen rencana mitigasi risiko keamanan Tl
Laporan hasil mitigasi risiko keamanan Tl

Dokumen pembaruan risiko, dampak, dan mitigasi keamanan TI

Dokumen rencana evaluasi kinerja keamanan Tl

Laporan evaluasi kinerja keamanan Tl
Laporan Monitoring kinerja keamanan Tl

Laporan Tindak Lanjut berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl
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PDN-07.2.1.2
PDN-07.2.1.3
PDN-07.2.1.4
PDN-07.2.1.5

PDN-07.2.1.6

PDN-07.2.1.7

PDN-07.2.1.8

PDN-07.2.1.9

PDN-07.2.1.10

PDN-07.2.1.11

PDN-07.2.1.12

PDN-07.2.2.1
PDN-07.2.2.2

PDN-07.2.2.3
PDN-07.2.2.4
PDN-07.2.3.1

PDN-07.2.3.2

INDEX

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan identifikasi vektor serangan yang
umum
Melakukan identifikasi aktivitas berbahaya
Melakukan identifikasi pola perilaku yang
mencurigakan
Melakukan investigasi insiden keamanan
Melakukan investigasi insiden menggunakan
Security Information and Event Management
(SIEM) dan/atau security orchestration and
automation (SOAR) di SOC
Melaksanakan identifikasi OS, layanan, dan
enumerasi pengguna
Melakukan identifikasi dan menggunakan
virus, worm komputer, dan malware untuk
mengeksploitasi sistem
Menafsirkan urutan kejadian selama serangan
berdasarkan analisis pola lalu lintas
Menganalisis perilaku pengguna dan entitas
yang tidak wajar (UEBA)
Melaksanakan pemindaian jaringan untuk
mengidentifikasi mesin yang aktif dan rentan
dalam jaringan
Melakukan identifikasi dan gunakan virus,
worm komputer, dan malware untuk
mengeksploitasi sistem
Menyusun rencana tindak lanjut keamanan TI
Menyusun rekomendasi peningkatan
keamanan TI
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
terkait peningkatan keamanan TI
Meninjau hasil tindak lanjut keamanan Tl
Melaksanakan identifikasi OS, layanan, dan
enumerasi pengguna
Melaksanakan peretasan sistem, steganografi,
serangan steganalisis, dan cover track

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl
Laporan hasil identifikasi keamanan Tl
Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil analisis insiden keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Dokumen rencana tindak lanjut keamanan TI

Dokumen rencana tindak lanjut keamanan TI

Laporan koordinasi peningkatan keamanan Tl

Laporan hasil tindak lanjut keamanan Tl

Laporan hasil identifikasi keamanan Tl

Laporan hasil pengujian keamanan Tl
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PDN-07.2.3.3

PDN-07.2.3.4

PDN-07.2.3.5
PDN-07.2.3.6

PDN-07.2.3.7
PDN-07.2.3.8
PDN-07.3.1.1

PDN-07.3.1.2

PDN-07.3.1.3

PDN-07.3.1.4

PDN-07.3.1.5

PDN-07.3.2.1
PDN-07.3.2.2
PDN-07.3.2.3
PDN-07.3.2.4
PDN-07.4.1.1

PDN-07.4.1.2

PDN-07.4.1.3
PDN-07.4.2.1
PDN-07.4.2.2

PDN-07.4.2.3
PDN-08.1.1.1
PDN-08.1.1.2

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan packet sniffing
Melakukan berbagai serangan server web dan
aplikasi web termasuk traversal direktori,
gangguan parameter, XSS, dll
Melaksanakan serangan injeksi SQL
Melaksanakan berbagai jenis serangan
kriptografi
Melaksanakan analisis kerentanan untuk
mengidentifikasi celah keamanan
Melakukan sistem hardening
Merencanakan penanganan insiden dan
ancaman keamanan TI
Memonitor insiden dan ancaman keamanan
Tl
Menilai dampak dari insiden dan ancaman
keamanan TI
Menindaklanjuti insiden dan ancaman
keamanan TI
Mendokumentasikan insiden, ancaman
keamanan Tl, dan penanganannya
Melakukan pencatatan isu keamanan Tl
Menyusun laporan isu keamanan Tl
Menindak lanjuti isu keamanan Tl
Memperbarui status isu keamanan Tl
Merencanakan program security awareness
Menyusun indikator pelaksanaan security
awareness
Memperbarui program security awareness
Melaksanakan program security awareness
Menilai hasil pelaksanaan security awareness
Melakukan evaluasi pelaksanaan security
awareness
Menyusun rencana sistem komputasi awan
Menyampaikan rencana sistem komputasi
awan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Laporan hasil pengujian keamanan Tl
Laporan hasil pengujian keamanan Tl

Laporan hasil pengujian keamanan Tl

Laporan hasil pengujian keamanan Tl

Laporan hasil analisis kerentanan keamanan Tl
Laporan hasil hardening

Dokumen rencana penanganan insiden dan ancaman keamanan Tl
Laporan hasil monitor insiden dan ancaman keamanan Tl

Laporan hasil analisis insiden dan ancaman keamanan Tl

Laporan hasil tindak lanjut insiden dan ancaman keamanan Tl

Dokumentasi insiden dan ancaman keamanan Tl serta penanganannya

Dokumentasi isu keamanan Tl

Laporan isu keamanan TI

Laporan hasil tindak lanjut keamanan Tl
Dokumentasi isu keamanan TI

Program security awareness

Dokumen indikator pelaksanaan security awarness

Dokumen rancangan program security awareness
Laporan hasil pelaksanaan program security awareness
Laporan hasil pelaksanaan program security awareness

Laporan hasil pelaksanaan program security awareness
Dokumen rencana sistem komputasi awan

Dokumen rencana sistem komputasi awan
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PDN-08.1.1.3

PDN-08.1.1.4

PDN-08.1.2.1

PDN-08.1.2.2

PDN-08.1.2.3

PDN-08.1.2.4

PDN-08.1.3.1

PDN-08.1.3.2

PDN-08.1.3.3

PDN-08.1.3.4
PDN-08.2.1.1
PDN-08.2.1.2

PDN-08.2.1.3

PDN-08.2.1.4

PDN-08.2.2.1

PDN-08.2.2.2

PDN-08.2.2.3

PDN-08.2.2.4

Sub Proses Bisnis
Level 4

Memonitor pencapaian rencana sistem
komputasi awan
Membuat laporan pencapaian rencana sistem
komputasi awan
Merencanakan proses implementasi sistem
komputasi awan
Melaksanakan implementasi sistem
komputasi awan
Menguiji hasil implementasi sistem komputasi
awan
Menindaklanjuti temuan hasil implementasi
sistem komputasi awan
Merencanakan pemantauan dan tindak lanjut
sistem komputasi awan
Melaksanakan pemantauan operasional
sistem komputasi awan
Melaksanakan tindak lanjut pada temuan
yang ada di sistem komputasi awan
Mendokumentasikan temuan dan
penanganan sistem komputasi awan
Menyusun rencana layanan komputasi awan
Menyampaikan rencana layanan komputasi
awan
Memonitor pencapaian rencana layanan
komputasi awan
Membuat laporan pencapaian rencana
layanan komputasi awan
Merencanakan proses implementasi layanan
komputasi awan
Melaksanakan implementasi layanan
komputasi awan
Menguiji hasil implementasi layanan
komputasi awan
Menindak lanjuti temuan hasil implementasi
layanan komputasi awan
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Output
Laporan proses pengembangan sistem komputasi awan
Laporan pencapaian rencana sistem komputasi awan
Dokumen rencana teknis sistem komputasi awan
Laporan hasil implementasi sistem komputasi awan
Laporan hasil pengujian implementasi sistem komputasi awan
Laporan hasil tindak lanjut temuan pada hasil implementasi sistem komputasi awan
Dokumen rencana pemantauan dan tindak lanjut sistem komputasi awan
Laporan hasil pemantauan operasional sistem komputasi awan
Laporan hasil tindak lanjut temuan pada operasional sistem komputasi awan

Dokumentasi temuan dan penanganan sistem komputasi awan
Dokumen rencana layanan komputasi awan

Dokumen rencana layanan komputasi awan

Laporan proses pengembangan layanan komputasi awan
Laporan pencapaian rencana layanan komputasi awan
Dokumen rencana teknis layanan komputasi awan

Laporan hasil implementasi layanan komputasi awan

Laporan hasil pengujian implementasi layanan komputasi awan

Laporan hasil tindak lanjut temuan pada hasil implementasi layanan komputasi awan
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PDN-08.2.3.1

PDN-08.2.3.2

PDN-08.2.3.3

PDN-08.2.3.4

PDN-08.3.1.1

PDN-08.3.1.2
PDN-08.3.1.3
PDN-08.3.1.4

PDN-08.3.2.1

PDN-08.3.2.2

PDN-08.3.2.3

PDN-08.3.2.4

PDN-09.1.1.1
PDN-09.1.1.2

PDN-09.1.1.3

PDN-09.1.1.4
PDN-09.1.1.5
PDN-09.1.1.6

PDN-09.1.1.7

Sub Proses Bisnis
Level 4

Merencanakan pemantauan dan tindak lanjut
layanan komputasi awan
Melaksanakan pemantauan operasional
layanan komputasi awan
Melaksanakan tindak lanjut pada temuan
yang ada di layanan komputasi awan
Mendokumentasikan temuan dan
penanganan layanan komputasi awan
Menyusun rencana pelaksanaan layanan
kolokasi
Menyusun daftar pemeriksaan hasil
pelaksanaan layanan kolokasi
Melaksanakan implementasi layanan kolokasi
Melakukan pengujian hasil implementasi
layanan kolokasi
Menyusun rencana pemantauan layanan
kolokasi
Memonitor dan mencatat temuan pada
layanan kolokasi
Menindaklanjuti temuan pada layanan
kolokasi
Mendokumentasikan temuan dan tindak
lanjut pada layanan kolokasi
Melakukan pencatatan permintaan layanan
Melakukan kategorisasi permintaan layanan
Menentukan tingkatan/prioritisasi setiap
permintaan layanan
Melakukan eskalasi dan notifikasi permintaan
layanan kepada pihak-pihak terkait
Merumuskan resolusi permintaan layanan
Melakukan penutupan proses permintaan
layanan
Menentukan metrik laporan permintaan
layanan dan menyusun laporan permintaan
layanan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
Dokumen rencana pemantauan dan tindak lanjut layanan komputasi awan
Laporan hasil pemantauan operasional layanankomputasi awan
Laporan hasil tindak lanjut temuan pada operasional sistem komputasi awan
Dokumentasi temuan dan penanganan layanan komputasi awan
Dokumen rencana pelaksanaan layanan kolokasi

Dokumen daftar pemeriksaan layanan kolokasi
Laporan hasil implementasi layanan kolokasi

Laporan hasil pengujian hasil implementasi layanan kolokasi
Dokumen rencana pemantauan layanan kolokasi

Laporan hasil temuan pada layanan kolokasi

Laporan hasil tindak lanjut temuan pada layanan kolokasi

Dokumentasi temuan dan penanganan pada layanan kolokasi

Dokumen permintaan layanan
Dokumen kategori layanan

Dokumen tingkatan/prioritas layanan

Dokumen eskalasi dan notifikasi permintaan layanan
Dokumen resolusi permintaan layanan

Dokumen penutupan permintaan layanan

Laporan pemenuhan permintaan layanan
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PDN-09.1.2.1

PDN-09.1.2.2

PDN-09.1.2.3

PDN-09.1.3.1

PDN-09.1.3.2

PDN-09.1.3.3

PDN-09.1.4.1

PDN-09.1.4.2
PDN-09.1.4.3

PDN-09.1.4.4

PDN-09.1.4.5

PDN-09.1.5.1

PDN-09.1.5.2

PDN-09.2.1.1
PDN-09.2.1.2
PDN-09.2.1.3

Sub Proses Bisnis
Level 4

Merencanakan penyampaian layanan sesuai

dengan kebutuhan pengguna dan katalog
layanan yang dipilih

Melakukan penyampaian layanan sesuai
dengan SLA yang telah disepakati
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait dalam rangka melakukan penyampaian
layanan kepada pengguna sesuai kebutuhan

Merencanakan proses penyusunan laporan
layanan kepada pengguna
Melakukan penyusunan laporan layanan

setidaknya meliputi biaya yang dikeluarkan,
spesifikasi layanan, kapasitas layanan, tanggal

pengumpulan, PIC, pelanggaran layanan,
jumlah insiden, waktu respon, dan lain-lain
Mengirimkan laporan layanan secara tepat

waktu dan akurat kepada pengguna layanan

Melakukan pencatatan permintaan
perubahan

Menentukan jenis perubahan yang diminta
Melakukan persetujuan perubahan
Menyusun perencanaan rollback/backup
sebelum perubahan dilakukan
Melakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan apabila disetujui

Melakukan inventarisir data seluruh
pengguna layanan

Melakukan pencatatan sumber daya yang
digunakan selama penyampaian layanan
kepada pengguna

Melakukan perencanaan migrasi dengan
K/L/D

Menetapkan timeline migrasi
Memberikan notifikasi kepada pengguna
dalam K/L/D terkait pelaksanaan migrasi,

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Dokumen perencanaan penyampaian layanan

Laporan penyampaian layanan rutin

Hasil koordinasi

Sistem pelaporan layanan kepada pengguna

Data dan informasi terkait biaya yang dikeluarkan, spesifikasi layanan, kapasitas layanan,
tanggal pengumpulan, PIC, pelanggaran layanan, jumlah insiden, waktu respon, dan
aspek lainnya

Laporan Layanan kepada Pengguna

Laporan pelaksanaan pencatatan permintaan perubahan

Data Permintaan Perubahan
Perubahan yang disetujui

Rencana rollback/backup perubahan
Laporan pelaksanaan perubahan sesuai kebutuhan

Dokumen daftar pengguna layanan

Dokumen pencatatan penggunaan sumber daya

Dokumen perencanaan migrasi
Dokumen timeline migrasi

Notifikasi kepada pengguna dalam K/L/D
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PDN-09.2.1.4

PDN-09.2.2.1

PDN-09.2.2.2

PDN-09.2.2.3

PDN-09.2.2.4

PDN-09.2.2.5

PDN-09.3.1.1

PDN-09.3.1.2

PDN-09.3.1.3

PDN-09.3.2.1
PDN-09.3.2.2

PDN-09.3.3.1

PDN-09.3.3.2

PDN-09.4.1.1

PDN-09.4.1.2

INDEX

Sub Proses Bisnis
Level 4

sehingga pengguna dapat melakukan
antisipasi
Melakukan persiapan migrasi data dan
aplikasi
Melakukan backup data sebelum dilakukan
migrasi
Melakukan pemindahan perangkat keras dari
lokasi awal ke PDN apabila menggunakan
layanan kolokasi
Melakukan konfigurasi perangkat keras,
komputasi awan, perangkat lunak, dan/atau
perangkat pendukung lainnya
Melakukan pengujian dan perilisan
berdasarkan proses manajemen rilis dan
penjaminan kualitas
Memberikan notifikasi kepada K/L/D setelah
migrasi selesai dilakukan
Melakukan perencanaan pengujian yang akan
dilakukan
Melaksanakan proses pengujian sesuai
dengan perencanaan yang telah dilakukan
Menindaklanjuti proses pengujian
berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan
Melakukan perencanaan proses staging
Melakukan implementasi staging
Melakukan perencanaan perilisan layanan
kepada pengguna
Melakukan perilisan layanan kepada
pengguna
Melakukan perencanaan koordinasi dengan
unit kerja terkait layanan yang diberikan oleh
unit kerja
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
terkait layanan yang diberikan oleh unit kerja

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Dokumen persiapan migrasi

Laporan pelaksanaan perubahan

Laporan pemindahan perangkat keras

Dokumen konfigurasi

Laporan pengujian dan perilisan

Laporan penyelesaian migrasi
Dokumen perencanaan dan skenario pengujian

Hasil pengujian

Laporan tindak lanjut hasil pengujian

Dokumen perencanaan staging
Laporan implementasi staging

Dokumen perencanaan perilisan layanan

Laporan perilisan layanan

Rencana koordinasi

Laporan pelaksanaan koordinasi terkait layanan dengan unit kerja
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PDN-09.4.2.1

PDN-09.4.2.2

PDN-10.1.1.1

PDN-10.1.1.2

PDN-10.1.1.3

PDN-10.1.1.4

PDN-10.1.1.5
PDN-10.1.1.6
PDN-10.1.1.7

PDN-10.1.2.1

PDN-10.1.2.2

PDN-10.1.2.3
PDN-10.1.2.4
PDN-10.2.1.1
PDN-10.2.1.2
PDN-10.2.1.3

PDN-10.2.2.1
PDN-10.2.2.2
PDN-10.2.2.3
PDN-11.1.1.1

INDEX

Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan perencanaan koordinasi dengan
unit kerja terkait operasional yang dilakukan
oleh unit kerja
Melakukan koordinasi dengan unit kerja
terkait operasional yang dilakukan oleh unit
kerja
Melakukan pencatatan insiden operasi
layanan
Melakukan kategorisasi insiden pada operasi
layanan
Menentukan tingkatan/prioritisasi setiap
insiden
Melakukan eskalasi dan notifikasi insiden
kepada pihak-pihak terkait
Merumuskan resolusi insiden dan
penyelesaian insiden
Melakukan penutupan insiden
Menentukan metrik laporan insiden dan
menyusun laporan insiden
Melakukan analisis masalah berdasarkan
daftar seluruh insiden yang terjadi
Melakukan inventarisir daftar masalah
berdasarkan hasil analisis
Melakukan kategorisasi dan prioritisasi
masalah
Melakukan resolusi dan penyelesaian masalah
Melakukan penyusunan komponen
pertanyaan survei
Melakukan perencanaan penyebaran survei
Melakukan penyebaran survei kepada
pengguna
Melakukan analisis survei
Melakukan penyusunan laporan hasil survei
Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei
Penyusunan kebijakan/pedoman pengadaan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Dokumen perencanaan koordinasi unit kerja

Laporan koordinasi unit kerja

Dokumen pencatatan insiden

Dokumen kategori insiden

Dokumen tingkatan/prioritas insiden
Dokumen eskalasi dan notifikasi insiden

Dokumen resolusi insiden
Dokumen penutupan insiden

Laporan penyelesaian insiden
Hasil analisis masalah
Daftar masalah yang teridentifikasi

Dokumen kategorisasi masalah dan prioritisasi masalah
Laporan resolusi dan penyelesaian masalah

Draf pertanyaan survei

Dokumen perencanaan penyebaran survei

Dokumen hasil survei

Draf analisis survei

Laporan hasil analisis survei

Dokumen evaluasi hasil survei

1. Dokumen kebijakan/pedoman pengadaan
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PDN-11.1.1.2

PDN-11.1.1.3

PDN-11.1.1.4

PDN-11.1.1.5

PDN-11.1.2.1

PDN-11.1.2.2

PDN-11.1.2.3

PDN-11.1.3.1

PDN-11.1.3.2

PDN-11.2.1.1

PDN-11.2.1.2

PDN-11.2.1.3

PDN-11.2.1.4

PDN-11.2.1.5

PDN-11.2.2.1

Sub Proses Bisnis
Level 4
Pengelolaan daftar data item & harga
(katalog)

Melakukan penyusunan rencana pengadaan

Melakukan penyusunan permintaan
pengadaan oleh pengguna

Melalukan penyusunan dokumen persyaratan
pengadaan

Menyusun metode dan jadwal pengadaan
(pemilihan langsung, penunjukan langsung,
dll)

Melakukan eksekusi pengadaan sesuai
metode pengadaan

Melakukan penetapan dan pengumuman
pemenang

Melakukan pemantauan terhadap proses
pengadaan

Menyusun rekomendasi tindak lanjut oleh
pengguna terhadap proses pengadaan
Menyusun kriteria pihak ketiga/penyedia
barang dan jasa

Mengelola pendaftaran pihak ketiga/penyedia
barang dan jasa

Mengelola hasil penilaian kinerja pihak
ketiga/penyedia barang dan jasa

Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil
penilaian kinerja pihak ketiga/penyedia
barang dan jasa (lanjut atau blacklist)
Melakukan pengelolaan komunikasi dan relasi
dengan pihak ketiga/penyedia barang dan
jasa

Melakukan identifikasi kebutuhan kontrak
kegiatan pengadaan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

1. Hasil survey harga, spesifikasi, barang pengganti, produsen, dll

2. Daftar item & harga (katalog/database)

1. Hasil identifikasi permintaan kebutuhan pengadaan

2. Dokumen timeline pemenuhan permintaan pengadaan (termasuk metode dan
budgeting)

3. Daftar pengadaan barang dan jasa secara berkala

1. Spesifikasi TOR / KAK

1. TOR/KAK
2, Rencana Kerja & Syarat dan kriteria evaluasi

1. Metode dan jadwal pengadaan

1. Laporan pelaksanaan pengadaan

1. Pemenang pengadaan

1. Hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut proses pengadaan dari fungsi pengadaan
1. Hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut proses pengadaan dari pengguna

1. Kriteria penyedia barang/jasa

1. Hasil seleksi, verifikasi dan klarifikasi kriteria penyedia barang/jasa
2. Database daftar rekanan resmi

1. Hasil penilaian kinerja pihak ketiga/penyedia barang dan jasa

1. Dokumen rekomendasi pihak ketiga/penyedia barang dan jasa

1. Dokumen pelaksanaan kegiatan komunikasi dan relasi dengan pihak ketiga/penyedia
barang dan jasa

1. Hasil identifikasi kebutuhan kontrak kegiatan pengadaan
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PDN-11.2.2.2

PDN-11.2.2.3

PDN-11.2.2.4

PDN-12.1.1.1

PDN-12.1.1.2

PDN-12.1.1.3

PDN-12.1.1.4

PDN-12.1.1.5

PDN-12.1.1.6
PDN-12.1.2.1
PDN-12.1.2.2
PDN-12.1.2.3
PDN-12.1.2.4

PDN-12.1.2.5

PDN-12.1.3.1
PDN-12.1.3.2

PDN-12.1.3.3

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan reviu kelengkapan dokumen
pendukung dan pembahasan isi kontrak
sesuai kebutuhan pengadaan
Melakukan penyusunan dokumen, klarifikasi
dan finalisasi draft kontrak kegiatan
pengadaan
Melakukan pemantauan implementasi
kontrak (periode validitas kontrak, dll)
Menyusun kebijakan untuk memastikan
proses pemeliharaan berjalan dengan baik
dan aman
Menyusun prosedur untuk memastikan
proses pemeliharaan berjalan sesuai
kebijakan
Menyusun instruksi kerja untuk memastikan
proses pemeliharaan berjalan sesuai
kebijakan dan prosedur
Menyusun penggunaan pendamping untuk
pekerjaan yang berisiko tinggi
Melakukan evaluasi instruksi kerja
pemeliharaan
Melakukan pembaruan instruksi kerja
pemeliharaan
Menyusun rencana pemeliharaan fasilitas
Menyusun program pemeliharaan fasilitas
sesuai komponennya
Melaksanakan program pemeliharaan fasilitas
Memonitor pelaksanaan program
pemeliharaan fasilitas
Mengevaluasi pelaksanaan program
pemeliharaan fasilitas
Menyusun jadwal pemeliharaan
Melaksanakan publikasi jadwal pemeliharaan
Melakukan kontrol dokumen jadwal
pemeliharaan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

1. Hasil reviu dan pembahasan isi kontrak sesuai dengan kebutuhan pengadaan

1. Kontrak kegiatan pengadaan

1. Hasil pemantauan kontrak dan tindak lanjut (pemberitahuan, peringatan, perubahan
kitrak/addendum, atau terminasi)

Dokumen kebijakan pemeliharaan mekanikal dan elektrikal

Dokumen prosedur pemeliharaan mekanikal dan elektrikal

Dokumen instruksi kerja pemeliharaan mekanikal dan elektrikal

Dokumen sumber daya manusia dan kompetensi pekerjaan
Laporan hasil evaluasi instruksi kerja pemeliharaan

Dokumen instruksi kerja pemeliharaan mekanikal dan elektrikal
Dokumen rencana pemeliharaan fasilitas

Dokumen program pemeliharaan fasilitas

Laporan hasil program pemeliharaan fasilitas

Laporan hasil monitor pelaksanaan program pemeliharaan fasilitas

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pemeliharaan fasilitas

Dokumen jadwal pemeliharaan fasilitas
Pemberitahuan publikasi jadwal pemeliharaan

Pembaruan dokumen jadwal pemeliharaan
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PDN-12.1.3.4

PDN-12.1.4.1

PDN-12.1.4.2

PDN-12.1.4.3

PDN-12.1.4.4

PDN-12.1.5.1

PDN-12.1.5.2

PDN-12.1.5.3
PDN-12.1.5.4
PDN-12.1.6.1

PDN-12.1.6.2

PDN-12.1.6.3

PDN-12.2.1.1

PDN-12.2.1.2

PDN-12.2.2.1

PDN-12.2.2.2

PDN-12.2.3.1
PDN-12.2.3.2

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan pencatatan setiap jadwal
pemeliharaan
Melakukan pencatatan inspeksi pengelolaan
dan memberikan rekomendasi
Melakukan penyusunan Maintenance
Operation Procedure (MOP) perangkat
Melakukan pengujian Maintenance Operation
Procedure
Melakukan ulasan dan penilaian Maintenance
Operation Procedure
Melakukan evaluasi prosedur dan
menentukan kondisi dari suku cadang
Melakukan pencatatan daftar semua suku
cadang
Melakukan pencatatan pihak ketiga penyedia
suku cadang
Melakukan pembuangan suku cadang
Melakukan kalibrasi alat yang diukur secara
akurat
Melakukan pengelolaan daftar peralataan
yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitas
pemeliharaan
Melakukan kontrol peralatan untuk
memenuhi standar keamanan
Menyusun kebijakan dan prosedur untuk
pemeliharaan yang ramah lingkungan dan
mencegah bahaya
Melakukan pengecekan house rules secara
rutin pada fasilitas pusat data
Melakukan perencanaan pembersihan secara
reguler
Melakukan pembersihan secara reguler pada
semua pusat data
Melakukan pengukuran kontaminasi air
Melakukan pengukuran kualitas udara

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
Laporan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas
Dokumen daftar periksa pemeliharaan
Dokumen Maintenance Operation Procedure
Laporan hasil pengujian maintenance operation procedure
Dokumen perbaikan Maintenance Operation Procedure
Dokumen hasil evaluasi kondisi suku cadang
Dokumen daftar suku cadang

Dokumen daftar pihak ketiga
Laporan pembuangan suku cadang

Dokumen sertifikat kalibrasi alat

Dokumen daftar peralatan

Laporan hasil kontrol peralatan

Kebijakan dan prosedur house rules

Laporan pelaksanaan pengecekan house rules
Perencanaan pembersihan bangunan

Laporan pelaksanaan pembersihan bangunan

Laporan pengukuran kontaminasi air
Laporan pengukuran kualitas udara
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PDN-12.2.4.1

PDN-12.2.4.2

PDN-12.2.4.3
PDN-12.2.5.1
PDN-12.2.5.2

PDN-12.2.5.3

PDN-12.3.1.1

PDN-12.3.1.2
PDN-12.3.2.1
PDN-12.3.2.2

PDN-12.3.2.3

PDN-12.3.3.1
PDN-12.3.3.2

PDN-12.3.4.1

PDN-12.3.4.2

PDN-12.3.5.1

PDN-12.3.5.2
PDN-13.1.1.1
PDN-13.1.1.2

PDN-13.1.1.3

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan evaluasi efektivitas pemenuhan
permintaan layanan fasilitas pusat data
Melakukan pemenuhan permintaan layanan
fasilitas pusat data Pengembangan
Memberikan dukungan teknis layanan fasilitas
pusat data
Melakukan perencanaan inventori pusat data
Melakukan pengelolaan dan pencatatan
inventori pusat data
Melakukan pelaporan inventori pusat data
secara rutin
Melakukan penyusunan kebijakan dan
prosedur pemantauan fasilitas
Mendistribusikan kebijakan dan prosedur
pemantauan fasilitas
Menyusun poin-poin pemantauan fasilitas
Menyusun batasan, keterkaitan, time delay,
dan tingkat keparahan dari poin pemantauan
Melakukan pengujian dan kalibrasi sensor
dan/atau alarm secara rutin
Melakukan penyusunan matriks notifikasi
Melakukan perencanaan respon kejadian
Melakukan tinjauan pemantauan fasilitas
secara rutin
Melakukan pelaporan pemantauan fasilitas
secara rutin
Melakukan analisis tren ketersediaan
perangkat dan sistem
Melakukan analisis tren kapasitas perangkat
dan sistem
Menyusun metode audit
Melakukan identifikasi obyek audit dan
pemetaan risiko terhadap obyek audit
Menyusun skala prioritas audit dan rencana
audit

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
Hasil evaluasi pemenuhan layanan
Laporan pemenuhan layanan

Dokumen dukungan teknis
Dokumen perencanaan inventori

Laporan pengelolaan inventori
Laporan status inventori
Kebijakan dan prosedur pemantauan fasilitas

Laporan pendistribusian kebijakan dan prosedur pemantauan fasilitas
Dokumen poin-poin pemantauan fasilitas

Dokumen batasan, keterkaitan, time delay, dan tingkat keparahan dari poin pemantauan

Laporan hasil pengujian dan kalibrasi

Dokumen matriks notifikasi
Dokumen perencanaan respon kejadian

Laporan tinjauan pemantauan fasilitas
Laporan pemantauan fasilitas
Hasil analisis tren ketersediaan

Hasil analisis tren kapasitas
1. Metode Audit

1. Pemetaan risiko dan obyek audit

1. Perencanaan audit (timeline, budget, dan alokasi SDM)

1-51



PDN-13.1.2.1

PDN-13.1.2.2

PDN-13.1.2.3

PDN-13.1.3.1

PDN-13.1.3.2

PDN-13.1.4.1

PDN-13.1.4.2

PDN-13.1.4.3

PDN-13.1.5.1
PDN-13.1.5.2
PDN-13.1.5.3
PDN-13.1.5.4
PDN-13.1.5.5

PDN-13.1.5.6

PDN-13.1.6.1

PDN-13.1.6.2

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan administrasi audit internal

Melakukan implementasi sesuai prosedur
audit internal

Melakukan penyusunan dan penyampaian
laporan audit internal

Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil
audit

Menyusun dan menyampaikan
pemberitahuan tindak lanjut hasil audit

Persiapan pendampingan audit eksternal

Implementasi pendampingan audit eksternal

Melakukan penyusunan dan penyampaian
laporan audit eksternal

Pengelolaan analisis regulasi

Pengelolaan peraturan-peraturan organisasi
Penyusunan rencana program kepatuhan
Pengelolaan whistleblowing system
Pengelolaan pengendalian gratifikasi
Pengelolaan pelaporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN)

Melakukan identifikasi, analisis, dan
konfirmasi atas permasalahan pengguna
Melakukan penyusunan rekomendasi dan
alternatif tindak lanjut

N = WN-=WN =

—_

—_

WN=DWN-=-

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

. Surat tugas

. Program audit

. Surat Permintaan data ke auditee

. Laporan pelaksanaan opening meeting

. Dokumen konfirmasi hasil pengujian dan analisis kesimpulan sementara
. Laporan closing meeting pembahasan atas temuan dengan auditee

. Laporan audit internal

. Dokumen penyampaian laporan audit ke auditee

. Hasil analisis terhadap tindak lanjut hasil audit

. Dokumen laporan hasil tindak lanjut audit

. Surat penugasan pendampingan audit eksternal dari manajemen

. Hasil diskusi dengan auditor eksternal terkait persiapan audit

.Jadwal pendampingan (termasuk PIC)

. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi terkait pelaksanaan audit eksternal

. Laporan pelaksanaan opening meeting audit eksternal

. Dokumentasi pendampingan proses audit dan pelaksanaan penyiapan dokumen
. Laporan pemantauan terhadap kendala dan hambatan dalam pelaksanaan audit

eksternal

e el S B o N

—_

. Laporan closing meeting pembahasan atas temuan dengan auditee
. Laporan audit eksternal

. Dokumen penyampaian laporan audit eksternal ke auditee

. Hasil analisis regulasi

. Peraturan-peraturan organisasi

. Program kepatuhan

. Laporan implementasi whistleblowing system

. laporan hasil pemantauan tindakan gratifikasi

. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
. Dokumentasi pelaksanaan konsultasi audit internal

. Laporan hasil konsultasi
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PDN-13.2.1.1

PDN-13.2.1.2

PDN-13.2.2.1

PDN-13.2.2.2
PDN-13.2.2.3

PDN-13.3.1.1

PDN-13.3.1.2

PDN-13.3.1.3

PDN-13.3.2.1

PDN-13.3.2.2

PDN-13.3.2.3

PDN-14.1.1.1

PDN-14.1.1.2
PDN-14.1.1.3
PDN-14.1.1.4
PDN-14.1.1.5

PDN-14.1.2.1

PDN-14.1.2.2

PDN-14.1.2.3
PDN-14.2.1.1

Sub Proses Bisnis
Level 4

Merumuskan risk appetite dan risk tolerance
Menyusun risk context

Melakukan kajian risiko terkait lingkungan
bisnis dan kinerja organisasi

Melakukan penyusunan mitigasi risiko
Melakukan pemantauan risiko

Membuat klasifikasi dokumen organisasi
(sistem pengarsipan, indeks, dll.)

Melakukan identifikasi dokumen aktif dan non
aktif

Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan
dokumen organisasi

Merancang sistem pengelolaan data dan
informasi organisasi

Melakukan pengumpulan dan input data dan
informasi organisasi

Melakukan pengkinian dan pemeliharaan data
dan informasi organisasi

Melakukan struktur organisasi & formasi
jabatan

Melakukan perencanaan tenaga kerja
Melakukan penyusunan uraian jabatan
Melakukan penyusunan evaluasi jabatan
Melakukan penyusunan kompetensi jabatan
Pengelolaan
keluhan/grievance/pertanyaan/tindakan
indisipliner pegawai

Penyelesaian isu atau konflik terkait
hubungan kepegawaian

Pengelolaan acara internal organisasi
Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan
jumlah tenaga kerja

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

1. Dokumen risiko organisasi

2. Hasil penurunan risiko ke dalam KPI seluruh bidang dan bagian

1. Kriteria risiko (dampak risiko dan probabilitas)

2. Standar pelaporan profil risiko perusahaan

1. Hasil analisis tingkat dampak risiko dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko
2. Hasil pengukuran risiko

3. Hasil analisis perbandingan antara hasil analisis risiko dan kriteria risiko

1. Profil risiko

1. Laporan pemantauan pelaksanaan tindakan mitigasi risiko

1. Sistem klasifikasi dokumen organisasi

1. Hasil identifikasi dokumen aktif dan non aktif

1. Laporan dokumentasi kegiatan pengelolaan dokumen (penerimaan, penyimpanan,
distribusi, dan pemusnahan dokumen organisasi)

1. Sistem pengelolaan data dan informasi

1. Laporan dokumentasi kegiatan pengumpulan data dan informasi organisasi
1. Data dan informasi organisasi terkini

1. Usulan struktur organisasi & formasi (jumlah tenaga kerja)

1. Peta jalan perencanaan tenaga kerjaa

1. Uraian jabatan organisasi

1. Hasil evaluasi jabatan

1. Kompetensi setiap jabatan

1. Laporan pelaporan kejadian keluhan/grievance/pertanyaan/tindakan indisipliner
pegawai

1. Laporan resolusi konflik kepegawaian

1. Laporan pelaksanaan kegiatan internal organisasi

1. Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan jumlah tenaga kerja
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PDN-14.2.1.2

PDN-14.2.1.3

PDN-14.2.2.1

PDN-14.2.2.2

PDN-14.2.2.3

PDN-14.2.3.1
PDN-14.2.3.2

PDN-14.2.3.3

PDN-14.2.4.1

PDN-14.2.4.2

PDN-14.2.4.3

PDN-14.2.4.4

PDN-14.2.4.5

PDN-14.2.5.1

PDN-14.2.5.2

PDN-14.2.5.3

PDN-14.2.5.4

PDN-14.2.5.5

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan pengajuan penambahan tenaga
kerja
Melakukan proses rekrutmen dan seleksi
pegawai sesuai dengan ketentuan
Melakukan penyusunan jenjang karir pegawai
dalam organisasi
Melakukan administrasi terkait penempatan
organisasi
Melakukan pengelolaan kegiatan orientasi
pegawai
Menyusun sistem penilaian kinerja pegawai
Melakukan penilaian kinerja pegawai
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut
berdasarkan hasil penilaian pegawai
Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan
pegawai
Menyusun peta jalan kegiatan pelatihan
pegawai
Melakukan penyusunan program pelatihan
pegawai
Melakukan implementasi kegiatan pelatihan
pegawai
Melakukan monitoring dan evaluasi terkait
hasil kegiatan pelatihan pegawai
Melaksanakan perencanaan sistem
manajemen pengetahuan
Melakukan identifikasi jenis dan sumber
data/informasi sesuai kebutuhan
Melakukan pengumpulan sumber
data/informasi dari berbagai referensi
(internal & eksternal)

Menyusun program implementasi manajemen

pengetahuan
Melakukan monitoring dan evaluasi terkait
program manajemen pengetahuan

—_

—_

—_

=N

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
. Dokumen pengajuan penambahan tenaga kerja
. Laporan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai
.Jenjang karir pegawai di organisasi
. SK Penempatan Pegawai

. Laporan pelaksanaan orientasi pegawai

. KPI pegawai
. Hasil penilaian kinerja pegawai

. Hasil evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil kinerja pegawai

. Hasil identifikasi kebutuhan pegawai
. Daftar kebutuhan pelatihan pegawai

. Peta jalan kegiatan pelatihan pegawai

. Program pelatihan pegawai

. Laporan pelaksanaan pelatihan pegawai

. Laporan hasil monitoring kegiatan pelatihan pegawai

. Dokumen Perencanaan sistem manajemen pengetahuan

. Daftar Jenis dan Sumber data/informasi untuk manajemen pengetahuan

. Daftar Referensi (Internal & Eksternal) untuk Manajemen Pengetahuan

. Laporan implementasi sistem manajemen pengetahuan

. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi sistem manajemen pengetahuan
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PDN-14.3.1.1

PDN-14.3.1.2

PDN-14.3.1.3

PDN-14.3.1.4

PDN-14.3.1.5

PDN-14.3.2.1

PDN-14.3.2.2

PDN-15.1.1.1

PDN-15.1.1.2
PDN-15.1.2.1
PDN-15.1.2.2

PDN-15.2.1.1

PDN-15.2.1.2
PDN-15.2.2.1

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan identifikasi remunerasi cash dan
non-cash dari ketentuan dan peraturan yang
berlaku
Melakukan pengumpulan data dan
mengajukan perhitungan remunerasi dari
ketentuan dan peraturan yang berlaku
Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi hasil
perhitungan remunerasi
Melakukan pembayaran take home pay
kepada pegawai
Melakukan pencatatan pembayaran pajak
pegawai

Pengelolaan data pegawai

Pengelolaan waktu kerja (timesheet) pegawai

Melakukan penyusunan kebijakan/prosedur
administrasi persuratan di organisasi
Melakukan kegiatan protokoler sesuai
kebutuhan

Melakukan kegiatan korespondensi
Melakukan pendampingan kegiatan
administrasi dalam rapat/pertemuan
Melakukan identifikasi kebutuhan layanan
kerumahtanggaan organisasi

Melakukan perencanaan kebutuhan dan
metode pemenuhan

Melakukan penyediaan layanan umum

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

1. Hasil identifikasi cash dan non-cash dari ketentuan dan peraturan yang berlaku

1. Data dan perhitungan remunerasi

1. Dokumentasi terverifikasinya hasil perhitungan remunerasi
1. Laporan pembayaran take home pay

Laporan SPT

. Hasil identifikasi perubahan data pegawai

. Hasil identifikasi dan pengumpulan dokumen keperluan perubahan data

. Data pegawai terkini

. Laporan pelaksanaan sosialisasi perubahan data yang dilakukan"

. Format waktu kerja (timesheet) pegawai

. Hasil dokumentasi verifikasi data waktu kerja (timesheet) (termasuk cuti, lembur,
absensi)

3. Hasil analisis dan perbaikan terhadap data waktu kerja (timesheet) (termasuk cuti,
lembur, absensi)

4. Laporan waktu kerja (timesheet)

N =B WN-=

—_

. Kebijakan/prosedur administrasi persuratan di organisasi

1. Laporan pelaksanaan protokoler sesuai kebutuhan
1. Laporan pelaksanaan kegiatan korespondensi

1. Dokumentasi dan notulensi kegiatan rapat/pertemuan
1. Hasil identifikasi kebutuhan layanan kerumahtanggaan organisasi

1. Rencana pemenuhan layanan kerumahtanggaan

1. Laporan pelaksanaan penyediaan layanan umum
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PDN-15.2.2.2

PDN-16.1.1.1

PDN-16.1.1.2

PDN-16.1.2.1
PDN-16.1.2.2
PDN-16.1.3.1

PDN-16.1.3.2

PDN-16.1.4.1

PDN-16.1.4.2

PDN-16.1.5.1

PDN-16.1.5.2

PDN-16.1.6.1

PDN-16.1.6.2

PDN-16.1.6.3
PDN-16.1.6.4

PDN-16.1.6.5

PDN-16.1.6.6

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan layanan pengelolaan perjalanan
dinas pegawai di organisasi
Melakukan penyusunan kebijakan Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
Melakukan distribusi kebijakan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Perusahaan
Melakukan perencanaan penilaian kondisi
bahaya
Melakukan penilaian kondisi bahaya
Melakukan penyusunan program dan
komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Melaksanakan program dan komunikasi
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Melakukan perencanaan pelatihan kesadaran
dan pengarahan terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Melaksanakan pelatihan kesadaran dan
pengarahan terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Kerja kepada pihak-pihak terkait
Melakukan perencanaan pengendalian dan
penyusunan prosedur operasional Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
Mengimplementasikan pengendalian dan
prosedur operasional Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Melakukan penilaian risiko untuk potensi
keadaan darurat yang mungkin terjadi
Menyusun preventive measures untuk
menghindari insiden
Merespon insiden yang terjadi
Melakukan pelatihan keadaan darurat
Melakukan pengujian secara rutin untuk
penanganan keadaan darurat
Melakukan mitigasi terhadap keadaan darurat
yang terjadi

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
1. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas pegawai di organisasi
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Laporan pendistribusian kebijakan

Perencanaan penilaian kondisi bahaya
Laporan penilaian kondisi bahata

Dokumen program dan komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Laporan pelaksanaan program dan komunikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perencanaan pelatihan dan pengarahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Laporan pelatihan dan pengarahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perencanaan dan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Laporan pelaksanaan pengendalian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dokumen risiko keadaan darurat

Dokumen preventive measures

Laporan respon insiden
Laporan pelatihan keadaan darurat

Laporan pengujian keadaan darurat

Laporan mitigasi keadaan darurat
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PDN-16.1.6.7

PDN-16.1.7.1

PDN-16.1.7.2

PDN-16.2.1.1

PDN-16.2.1.2

PDN-16.2.1.3

PDN-16.2.1.4

PDN-16.2.2.1

PDN-16.2.2.2

PDN-16.2.3.1

PDN-16.2.3.2
PDN-16.2.4.1

PDN-16.2.4.2

PDN-16.2.4.3

PDN-16.2.5.1

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan tinjauan kebijakan dan prosedur
secara berkala
Menyusun prosedur pelaporan/pemberian
masukkan terkait isu Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Melakukan tindak lanjut terhadap pelaporan
yang masuk
Menyusun kebijakan dan prosedur yang
berkaitan dengan penjagaan/pengamanan
untuk semua area pusat data
Melakukan prosedur pengamanan terhadap
individu, kendaraan, dan barang yang
memasuki fasilitas pusat data
Melakukan pengelolaan lencana/tanda yang
harus dipakai oleh individu dalam area pusat
data
Melakukan manajemen akses fisik dalam area
pusat data
Melakukan penyusunan kebijakan zona
keamanan
Melakukan pembagian zona keamanan
berdasarkan kebijakan yang telah disusun
Melakukan penyusunan prosedur
pengendalian barang
Melakukan monitoring dan kontrol
pengendalian barang
Melakukan penyusunan kebijakan dan
prosedur patroli keamanan
Melakukan patroli keamanan untuk semua
area pusat data
Menyiapkan perangkat keamanan tambahan
sesuai kebutuhan
Melakukan perencanaan pemantauan
keamanan fisik

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Laporan tinjauan kebijakan dan prosedur

Prosedur pelaporan/pemberian masukkan isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Laporan tindak lanjut pelaporan

Kebijakan dan prosedur keamanan fisik

Laporan pelaksanaan pengamanan

Dokumen pengelolaan lencana/tanda

Dokumen pengaturan akses fisik

Kebijakan zona keamanan

Laporan pembagian zona keamanan

Prosedur pengendalian barang

Laporan monitoring dan kontrol pengendalian barang
Kebijakan dan prosedur patroli keamanan

Laporan patroli keamanan

Dokumen kebutuhan perangkat keamanan

Perencanaan pemantauan keamanan fisik
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PDN-16.2.5.2

PDN-16.2.6.1

PDN-16.2.6.2

PDN-16.2.6.3

PDN-16.2.6.4

PDN-16.2.6.5

PDN-16.2.7.1

PDN-16.2.7.2

PDN-16.3.1.1

PDN-16.3.1.2

PDN-16.3.2.1

PDN-16.3.2.2

PDN-16.3.2.3

PDN-16.3.2.4

PDN-16.3.2.5

PDN-16.3.2.6

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan pemantauan keamanan untuk
semua area pada pusat data
Merencanakan penanganan insiden dan
ancaman keamanan fisik
Memonitor insiden dan ancaman keamanan
fisik
Menilai dampak dari insiden dan ancaman
keamanan fisik
Menindaklanjuti insiden dan ancaman
keamanan fisik
Mendokumentasikan insiden, ancaman
keamanan Tl, dan penanganannya
Menyusun prosedur pelaporan/pemberian
masukkan terkait isu keamanan fisik
Melakukan tindak lanjut terhadap pelaporan
yang masuk
Melakukan penyusunan kebijakan dan
prosedur keberlangsungan lingkungan
Melakukan penetapan dan pendistribusian
kebijakan dan prosedur keberlangsungan
lingkungan
Melakukan penyusunan baseline kategori dan
parameter pengukuran
Melakukan analisis trend penggunaan energi
dalam pusat data
Melakukan manajemen emisi dari
penggunaan energi pusat data
Melakukan pengelolaan limbah yang
dibangun untuk meminimalisir bahan limbah
Melakukan pengelolaan air yang digunakan
untuk kebutuhan operasional pusat data
Melakukan proses penilaian dan pengukuran
aset ICT serta evaluasi efektivitas
penggunaannya

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output
Laporan pemantauan keamanan fisik
Dokumen rencana penanganan insiden dan ancaman keamanan fisik
Laporan hasil monitor insiden dan ancaman keamanan fisik
Laporan hasil analisis insiden dan ancaman keamanan fisik
Laporan hasil tindak lanjut insiden dan ancaman keamanan fisik
Dokumentasi insiden dan ancaman keamanan fisik serta penanganannya
Prosedur pelaporan/pemberian masukkan isu keamanan fisik
Laporan tindak lanjut pelaporan

Kebijakan dan prosedur keberlangsungan lingkungan

Laporan penetapan dan pendistribusian keberlangsungan lingkungan

Dokumen baseline kategori dan parameter pengukuran
Hasil analisis trend penggunaan energi

Laporan emisi pusat data

Laporan pengelolaan limbah

Laporan pengelolaan air

Laporan penilaian dan evaluasi efektivitas penggunaan aset ICT
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PDN-16.3.2.7

PDN-16.3.2.8

PDN-16.3.3.1

PDN-16.3.3.2

PDN-16.3.4.1

PDN-16.3.4.2

PDN-17.1.1.1
PDN-17.1.1.2
PDN-17.2.1

PDN-17.2.2
PDN-17.3.1

PDN-17.3.2

PDN-17.2.1.1
PDN-17.2.1.2
PDN-17.2.2.1
PDN-17.2.2.2
PDN-17.3.1.1

PDN-17.3.1.2

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Menyusun pelaporan hasil penilaian
keberlangsungan lingkungan
Melakukan tinjauan terhadap kebijakan dan
prosedur keberlangsungan lingkungan secara
berkala
Melakukan perencanaan dan analisis
terhadap penggunaan energi terbarukan yang
dapat digunakan
Melakukan penyusunan rekomendasi dan
perhitungan ROI terhadap energi terbarukan
yang mungkin digunakan
Melakukan penyusunan kebijakan dan
prosedur pengendalian kontaminasi terhadap
benda asing atau zat berbahaya
Melakukan pelaksanaan pengendalian
kontaminasi
Melakukan reviu dan analisis parameter
anggaran
Melakukan sosialisasi parameter anggaran
Melakukan identifikasi kebutuhan anggaran
fungsi
Menyusun rencana anggaran organisasi
Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran
Melakukan pengalihan anggaran (redistribusi,
realokasi, suplemen)
Melakukan identifikasi utang dan piutang
(termasuk utang dan piutang macet)
Melakukan pencatatan utang dan piutang

Melakukan penagihan piutang

Melakukan pembayaran utang
Melakukan analisis penambahan aset dan
proses kapitalisasi aset baru

Melakukan penerimaan aset (penyertaan
modal negara)

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Output

Laporan hasil penilaian keberlangsungan lingkungan

Laporan tinjauan kebijakan dan prosedur keberlangsungan lingkungan

Dokumen perencanaan dan hasil analisis penggunaan energi terbarukan

Dokumen rekomendasi dan perhitungan ROI energi terbarukan

Kebijakan dan prosedur pengendalian kontaminasi

Laporan pelaksanaan pengendalian kontaminasi

1.
2.
1.

(RN NG QRSN

=N

Hasil analisis parameter anggaran
Parameter anggaran
Laporan pelaksanaan sosialisasi parameter anggaran

. Hasil identifikasi kebutuhan anggaran

. Perencanaan anggaran organisasi
. Laporan realisasi anggaran

. Laporan pengalihan anggaran

. Hasil identifikasi utang dan piutan

. Data perhitungan utang dan piutang
. Dokumen permintaan pembayaran

. Dokumen penagihan

. Dokumen bukti pembayaran

. Hasil analisis penambahan aset dan proses kapitalisasi aset baru

. Laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan aset (penyertaan modal negara)
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PDN-17.3.1.3

PDN-17.3.2.1
PDN-17.3.2.2

PDN-17.3.2.3

PDN-17.4.1.1

PDN-17.4.1.2
PDN-17.4.1.3
PDN-17.4.2.1
PDN-17.4.2.2

PDN-17.5.1.1

PDN-17.5.1.2

PDN-17.5.2.1
PDN-17.5.2.2

PDN-17.5.3.1
PDN-17.5.3.2

PDN-17.5.4.1

PDN-17.5.4.2

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan pencatatan aset (physical check
asset)

Melakukan revaluasi aset

Melakukan perhitungan biaya depresiasi dan
amortisasi

Melakukan analisis terhadap Return on Asset
(RoA)

Melakukan identifikasi kebutuhan
perhitungan pembayaran pajak

Melakukan kajian dan konsultasi pajak
Melakukan perhitungan pajak

Melakukan persiapan administrasi perpajakan
Melakukan pembayaran pajak

Evaluasi standar akuntansi keuangan (PSAK)

Pengelolaan Bagan Standar Perkiraan (BSP)

Melakukan perhitungan pendapatan
Melakukan akuntansi penerimaan dan
mengevaluasi kewajaran penerimaan
Penjurnalan ke dalam sistem

Penyusunan laporan akuntansi keuangan
Melakukan perhitungan dan pelaporan beban
operasional (realisasi tahun berjalan dengan
tahun sebelumnya)

Melakukan analisis realisasi penerimaan dan
belanja

= U~ WN =

N = 2 a a a
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Output

. Laporan pendampingan kegiatan survey pencatatan data aset
. Klasifikasian aset

. Penomoran/barcode aset

. Pengkinian master data aset dan master data tag id

. Laporan penghapusan dan pelepasan aset

. Laporan kegiatan revaluasi aset

. Perhitungan biaya depresiasi dan amortisasi aset
. Hasil analisis Return on Asset (RoA)

. Hasil identifikasi kebutuhan perhitungan pembayaran pajak

. Hasil kajian berdasarkan konsultasi pajak

. Hasil perhitungan pembayaran pajak

. Dokumen pendukung pembayaran pajak

. Laporan bukti pembayaran pajak

. Hasil analisis gap kondisi saat ini dengan PSAK

. Hasil evaluasi hasil kajian analisis kesenjangan antara kebijakan PSAK dengan

kebijakan organisasi saat ini

= M WN= bW

=N

. Hasil analisis hambatan dan risiko dengan implementasi PSAK/IFRS

. Hasil evaluasi sinkronisasi pencatatan keuangan dengan kebijakan akuntansi
. Hasil identifikasi dan analisis atas transaksi keuangan

. Definisikan kode penomoran dan deskripsi Bagan Standar Perkiraan (BSP)

. Bagan Standar Perkiraan (BSP) terkini

. Laporan pelaksanaan sosialisasi terkait Bagan Standar Perkiraan (BSP)

. Hasil perhitungan pendapatan

. Hasil analisis kewajaran penerimaan pendapatan

. Perjunalan keuangan terkini
. Laporan akuntansi keuangan

. Hasil perhitungan dan pelaporan beban operasional

. Hasil analisis realisasi penerimaan dan belanja
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PDN-17.5.4.3
PDN-17.6.1.1
PDN-17.6.1.2
PDN-17.6.2.1
PDN-17.6.2.2

PDN-17.7.1.1
PDN-17.7.1.2
PDN-17.7.2.1

PDN-17.7.2.2
PDN-17.7.2.3

PDN-18.1.1.1

PDN-18.1.1.2

PDN-18.1.1.3
PDN-18.1.1.4
PDN-18.1.1.5

PDN-18.1.1.6

PDN-18.1.2.1

PDN-18.1.2.2

PDN-18.1.2.3

PDN-18.1.2.4

PDN-18.1.2.5
PDN-18.1.2.6

INDEX Sub Proses Bisnis

Level 4
Melakukan pelaporan realisasi penerimaan
dan belanja
Melakukan identifikasi sumber pemasukan
Melakukan identifikasi risiko potensi
kebocoran pemasukan
Melakukan perhitungan pendapatan
Melakukan akuntansi penerimaan dan
mengevaluasi kewajaran penerimaan
Melakukan pengumpulan data terkait laporan
keuangan
Menyusun laporan keuangan
Melakukan pengumpulan data terkait audit
laporan keuangan
Menyiapkan respon atas audit query
Melakukan pendampingan audit keuangan
Melakukan penyusunan kebijakan dan
prosedur tata kelola Tl Internal
Melakukan pengelolaan inovasi dan portofolio
Tl Internal
Melakukan perencanaan SLA Tl Internal
Melakukan pengelolaan risiko Tl Internal
Melakukan manajemen kualitas Tl Internal
Melakukan pengelolaan sumber daya
pendukung Tl Internal
Melakukan pengelolaan program dan proyek
Tl Internal
Melakukan pendefinisian kebutuhan solusi Tl
Internal
Melakukan pengembangan dan konfigurasi
solusi Tl Internal
Melakukan pengelolaan ketersediaan dan
kapasitas Tl Internal
Melakukan manajemen perubahan Tl Internal
Melakukan pengelolaan aset Tl Internal
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Output

1. Laporan realisasi penerimaan dan belanja

1. Hasil identifikasi sumber pemasukan

1. Daftar potensi risiko kebocoran sumber pemasukan
1. Hasil perhitungan pendapatan

1. Hasil analisis kewajaran penerimaan pendapatan

1. Data neraca keuangan organisasi
1. Laporan keuangan
1. Data terkait audit laporan keuangan

1. Jawaban atas audit query
1. Laporan pelaksanaan pendampingan audit keuangan

Kebijakan dan prosedur tata kelola Tl Internal

Dokumen portofolio Tl Internal

Dokumen SLA Tl Internal
Dokumen risiko Tl Internal
Dokumen manajemen kualitas Tl Internal

Dokumen dan laporan pemenuhan sumber daya pendukung Tl Internal
Dokumen program dan proyek Tl Internal

Dokumen hasil analisis kebutuhan Tl Internal

Laporan pengujian dan perilisan solusi Tl Internal

Laporan ketersediaan dan kapasitas Tl Internal

Dokumen manajemen perubahan Tl Internal
Dokumen pengelolaan aset Tl Internal
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PDN-18.2.1.1

PDN-18.2.1.2

PDN-18.2.1.3
PDN-18.2.1.4
PDN-18.2.2.1
PDN-18.2.2.2
PDN-18.2.2.3

PDN-18.3.1.1
PDN-18.3.1.2
PDN-18.3.2.1
PDN-18.3.2.2
PDN-19.1.1.1
PDN-19.1.1.2
PDN-19.1.2.1

PDN-19.1.2.2

PDN-19.1.3.1

PDN-19.1.3.2

PDN-19.2.1.1

PDN-19.2.1.2

PDN-19.2.1.3

INDEX

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan pengelolaan infrastruktur Tl
Internal
Melakukan pengelolaan keberlanjutan Tl
Internal
Melakukan pengelolaan keamanan Tl Internal
Melakukan pengelolaan kontrol proses bisnis
Melakukan pengelolaan permintaan layanan
Melakukan penanganan insiden
Melakukan pengelolaan masalah
Melakukan penyusunan parameter dan target
kinerja Tl Internal
Melakukan pemantauan kinerja Tl Internal
Melakukan evaluasi kepatuhan Tl Internal
terhadap standar dan regulasi yang berlaku
Melakukan audit Tl Internal secara rutin
Melakukan identifikasi pemangku
kepentingan
Melakukan pemetaan pemangku kepentingan
Melakukan analisis terkait informasi yang bisa
diberikan ke pihak pemangku kepentingan
Menentukan metode dalam merespon
permintaan pemangku kepentingan
Melakukan eksekusi program relasi dan
komunikasi dengan pemangku kepentingan
Melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan kegiatan relasi dan komunikasi
dengan pemangku kepentingan
Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan
dokumen legal terkait kegiatan bisnis
organisasi
Mempersiapkan persyaratan administrasi
pengurusan dokumen legal organisasi
Melakukan kegiatan pengurusan dokumen
legal yang dibutuhkan untuk bisnis organisasi
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Output

Dokumen infrastruktur Tl Internal

Dokumen rencana keberlanjutan Tl Internal

Dokumen keamanan Tl Internal

Dokumen kontrol proses bisnis

Dokumen permintaan layanan Tl Internal
Laporan penanganan insiden Tl Internal
Dokumen pengelolaan masalah Tl Internal

Parameter dan target kinerja Tl Internal
Laporan pemenuhan kinerja Tl Internal
Laporan evaluasi kepatuhan Tl Internal
Laporan audit Tl Internal

1. Daftar pemangku kepentingan

1. Basis data pemangku kepentingan

1. Informasi untuk pemangku kepentingan

1. Metode penyampaian informasi ke pemangku kepentingan

1. Laporan pelaksanaan program relasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan

1. Laporan evaluasi dan rekomendasi kegiatan relasi dan komunikasi dengan pemangku

kepentingan

1. Hasil analisis kebutuhan dokumen legal terkait kegiatan bisnis organisasi

1. Persyaratan administrasi pengurusan dokumen legal organisasi

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan dokumen legal yang dibutuhkan untuk

bisnis organisasi
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PDN-19.2.1.4

PDN-19.2.2.1

PDN-19.2.2.2

PDN-19.2.2.3

PDN-19.2.2.4

PDN-19.2.2.5

PDN-19.2.3.1
PDN-19.2.3.2

PDN-19.2.3.3

PDN-19.2.3.4

PDN-19.2.4.1

PDN-19.2.4.2
PDN-19.2.4.3

Sub Proses Bisnis
Level 4

Melakukan evaluasi dan menyusun
rekomendasi terkait efektivitas proses
pengurusan dokumen legal organisasi
Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan
perizinan berdasarkan bisnis organisasi
Melakukan identifikasi persyaratan untuk
pengajuan perizinan
Menyusun metode pengurusan perizinan
(pihak internal/pihak ketiga)
Melakukan pengajuan perizinan yang
dibutuhkan untuk bisnis organisasi
Melakukan evaluasi dan menyusun
rekomendasi terkait efektivitas proses
perizinan
Merumuskan draft standar kontrak/perjanjian
Melakukan sosialisasi standar
kontrak/perjanjian
Melakukan evaluasi dan menyusun
rekomendasi standar kontrak/perjanjian
Melakukan pemantauan implementasi
kontrak/perjanjian (periode validitas kontrak,
dll)
Pengelolaan konsultasi/advis hukum
organisasi
Pengelolaan kajian hukum
Penanganan kasus/perkara hukum

1.
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Output

Laporan evaluasi dan menyusun rekomendasi terkait efektivitas proses pengurusan

dokumen legal organisasi

1.

1

Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan perizinan berdasarkan bisnis organisasi

. Persyaratan untuk pengajuan perizinan
. Metode pengurusan perizinan (pihak internal/pihak ketiga)

. Dokumentasi pengajuan perizinan yang dibutuhkan untuk bisnis organisasi

. Laporan evaluasi dan menyusun rekomendasi terkait efektivitas proses perizinan

. Draft standar kontrak/perjanjian

. Laporan pelaksanaan sosialisasi standar kontrak/perjanjian

. Laporan penyusunan evaluasi dan rekomendasi standar kontrak/perjanjian
. Laporan hasil pemantauan kontrak/perjanjian
. Laporan pelaksanaan konsultasi/advis/hukum

. Hasil kajian hukum
. Laporan hasil penanganan kasus/perkara hukum
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2 Lampiran lI: Peta Proses Bisnis dan Relasi

11.1 Peta Sub Proses Bisnis

PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-01 Perencanaan

PDN-02
Pengelolaan Kinerja

PDN-04
Pengembangan Layanan

PDN-05
Pengelolaan Perangkat
Keras

PDN-06
Pengelolaan Jaringan

PDN-07

Pengelolaan Keamanan TI

PDN-08
Pengelolaan Komputasi
Awan dan Kolokasi

PDN-09

Pengelolaan Siklus Layanan

PDN-12
Pengelolaan Fasilitas

PDN-18
PengelolaanTI Internal

10.
11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PDN-01 Perencanaan
PDN-03 Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis
PDN-04 Pengembangan
Layanan

PDN-05 Pengelolaan
PerangkatKeras
PDN-06 Pengelolaan
Jaringan

PDN-07 Pengelolaan
KeamananTl

PDN-08 Pengelolaan
Komputasi Awan dan
Kolokasi

PDN-09 Pengelolaan
Siklus Layanan

PDN-10 Pelayanan
Pelanggan

PDN-11 Pengadaan
PDN-12 Pengelolaan
Fasilitas

PDN-13 Tata Kelola, Risiko,
dan Kepatuhan

PDN-14 Manajemen
Organisasi & Pegawai
PDN-15 Pengelolaan
Kerumahtanggaan dan
Barang Milik Negara
PDN-16 Kesehatan,
Keselamatan, Keamanan,
dan Lingkungan Kerja
PDN-17 Pengelolaan
Keuangan

PDN-18 PengelolaanTI
Internal

PDN-19 Manajemen Relasi

0 O O A O

—

PDN-01.1

Penyusunan Perencanaan
Bisnis

[ |

PDN-01.2

—>

Pengelolaan Inisiatif
Perencanaan

!

PDN-01.3

Pengelolaan Enterprise
Architecture

PDN-02
Pengelolaan Kinerja

PDN-03
Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis

PDN-11
Pengadaan

PDN-14

Manajemen Organisasi &

Pegawai

PDN-17
Pengelolaan Keuangan

PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-02 Pengelolaan Kinerja

PDN-02.1
Perencanaan Target Kinerja

|

PDN-02.2

Pemantauan & Evaluasi
Target Kinerja

PDN-01 Perencanaan

PDN-03 Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis
PDN-04 Pengembangan
Layanan
PDN-05 Pengelolaan
PerangkatKeras
PDN-06 Pengelolaan
Jaringan
PDN-07 Pengelolaan
KeamananTI
PDN-08 Pengelolaan
Komputasi Awan dan
Kolokasi
PDN-09 Pengelolaan
Siklus Layanan
PDN-10 Pelayanan
Pelanggan

. PDN-11 Pengadaan

. PDN-12 Pengelolaan
Fasilitas

. PDN-13 Tata Kelola, Risiko,
dan Kepatuhan

. PDN-14 Manajemen
Organisasi & Pegawai

. PDN-15 Pengelolaan
Kerumahtanggaan dan
Barang Milik Negara

. PDN-16 Kesehatan,
Keselamatan, Keamanan,
dan Lingkungan Kerja

. PDN-17 Pengelolaan
Keuangan

. PDN-18 PengelolaanTI
Internal

. PDN-19 Manajemen Relasi

2-1



Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-03 Pengelolaan Keberlangsungan Bisnis

PDN-01 > 1 PDN-02
Perencanaan 1 X Pengelolaan Kinerja
1
PDN-02 | ! PDN-05
Pengelolaan Kinerja 1 X ’ Pengelolaan PerangkatKeras
1
PDN-04 N — 06
PengembanganLayanan 1 | Pengelolaanjaringan
1
1
PDN-05 | (e | PDN-07
Pengelolaan PerangkatKeras 1 | Pengelolaan Keamanan Tl
!
PDN-06 l ! PDN-08
Pengelolaan]aringan — :—b Pengelolaan Komput.asw'Awan dan
1 H Kolokasi
!
PDN-07 1
— PDN-03.1 > PDN-09
Pengelolaan Keamanan T 1 H Pengelolaan Siklus Layanan
PDN-08 ! -
Pengelolaan Komputasi Awan dan =) Ketahanan Bisnis :—’ PDN-10
Kolokasi | | Pelayanan Pelanggan
1
PDN-09 > !
Pengelolaan Siklus Layanan 1 T 1 | »
1
PDN-10 | PDN-03.2 |
Pelayanan Pelanggan 1 | Pengelolaan Fasilitas
!
. . |
PDN-12 1 Manajemen Krisis PDN-14
Pengelolaan Fasilitas > \ Manajemen Organisasi & Pegawai
1
! PDN-16
PDN-13 »>
Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan Kesehatan, Keselamatan,
! Keamanan, & Lingkungan
PDN-16 |
Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, — PDN-17
&dlinzkunzan : Pengelolaan Keuangan
PDN-18 |
Pengelolaan Tl Internal > ey | PDN-18
g : 1 Pengelolaan TlInternal
PDN-19 >! !
Manajemen Relasi | :—» PDN-19

Manajemen Relasi

PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-04 Pengembangan Layanan

r
1 PDN-01
| Perencanaan
!
!
| PDN-02
Pengelolaan Kinerja
1 8 1
| PDN-04.1
1
1 . Pengelolaan Portofolio | Pengelolaan Keberlangsungan
! Layanan
|
|
1 PDN-05
| T l | » Pengelolaan PerangkatKeras
PDN-02 !
Pengelolaan Kinerja PDN-04.2 | PDN-06
| —
1 i Pengelolaan Jaringan
: —> Peningkatan Layanan — 1
1 > PDN-07
TR : I Pengelolaan Keamanan TI
- N !
i T l
Pengelolaan Siklus Layanan 1 ! o PDN-08 "
| Pengelolaan Komputasi Awan dan
1 PDN-04.3 : Kolokasi
!
1
! Manajemen Proyek LR
PDN-10 : | Pengadaan
— |
|
Pelayanan Pelanggan ! 1 \ PDN-12
| Pengelolaan Fasilitas
!
! PDN-04.4 \
! PDN-14
: X L ] Manajemen Organisasi & Pegawai
| — Kerja Sama Bisnis - |
I ! PDN-17
: | Pengelolaan Keuangan
\ |
1 ! PDN-19
1 i Manajemen Relasi
S
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PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-02

-

>!
Pengelolaan Kinerja |
1
PDN-03 !
Pengelolaan Keberlangsungan ==l
Bisnis :
1
PDN-04 >
PengembanganLayanan :
1
PDN-06 > !
Pengelolaan Jaringan :
1
PDN-07 > I
Pengelolaan Keamanan Tl 1
1
PDN-08 !
Pengelolaan Komputasi Awan dan ==
Kolokasi :
1
PDN-09 >
Pengelolaan Siklus Layanan :
1
PDN-10 > !
Pelayanan Pelanggan :
1
PDN-12 > I
Pengelolaan Fasilitas 1
1
PDN-13 !
Tata Kelola, Risiko, dan —lp|
Kepatuhan :
PDN-16 |
Kesehatan, Keselamatan, >
Keamanan, dan LingkunganKerja 1
1
PDN-18 1
Pengelolaan TlInternal ’ l
r
PDN-02 > |
Pengelolaan Kinerja :
PDN-03 |
Pengelolaan Keberlangsungan _PI
Bisnis \
!
PDN-04
—— |
PengembanganLayanan |
|
PDN-05 >
Pengelolaan PerangkatKeras :
!
PDN-07 > |
Pengelolaan KeamananTI |
!
PDN-08 |
Pengelolaan Komputasi Awan dan  =====p-|
Kolokasi :
PDN-09 —
Pengelolaan Siklus Layanan \
!
PDN-10 > !
Pelayanan Pelanggan X
I
PDN-12 —_—
Pengelolaan Fasilitas 1
!
PDN-13 !
TataKelola, Risiko, dan — |
Kepatuhan :
PDN-16 1
Kesehatan, Keselamatan, —
Keamanan, dan LingkunganKerja |
!
PDN-18 |
—

PengelolaanTlInternal

—

PDN-05 Pengelolaan Perangkat Keras

PDN-05.1

Manajemen Sumber Daya
Pendukung Perangkat

PDN-05.2

Pengelolaan Siklus
Perangkat

PDN-05.3

— Manajemen Kapasitas -

PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-06 Pengelolaan Jaringan

PDN-06.1

Perencanaan dan
KonfigurasiJaringan

PDN-06.2

Pengoperasian dan
Pemeliharaan Jaringan

PDN-01
Perencanaan

PDN-02
Pengelolaan Kinerja

PDN-03
Pengelolaan Keberlangsungan
Bisnis

PDN-06
Pengelolaan Jaringan

PDN-07
Pengelolaan Keamanan Tl

PDN-08
Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi

PDN-11
Pengadaan

PDN-12
Pengelolaan Fasilitas

PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan

PDN-18
PengelolaanTlInternal

PDN-01
Perencanaan

PDN-02
PengelolaanKinerja

PDN-03
Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis

PDN-05
Pengelolaan
Perangkat Keras

PDN-07
Pengelolaan Keamanan Ti

PDN-08
Pengelolaan Komputasi
Awan dan Kolokasi

PDN-11
Pengadaan

PDN-12
Pengelolaan Fasilitas

PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan

PDN-18
Pengelolaan Tl Internal
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PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-07 Pengelolaan Keamanan TI

PDN-02 —_— PDN-01
Pengelolaan Kinerja | Perencanaan
1 PDN-07.1
PDN-03 !
—p| PDN-02
Keberraenr-:cfsﬂzlga::laisnis ! — Perencanaan Keamanan T — Pengelolaan Kinerja
: PDN-03
EDN_M — Pengelolaan
Pengembangan Layanan : Keberlangsungan Bisnis
PDN-05 | PDN-07.2 PDN-05
Pengelolaan — Pengelolaan
Perangkat Keras 1 |, Pemantauan dan Tindak Perangkat Keras
! Lanjut Keamanan Tl
PDN-06 > PDN-06
Pengelolaan Jaringan 1 Pengelolaan Jaringan
]

PDN-08 ' PDN-08 .
Pengelolaan Komputasi === PDN-07.3 Pengelolaan Komputasi
Awan dan Kolokasi 1 . Awan dan Kolokasi

1
PDN-09 1 Pengelolaan Insiden — PDN-11
Pengelolaan —_— Keamanan TI Pengadaan
Siklus Layanan |
1
PDN-12
PDN-10 ! -
Pelayanan Pelanggan _’: Pengelolaan Fasilitas
PDN-13 | PDN-07.4 PDN-13
o Tata Kelola, Risiko, dan
Tata Kelola, Risiko, —P: | Pengelolaan Security - Kepatuhan
dan Kepatuhan | Awareness
]
PDN-18 | PDN-18
1

Pengelolaan Tl Internal

Pengelolaan Tl Internal

-

PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-08 Pengelolaan Komputasi Awan dan Kolokasi

PDN-02

Siklus Layanan

PDN-10
Pelayanan Pelanggan

PDN-13
Tata Kelola, Risiko,

Pengelolaan Layanan
Kolokasi

PDN-11
Pengadaan

PDN-13

TataKelola, Risiko, dan
Kepatuhan

1
- — PDN-01
Pengelolaan Kinerja | Perencanaan
1
PDN-03 :
Pengelolaan — PDN-02
Keberlangsungan Bisnis : PDN-08.1 Pengelolaan Kinerja
1
PDN-04 ! Pengelolaan Sistem
— — | -
Pengembangan Layanan : Komputasi Awan PDN-03
| Pengelolaan
1 Keberlangsungan Bisnis
PDN-05 1
Pengelolaan |
Perangkat Keras ! PDN-05
: PDN-08.2 Pengelolaan
arT | Perangkat Keras
R —| Pengelolaan Layanan
Pengelolaan Jaringan | .
Komputasi Awan
: PDN-06
Pengelolaan Jaringan
1
PDN-07 —_—
Pengelolaan Keamanan Tl |
1
! PDN-08.3 PDN-07
PDN-09 1 Pengelolaan Keamanan Tl
Pengelolaan —
]
1
1
1
—
1
1
]
1
—
]
L

dan Kepatuhan
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PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-09 Pengelolaan Siklus Layanan

PDN-02
Pengelolaan Kinerja

PDN-03
Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis

PDN-10
Pelayanan Pelanggan

PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan

L]

PDN-02 ;
Pengelolaan Kinerja
PDN-09
Pengelolaan Siklus Layanan >
PDN-18 >

Pengelolaan Tl Internal

PDN-01
Perencanaan

PDN-09.1
PDN-02

Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Layanan

Pengguna PDN-03
Pengelolaan Keberlangsungan
Bisnis
PDN-04
PengembanganLayanan
PDN-09.2

PDN-05

. . Pengelolaan PerangkatKeras
—> Pengelolaan Layanan Migrasi 2 2

PDN-06
Pengelolaan Jaringan

PDN-07
Pengelolaan Keamanan Tl

PDN-09.3

Manajemen Rilisdan
Penjaminan Kualitas

PDN-09.4

Manajemen Koordinasi
Layanan dan Operasional

PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-10 Pelayanan Pelanggan

PDN-02
Pengelolaan Kinerja

PDN-03
Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis

PDN-04
Pengembangan Layanan
PDN-10.1
PDN-05
Pengelolaan Perangkat

Manajemen Service Desk
Keras

Pengelolaan Jaringan

1
1
1
[ PDN-06
1
[
1
1

PDN-10.2

PDN-07
Pengelolaan Keamanan Tl

Pengukuran Kepuasan
Pelanggan

PDN-08
Pengelolaan Komputasi
Awan dan Kolokasi

PDN-09
Pengelolaan Siklus Layanan

PDN-18
PengelolaanTI Internal



PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-11 Pengadaan

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

PDN-01

» 1
Perencanaan 1
1
PDN-02 >!
Pengelolaan Kinerja 1
1
PDN-03 |
Pengelolaan Keberlangsungan Bisnis 1
1
PDN-04 PDN-02
——— . -
PengembanganLayanan 1 Pengelolaan Kinerja
1
PDN-05 >
Pengelolaan PerangkatKeras :
PDN.0G ! PDN-11.1
Pengelolaan Jaringan . PDN-13
e | Manajemen Pengadaan Tata Kelola, Risiko, dan
Pengelolaan Keamanan Tl : Kepatuhan
PDN-08 |
Pengelolaan Kemputasi Awan & ——|
Kolokasi |
1
PDN-09
| —| PDN-17
Pengelolaan Siklus Layanan | PDN-11.2 Pengelolaan Keuangan
PDN-12 ; ! )
Pengelolaan Fasilitas ! Manajemen Vendor dan
' Kontrak
PDN-13 >
Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan :
PDN-19
PDN-14 > ! " .
Manajemen Organisasi & Pegawai : Manajemen Relasi
PDN-15 1
Pengelolaan Kerumahtanggaan dan =
Barang Milik Negara I
PDN-16 1
Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, ey |
dan Lingkungan Kerja 1
1
PDN-18 N
PengelolaannT! Internal :_

PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-12 Pengelolaan Fasilitas

-

PDN-02 > PDN-01
Pengelolaan Kinerja | Perencanaan
1
1
PDN-03 1 PDN-02
Pengelolaan —P: Pengelolaan Kinerja
Keberlangsungan Bisnis . PDN-12.1 T
. 4
1 i Pengelolaan
PDN-04 Pengelolaan Mekanikal dan g -
Pengembangan Layanan _’: Elektrikal Keberlangsungan Bisnis
! PDN-05
| Pengelol
PDN-05 1 engelolaan
Pengelolaan —l| Perangkat Keras
Perangkat Keras | PDNLE
. PDN-12.2 ~LY
. Pengelolaan Jaringan
Pengelzﬂzrﬂgri ngan " Pengelolaan Aset &
1
! Bangunan PDN-11
1 Pengadaan
1
PDN-07 >
Pengelolaan Keamanan TI 1 Tat }??'\:1?{ ik
1 ata Kelola, Risiko,
! PDN-12.3 dan Kepatuhan
PDN-13 1 p
ici —I -
RatliclE Re 1 Pemantauan, PE|aporan' dan Pen: e\o\aaﬁEeNru:*lsahtan aan
dan Kepatuhan 1 Pengendalian Fasilitas in Barang Milik Negagrga
1
PDN-15 1
Pengelolaan Kerumahtanggaan == PDN-17
danBarang Milik Negara : Pengelolaan Keuangan
1
PDN-16 : PDN-18
Kesehatan, Keselamatan, ===, Pengelolaan Tl Internal
Keamanan, dan LingkunganKerja L
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PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-13 Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan

________ |
PDN-02 | PDN-02
Pengelolaan Kinerja ’ ! | ngelolaan Kinerja
I | PDN-03
PDN-05 1 | 4 Pengelolaan Keberlangsungan
1 .
Pengelolaan — : HiELIE
Perangkat Keras 1 PDN-05
£ 1 PDN-13.1 l—b Pengelolaan
1 : Perangkat Keras
PDN-06 !
: —| — Audit dan Kepatuhan ! PDN-06
Pengelolaan Jaringan — -
& J & 1 | Pengelolaan Jaringan
| I
|
PDN-07 | N PDN-07
Pengelolaan Keamanan TI _F: | Pengelolaan Keamanan T|
|
1 PDN-08
PDN-08 1 PDN-13.2 :—F Pengelolaan Komputasi Awan dan
- | Kolokasi
Pengelolaan Komputasi —| Manai Risik :
Awan dan Kolokasi 1 anajemen Kisixo PDN-09
: | Pengelolaan Siklus Layanan
|
PDN-11 N !
Pengadaan ! AL
| Pengadaan
1
— : PDN-13.3 PDN-12
Kesehatan, Keselamatan, —| . Pengelolaan Fasilitas
Kamanan, dan Lingkungan Kerja 1 Manajemen DF’kumen dan :
1 Kearsipan A PDN-16
1 h Kesehatan, Keselamatan,
I Keamanan, dan Lingkungan Kerja
PDN-17 | : S
—|
|
Pengelolaan Keuangan | PDN-17
: | Pengelolaan Keuangan
|
1
PDN-18 —_— ! PDN-18
Pengelolaan Tl Internal | X Pengelolaan TlInternal
e e e e e e e e e e == =

PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-14 Manajemen Organisasi & Pegawai

PDN-01

1
1
1
1
1
_’I
Perencanaan |
1
1 PDN-14.1 PDN-OZ_ .
| Pengelolaan Kinerja
| _—
T et O e
Pengelolaan Kinerja :
1 PDN-11
: Pengadaan
PDN-03 |
Pengelolaan o —| PDN-14.2
Keberlangsungan Bisnis 1
: PDN-16
Kesehatan, Keselamatan,
: Pengelolaan Talenta Keamanan, dan Lingkungan Kerja
PDN-04 >
Pengembangan Layanan 1
]
: PDN-17
Pengelolaan Keuangan
PDN-09 ! PDN-14.3 5 &
Pengelolaan —
Siklus Layanan | Pengelolaan Payrofl &
1 Layanan Pegawai
| PDN-19
: Manajemen Relasi
PDN-18 N
Pengelolaan TI Internal :
1
]
]
]
b e e e e e e e —— - -
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PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-15 Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Barang Milik Negara

Manajemen Relasi Kerumahtanggaan

Pengelolaan Keuangan

PDN-19
WEREEWEIBEES]

1
1
1
1
1
! PDN-02
. Pengelolaan Kinerja
1
1
1
1
PDN-02 N 1
Pengelolaan Kinerja 1 PDN-11
Pengadaan
PDN-15.1 1
1
Pelayanan Administrasi :
Persuratan 1
PDN-12 |
Pengelolaan Fasilitas . :_> PDN-12
| Pengelolaan Fasilitas
1
1
PDN-15.2 1
1
PDN-19 Pengelolaan Layanan !
— ! PDN-17
[r— |
1
1
1
1
1
1
1
[

PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-16 Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Kerja

PDN-02
Pengelolaan Kinerja

PDN-03
PDN-16.1 Pengelolaan

Keberlangsungan Bisnis
Kesehatan dan

s ™ Keselamatan Kerja ]
Pengelolaan Kinerja ’ PDN-05
Pengelolaan
Perangkat Keras
PDN-03
Pengelolaan — PDN-16.2
Keberlangsungan Bisnis PDN-06
Keamanan Fisik Pengelolaan Jaringan
PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan —
Kepatuhan
PDN-11
Pengadaan
PDN-14 PDN-16.3
Manajemen Organisasi & ==
Pegawai Pengelolaan Lingkungan dan

Kontaminasi Zat Berbahaya PDN-12
Pengelolaan Fasilitas

PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan

Kepatuhan
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PETA SUB-PROSES BISNIS

PDN-17 Pengelolaan Keuangan

PDN-01
Perencanaan

PDN-02
PengelolaanKinerja

PDN-03
Pengelolaan Keberlangsungan
Bisnis
PDN-04
Pengembangan Layanan

PDN-09
Pengelolaan Siklus Layanan

PDN-11
Pengadaan

PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan

PDN-12
Pengelolaan Fasilitas

PDN-14
Manajemen Organisasi& Pegawai

PDN-15
Pengelolaan Kerumahtanggaan
danBarangMilik Negara

PDN-18
Pengelolaan Tl Internal

PDN-19
Manajemen Relasi

PDN-02

Pengelolaan Kinerja
PDN-03
Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis
PDN-05
Pengelolaan Perangkat Keras
PDN-06
Pengelolaan Jaringan
PDN-07
Pengelolaan Keamanan TI
PDN-10
Pelayanan Pelanggan
PDN-12
Pengelolaan Fasilitas
PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan

- > PDN-17.1 —_—
1
1 — Pengelolaan Anggaran | —
——
! t 4
| — PDN-17.2 —_—
—
1 l+—— Pengelolaan Utang & Piutang +——
]
— (-
| — PDN-17.3
1
:: < Pengelolaan Aset ]
! t 4
gl = PDN-17.4 —
1
: —— Pengelolaan Pajak —
! t 4
1
1 — PDN-17.5 E—
. 1 Pengelolaan
! ——— Perbendaharaan & D
| :
— Akuntansi
I t 4
: — PDN-17.6 —_—
ﬁl
| — Revenue Assurance +—
1
—| 4+ 3
]
. L PDN-17.7 »
_’: Pelaporan Biaya &
| Penggunaan
e .
PETA SUB-PROSES BISNIS
PDN-18 Pengelolaan TI Internal
1
1
1
_p:
1
1
1
N : PDN-18.1
! Perencanaan dan
1 — —
. Pengembangan TI
—
1
1
1
—_— PDN-18.2
1
: Operasi dan Layanan Tl
—_—
1
1
1
1
: PDN-18.3
1
: — Pemantauan dan Evaluasi Tl <«
— |
1
1
1
1
——
1
1
1

-

PDN-02
Pengelolaan Kinerja

PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan

PDN-19
W ELREIEuEEES]

PDN-01
Perencanaan

PDN-03
Pengelolaan
Keberlangsungan Bisnis
PDN-05
Pengelolaan Perangkat
Keras

PDN-06
PengelolaanJaringan

PDN-07
Pengelolaan Keamanan Tl

PDN 10
Pelayanan Pelanggan

PDN 11
Pengadaan

PDN-13
Tata Kelola, Risiko, dan
Kepatuhan
PDN-14
Manajemen Organisasi &
Pegawai

PDN-17
Pengelolaan Keuangan
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11.2 Peta Relasi Pusat Data Nasional

Peta Relasi Proses Bisnis

PDN-03 Pengelolaan Keberlangsungan Bisnis

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. BSSN

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

2. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

3. Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

4. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi

5. Bidang Pengelolaan Layanan

Bagian Pendukung Operasional

7. Unit Kerja

o

Peta Relasi Proses Bisnis
PDN-05 Pengelolaan Perangkat Keras

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. K/L/D
3. Penyedia Barang dan Jasa

1. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

2. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

3. Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

4. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan

Kolokasi
5. Bagian Pendukung Operasional
6. UnitKerja

Peta Relasi Proses Bisnis
PDN-06 Pengelolaan Jaringan

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. BSSN

1. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

2. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

3. Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

4. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi

5. Bidang Pengelolaan Layanan

Bagian Pendukung Operasional

7. Unit Kerja

o
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Peta Relasi Proses Bisnis
PDN-07 Pengelolaan Keamanan TI

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. BSSN

1. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

2. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

3. Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

4. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan

Kolokasi
5. Bagian Pendukung Operasional
6. UnitKerja

Peta Relasi Proses Bisnis

PDN-08 Pengelolaan Komputasi Awan dan Kolokasi

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. BSSN
3. K/L/D

1. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi

2. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

4, Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

5. Bagian Pendukung Operasional

Bidang Pengelolaan Layanan

7. Unit Kerja

o

Peta Relasi Proses Bisnis
PDN-09 Pengelolaan Siklus Layanan

Relasi Eksternal

Relasi Internal

Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
BSSN

K/L/D

Penyedia Barang dan Jasa

EalE i

1. Bidang Pengelolaan Layanan

2. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

4. Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

5. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan

Kolokasi
6. Bagian Pendukung Operasional
7. Unit Kerja
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Peta Relasi Proses Bisnis
PDN-10 Pelayanan Pelanggan

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. K/L/D
3. Penyedia Barang dan Jasa

1. Bidang Pengelolaan Layanan

2. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

4, Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

5. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi

6. Bagian Pendukung Operasional

Bagian Tata Usaha dan Administrasi

8. Unit Kerja

~

Peta Relasi Proses Bisnis

PDN-12 Pengelolaan Fasilitas

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. K/L/D
3. Penyedia Barang dan Jasa

1. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

2. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

3. Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

4. Bagian Pendukung Operasional

5. Bagian Tata Usaha dan Administrasi

6. UnitKerja

Peta Relasi Proses Bisnis

PDN-13 Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. BSSN
3. Penyedia Barang dan Jasa

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

2. Bidang Pengelolaan Layanan

3. Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

4. Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

5. Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi

6. Bagian Pendukung Operasional

Bagian Tata Usaha dan Administrasi

8. Unit Kerja

~
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Peta Relasi Proses Bisnis

PDN-14 Manajemen Organisasi & Pegawai

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKA cq Direktorat LAIP
2. BSSN
3. Penyedia Barang dan Jasa

Bagian Pendukung Operasional

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

Bidang Pengelolaan Layanan

Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

Bidang Pengelolaan Komputasi Awan dan
Kolokasi

Bagian Tata Usaha dan Administrasi

Unit Kerja

Peta Relasi Proses Bisnis

PDN-16 Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja, dan Lingkungan

Relasi Eksternal

Relasi Internal

1. Ditjen APTIKAcq Direktorat LAIP
2. BSSN

1.

Bidang Pengelolaan Perangkat Keras, Jaringan,
dan Pengelolaan Fasilitas

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan
Pengawasan

Bidang Pusat Kendali Operasional, Keamanan,
dan Jaringan Tl

Bagian Pendukung Operasional

Unit Kerja
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I1.3. Peta Lintas Fungsi/Cross Functional Map

PDN-05.1 Manajemen Sumber Daya Pendukung Perangkat

Dirktorat .
Menerima laporan
LAIP
\ Melakukan pengelolaan . Memonitor dan evaluasi
Pusat Data Melakukan penentuan Melakukan penentuan R N pembaruan rack dan detail | sertamenyusun taporan
Nasional aktivitas Post Instalisation penonaktifan proses dari - Melak’ukan ren’cana penggunaan manajemen sumberdaya | |
perangkat ruang komputer pemeriksaan lantai untuk setiap ruang pendukung perangkat
kebutuhan, komputer dan Tl
pelaksanaan
sebelum dan
setelah proses
instalasi Tl
K/L/D
Penyedla Memberikan dukungan
Barag dan kapabilitas dan kapasitas
Jasa selama 24 jam
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PDN-05.2 Pengelolaan Siklus Perangkat

Direktorat
LAIP

Menerima laporan

Melakukan identifkasi kapabilitas dan kapasitas .
. K . Melakukan pemeriksaan . .
Pusat Data fasilitas perangkat dengan paling sedikit 1 tahun kebiiakan dan prosedur . Memonitor dan evaluasi serta
N . I sekali, dan merencanakan pembaruan perangkat untu:( fasilitas :erangkat Melabkul!(an keleaI;(an menyusun laporan pengelolaan
embelian perangkat ;
asiona dan sistem Melakukan prosedur p perang siklus perangkat
yang memadai untuk
4 memastikan semua

fasilitas perangkat
tercatat di dalam
manajemen aset

K/L/D

Penyedia
Barang dan Memberikan dukungan kapabilitas
Jasa dan kapasitas selama 24 jam
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PDN-05.3 Manajemen Kapasitas

Direktorat
LAIP

Menyusun kebijakan dan
prosedur kapasitas
manaiemen dan analisis

Pusat Data
Nasional

K/L/D

Penyedia
Barang dan
Jasa

Melakukan
pengukuran
pemanfaatan
sumber daya

secara rutin dan
setiap terjadi
perubahan besar

Melakukan
»| Ppenentuan diagnosis

terhadap kerusakan
hard disk

%

Menelaah kapasitas
manajemen yang
meliputi (kapasitas
maksimum yang sudah
terpasang saat ini, dan
kapasitas maksimum

Menerima laporan

!

Memonitor dan evaluasi
serta menyusun laporan
manajemen

Memberikan dukungan
kapabilitas dan kapasitas
selama 24 jam
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PDN-06.1 Perencanaan dan Konfigurasi Jaringan (Perencanaan)

Direktorat
LAP

Pust Data
Nasional

BSSN

Menyusun rencana
jaringan komputer

Mengumpulkan
kebutuhan teknis

pengguna yang

—>

Memberikan
rekomendasi
keamanan jaringan

Menerima laporan

Mengumpulkan data
perangakat jaringan
dengan teknologi yang
sesuai

Merancang
topologi dan
pengalamatan
jaringan

Menentukan
spesifikasi
perangkat

jaringan

Memonitor dan evaluasi
serta menyusun laporan
perencanaan jaringan
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PDN-06.1 Perencanaan dan Konfigurasi Jaringan (Konfigurasi)

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Dirktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

BSSN

Menyiapkan dan memasang
perangkat jaringan ke dalam
sistem iaringan

Mengkonfigurasi
switch pada
jaringan

Mengkonfigurasi routing pada
perangkat jaringan dalam satu
autonomous system dan antar-

Menerima Laporan

Memberikan
rekomendasi

keamanan jaringan

Melakukan pemantauan dan
pengawasan Keamanan
Jaringan

A 4

Memonitor dan evaluasi serta
menyusun laporan konfigurasi
jaringan
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PDN-06.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan

Direktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

BSSN

Melakukan
pemantauan jaringan

—>

Melakukan pemantauan

dan pengawasan
jaringan

Melakukan
identifikasi sumber
kerusakan
perangkat jaringan

Melakukan backup
dan restore
konfigurasi

jaringan

Mengatasi
serangan

Menerima

laporan

Melakukan
optimalisasi
kinerja sistem
jaringan

Melakukan
evaluasi dan
audit jaringan
komputer untuk
pengembangan
masa depan

Memonitor dan
evaluasi serta
menyusun
laporan
pengooperasian
dan
pemeliharaan
jaringan
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PDN-07.1 Perencanaan Keamanan Tl

Direktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

BSSN

Melakukan
perencanaan
keamanan TI

T

Menyusun kebijakan dan
prosedur keamanan TI
termasuk pengelolaan risiko
keamanan Tl serta mekanisme
evaluasi kinerja keamanan Tl

I
Mengusulkan standar
keamanan infrastuktur
dan kebijakan teknis
keamanan Tl

A4

Menerima Laporan

Monitoring dan evaluasi

Melakukan evaluasi
dan audit
perencanaan
keamanan TI

P serta menyusun laporan
perencanaan dan
konfigurasi keamanan
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PDN-07.2 Pemantauan dan Tindak Lanjut Keamanan TI

Dirktorat Menerima Laporan
LAIP
Melakukan
Melakukan investigasi insiden identifikasi dan audit — -
P D menggunakan Security Information and Melakukan ) Monitoring dan evaluasi
usat Data Event Management (SIEM) dan/atau investigasiinsiden | sumber daya d.arl 5 | sertamenyusunlaporan
Nasional security orchestration and automation keamanan ancaman dunia pemantauan keamanan
(SOAR) di SOC maya (hunting cyber
threats)
Memberikan Melakukan monitoring
. dan evaluasi
BSSN rekomendasi
pemantauan keamanan
pemantauan keamanan
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PDN-07.3 Pengelolaan Insiden Keamanan TI

Dirktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

BSSN

Melaksanakan
identifikasi sistem
operasi, layanan, dan
enumerasi pengguna

T

Melaksanakan
peretasan sistem,
steganografi,
serangan steganalisis,
dan cover track

Melaksanakan
analisis kerentanan

Melakukan
packet

sniffing

Menerima Laporan

Memberikan
rekomendasi identifikasi
celah keamanan TI

Memonitor dan evaluasi
serta menyusun
laporan pengelolaan
insiden keamanan Tl
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PDN-08.1 Pengelolaan Sistem Komputasi Awan

Dirktorat
LAIP

Pust Data
Nasional

BSSN

Melaksanakan
perancangan
implementasi sistem

Melaksanakan
penerapan dan
pengelolaan
sistem

Memberikan
rekomendasi
pengembangan
sistem yang aman

Memberikan dukungan
teknis sistem komputasi
awan kepada pengguna

\ 4

Mengoordinasika
n dukungan
pengelolaan

sistem komputasi

Menerima laporan

T

Memonitor dan evaluasi

—»| serta menyusun laporan

pengelolaan layanan sistem
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PDN-08.02 Pengelolaan Layanan Komputasi Awan

Direktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

K/L/D

Melakukan penyusunan
teknis tampilan virtual
data secara efektif

Menjalankan dan
memantau kinerja
virtualisasi
layanan
komputasi awan

Menerima Laporan Pengelolaan
Layanan Komputasi Awan

Melaksanakan
pemantauan dan
backup layanan
cloud

Melaksanakan
konfigurasi dan
pengelolaan
jaringan virtual
serta
melaksanakan
pengembangan
dan penyimpanan
cloud

Memonitor dan evaluasi
serta menyusun laporan
pengelolaan layanan
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PDN-09.1 Pengelolaan Layanan Pengguna

Direktorat
LAP

Pusat Data
Nasional

BSSN

K/L/D

Menerima
permintaan layanan

Menerima Laporan

Menyusun rincian
pelayanan yang
dibutuhkan

>

Mengelola perjanjian
layanan dengan pihak
pihak yang terlibat

>

Menyampaikan
layanan sesuai
kebutuhan

Monitoring dan evaluasi

»| serta menyusun laporan

pengelolaan layanan
pengguna

Melakukan
permintaan layanan

Melakukan evaluasi dan
monitoring penyampaian
layanan
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PDN-09.2 Pengelolaan Layanan Migrasi

Direktorat
LAP

Pusat Data
Nasional

K/L/D

BSSN

Melakukan kesepakatan
formal tentang rencana
migrasi dan penetapan

Memberikan notifikasi kepada
pengguna tentang rencana
migrasi, sehingga pengguna
dapat melakukan antisipasi

Check perangkat
keras di lokasi
awal dan/atau

pemindahan
perangkat keras
yang memenuhi
standar dari
tempat awal ke
lokasi PDN

>

Menerima laporan

Melakukan
persiapan data awal
berdasarkan
standar data

Rendah

se

Melakukan backup data,
bagai antisipasi jika dalam

migrasi ada permasalahan

kerusakan data

Monitoring dan evaluasi
serta menyusun laporan
pengelolaan layanan
sistem integrasi

x

Melakukan konfigurasi di lingkungan
virtualisasi PDN untuk melakukan instalasi
sistem operasi, DBMS, web
server/application server dan kemudian
konfigurasi aplikasi

L

Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan migrasi
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PDN-10.1 Manajemen Service Desk

Direktorat
LAP

Pusat Data
Nasional

K/L/D

Melakukan penentuan dan
pemberitahuan yang meliputi
pemberitahuan penanganan insiden
kepada expert dan/atau otoritas yang
berwenang

Melaporkan insiden yang
terjadi

Melakukan
pencatatan
insiden operasi
layanan

Menilai tingkatan
setiap insiden

Melakukan single point of
contact terutama pada
insiden yang diawasi dengan
ketat paling tidak selama 24
jam

Menerima Laporan

Monitoring dan
evaluasi serta

—> menyusun laporan

pengelolaan insiden

Koordinadi dengan PDN
terkait penyelesaian
insiden
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PDN-12.1 Pengelolaan Mekanikal dan Elektrikal

Direktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

Provider

Menyusun jadwal
pemeliharaan

Menerima laporan

Melakukan
pencatatan setiap
jadwal pemeliharaan

\4

Melakukan deskripsi aktivitas
pengelolaan yang meliputi
(detail, konsisten, illustrated,
validated, reviewed)

Memastikan semua

alat dan peralatan

memenuhi standar
keamanan

Memonitor dan evaluasi
serta menyusun laporan
pengelolaan mekanikal
dan elektrikal

Memberikan dukungan
kapabilitas dan kapasitas
selama 24 jam
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Direktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

Penyedia
Barang dan
Jasa

Menyusun dokumen
house rules

Menerima Laporan

Melakukan program pemeliharaan
berdasarkan tipe (reactive maintenance,
preventive maintenance, predictive
maintenance, realibility centred

Melakukan prosedur
pengelolaan kebersihan
dan kualitas udara dan

air

Monitoring dan
evaluasi serta
menyusun laporan
pengelolaan bangunan

Memberikan dukungan
kapabilitas dan kapasitas
selama 24 jam
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PDN-12.3 Pemantauan, Pelaporan, dan Pengendalian Fasilitas

Direktorat
LAIP
Melakukan monitoring dan
PusaF Data pelaporan kebijakan secara
Nasional menyeluruh

—>

Menerima Laporan

Melakukan
pembuatan fasilitas
yang dapat
mendukung
monitoring matriks

Melakukan penghubungan
semua monitoring matriks
ke dalam notifikasi matriks

Menelaah fasilitas
monitoring peringatan
respon perencanaan
respon operasi dan

Menyusun
laporan
monitoring dan
kepatuhan
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Direktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

BSSN

Melakukan penyusunan
kebijakan terhadap kepatuhan
(regulasi, standar, kerangka
kerja, dan lain sebagainya) yang
harus dipenuhi organisasi

Melakukan pengawasan
secara rutin terhadap
perubahan kepatuhan yang
terjadi

Melakukan pengelolaan
dokumen kepatuhan yang
berisi informasi mengenai

nama kepatuhan, waktu

sertifikasi, organisasi penerbit,

Menerima Laporan

Monitoring dan
evaluasi serta

v

menyusun laporan

berkenaan dengan
kebijakan dan

A

Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemenuhan aspek
kepatuhan keamanan BSSN yang
telah diatur dalam regulasi yang
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PDN-14.2 Pengelolaan Talenta

Direktorat
LAIP

Pusat Data
Nasional

BSSN

Melakukan perencanaan talenta
organisasi termasuk pemetaan
kompetensi yang dibutuhkan

—

Melakukan proses
rekrutmen sumber daya
manusia sesuai dengan

kompetensi yang

dibutuhkan

v

Melakukan kegiatan pelatihan
dan/atau sertifikasi
kompetensi sesuai standar
yang dibutuhkan

Menerima Laporan

Monitoring dan
evaluasi serta

v

menyusun laporan
berkenaan dengan
kebijakan dan

Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kompetensi SDM terkait
keamanan Tl serta program
pelatihan dan/atau sertifikasi yang
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PDN-16.3 Pengelolaan Lingkungan dan Kontaminasi Zat Berbahaya

Direktorat Menerima laporan
LAIP

Monitoring dan evaluasi

Pusat Data Menyusun kerangka dan Mengelola penggunaan energi Melakukan manajemen serta menyusun laporan
Nasional kebijakan environmental untuk penlngk.at.an energi yang »| emisi, da'r| penggunaan | emua hasil environmental
sustainahility efisien energi pusat data

sustainability assessment
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3 Lampiran lll: Posisi dan Jabatan
111.1 Tugas dan Fungsi Jabatan

Jabatan

Kepala Balai Besar
Pusat Data
Nasional

Deskripsi Tugas & Fungsi

Bertanggung jawab dalam keseluruhan pengelolaan operasional layanan dan
pemeliharaan segala perangkat Pusat Data Nasional agar dapat mencapai tujuan
terbentuknya organisasi.

Kepala Bidang
Perencanaan,
Pengembangan, &
Pengawasan

Bertanggung jawab dalam perumusan rencana operasional organisasi,
pengembangan layanan pusat data, pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan pengawasan terhadap kaidah tata
kelola yang berlaku untuk Pusat Data Nasional.

Tim Perencanaan
&

Keberlangsungan
Bisnis Organisasi

Bertanggung jawab dalam melakukan penyusunan perencanaan organisasi PDN,
implementasi dari perencanaan organisasi dalam bentuk inisiatif program,
implementasi dari perencanaan organisasi dalam bentuk inisiatif program, dan
monitoring evaluasi proses bisnis dengan menggunakan metode Enterprise
Architecture, serta pengelolaan ketahanan bisnis organisasi dalam menghadapi
bencana ataupun kejadian luar biasa lainnya sehingga organisasi dapat tetap
bertahan dan berkembang.

Tim
Pengembangan
Layanan &
Portfolio Bisnis

Bertanggung jawab dalam mengelola portfolio layanan termasuk layanan yang
sedang berjalan, layanan yang sudah diskontinu, layanan yang direncanakan, dan
layanan yang diminta serta melakukan peningkatan layanan melalui analisis pasar
dan tinjauan layanan yang ditawarkan PDN hingga penyusunan katalog layanan dan
SLA.

Tim Pengadaan

Bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait pengelolaan pengadaan yang meliputi
perencanaan, implementasi, dan monitoring kegiatan pengadaan serta oengelolaan
relasi dengan vendor untuk mendukung operasional organisasi PDN.

Tim Tata Kelola,
Risiko, &
Kepatuhan

Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan pengendalian internal secara
umum dan pengendalian internal Tl secara khusus , melakukan pengelolan risiko,
serta menyusun program yang memastikan segala proses bisnis yang berjalan di
organisasi memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang selaras dengan
regulasi.

Kepala Bidang
Pusat Kendali
Operasional,
Keamanan, &
Jaringan TI

Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan monitoring dan pengawasan
terhadap operasional, keamanan, serta jaringan teknologi informasi di Pusat Data
Nasional.

Tim Pengelolaan
Target Kinerja

Bertanggung jawab dalam melakukan penyusunan parameter serta monitoring
penilaian performa keseluruhan organisasi (Kantor PDN Pusat dan Unit Kerja) yang
didasarkan pada target dan inisiatif strategi perusahaan yang telah ditentukan
sebelumnya.

Tim Pusat Operasi
Jaringan

Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas sebagai helpdesk dimana merupakan
pusat operasi single point of contact terkait pemantauan Security Operation Center
(SOQ), Facility Operation Center (FOC), Cloud Operation Center (COC), Network
Operation Center (NOC), dan Data & Application Operation Center (DAOC).
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Deskripsi Tugas & Fungsi

10 Tim Keamanan Tl Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keamanan sistem dimulai dari
dan Manajemen proses pengelolaan kebijakan/prosedur keamanan Tl, pengelolaan risiko keamanan
Krisis Tl secara rutin, insiden dan ancaman keamanan Tl yang terjadi serta pengelolaan

pelaporan isu keamanan Tl,serta pengelolaan security awareness.

" Tim Pusat Operasi Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas sebagai helpdesk dimana merupakan
Fasilitas pusat operasi single point of contact terkait pemantauan fasilitas pusat data atau

Facility Operation Center (FOC).

12 Tim Operasi Data Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas sebagai helpdesk dimana merupakan
dan Aplikasi pusat operasi single point of contact terkait pemantauan data & aplikasi pusat data

atau Data & Application Operation Center (DAOC).

13 Tim Kesehatan, Bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, implementasi, serta monitoring
Keselamatan, kesehatan, keselamatan, keamanan fisik dan pengendalian kontaminasi zat
Keamanan & berbahaya terhadap lingkungan dalam lingkup lingkungan kerja di organisasi PDN.
Lingkungan Kerja

14 Kepala Bidang Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terkait perangkat keras, jaringan
Pengelolaan teknologi informasi, serta fasilitas pendukung yang meliputi aktivitas perencanaan,
Perangkat Keras, implementasi, dan monitoring untuk kegiatan operasional Pusat Data Nasional yang
Jaringan, dan efektif dan efisien.

Pengelolaan
Fasilitas

15 Tim Perencanaan Bertanggung jawab dalam proses perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi
Kapasitas Tl perangkat Tl termasuk proses pelaporan utilisasi perangkat TI.

16 Tim Teknisi Bertanggung jawab terkait perencanaan desain jaringan serta konfigurasi jaringan
Jaringan sesuai perencanaan yang telah disusun serta pemeliharaan, operasi, dan pemantauan

jaringan yang telah dikonfigurasi di dalam pusat data.

17 Tim Teknisi Bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya yang dilakukan untuk
Perangkat Keras Tl mendukung perangkat infrastruktur Tl serta pengelolaan siklus perangkat

infrastruktur Tl untuk menunjang layanan PDN.

18 Tim Teknisi Bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait pengelolaan mekanikal dan elektrikal
Mekanikal & yang meliputi pengelolaan prosedur/instruksi kerja, pemeliharaan perangkat, dan
Elektrikal pengelolaan jadwal pemeliharaan.

19 Tim Pengelolaan Bertanggung jawab dalam pemeliharaan aset dan bangunan termasuk penerapan
Aset & Bangunan aturan bangunan (house rules), pengelolaan kebersihan, dan pemeriksaan kualitas

udara dan air.

20 Tim Teknologi Bertanggung jawab dalam melakukan penyusunan perencanaan tata kelola Tl,
Informasi Internal penyusunan pengembangan solusi Tl, operasional Tl, serta pemantauan dan evaluasi
PDN Tl untuk kebutuhan mendukung berlangsungnya operasional organisasi PDN.

21 Kepala Bidang Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terkait perangkat lunak , kolokasi

Pengelolaan

dan komputasi awan meliputi aktivitas perencanaan, implementasi, dan monitoring
untuk kegiatan operasional Pusat Data Nasional yang efektif dan efisien.
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Kolokasi
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Deskripsi Tugas & Fungsi

22 Tim Perencanaan Bertanggung jawab dalam perencanaan dan implementasi sistem komputasi awan
Sistem Komputasi sehingga dapat mendukung layanan komputasi awan yang ditawarkan PDN.

Awan

23 Tim Teknisi Bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan komputasi awan yang ditawarkan
Komputasi Awan PDN sehingga dapat memberikan nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan pengguna

serta melakukan pengembangan sistem perangkat lunak untuk mendukung layanan
yang ditawarkan PDN.

24 Tim Teknisi Bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan kolokasi yang ditawarkan PDN
Kolokasi sehingga dapat memberikan nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan pengguna.

25 Kepala Bidang Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terkait layanan Pusat Data
Pengelolaan Nasional meliputi aktivitas perencanaan, implementasi, monitoring, serta memastikan
Layanan kualitas layanan Pusat Data Nasional.

26 Tim Perencanaan Bertanggung jawab dalam pengelolaan pemenuhan layanan kepada pengguna yang
Layanan & meliputi proses permintaan layanan, analisis kebuthan, pengelolaan katalog layanan
Kepuasan dan SLA, pelaporan penyampaian layanan, serta pengukuran kepuasan pelanggan.
Pelanggan

27 Tim Teknisi Migrasi ~ Bertanggung jawab dalam terkait pengelolaan proses migrasi dari pusat data yang
& Operasional saat ini digunakan oleh K/L/D menuju PDN serta pengelolaan pemenuhan layanan
Layanan kepada pengguna yang meliputi proses permintaan layanan, analisis kebutuhan,

pengelolaan katalog layanan dan SLA, hingga pelaporan penyampaian layanan
kepada pengguna.

28 Tim Jaminan Bertanggung jawab dalam manajemen rilis dan penjaminan kualitas yang meliputi
Kualitas Layanan pengujian perangkat dan fasilitas sebelum layanan dapat dijalankan secara utuh oleh

pengguna serta proses perilisan layanan kepada pengguna setelah seluruh perangkat
dan fasilitas pendukung lolos proses pengujian.

29 Tim Bantuan Bertanggung jawab dalam proses pengelolaan insiden atau gangguan yang dialami
Pelanggan pengguna termasuk proses manajemen masalah untuk menemukan akar masalah

dari sekumpulan insiden yang terjadi.

30 Kepala Bagian Tata Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas pekerjaan pendukung operasional
Usaha & Pusat Data Nasional meliputi pengelolaan relasi eksternal, urusan hukum,
Administrasi pemenuhan layanan umum dan administrasi organisasi

31 Tim Administrasi & Bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan korespondensi dan layanan umum di
Layanan Umum organisasi yang meliputi penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan organisasi dan

pengelolaan kebersihan fasilitas organisasi PDN.

32 Tim Kepegawaian Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan urusan organisasi dan

kepegawaian dimulai dari akuisisi, pengembangan kompetensi, penggajian hingga ke
layanan personalia.
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Deskripsi Tugas & Fungsi

33 Tim Keuangan Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan organisasi dimulai dari pengelolaan
anggaran, pengelolaan utang & piutang, pengelolaan aset, pengelolaan pajak,
pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, revenue assurance, hingga ke pelaporan
biaya.

34 Kepala Bagian Bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas pekerjaan pendukung operasional
Pendukung Pusat Data Nasional meliputi pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan
Operasional organisasi, pengelolaan teknologi informasi dalam kebutuhan internal operasional

Pusat Data Nasional.

35 Tim Regulasi & Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan urusan hukum, pengelolaan
Hubungan hubungan antara pemangku kepentingan (KOMINFO, DIRJEN LAIP, Lembaga lain yang
Masyarakat terkait) serta kebutuhan hubungan eksternal dengan pihak lainnya untuk mendukung

berlangsungnya operasional organisasi PDN.

36 Koordinator Unit Bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional pengelolaan perangkat keras,
Kerja PDN pemeliharaan jaringan, dan kegiatan monitoring layanan Pusat Data Nasional di

wilayah kerja tertentu.

37 Tim Operasional Bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya yang dilakukan untuk
dan Pemeliharaan mendukung perangkat infrastruktur Tl serta pengelolaan siklus perangkat
Perangkat Keras Tl infrastruktur Tl untuk menunjang layanan PDN di unit kerja PDN.

Unit Kerja

38 Tim Operasional Bertanggung jawab terkait perencanaan desain jaringan serta konfigurasi jaringan
dan Pemeliharaan sesuai perencanaan yang telah disusun serta pemeliharaan, operasi, dan pemantauan
Jaringan TI Unit jaringan yang telah dikonfigurasi di dalam pusat data.

Kerja

39 Tim Operasional Bertanggung jawab dalam pekerjaan terkait pengelolaan mekanikal dan elektrikal,
Mekanikal, dan bangunan yang meliputi pengelolaan prosedur/instruksi kerja, pemeliharaan
Elektrikal, dan perangkat, pengelolaan jadwal pemeliharaan, penerapan aturan bangunan (house
Bangunan Unit rules), pengelolaan kebersihan, dan pemeriksaan kualitas udara dan air.

Kerja

40 Tim Operasional Bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan komputasi awan yang ditawarkan
Komputasi Awan PDN sehingga dapat memberikan nilai bisnis sesuai dengan kebutuhan pengguna di
Unit Kerja unit kerja.

41 Tim Administrasi & Bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan kepegawaian (cuti, absensi, dan

Tata Usaha Unit
Kerja

layanan kesehatan), pengelolaan keuangan organisasi unit kerja, pengelolaan
operasional Tl, serta layanan umum untuk mendukung operasional organisasi unit
kerja.
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4 Lampiran IV: Evaluasi Jabatan
IV.1 Evaluasi Jabatan Struktural

Jabatan Struktural - Kepala Bidang
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e [ e [ emer

Faktor 1: Ruang Lingkup pekerjaan dan Dampak
Tingkat Faktor 1-3

Ruang Lingkup

Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan
administratif, atau pekerjaan profesional. Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan
mencakup suatu daerah ibukota, suatu daerah, atau suatu daerah kecil di beberapa
daerah

550

Dampak

Kegiatan, fungsi atau jasa yang diberikan secara langsung mempengaruhi pekerjaan
instansi, pekerjaan instansi lain, operasi sektor industri, atau masyarakat luas. Pada tingkat
lapangan (mencakup organisasi multi misi yang besar, kompleks, dan rumit, dan/atau
populasi yang sangat besar yang setara dengan beberapa contoh di bawah ini) pekerjaan
tersebut secara langsung mempengaruhi atau menunjang fungsi yang sangat penting dari
pekerjaan teknis, pekerjaan profesional, dan pekerjaan administratif yang sangat banyak,
beragam, dan rumit

Faktor 2 : Pengaturan Organisasi
Tingkat Faktor 2-1

Jabatan ini bertanggung-jawab kepada suatu jabatan yang berada pada satu atau 100
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling

rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi

dalam mata rantai pengawasan langsung.

Faktor 3 : Wewenang Kepenyeliaan dan Manajerial
Tingkat Faktor 3-1

1. Menganalisis manfaat dan biaya pelaksanaan pekerjaan jika dilakukan dalam
organisasi atau dikontrakkan kepada pihak lain

450

Kepala Bidang diarahkan untuk memimpin kelompok kerja yang bersifat teknis atau
pekerjaan administratif atau pekerjaan profesional. Dampak dari kegiatan atau layanan
dari masing-masing kelompok kerja akan mempengaruhi pekerjaan instansi maupun
instansi lain. Posisi kepala bidang diharapkan akan memimpin masing-masing bidang
sehingga akan berfokus pada fungsinya.

Kepala Bidang bertanggung langsung kepada Kepala Balai Besar, yang mana Kepala Balai
Besar berada beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi (dalam ini yang
dimaksud adalah Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Kepala Bidang memiliki wewenang dalam memberikan berbagai input teknis dengan
memberikan persyaratan dan uraian teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta
memastikan kualitas kerja kelompok kerjanya. Selain itu Kepala Bidang dapat memutuskan
dapat diterima, ditolak, atau dikoreksi jasa kerja yang mempengaruhi pembayaran kepada
kontraktor
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2.

7.

Memberikan rekomendasi apakah pekerjaan tersebut harus dikontrakkan kepada
pihak lain

Memberikan persyaratan dan uraian teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan
Merencanakan dan menyusun jadwal, batas waktu, dan standar pekerjaan yang
dapat diterima

Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan jadwal pekerjaan kontraktor dengan
pekerjaan bawahan atau pihak lain

Melacak kemajuan dan kualitas kerja

Mengatur bawahan melakukan inspeksi yang dipersyaratkan

Memutuskan dapat diterima, ditolak, atau dikoreksi produk atau jasa kerja yang
mempengaruhi pembayaran kepada kontraktor

Faktor 4 : Hubungan Personal

A. Faktor Sifat Hubungan Tingkat Faktor 4A-2

Hubungan dengan salah satu dari mereka di bawah ini:

1.
2.

o v AW

7.

anggota dunia usaha atau masyarakat luas;

pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit
utama organisasi dalam instansi;

wakil kelompok kepentingan masyarakat setempat;

pegawai di kantor DPRD;

pegawai pemerintah daerah;

wartawan media massa lokal.

Hubungan dapat bersifat informal,

Hubungan dapat bersifat informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau berlangsung
melalui telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada kalanya memerlukan
persiapan khusus

B. Faktor Tujuan hubungan/kontak Tingkat Faktor 4B-1
Tujuan hubungan adalah membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah

kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan.

Faktor 5 : Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan
Tingkat Faktor 5-5

Kelas 11 atau 12 atau yang setara

50 A. Kepala Bidang Pusat Data Nasional akan erat berhubungan dengan pejabat penyelia
yang kelasnya lebih tinggi dalam hal ini pejabat dan staf unit kerja di lapangan serta
pegawai pemerintah daerah setempat

30 B. Tujuan dari hubungan kontak Kepala Bidang dengan pihak terkait adalah untuk
membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima layanan Pusat Data
Nasional, tukar menukar informasi terkait dengan operasi layanan serta memberikan
bimbingan untuk bawahannya.

Kepala Bidang memiliki tanggung-jawab penyelia dalam hal teknis atau pengawasan baik
650 secara langsung atau melalui penyelia bawahan, dalam hal ini terhadap posisi dengan
kelas jabatan 11 atau 12 atau setara
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Faktor 6 : Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan
Tingkat Faktor 6-2

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7,
atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap
pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di
dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir.
Koordinasi yang diperlukan untuk memastikan: konsistensi produk, jasa, penafsiran atau
nasihat terhadap kesesuaian output unit lain dan dengan standar atau kebijakan instansi.
Pejabat penyelia berkoordinasi dengan pejabat penyelia dari unit lain untuk menangani
persyaratan dan masalah yang mempengaruhi pihak lain di luar organisasi.

o [ e

575

2,405

Berhubungan dengan faktor sebelumnya di mana Kepala Bidang memiliki tanggung-jawab
penyelia terhadap posisi dengan kelas jabatan 11 atau 12 atau setara. Kepala Bidang juga
akan melakukan koordinasi untuk memastikan konsistensi layanan diberikan terhadap
fungsi dan kebijakan dari Pusat Data Nasional

Kelas Jabatan 13
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Faktor 1: Ruang Lingkup pekerjaan dan Dampak
Tingkat Faktor 1-2

Ruang Lingkup

Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan bersifat pekerjaan administratif,
pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau yang setara. Fungsi, kegiatan, atau jasa
yang diberikan mencakup geografis terbatas dan menunjang sebagian besar kegiatan

kantor lapangan, kantor daerah, atau kegiatan setara dalam segmen program instansi. 350
Dampak
Jasa atau produknya:
1. Menunjang dan cukup mempengaruhi kantor lapangan, kantor daerah, atau
operasi dan sasaran kantor lapangan, atau segmen program yang setara; atau
2. Memberikan jasa kepada populasi/pemakai dengan lingkup sedang, lokal atau
terbatas pada sebuah kota kecil atau pedesaan
Faktor 2 : Pengaturan Organisasi
Tingkat Faktor 2-1
100

Jabatan ini bertanggung-jawab kepada suatu jabatan yang berada pada satu atau
beberapa tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi. Misalnya jabatan yang paling
rendah dalam mata rantai komando, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi
dalam mata rantai pengawasan langsung.

Faktor 3 : Wewenang Kepenyeliaan dan Manajerial
Tingkat Faktor 3-1

Jika pekerjaannya dikontrakkan, memberikan berbagai input teknis dan melakukan
pengawasan yang setara dengan semua atau hampir semua yang berikut ini: 450
1. Menganalisis manfaat dan biaya pelaksanaan pekerjaan jika dilakukan dalam
organisasi atau dikontrakkan kepada pihak lain
2. Memberikan rekomendasi apakah pekerjaan tersebut harus dikontrakkan kepada
pihak lain
3. Memberikan persyaratan dan uraian teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan

Kepala Bagian diarahkan untuk memimpin kelompok kerja yang bersifat bersifat pekerjaan
administratif, pekerjaan teknis, pekerjaan klerek yang rumit, atau yang setara. Dampak dari
kegiatan atau layanan dari masing-masing kelompok kerja akan mempengaruhi kantor
lapangan, kantor daerah, atau operasi dan sasaran kantor lapangan, atau segmen program
yang setara. Posisi kepala bagian diharapkan akan memimpin masing-masing bidang
sehingga akan berfokus pada fungsinya.

Kepala Bagian dan Koordinator Unit bertanggung langsung kepada Kepala Balai Besar,
yang mana Kepala Balai Besar berada beberapa tingkat di bawah jabatan struktural
tertinggi (dalam ini yang dimaksud adalah Menteri Kementerian Komunikasi dan
Informatika)

Kepala Bagian dan Koordinator memiliki wewenang dalam memberikan berbagai input
teknis dengan memberikan persyaratan dan uraian teknis pekerjaan yang akan
dilaksanakan serta memastikan kualitas kerja kelompok kerjanya. Selain itu Kepala Bagian
dan Koordinator dapat memutuskan dapat diterima, ditolak, atau dikoreksi jasa kerja yang
mempengaruhi pembayaran kepada kontraktor
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4.

Merencanakan dan menyusun jadwal, batas waktu, dan standar pekerjaan yang
dapat diterima

Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan jadwal pekerjaan kontraktor dengan
pekerjaan bawahan atau pihak lain

Melacak kemajuan dan kualitas kerja

Mengatur bawahan melakukan inspeksi yang dipersyaratkan

Memutuskan dapat diterima, ditolak, atau dikoreksi produk atau jasa kerja yang
mempengaruhi pembayaran kepada kontraktor

Faktor 4 : Hubungan Personal

A. Faktor Sifat Hubungan Tingkat Faktor 4A-2

Hubungan dengan salah satu dari mereka di bawah ini:
1. Anggota dunia usaha atau masyarakat luas
2. Pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau
unit utama organisasi dalam instansi
. Wakil kelompok kepentingan masyarakat setempat
. Pegawai di kantor DPRD
. Pegawai pemerintah daerah
. Wartawan media massa lokal
Hubungan dapat bersifat informal, dalam konferensi dan dalam rapat atau
berlangsung melalui telepon, televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada
kalanya memerlukan persiapan khusus.

AN N AW

Faktor Tujuan hubungan/kontak Tingkat Faktor 4B-1

Tujuan hubungan adalah membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima
pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah
kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada
bawahan.

Faktor 5 : Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan
Tingkat Faktor 5-4

Kelas 9 atau 10 atau yang setara

Faktor 6 : Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan
Tingkat Faktor 6-2

505

575

A. Kepala Bagian dan Koordinator akan erat berhubungan dengan pejabat penyelia
yang kelasnya lebih tinggi dan staf unit kerja di lapangan atau unit utama organisasi
dalam instansi atau vendor

B. Tujuan dari hubungan kontak Kepala Bagian dan Koordinator dengan pihak terkait
adalah untuk membahas pekerjaan secara serta menjamin bahwa pertukaran
informasi yang terkait dengan layanan PDN diberikan secara tepat

Kepala Bagian dan Koordinator memiliki tanggung-jawab penyelia bagi kelas jabatan 9 atau
10 atau setara

Berhubungan dengan faktor sebelumnya di mana Kepala Bagian dan Koordinator memiliki
tanggung-jawab penyelia terhadap posisi dengan kelas jabatan 9 atau 10 atau setara
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Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau
pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, atau pekerjaan kelas 6, kelas 7,
atau kelas 8 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap
pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di
dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir.

Kelas Jabatan 11
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Faktor 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan
Tingkat Faktor 1-5

Pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar

Faktor 2 : Pengawasan Penyelia
Tingkat faktor 2-4

Penyelia menentukan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Pegawai dan penyelia
berkonsultasi mengembangkan batas waktu, proyek, dan pekerjaan yang harus dilakukan.
Pegawai yang mempunyai keahlian dalam pekerjaan, bertanggungjawab untuk
perencanaan dan pelaksanaan tugas, pemecahan sebagian besar konflik yang timbul,
pengkoordinasian pekerjaan dengan yang lainnya sebagaimana diperlukan, dan
menginterpretasikan kebijakan atas inisiatif sendiri sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Dalam beberapa pekerjaan, pegawai menentukan pendekatan dan metodologi yang akan
digunakan. Pegawai menginformasikan penyelia kemajuan dan masalah kontroversial.
Pekerjaan yang telah selesai dievaluasi secara umum dalam hal kelayakan, kesesuaian
dengan pekerjaan yang lain, atau keefektifan dalam memenuhi persyaratan atau hasil yang
diharapkan.

Faktor 3 : Pedoman
Tingkat faktor 3-3

Pedoman tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau
mempunyai gap (kesenjangan) dalam spesifikasi. Pegawai menggunakan pertimbangan
dalam menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga,
peraturan, dan langkah kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. Pegawai
menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan.

Faktor 4 : Kompleksitas

750

450

275

150

JF Jenjang Muda Penata memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai prinsip, konsep,
dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif dimana membutuhkan
pengetahuan praktis tentang metode teknis dalam melaksanakan pekerjaannya.

JF Jenjang Muda Penata diharapkan sudah bisa bekerja sendiri tanpa supervisi ketat dari
penyelia. JF Jenjang Muda Penata harus dapat melakukan penyusunan rencana kerja
berupa batas waktu, proyek, dan pekerjaan yang harus dilakukan PDN serta bertanggung
jawab dalam melaksanakan rencana kerja tersebut sesuai dengan ekspektasi penyelia yang
terkait

Dalam menyelesaikan kemungkinan masalah yang timbul, JF Jenjang Muda Penata
diharapkan dapat menggunakan pertimbangan dalam menginterpretasikan dan
mengadaptasikan pedoman yang sudah ada serta melakukan analisa hasil dan
memberikan rekomendasi jika diperlukan perubahan

Berhubungan dengan faktor sebelumnya, dalam menyelesaikan masalah yang timbul, JF
Jenjang Muda Penata diharapkan dapat mengambil keputusan mengenai apa yang harus
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Tingkat faktor 4-3 dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi tergantung pada analisa, sehingga dapat
mengambil keputusan atau tindakan dari berbagai macam alternatif yang tersedia

Pekerjaan mencakup berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda
dan tidak berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tergantung pada
analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang
diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan melibatkan kondisi dan
elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik.

Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Dampak
Tingkat faktor 5-3

Hasil penilaian yang diberikan JF Jenjang Muda Penata nantinya dapat mempengaruhi

Pekerjaan meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi 150
aktivitas layanan yang dimiliki oleh Pusat Data Nasional

konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi
desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti
investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik,
dan ekonomi masyarakat.

Faktor 6 : Hubungan Personal
Tingkat faktor 6-2
25 JF Jenjang Muda Penata akan sering berkoordinasi dengan tim internal Pusat Data Nasional
Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, a.l:
perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor
regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya.

Faktor 7 : Tujuan Hubungan
Tingkat faktor 7-2
Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan atau untuk memecahkan
Tujuan hubungan adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan 50 masalah untuk mencapai tujuan bersama
pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya
mempunyai sikap bekerjasama.

F.aktor 8: Persyaratan Fisik 5 Kondisi kerja JF Jenjang Muda Penata akan bersifat tetap (atau tidak berpindah dari satu
Tingkat faktor 8-1 lokasi ke lokasi lainnya)
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Pekerjaan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan
pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk,
membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai
mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan
pekerjaan.

Faktor 9 : Lingkungan Pekerjaan
Tingkat faktor 9-1

Lingkungan membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan Lingkungan kerja membawa resiko dan ketidaknyamanan serta situasi kerja yang cukup
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang 5 terang, tidak panas, dan cukup ventilasi

rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain,
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh,
pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak
panas, dan cukup ventilasi.
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Faktor 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan
Tingkat Faktor 1-5

Pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi
pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan
pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar;

Faktor 2 : Pengawasan Penyelia
Tingkat faktor 2-3

Penyelia memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan,
dan membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas.
Pegawai merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani
masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya,
atau praktek yang berlaku. Pekerjaan yang telah selesai biasanya dievaluasi untuk
kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. Metode
yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir biasanya tidak ditinjau secara terperinci.

Faktor 3 : Pedoman
Tingkat faktor 3-3

Pedoman tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau
mempunyai gap (kesenjangan) dalam spesifikasi. Pegawai menggunakan pertimbangan
dalam menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman seperti kebijakan lembaga,
peraturan, dan langkah kerja untuk penerapan pada masalah atau kasus tertentu. Pegawai
menganalisa hasil dan merekomendasikan perubahan.

Faktor 4 : Kompleksitas
Tingkat faktor 4-3

Pekerjaan mencakup berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda
dan tidak berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tergantung pada
analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang
diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan melibatkan kondisi dan
elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik.

750

275

275

150

JF Jenjang Pertama Penata Muda Tingkat 1 memiliki pengatahuan yang mendalam
mengenai prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan
administratif dimana membutuhkan pengetahuan praktis tentang metode teknis dalam
melaksanakan pekerjaannya.

JF Jenjang Pertama Penata Muda Tingkat 1 masih mendapatkan supervisi dari penyelia atau
senior apabila berada pada situasi tidak lazim atau belum contoh permasalahan yang jelas
sebelumnya. Tetapi posisi ini harus dapat melakukan perencanaan dan melaksanakan
langkah-langkah yang sesuai, menangani masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan
instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku

Dalam menyelesaikan kemungkinan masalah yang timbul, JF Jenjang Pertama Penata Muda
Tingkat 1 diharapkan sudah mulai dapat menggunakan pertimbangan dalam
menginterpretasikan dan mengadaptasikan pedoman yang sudah ada serta melakukan
analisa hasil dan memberikan rekomendasi jika diperlukan perubahan

Berhubungan dengan faktor sebelumnya, dalam menyelesaikan masalah yang timbul, JF
Jenjang Pertama Penata Muda Tingkat 1 diharapkan dapat mengambil keputusan
mengenai apa yang harus dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi tergantung
pada analisa, sehingga dapat mengambil keputusan atau tindakan dari berbagai macam
alternatif yang tersedia
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Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Dampak
Tingkat faktor 5-3

Pekerjaan meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi

konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi
desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti
investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik,
dan ekonomi masyarakat.

Faktor 6 : Hubungan Personal
Tingkat faktor 6-2

Hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi.
Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, a.l:
perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor
regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya.

Faktor 7 : Tujuan Hubungan
Tingkat faktor 7-2

Tujuan hubungan adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan
pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya
mempunyai sikap bekerjasama.

Faktor 8 : Persyaratan Fisik
Tingkat faktor 8-1

Pekerjaan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan
pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk,
membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai
mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan
pekerjaan.

Faktor 9 : Lingkungan Pekerjaan

150

Hasil penilaian yang diberikan JF Jenjang Pertama Penata Muda Tingkat 1 dapat
mempengaruhi aktivitas layanan yang dimiliki oleh Pusat Data Nasional

JF Jenjang Pertama Penata Muda Tingkat 1 akan sering berkoordinasi dengan tim internal
Pusat Data Nasional

Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan atau untuk memecahkan
masalah untuk mencapai tujuan bersama

Kondisi kerja JF Jenjang Pertama Penata Muda Tingkat 1 akan bersifat tetap (atau tidak
berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya)

Lingkungan kerja membawa resiko dan ketidaknyamanan serta situasi kerja yang cukup
terang, tidak panas, dan cukup ventilasi
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Tingkat faktor 9-1

Lingkungan membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang
rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain,
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh,

pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak
panas, dan cukup ventilasi.

4-12
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Faktor 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan
Tingkat Faktor 1-5

Pengetahuan (yang diperoleh melalui program pendidikan sarjana atau yang setara dalam 750
pengalaman, pelatihan, atau belajar sendiri) dasar tentang prinsip, konsep, dan metodologi

pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan

pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar;

Faktor 2 : Pengawasan Penyelia
Tingkat faktor 2-3

Penyelia memberikan tugas dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan,

dan membantu pegawai pada situasi yang tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. 275
Pegawai merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani

masalah dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya,

atau praktek yang berlaku. Pekerjaan yang telah selesai biasanya dievaluasi untuk

kesesuaian teknik, kelayakan dan kesesuaian pada kebijakan dan persyaratan. Metode

yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir biasanya tidak ditinjau secara terperinci.

Faktor 3 : Pedoman
Tingkat faktor 3-2

Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pegawai

mengunakan pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, dan prosedur yang paling 125
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil (minor). Pegawai

dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang

ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus

mengacu pada penyelia.

Faktor 4 : Kompleksitas
Tingkat faktor 4-3
150

Pekerjaan mencakup berbagai tugas yang melibatkan proses dan metode yang berbeda
dan tidak berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tergantung pada

analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam setiap tugas, atau tindakan yang

JF Jenjang Pertama Penata Muda memiliki pengatahuan yang mendalam mengenai prinsip,
konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif dimana
membutuhkan pengetahuan praktis tentang metode teknis dalam melaksanakan
pekerjaan

JF Jenjang Pertama Penata Muda mendapatkan supervisi dari penyelia atau senior apabila
berada pada situasi tidak lazim atau belum contoh permasalahan yang jelas sebelumnya.
Tetapi JF Jenjang Pertama Penata Muda harus dapat melakukan perencanaan dan
melaksanakan langkah-langkah yang sesuai, menangani masalah dan deviasi pekerjaan
sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek yang berlaku

Sehingga dalam pengambilan keputusannya, JF Jenjang Pertama Penata Muda
menggunakan pedoman yang berlaku untuk melakukanpertimbangan dalam memilih
pedoman, referensi, dan prosedur yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu
dengan deviasi yang terkecil. Apabila seseorang di jabatan menemukan kendala yang
berada diluar pedoman, ia harus berkonsultasi dengan penyelianya

Kompleksitas dari pekerjaan JF Jenjang Pertama Penata Muda melibatkan proses dan
metode yang berbeda dan tidak berhubungan. Sehingga, dalam pengambilan
keputusannya berdasarkan hasil analisa subjek, fase, atau persoalan yang terlibat dalam
setiap tugas, atau tindakan yang diambil dari berbagai macam alternatif.
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diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Pekerjaan melibatkan kondisi dan
elemen yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik.

Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Dampak
Tingkat faktor 5-3
Ruang lingkup dan dampak yang dihasilkan dari JF Jenjang Pertama Penata Muda akan

mempengaruhi desain atau operasi dari sistem dalam kelayakan kegiatan seperti
pengetesan operasi

Pekerjaan meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi 150
konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi

desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti

investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik,

dan ekonomi masyarakat.

Faktor 6 : Hubungan Personal
Tingkat faktor 6-2

JF Jenjang Pertama Penata Muda akan lebih intensif berhubungan dengan sesama pegawai

Hubungan dengan pegawai di dalam lembaga yang sama tetapi di luar unit organisasi. 25 di dalam PDN tetapi di luar unit organisasi

Pegawai yang dihubungi biasanya berbeda dalam fungsi, misi, dan jenis kerja, a.l:
perwakilan dari berbagai tingkat dalam suatu lembaga, seperti kantor pusat, kantor
regional, kantor distrik atau kantor lapangan atau kantor pelaksana lainnya.

Faktor 7 : Tujuan Hubungan
Tingkat faktor 7-2

Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan atau untuk memecahkan

Tujuan hubungan adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan 50 masalah untuk mencapai tujuan bersama

pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya
mempunyai sikap bekerjasama.

Faktor 8 : Persyaratan Fisik

Tingkat faktor 8-1
Pekerjaan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan 5 Koerisi kerjaJFJenjang I.)er.tama Penata Muda akan bersifat tetap (atau tidak berpindah
pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, dari satu lokasi ke lokasi lainnya)

membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai
mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan
pekerjaan.
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Faktor 9 : Lingkungan Pekerjaan
Tingkat faktor 9-1

Lingkungan membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan

tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang 5
rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain,

penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh,

pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak

panas, dan cukup ventilasi.

Lingkungan kerja membawa resiko dan ketidaknyamanan serta situasi kerja yang cukup
terang, tidak panas, dan cukup ventilasi

4-15
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Faktor 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan
Tingkat faktor 1-4

Pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan
pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak
standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah;
ATAU
Pengetahuan praktis tentang standar prosedur dibidang teknik, yang membutuhkan
pelatihan atau pengalaman luas, untuk:
1. Melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang membutuhkan
pertimbangan dan karakteristik tertentu
2. Menginterpretasikan hasil tes berdasarkan pengalaman dan observasi sebelumnya
(tanpa membaca langsung instrumen atau alat pengukur lainnya); atau
Membuat intisari informasi dari berbagai sumber dan mempertimbangkan karakteristik
dan kualitas sumber informasi tersebut untuk diterapkan

Faktor 2 : Pengawasan Penyelia
Tingkat faktor 2-3

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan
secara umum apa yang harus diselesaikan, batasan, kualitas, dan kuantitas yang
diharapkan, batas waktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan tambahan instruksi
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau
saran pada sumber materi yang tersedia. Pegawai menggunakan inisiatif dalam
melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi
melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam
instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia
menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara
teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan
meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas
yang sama sebelumnya.

Faktor 3 : Pedoman
Tingkat faktor 3-2

550

275

125

JF Pelaksana Pengatur Tingkat | memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan,
prosedur, atau operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk
melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan
menyelesaikan berbagai macam masalah

Dalam menyelesaikan pekerjaannya, JF Pelaksana Pengatur Tingkat | diberi tugas oleh
penyelia dengan tujuan, prioritas, dan batas waktu yang ditentukan. JF Pelaksana Pengatur
Tingkat | pada tingkat ini juga akan dibantu oleh penyelia jika menemukan situasi yang
tidak lazim dan belum ada contoh yang jelas. JF Pelaksana Pengatur Tingkat | ini juga dapat
merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dan menangani masalah
dan deviasi pekerjaan sesuai dengan instruksi, kebijakan, latihan sebelumnya, atau praktek
yang berlaku

JF Pelaksana Pengatur Tingkat | dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan melaksanakan
pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Dalam situasi dimana pedoman
yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan
harus mengacu pada penyelia
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Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pegawai
mengunakan pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, dan prosedur yang paling
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil (minor). Pegawai
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus
mengacu pada penyelia.

Faktor 4 : Kompleksitas
Tingkat faktor 4-2

Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang
berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau
respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara
mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Dampak
Tingkat faktor 5-3

Pekerjaan meliputi perlakuan terhadap berbagai macam masalah, pertanyaan, atau situasi
konvensional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil kerja atau jasa mempengaruhi
desain atau operasi dari sistem, program, atau peralatan; kelayakan kegiatan seperti
investigasi lapangan, pengetesan operasi, atau hasil penelitian; atau kondisi sosial, fisik,
dan ekonomi masyarakat.

Faktor 6 : Hubungan Personal
Tingkat faktor 6-1

Hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam
unit pendukung.

Faktor 7 : Tujuan Hubungan
Tingkat faktor 7-1

150

Dalam menyelesaikan pekerjaannya, JF Pelaksana Pengatur Tingkat | memiliki berbagai
macam pilihan yang mempersyaratkan JF Pelaksana Pengatur Tingkat | perlu mengenali
keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali

Ruang lingkup dan dampak yang dihasilkan dari JF Pelaksana Pengatur Tingkat | ini akan
mempengaruhi desain atau operasi dari sistem dalam kelayakan kegiatan seperti
pengetesan operasi

JF Pelaksana Pengatur Tingkat | akan lebih intensif berhubungan dengan sesama pegawai
di dalam PDN

Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan atau untuk memecahkan
masalah untuk mencapai tujuan bersama
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Tujuan hubungan adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan
pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya
mempunyai sikap bekerjasama.

Faktor 8 : Persyaratan Fisik
Tingkat faktor 8-1

Pekerjaan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan 5 Kondisi kerja JF Pelaksana Pengatur Tingkat | akan bersifat tetap (atau tidak berpindah dari
pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, satu lokasi ke lokasi lainnya)

membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai

mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan

pekerjaan.

Faktor 9 : Lingkungan Pekerjaan
Tingkat faktor 9-1

Lingkungan membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan Lingkungan kerja membawa resiko dan ketidaknyamanan serta situasi kerja yang cukup
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang 5 terang, tidak panas, dan cukup ventilasi

rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain,
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh,
pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak
panas, dan cukup ventilasi.
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Faktor 1: Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan
Tingkat faktor 1-4

Pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, atau operasi, yang membutuhkan
pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang tidak

standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah; JF Pelaksana Pengatur memiliki pengetahuan tentang sejumlah peraturan, prosedur, atau
ATAU ' o ) 550 operasi, yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melaksanakan
Pengetahuan praktis tentang standar prosedur dibidang teknik, yang membutuhkan berbagai pekerjaan yang tidak standar dan saling berhubungan, dan menyelesaikan
pelatihan atau pengalaman luas, untuk: berbagai macam masalah

Melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan peralatan yang membutuhkan
pertimbangan dan karakteristik tertentu
Menginterpretasikan hasil tes berdasarkan pengalaman dan observasi sebelumnya
(tanpa membaca langsung instrumen atau alat pengukur lainnya); atau
Membuat intisari informasi dari berbagai sumber dan mempertimbangkan karakteristik
dan kualitas sumber informasi tersebut untuk diterapkan

Faktor 2 : Pengawasan Penyelia

Tingkat faktor 2-2

Penyelia memberikan tugas berkelanjutan atau tugas tertentu dengan mengindikasikan

secara umum apa yang harus di'sel'esaikan, batasan,' kualitas, dja” kuantitas yang ' Dalam menyelesaikan pekerjaannya, JF Pelaksana Pengatur menerima supervisi langsung
diharapkan, batas Wa.ktu dan prioritas tugas. Penyelia memberikan .tambaha.n instruksi dari penyelianya. JF Pelaksana Pengatur menggunakan inisiatif dalam melaksanakan tugas
untuk tugas baru, sulit, atau yang tidak biasa, termasuk metode kerja yang disarankan atau 125 yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapijika ditemuka masalah yang
saran pada sumber materi yang tersedia. PegawaAnAmenggl_Jnakan |An|5|at_|fAdaIan.1 tidak lazim, JF Pelaksana Pengatur harus melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang
melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa instruksi spesifik, tapi tidak lazim tersebut yang tidak dicakup dalam instruksi kepada penyelia untuk membuat
melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam keputusan atau meminta bantuan.

instruksi kepada penyelia untuk membuat keputusan atau meminta bantuan. Penyelia
menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai dan metode yang digunakan adalah secara
teknik akurat dan memenuhi instruksi atau prosedur yang ada. Tinjauan pekerjaan
meningkat sesuai dengan tugas yang lebih sulit dan pegawai tidak melaksanakan tugas
yang sama sebelumnya.

Faktor 3 : Pedoman JF Pelaksana Pengatur dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan melaksanakan
Tingkat faktor 3-2 125 pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Dalam situasi dimana pedoman

yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan
harus mengacu pada penyelia
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Prosedur melaksanakan pekerjaan ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia. Pegawai
mengunakan pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, dan prosedur yang paling
tepat untuk diterapkan pada kasus tertentu dengan deviasi yang terkecil (minor). Pegawai
dapat menentukan alternatif yang ada untuk digunakan. Situasi dimana pedoman yang
ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan harus
mengacu pada penyelia.

Faktor 4 : Kompleksitas
Tingkat faktor 4-2

Pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang
berhubungan. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam
pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan
diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali. Tindakan yang diambil atau
respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara
mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Dampak
Tingkat faktor 5-2

Pekerjaan meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan
merupakan bagian dari suatu tugas atau proyek dengan ruang lingkup yang lebih luas.
Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses
atau pelayanan lebih lanjut.

Faktor 6 : Hubungan Personal
Tingkat faktor 6-1

Hubungan dengan pegawai di unit organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja, dan di dalam
unit pendukung.

Faktor 7 : Tujuan Hubungan
Tingkat faktor 7-1

Tujuan hubungan adalah untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau mengarahkan
pekerjaan atau untuk memecahkan masalah dengan mempengaruhi atau memotivasi

Dalam menyelesaikan pekerjaannya, JF Pelaksana Pengatur memiliki berbagai macam
pilihan yang mempersyaratkan JF Pelaksana Pengatur perlu mengenali keberadaan dan
perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali

Dampak yang dihasilkan dari pekerjaan JF Pelaksana Pengatur hanya kan mempengaruhi
keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut.

JF Pelaksana Pengatur akan lebih intensif berhubungan dengan sesama pegawai di dalam
PDN

Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan atau untuk memecahkan
masalah untuk mencapai tujuan bersama

4-20
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Jabatan Fungsional - Pelaksana Golongan Pengatur
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individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya
mempunyai sikap bekerjasama.

Faktor 8 : Persyaratan Fisik
Tingkat faktor 8-1

Pekerjaan adalah menetap. Pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan 5 Kond.isi kerjaJF Pglaksana Pengatur akan bersifat tetap (atau tidak berpindah dari satu
pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, lokasi ke lokasi lainnya)

membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil; atau mengendarai

mobil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan

pekerjaan.

Faktor 9 : Lingkungan Pekerjaan
Tingkat faktor 9-1

Lingkungan membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan Lingkungan kerja membawa resiko dan ketidaknyamanan serta situasi kerja yang cukup
tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang 5 terang, tidak panas, dan cukup ventilasi

rapat dan pelatihan, perpustakaan, perumahan, kendaraan umum, antara lain,
penggunaan praktek kerja yang aman pada peralatan kantor, menghindari licin dan jatuh,
pengamatan peraturan kebakaran dan tanda lalu lintas. Situasi kerja cukup terang, tidak
panas, dan cukup ventilasi.
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5 Lampiran V: Kompetensi Jabatan
IV.1 Uraian Kompetensi dan Sertifikasi

Job Family Kompetensi T semmkas
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Pengelolaan
Perencanaan Strategi
Organisasi

2 | Pengelolaan Organisasi
& Pegawai

3 | Pengelolaan Keuangan

4 | Perangkat Keras
Teknologi Informasi

5 | Pengelolaan Rantai
Pasok

Menetapkan Kebutuhan
Pengelolaan Pusat Data
untuk Organisasi
Menetapkan Organisasi
Pusat Data

Mengelola Organisasi Pusat
Data

Menyusun Anggaran
Pengelolaan Pusat Data

Menyusun Rencana
Pemeliharaan Pusat Data

Menyusun Rencana
Kapasitas Pusat Data

Mengelola Pemasok

Kompetensi yang berhubungan dengan
penyelarasan kebutuhan organisasi dengan
kriteria pengelolaan pusat data
Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan tentang organisasi pusat data
dan pengelolaan SDM dalam operasional
sebuah pusat data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan tentang organisasi dan
pengelolaan SDM dalam operasional
sebuah pusat data

Kompetensi yang berhubungan dengan
penetapan anggaran untuk mengelola pusat
data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan tentang perencanaan
pemeliharaan pusat data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan tentang pengelolaan kapasitas
dari pusat data, baik itu yang berhubungan
dengan kapasitas listrik maupun kapasitas
ruang server

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan tentang pengelolaan layanan
dari pemasok untuk menunjang kegiatan
operasional sebuah pusat data

CompTIA Server+
CompTIA Linux+
Linux Professional
Institute LPIC-1

Red Hat Certified
System Administrator

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Linux Professional
Institute LPIC-2
Red Hat Certified
Engineer

Linux Professional
Institute LPIC-3 Mixed
Environments

Linux Professional
Institute LPIC-3 High
Availability and Storage
ClustersRed Hat
Certified Architect
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Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

7

8

Pengelolaan Sistem

Manajemen Kesehatan,

Keselamatan, dan
Keamanan Lingkungan
Kerja

Perangkat Keras

Pemeliharaan Fasilitas
(Mekanikal, Elektrikal,
Civil)

Mengelola Keselamatan
Kerja

Mengelola Keamanan Fisik

Pusat Data

Mengelola Kegiatan

Operasi Pusat Data Harian

Mengelola Siklus Hidup
Peralatan dan Perangkat
Pusat Data

Menentukan Arsitektur
Perangkat Keras

Mengelola Kegiatan
Pembersihan Pusat Data

Mengelola Kegiatan
Perawatan Pusat Data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan dan keterampilan tentang
pelaksanaan prosedur keselamatan kerja
operasional pusat data

Kompetensi yang berhubungan dengan
penerapan batasan keamanan fisik untuk
melindungi area dan fasilitas pemrosesan
informasi pusat data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam

CompTIA Network+
Cisco Certified DevNet

melaksanakan pengelolaan kegiatan Associate

operasional pusat data Cisco Certified Network
Associate

Kompetensi yang berhubungan dengan CompTIA Network+

pengetahuan dan keterampilan untuk Cisco Certified DevNet

mengelola siklus hidup peralatan dan Associate

perangkat yang ada dalam lingkungan pusat = Cisco Certified Network

data Associate

Kompetensi yang berhubungan mengelola
setiap perubahan untuk infrastruktur
layanan, termasuk aset-aset, konfigurasi
item dan dokumentasi terkait. Perubahan
itu termasuk dalam perubahan darurat,
insiden dan masalah, hingga mengediakan
tingkat keefektifan kontrol dan mitigasi
resiko

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan dan keterampilan untuk
melaksanakan dan menjaga kebersihan
pusat data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan
perawatan berkala pusat data

Cisco Certified DevNet
Specialist

Cisco Certified
Internetwork Expert

Cisco Certified Network
Professional

Cisco Certified DevNet
Professional

Cisco Certified DevNet
Specialist

Cisco Certified
Internetwork Expert

Cisco Certified Network
Professional

Cisco Certified DevNet
Professional
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

10

11

Administrasi dan
Layanan Umum

Audit, Risiko, dan
Kepatuhan

Data Manajemen

Melakukan Pengawasan
Pusat Data

Menyusun dan Mengelola
Dokumentasi

Melakukan Proses Audit
Pusat Data

Mengidentifikasi
Kebutuhan Pengelolaan
Data untuk Proses Bisnis

Merencanakan Manajemen
Data

Merencanakan Arsitektur
Data

Merencanakan Integrasi
Data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam
melaksanakan pengawasan dan deteksi dini
permasalahan elemenelemen kritis pusat
data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan dan keterampilan untuk
mendokumentasikan seluruh asset pusat
data

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengetahuan dan keterampilan untuk
melaksanakan audit secara berkala
terhadap pusat data

Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi
kebutuhan data

untuk proses bisnis.

Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan dalam membuat rencana
manajemen data.

Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang

dibutuhkan dalam merencanakan arsitektur
data.

Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang
dibutuhkan dalam

merencanakan integrasi data dari berbagai
sumber

data.

CompTIA Network+ Cisco Certified Network Cisco Certified DevNet
Cisco Certified DevNet Professional Specialist

Associate Cisco Certified DevNet Cisco Certified

Cisco Certified Network | Professional Internetwork Expert
Associate
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Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Merencanakan Media Kompetensi ini berhubungan dengan
Penyimpanan Data pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang

dibutuhkan dalam merencanakan media
penyimpanan data
Merancang Basis Data Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang
diperlukan untuk merancang basis data
yang
memenuhi kebutuhan tersebut.
Merancang bangun Big Kompetensi ini berhubungan dengan
Data pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang
dibutuhkan dalam
merancangbangun big data untuk
manajemen data
Mengelola Reference and Kompetensi ini berhubungan dengan
Master Data pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan dalam mengelola
reference and master data yang berada
dalam cakupan manajemen data untuk
mengurangi redundancy dan memastikan
data quality yang lebih baik melalui
pendefinisian data yang terstandardisasi.

Mengelola Metadata Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang
dibutuhkan dalam mengelola metadata
pada suatu
manajemen data.

Membuat Basis Data Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang

diperlukan untuk membuat basis data yang

54
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Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

sesuai
dengan Kebutuhan organisasi.

Membuat Integrasi Data Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang
dibutuhkan dalam membuat integrasi data
dari
berbagai sumber data.

Mengelola Kualitas Data Kompetensi, pengetahuan dan sikap kerja

yang diperlukan untuk mengelola kualitas
data sesuai kebutuhan pengguna.

Melakukan Performance Kompetensi ini berhubungan dengan
Tuning pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang

dibutuhkan dalam melakukan performance
tuning basis data.

Membuat Data Warehouse = Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

yang

dibutuhkan dalam mengintegrasikan dan

membuat

data warehouse untuk manajemen data.
Mengelola Dokumen dan Kompetensi ini berhubungan dengan
Konten pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

yang

diperlukan dalam merencanakan dan
mengelola siklus dokumen serta
menyebarkan konten dalam bentuk atau
medium apapun.

Menggunakan Data Kompetensi, pengetahuan dan sikap kerja
yang diperlukan untuk menggunakan data
yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan
organisasi
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Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Menjaga Kualitas Data Kompetensi, pengetahuan dan sikap kerja
yang diperlukan untuk menjaga kualitas
data.

Melakukan Back-Up and Kompetensi, pengetahuan dan sikap kerja

Restore Data yang diperlukan untuk membuat prosedur

back-up and restore data, sesuai dengan
persyaratan organisasi dan konsisten
dengan arsitektur basis data.

12 | Perangkat Lunak Menentukan Kompetensi, pengetahuan, keterampilan,

Metode/Framework dan sikap kerja yang diperlukan untuk

merencanakan dan mendefinisikan metode
atau framework yang akan digunakan pada
proses review

Menentukan Lingkup Kompetensi, keterampilan, pengetahuan,
Quality Assurance untuk dan sikap kerja yang diperlukan untuk
Perangkat Lunak merencanakan dan mendefinisikan lingkup

kegiatan Quality Assurance terkait dengan
perangkat lunak
yang dikembangkan.
Mengelola Risiko Kompetensi keterampilan, pengetahuan,
Penjaminan Kualitas dan sikap kerja yang diperlukan untuk
merencanakan dan mendefinisikan risiko
yang mungkin terjadi pada saat
pelaksanaan proses review
kualitas proses maupun produk dari proyek
pengembangan perangkat lunak.

Mengintegrasikan Kompetensi, keterampilan, pengetahuan,
Penjaminan Kualitas ke dan sikap kerja yang diperlukan untuk
Dalam Organisasi mengintegrasikan penjaminan kualitas ke
Pengembang dalam organisasi yang melakukan

pengembangan perangkat lunak.
Memverifikasi Pelaksanaan = Kompetensi ini berhubungan dengan

Tahapan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja
Pengembangan Perangkat = yang dibutuhkan untuk memverifikasi
Lunak
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Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Melakukan Pengujian
Kualitas Perangkat
Lunak Secara Manual

Melakukan Pengujian
Kualitas Perangkat
Lunak Secara Otomatis

Menyusun Rekomendasi
Penjaminan Kualitas
Perangkat Lunak bagi
Stakeholder

Mengevaluasi Pelaksanaan
Penjaminan Kualitas
Perangkat Lunak

Mengembangkan
Perangkat Lunak Sesuai
dengan Deployment
Environment

pelaksanaan pengembangan perangkat
lunak pada setiap tahapan-tahapannya

Kompetensi ketrampilan, pengetahuan, dan

sikap kerja yang dibutuhkan untuk
melakukan pengujian kualitas perangkat
lunak secara manual.

Kompetensi ini berhubungan dengan
ketrampilan,

pengetahuan, dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk

melakukan pengujian kualitas perangkat
lunak secara

otomatis.

Kompetensi ini berhubungan dengan sikap,

pengetahuan, dan ketrampilan yang
dibutuhkan untuk menguji keamanan
perangkat lunak.

Kompetensi ini berhubungan dengan
ketrampilan, pengetahuan, dan sikap kerja
yang dibutuhkan untuk

penyusunan rekomendasi penjaminan
kualitas perangkat lunak.

Kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan

dan keterampilan dalam membangun
perangkat lunak

sesuai dengan fitur layanan dan jenis
pengguna hingga

menjadi perangkat lunak yang sempurna,
menguji

perangkat lunak yang dikembangkan serta
mendokumentasikan pengembangan
perangkat lunak

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist
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Melakukan Instalasi Piranti

Lunak

Mengelola Instalasi Dan
Pemeliharaan Sistem
Perangkat Lunak

Melaksanakan instalasi, pengujian,
pemeliharaan, dan peremajaan piranti
lunak dan perangkat keras sistem informasi
sesuai persyaratan keamanan

Kompetensi yang berhubungan dengan
pengelolaan terhadap instalasi dan
melakukan pemeliharaan sistem perangkat
lunak seperti sistem operasi, data

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)
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Sertifikasi

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

13

Komputasi Awan

Menentukan Arsitektur
Perangkat Lunak

Mendefinisikan Terminologi

dan Konsep Cloud
computing

Mengidentifikasi Teknologi

Cloud computing

manajemen produk, dan perangkat lunak
lainnya

Kompetensi yang berhubungan dengan
sistem proses unit-unit yang ada, termasuk
fungsionalitas, uji kelayakan dan
implementasi perubahan ke lingkungan
produksi hingga serah terima ke pengguna
Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan untuk mendefinisikan
terminologi dan konsep cloud computing,
karakteriktik cloud computing, model
pengantaran layanan cloud computing,
model cloud computing deployment. Selain
itu juga mendefinisikan biaya dan manfaat
cloud computing, SLA (Service Level
Agreement) cloud computing dan
menguraikan topologi jaringan komputer
untuk sistem cloud computing.

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan untuk mengidentifikasi
teknologi cloud computing.

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
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Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Mengidentifikasi Berbagai Kompetensi ini berhubungan dengan

Tipe Data Center kemampuan untuk mengidentifikasi
berbagai tipe tier data center dan
mengidentifikasi fasilitas data center yang

dibutuhkan.
Merancang Arsitektur Kompetensi ini berhubungan dengan
Virtualisasi Sistem Cloud kemampuan untuk merancang arsitektur

virtualisasi dari sistem cloud

Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

Automation Deploy Principal Data Scientist
CompTIA Cloud+

Certified Analytics

Professional

Senior Big Data Engineer

Senior Big Data Analyst

Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified VCDX - VMware Certified

Advanced Professional Design Expert Cloud
Cloud Management and Management and
Automation Design Automation

VCAP - VMware Certified Linux Professional
Advanced Professional Institute LPIC-3

Cloud Management and Virtualization and
Automation Deploy Containerization
CompTIA Cloud+ Principal Data Scientist

Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified VCDX - VMware Certified

Advanced Professional Design Expert Cloud
Cloud Management and Management and
Automation Design Automation

VCAP - VMware Certified Linux Professional
Advanced Professional Institute LPIC-3

Cloud Management and
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Merancang Arsitektur
Skalabilitas Virtualisasi
Sistem Cloud

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan untuk merancang arsitektur
skalabilitas virtualisasi dari sistem cloud.

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer

Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer

Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist



Menentukan Alur Proses
Jenis Layanan pada
Cloud computing

Mengimplementasikan
Topologi Jaringan

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan untuk menentukan alur proses
layanan cloud, mengidentifikasi layanan
kegiatan yang dibutuhkan, sebagai acuan
dalam menyusun virtualisasi sesuai
kebutuhan

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan untuk membangun jaringan
sesuai dengan jenis topologi jaringan cloud
yang dipilih.

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist
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Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Melakukan Adaptasi untuk
Deployment di
Sistem Cloud

Memetakan Kebutuhan
Pengguna akan Solusi
Aplikasi Cloud

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan mengidentifikasi fitur layanan
dan jenis pengguna untuk memberikan
kemudahan beradaptasi dalam deployment
di sistem Cloud.

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan dalam mendeskripsikan variasi
aplikasi yang bisa menjadi solusi untuk
pengguna, menyusun solusi aplikasi, serta
mendokumentasikan peta kebutuhan
aplikasi dari pengguna terhadap solusi
aplikasi cloud.

Analyst
Certified Data Scientist

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist
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Menjalankan Aktivitas Rutin
pada laas, Paas,
dan SaaS

Memantau Sarana dan
Prasarana Agar Bisa
Digunakan oleh Pengguna
Sesuai dengan SLA

yang Disepakati

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan dalam menjalankan aktivitas
rutin pada laaS, PaaS, dan SaaS yang
mencakup pengelolaan data dan sistem
cloud.

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan dalam memantau sarana dan
prasarana agar bisa digunakan oleh
pengguna sesuai dengan SLA.

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and

Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
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Job Family Kompetensi =
Level 1 (Basic) Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Memberikan Dukungan
Lapis Pertama Atas
Masalah Pengguna dan
Report Next Layer

Melakukan Antisipasi
Gangguan dan Ancaman
terhadap Sistem Cloud

Kemampuan dalam memberikan dukungan
teknis lapis pertama atas masalah
pengguna dan report next layer.

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan untuk melakukan antisipasi
gangguan dan ancaman terhadap sistem
cloud.

Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

Automation Deploy Principal Data Scientist
CompTIA Cloud+

Certified Analytics

Professional

Senior Big Data Engineer

Senior Big Data Analyst

Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified VCDX - VMware Certified

Advanced Professional Design Expert Cloud
Cloud Management and Management and
Automation Design Automation

VCAP - VMware Certified Linux Professional
Advanced Professional Institute LPIC-3

Cloud Management and Virtualization and
Automation Deploy Containerization
CompTIA Cloud+ Principal Data Scientist

Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer
Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified VCDX - VMware Certified

Advanced Professional Design Expert Cloud
Cloud Management and Management and
Automation Design Automation

VCAP - VMware Certified Linux Professional
Advanced Professional Institute LPIC-3

Cloud Management and
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Mengelola Insiden pada
Sistem Cloud yang
Disebabkan oleh Keadaan
Kahar

Kompetensi ini berhubungan dengan
kemampuan untuk mengelola insiden pada
sistem cloud yang disebabkan oleh keadaan
kahar.

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist
VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Management and
Automation

VCP - VMware Certified
Professional Cloud
Operations

CompTIA Cloud
Essentials+

Certified OpenStack
Administrator (COA)
Associate Certified
Analytics Professional
Associate Big Data
Engineer

Associate Big Data
Analyst

Certified Data Scientist

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Sertifikasi

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer

Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Design
VCAP - VMware Certified
Advanced Professional
Cloud Management and
Automation Deploy
CompTIA Cloud+
Certified Analytics
Professional

Senior Big Data Engineer

Senior Big Data Analyst
Senior Data Scientist

Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist

VCDX - VMware Certified
Design Expert Cloud
Management and
Automation

Linux Professional
Institute LPIC-3
Virtualization and
Containerization
Principal Data Scientist
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

14 = KeamananTI

Menerapkan Prinsip
Perlindungan Informasi

Melaksanakan kebijakan dan prosedur
keamanan informasi yang telah ditetapkan
untuk melindungi informasi terkait dengan
interkoneksi sistem informasi

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Menerapkan Prinsip
Keamanan Informasi untuk
Penggunaan Jaringan
Internet

Menerapkan prinsip keamanan informasi
yang terkait penggunaan jaringan internet
agar terlindungi sehingga meminimalkan
risiko-risiko keamanan informasi yang dapat
terjadi

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Menerapkan Prinsip
Keamanan Informasi pada
Transaksi Elektronik

Menerapkan prinsip keamanan informasi
yang terkait dalam transaksi elektronik agar
terlindungi sehingga dapat mencegah
pengiriman tidak lengkap, salah alamat,
pengubahan pesan tanpa otorisasi,
penyingkapan tanpa otorisasi, duplikasi
atau penjawaban pesan tanpa otorisasi

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEQ)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Sertifikasi

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Menyusun Dokumen
Kebijakan Keamanan
Informasi

Menyusun dan menetapkan dokumen
kebijakan keamanan informasi yang
diotorisasi oleh pihak manajemen untuk
selanjutnya dipublikasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
dan pihak-pihat terkait lain

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Mengelola Siklus Informasi

(Klasifikasi, Kategorisasi,
Penanggung-Jawab)

Mengelola siklus informasi yang meliputi:
klasifikasi, kategorisasi, dan penanggung-
jawab yang ada di dalam organisasi

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Sertifikasi

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Menerapkan Standar-
Standar Keamanan
Informasi yang Berlaku

Mengidentifikasi, menganalisis, dan memilih | CompTIA Security+

standar keamanan informasi yang akan
dijadikan ajuan dalammenetapkan
kebijakan dan prosedur keamanan
informasi

GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Mengaplikasikan
Ketentuan/Persyaratan
Keamanan Informasi

Menyusun persyaratan keamanan dalam
prosedur operasi di lingkungan komputasi
dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-
hari yang terkait dengan keamanan
informasi

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Mengelola Proses
Sertifikasi dan Akreditasi

untuk Keamanan Informasi

Menyiapkan atau melaksanakan
pengawasan penyusunan sertifikasi
keamanan dan dokumentasi akreditasi

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Naskah Akademik Pembentukan Pusat Data Nasional

Sertifikasi

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Mengelola Risiko
Keamanan Informasi

Mengevaluasi potensi dari risiko keamanan
informasi dan mengambil tindakan mitigasi
yang sesuai

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Melakukan Kajian
Keamanan Informasi

Melakukan kajian atas tren dan pola
permasalahan keamanan informasi pada
sistem yang ditangani

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Mengelola Log

Menetapkan kebijakan pencatatan log dan
melakukan kontrol berkas log terhadap
kemungkinan diubah atau dihapus

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Mengelola Audit Keamanan
Informasi

Menyusun rencana dan melakukan
supervisi kegiatan audit keamanan
informasi meminimalkan risiko gangguan
pada proses bisnis

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certified
in the Governance of
Enterprise IT (CGEIT)
(ISC)? Certified
Information Systems
Security Professional
(CISSP)

Mile2 Certified
Penetration Testing
Engineer (CPTE)

Linux Professional
Institute LPIC-3 Security
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Sertifikasi

Job Family Kompetensi
Level 1 (Basic)

Melakukan Evaluasi Kinerja
Keamanan Informasi

Menganalisis kinerja sistem dan kontrol
keamanan menangani potensi masalah-
masalah keamanan

CompTIA Security+
GIAC Information
Security Professional
(GISP)

GIAC Security Essentials
(GSEC)

elearnSecurity Junior
Penetration Tester
EC-Council Certified
Ethical Hacker (CEH)

Level 2 (Intermediate) Level 3 (Advanced)

CompTIA Cybersecurity
Analyst (CySA+)
CompTIA PenTest+
EC-Council Certified
Hacking Forensic
Investigator (CHFI)
GIAC Certified Incident
Handler (GCIH)

GIAC Security Leadership
(GSLC)

GIAC Certified Enterprise
Defender (GCED)

ISACA Certified
Information Systems
Auditor (CISA)

ISACA Certified
Information Security
Manager (CISM)
Offensive Security
Certified Professional
(OSCP)

Certificate of Cloud
Security Knowledge

CompTIA Advanced
Security Practitioner
(CASP+)ISACA Certifie